Menimbang

Mengingat

WALI KOTA BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG
NOMOR 5 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA BANDUNG
TAHUN 2022-2042

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA BANDUNG,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (7)

jo. Pasal 28 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007

tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang

Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang

Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kota Bandung Tahun

2022-2042;

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan
Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan
Daerah Istimewa Yogyakarta (Himpunan Peraturan
Negara Pembentukan Wilayah Daerah) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun
1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16
dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia dahulu)
tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota
Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang ...



3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 68 dan Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26
Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6042);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);

7. Peraturan ...



7.

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22
Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029 (Lembaran
Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 22,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat

Nomor 86);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDUNG

Menetapkan

dan

WALI KOTA BANDUNG

MEMUTUSKAN:

PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG
WILAYAH KOTA BANDUNG TAHUN 2022-2042.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.

Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia
yang memegang kekuasaan pemerintahan negara
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945.

Pemerintah Daerah Provinsi adalah Pemerintah Daerah
Provinsi Jawa Barat.

Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai
unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang
memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan daerah otonom.

Daerah Kota adalah Daerah Kota Bandung.

Wali Kota adalah Wali Kota Bandung.

6. Dewan ...



10.

11.

12.

13.

14.

. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya

disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat
daerah  yang  berkedudukan sebagai  unsur

penyelenggara Pemerintahan Daerah.

. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang

laut dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi
sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan
makhluk lain hidup, melakukan kegiatan dan

memelihara kelangsungan hidupnya.

. Tata Ruang adalah wujud Struktur Ruang Kota dan

Pola Ruang Kota.

. Struktur Ruang Kota adalah susunan pusat-pusat

permukiman dan sistem jaringan prasarana dan
sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan
sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarki
memiliki hubungan fungsional.

Pola Ruang Kota adalah distribusi peruntukan ruang
dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang
untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk
fungsi Budi Daya.

Penataan Ruang adalah suatu sistem proses
perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang kota dan
pengendalian pemanfaatan ruang kota.
Penyelenggaraan Penataan Ruang adalah kegiatan
yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan
dan pengawasan penataan ruang.

Pelaksanaan Penataan Ruang adalah upaya
pencapaian  tujuan  penataan ruang  melalui
pelaksanaan perencanaan tata ruang, Pemanfaatan
Ruang Kota dan pengendalian Pemanfaatan Ruang
Kota.

Pengawasan Penataan Ruang adalah upaya agar
penyelenggaraan penataan ruang dapat diwujudkan

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

15. Perencanaan ...



15.Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

menentukan Struktur Ruang Kota dan Pola Ruang
Kota yang meliputi penyusunan dan penetapan
rencana tata ruang.

Pemanfaatan Ruang Kota adalah upaya untuk
mewujudkan Struktur Ruang Kota dan Pola Ruang
Kota sesuai dengan rencana tata ruang melalui
penyusunan dan pelaksanaan program beserta
pembiayaannya.

Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kota adalah upaya
untuk mewujudkan tertib tata ruang.

Rencana Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RTR
adalah hasil perencanaan tata ruang.

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota yang selanjutnya
disingkat RTRWK adalah hasil perencanaan tata
ruang wilayah kota yang berisi tujuan, kebijakan,
strategi penataan ruang wilayah kota, rencana pola
ruang wilayah kota, penetapan kawasan strategis
kota, arahan pemanfaatan ruang wilayah kota, dan
ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah
kota.

Rencana Detail Tata Ruang Kota Bandung yang
selanjutnya disebut RDTR adalah rencana secara
terperinci tentang tata ruang wilayah Kota yang
dilengkapi dengan peraturan zonasi Kota.

Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan
geografis beserta segenap unsur terkait yang batas
dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek
administratif dan/atau aspek fungsional.

Sub Wilayah Kota yang selanjutnya disebut SWK
adalah wilayah yang secara geografis berada dalam
wilayah pelayanan satu subpusat pelayanan kota.
Wilayah Bandung Barat adalah wilayah Bandung
bagian barat yang mencakup SWK Bojonagara, SWK
Cibeunying, SWK Tegallega dan SWK Karees.

Wilayah Bandung Timur adalah wilayah Bandung
bagian timur yang mencakup SWK Arcamanik, SWK
Ujungberung, SWK Kordon dan SWK Gedebage.

25. Kawasan ...



25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

Kawasan Bandung Utara yang selanjutnya disebut
KBU adalah Kawasan Strategis Provinsi Jawa Barat
yang dimuat dalam Rencana Tata Ruang Wilayah
Provinsi Jawa Barat.

Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung adalah
kawasan strategis nasional dari sudut kepentingan
ekonomi yang terdiri atas Kawasan Perkotaan Inti dan
Kawasan Perkotaan di Sekitarnya yang membentuk
Kawasan Metropolitan yang mencakup sebagian
wilayah Kabupaten Bandung, seluruh wilayah Kota
Bandung, seluruh wilayah Kota Cimahi, sebagian
wilayah Kabupaten Sumedang dan sebagian wilayah
Kabupaten Bandung Barat.

Pusat Pelayanan Kota yang selanjutnya disingkat PPK
adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial dan/atau
administrasi yang melayani seluruh wilayah Kota
dan/atau regional;

Sub Pusat Pelayanan Kota yang selanjutnya disingkat
SPPK adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial
dan/atau administrasi yang melayani sub wilayah
kota (SWK);

Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama
lindung atau Budi Daya.

Kawasan Lindung adalah wilayah yang ditetapkan
dengan fungsi utama melindungi kelestarian
lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam
dan sumber daya buatan.

Kawasan Budi Daya adalah wilayah yang ditetapkan
dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar
kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya
manusia, dan sumber daya buatan.

Kawasan Strategis Nasional yang selanjutnya
disingkat KSN adalah wilayah yang penataan
ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh
sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan
negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi,
sosial, budaya dan/atau lingkungan, termasuk

wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia.

33. Kawasan ...



33.

34.

35.

36.

37.

38.

Kawasan Strategis Provinsi yang selanjutnya disingkat
KSP adalah wilayah yang penataan ruangnya
diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat
penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi,
sosial, budaya, dan/atau lingkungan serta merupakan
bagian tidak terpisahkan dari rencana tata ruang
wilayah provinsi.

Kawasan Strategis Kota yang selanjutnya disingkat
KSK adalah wilayah yang penataan ruangnya
diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat
penting dalam lingkup Kota terhadap ekonomi, sosial,
budaya dan/atau lingkungan serta merupakan bagian
tidak terpisahkan dari rencana tata ruang wilayah
Kota.

Ketentuan Umum Zonasi Kota adalah ketentuan
umum yang mengatur Pemanfaatan Ruang Kota dan
ketentuan pengendalian Pemanfaatan Ruang Kota
yang disusun untuk setiap klasifikasi peruntukan
ruang dan kawasan sekitar jaringan prasarana
wilayah Kota.

Ketentuan Khusus adalah ketentuan yang mengatur
pemanfaatan kawasan yang memiliki fungsi khusus
dan memiliki aturan tambahan seperti adanya
kawasan yang bertampalan dengan kawasan
peruntukan utama, yang disebut sebagai kawasan
pertampalan atau tumpang susun (overlay).

Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat
KDB adalah angka  persentase berdasarkan
perbandingan antara luas seluruh lantai dasar
Bangunan Gedung terhadap luas lahan perpetakan
atau daerah perencanaan sesuai Keterangan Rencana
Kota.

Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat
KLB adalah angka persentase perbandingan antara
luas seluruh lantai Bangunan Gedung terhadap luas
lahan perpetakan atau daerah perencanaan sesuai

Keterangan Rencana Kota.

39. Koefisien ...



39.

40.

41

42.

43.

44,

45.

46.

Koefisien Dasar Hijau yang selanjutnya disingkat KDH
adalah prosentase perbandingan antara luas seluruh
ruang terbuka di luar bangunan Gedung yang
diperuntukkan bagi pertamanan/penghijauan dengan
luas persil/ kavling.

Intensitas Pemanfaatan Ruang Kota adalah ketentuan
teknis tentang kepadatan zona terbangun yang
dipersyaratkan pada zona zona tersebut dan diukur
melalui Koefisien Dasar Bangunan (KDB), Koefisien
Lantai Bangunan (KLB) dan Koefisien Dasar Hijau
(KDH) baik di atas maupun di bawah permukaan

tanah.

. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Kota yang

selanjutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian antara
rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang Kota dengan
RTR.

Konfirmasi KKPR adalah dokumen yang menyatakan
kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan
Ruang Kota dengan RDTR.

Persetujuan KKPR adalah dokumen yang menyatakan
kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan
Ruang Kota dengan RTR selain RDTR.

Rekomendasi KKPR  adalah dokumen  yang
menyatakan kesesuaian rencana kegiatan
Pemanfaatan Ruang yang didasarkan pada kebijakan
nasional yang bersifat strategis dan belum diatur
dalam RTR dengan mempertimbangkan asas dan
tujuan Penyelenggaraan Penataan Ruang.

Insentif adalah perangkat untuk memotivasi,
mendorong, memberikan daya tarik dan/atau
memberikan percepatan terhadap kegiatan
Pemanfaatan Ruang Kota yang memiliki nilai tambah
pada zona yang perlu didorong pengembangannya.
Disinsentif adalah perangkat untuk mencegah
dan/atau memberikan batasan terhadap kegiatan
Pemanfaatan Ruang Kota yang sejalan dengan
rencana tata ruang dalam hal berpotensi melampaui

daya dukung dan daya tampung lingkungan.

47. Pemangku ...



47.

48.

49.

50.

51.

52.

53.

54.

Pemangku Kepentingan adalah Orang atau pihak yang
memiliki  kepentingan  dalam = Penyelenggaraan
Penataan Ruang yang meliputi Pemerintah Pusat,
Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kota

dan Masyarakat.

Orang adalah orang perseorangan dan/atau
korporasi.
Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok

Orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi
dan/atau Pemangku Kepentingan non pemerintah
lainnya dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.
Forum Penataan Ruang adalah wadah di tingkat pusat
dan daerah yang bertugas untuk membantu
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan
memberikan pertimbangan dalam Penyelenggaraan
Penataan Ruang.

Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH
adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok
yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat
tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah
maupun yang sengaja ditanam, dengan
mempertimbangkan aspek fungsi ekologis, resapan
air, ekonomi, sosial budaya, dan estetika.

Ruang Terbuka Non Hijau yang selanjutnya disingkat
RTNH adalah area memanjang/jalur dan/atau
mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat
terbuka.

Sistem Pengelolaan Air Limbah yang selanjutnya
disingkat SPAL adalah satu kesatuan sarana dan
prasarana pengelolaan air limbah.

Instalasi Pengolahan Air Limbah yang selanjutnya
disingkat IPAL adalah sebuah infrastuktur yang
dirancang untuk mengelola Air Limbah secara fisika,
kimia dan/atau biologi sehingga memenuhi Baku
Mutu Air Limbah.

55. Tempat ...



55.

56.

57.

58.

59.

60.

10

Tempat pengolahan sampah dengan prinsip 3R
(reduce, reuse, recycle) yang selanjutnya disebut TPS
3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan
pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan
pendauran ulang skala kawasan.

Tempat pemrosesan akhir yang selanjutnya disingkat
TPA adalah tempat untuk memproses dan
mengembalikan sampah ke media lingkungan secara
aman bagi manusia dan lingkungan.

Tempat pengolahan sampah terpadu yang selanjutnya
disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya
kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan
ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan
akhir sampah.

Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan yang
selanjutnya disingkat KKOP adalah wilayah daratan
dan/atau perairan serta ruang udara di sekitar
bandar udara yang digunakan untuk kegiatan operasi
penerbangan dalam rangka menjamin keselamatan
penerbangan.

Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang
selanjutnya disebut KP2B adalah wilayah budi daya
pertanian yang memiliki hamparan Lahan Pertanian
Pangan Berkelanjutan dan/atau hamparan Lahan
Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan serta
unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk
mendukung kemandirian, ketahanan dan kedaulatan
pangan nasional.

Tempat Pemakaman Umum yang selanjutnya
disingkat TPU adalah adalah areal tanah yang
disediakan untuk keperluan pemakaman jenazah bagi
setiap orang tanpa membedakan agama dan golongan,
yang pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah

Daerah.

BAB ...
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BAB 1II
ASAS

Pasal 2
RTRWK diselenggarakan berdasarkan asas:

keterpaduan;

o P

keberdayagunaan dan keberhasilgunaan;

keserasian, keselarasan dan keseimbangan;

e o

berbudaya;
berkelanjutan;
kebersamaan dan kemitraan;

kepastian hukum dan keadilan;

5o

. perlindungan kepentingan umum;

-

keterbukaan; dan

akuntabilitas.

—.

BAB III
FUNGSI, KEDUDUKAN DAN WILAYAH PERENCANAAN

Bagian Kesatu

Fungsi

Pasal 3
(1) RTRWK berfungsi sebagai:
a. penyelaras kebijakan penataan ruang Nasional,
Provinsi dan Kota; dan
b. acuan bagi Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi,
Pemerintah Daerah Kota dan masyarakat untuk
mengarahkan lokasi kegiatan dan menyusun
program pembangunan yang berkaitan dengan
Pemanfaatan Ruang Kota.
(2) RTRWK sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan matra spasial dari Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah Kota.

Bagian ...
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Bagian Kedua

Kedudukan

Pasal 4

Kedudukan RTRWK yaitu sebagai acuan bagi:

3)

penyusunan RDTR Kota;

penyusunan rencana pembangunan jangka panjang
daerah Kota;

penyusunan rencana pembangunan jangka menengah
daerah Kota;

penyusunan rencana sektoral;

Pemanfaatan Ruang Kota dan  pengendalian
Pemanfaatan Ruang Kota;

perwujudan keterpaduan, keterkaitan dan
keseimbangan antar sektor; dan

penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi.

Bagian Ketiga

Wilayah Perencanaan

Pasal 5
Lingkup wilayah perencanaan RTRWK meliputi batas
yang ditentukan berdasarkan aspek administratif,
mencakup seluruh wilayah daratan seluas lebih
kurang 16.659 (enam belas ribu enam ratus lima
puluh sembilan) hektar beserta ruang udara di
atasnya dan ruang di dalam bumi.
Letak Geografis Daerah Kota adalah 6° 50’ 38” -6° 58’
50” lintang selatan dan 107° 33’ 34” -107° 43’ 50”
bujur timur.
Batas wilayah Kota terdiri atas:
a. sebelah Utara, berbatasan dengan Kabupaten
Bandung Barat dan Kabupaten Bandung;
b. sebelah Timur dan Selatan, berbatasan dengan
Kabupaten Bandung; dan
c. sebelah Barat, berbatasan dengan Kota Cimahi dan
Kabupaten Bandung Barat.
(4) Wilayah ...
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(4) Wilayah perencanaan RTRWK sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) terdiri atas 8 (delapan) Sub Wilayah
Kota, yang meliputi:

a. SWK Bojonagara yang terdiri atas:
1. Kecamatan Sukasari;
2. Kecamatan Sukajadi;
3. Kecamatan Cicendo;dan
4. Kecamatan Andir.

b. SWK Cibeunying yang terdiri atas:
1. Kecamatan Cidadap;

Kecamatan Coblong;

Kecamatan Bandung Wetan;

Kecamatan Sumur Bandung;

Kecamatan Cibeunying Kidul; dan

A

Kecamatan Cibeunying Kaler.
c. SWK Tegalega yang terdiri atas:
1. Kecamatan Bandung Kulon;
Kecamatan Babakan Ciparay;
Kecamatan Bojongloa Kaler;

Kecamatan Bojongloa Kidul; dan

SR

Kecamatan Astana Anyar.
d. SWK Karees yang terdiri atas:
1. Kecamatan Regol;
2. Kecamatan Lengkong;
3. Kecamatan Kiaracondong; dan
4. Kecamatan Batununggal.
e. SWK Arcamanik yang terdiri atas:
1. Kecamatan Arcamanik;
2. Kecamatan Mandalajati; dan
3. Kecamatan Antapani.
f. SWK Ujungberung yang terdiri atas:
1. Kecamatan Ujungberung;
2. Kecamatan Cibiru;
3. Kecamatan Cinambo; dan
4. Kecamatan Panyileukan.
g. SWK Kordon yang terdiri atas;
1. Kecamatan Bandung Kidul; dan

2. Kecamatan Buahbatu.

h. SWK ...
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h. SWK Gedebage yang terdiri atas:
1. Kecamatan Gedebage; dan
2. Kecamatan Rancasari.

(5) SWK sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
dikembangkan secara tematik.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai lingkup wilayah
perencanaan RTRWK sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat
ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi
skala 1:25.000 (satu banding dua puluh lima ribu)
sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Daerah ini.

BAB IV
TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENATAAN RUANG

Bagian Kesatu

Tujuan Penataan Ruang

Pasal 6
Tujuan Penataan Ruang Kota yaitu mewujudkan Tata
Ruang yang aman, nyaman, produktif, efektif, efisien,
berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, berbasis
perdagangan, jasa dan ekonomi kreatif yang bertaraf

nasional.

Bagian Kedua

Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang

Pasal 7
Kebijakan dan strategi penataan ruang Kota meliputi:
kebijakan dan strategi Perencanaan Tata Ruang;
b. kebijakan dan strategi Pemanfaatan Ruang Kota; dan
c. kebijakan dan strategi Pengendalian Pemanfaatan

Ruang Kota.

Paragraf ...
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Paragraf 1

Kebijakan dan Strategi Perencanaan Tata Ruang

Pasal 8
Kebijakan dan strategi Perencanaan Tata Ruang
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a terdiri atas:
a. kebijakan dan strategi Struktur Ruang Kota;
b. kebijakan dan strategi Pola Ruang Kota; dan

c. kebijakan dan strategi Kawasan Strategis Kota.

Pasal 9

Kebijakan Struktur Ruang Kota sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 8 huruf a meliputi:

a. perwujudan pusat pelayanan kota yang efektif dan
efisien dalam menunjang perkembangan fungsi kota
sebagai kota perdagangan dan jasa yang didukung
ekonomi kreatif dalam lingkup Kawasan Perkotaan
Cekungan Bandung, Provinsi Jawa Barat dan
Nasional;

b. pengembangan dan peningkatan kualitas pelayanan
sarana dan  prasarana transportasi berbasis
transportasi publik yang terpadu dan terkendali; dan

c. peningkatan kualitas, kuantitas, keefektifan dan
efisiensi pelayanan prasarana kota yang terpadu

dengan sistem regional.

Pasal 10
Strategi untuk perwujudan pusat pelayanan kota yang
efektif dan efisien dalam menunjang perkembangan fungsi
kota sebagai kota perdagangan dan jasa yang didukung
ekonomi kreatif dalam lingkup Kawasan Perkotaan
Cekungan Bandung, Provinsi Jawa Barat dan Nasional
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a meliputi:
a. mengembangkan 2 (dua) PPK untuk wilayah Bandung
Barat dan wilayah Bandung Timur;
b. membagi kota menjadi 8 (delapan) SWK, masing-
masing dilayani oleh 1 (satu) SPPK;

c. mengembangkan ...
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c. mengembangkan kawasan berorientasi transit yang
terintegrasi dengan pusat pelayanan;

d. mengembangkan pusat pelayanan lingkungan secara
merata;

e. menyediakan fasilitas yang memadai pada setiap
pusat pelayanan sesuai skala pelayanannya; dan

f. menyerasikan sebaran fungsi kegiatan pusat

pelayanan dengan fungsi dan kapasitas jaringan jalan.

Pasal 11

Strategi untuk pengembangan dan peningkatan kualitas

pelayanan sarana dan prasarana transportasi berbasis

transportasi publik yang terpadu dan terkendali
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b meliputi:

a. membuka peluang investasi dan kemitraan bagi sektor
privat dan masyarakat dalam menyediakan prasarana
dan sarana transportasi;

b. mengawasi fungsi dan hirarki jalan;
meningkatkan kapasitas jaringan jalan melalui
pembangunan dan pelebaran jalan, manajemen dan
rekayasa lalu lintas serta menghilangkan gangguan
sisi jalan;

d. memprioritaskan pengembangan sistem angkutan
umum massal yang terpadu;

e. menyediakan fasilitas parkir yang memadai dan
terpadu dengan pusat kegiatan;

f. mengembangkan sistem terminal dalam kota serta
membangun terminal di batas kota dengan
menetapkan lokasi yang dikoordinasikan dengan
pemerintah daerah yang berbatasan; dan

g. mengoptimalkan pengendalian dan penyelenggaraan

sistem transportasi kota.

Pasal 12
Strategi untuk peningkatkan kualitas, kuantitas,
keefektifan dan efisiensi pelayanan prasarana kota yang
terpadu dengan sistem regional sebagaimana dimaksud
Pasal 9 huruf c dilakukan melalui strategi:
a. menjaga keseimbangan ketersediaan air baku;

b. mempertahankan ...



17

mempertahankan kualitas air permukaan dan air
tanah dangkal;

mewajibkan penyediaan sumur resapan dalam setiap
kegiatan pembangunan;

mengupayakan ketersediaan sumber air baku melalui
kerja sama antar daerah;

mengurangi tingkat kebocoran air minum;
memperluas jaringan prasarana air limbah;
mewajibkan penyediaan instalasi pengelolaan limbah
khusus pada setiap kegiatan yang menghasilkan
limbah;

meningkatkan pelayanan prasarana drainase dalam
rangka mengatasi permasalahan banjir dan genangan;
mengurangi volume sampah yang akan dibuang ke
TPAS dengan cara pengolahan setempat per wilayah
dengan teknik yang ramah lingkungan;

meningkatkan kualitas dan kuantitas prasarana dan
sarana pengelolaan sampah;

menyediakan fasilitas sosial dan fasilitas umum di
pusat pelayanan kota dan lingkungan sesuai dengan
skala pelayanannya;

mempertahankan serta memelihara fasilitas sosial dan
fasilitas umum yang ada;

. mengarahkan pengembangan fasilitas sosial dan
fasilitas umum baru skala kota dan wilayah ke
Wilayah Bandung Timur;

melengkapi fasilitas sosial dan fasilitas umum yang
kurang di seluruh wilayah kota;

menyebarkan dan memeratakan fasilitas sosial dan
fasilitas umum dan membatasi fasilitas yang sudah
jenuh;

mengendalikan dampak negatif dari berbagai fasilitas
sosial dan fasilitas umum; dan

mengembangkan dan meningkatkan kapasitas,

kualitas sarana dan prasarana pemadam kebakaran.

Pasal ...
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Pasal 13
Kebijakan Pola Ruang Kota sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 8 huruf b terdiri atas:
a. perwujudan keseimbangan proporsi Kawasan
Lindung; dan

b. optimalisasi pembangunan wilayah terbangun.

Pasal 14

Strategi untuk perwujudan keseimbangan proporsi

Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13

huruf a, meliputi:

a. menjaga keseimbangan proporsi Kawasan Lindung
khususnya di KBU;

b. mempertahankan dan merevitalisasi Kawasan resapan
air atau Kawasan yang berfungsi hidroorologis untuk
menjamin ketersediaan sumber daya air dan
kesuburan tanah serta melindungi Kawasan dari
bahaya longsor dan erosi;

c. mengembangkan kawasan jalur hijau pengaman
prasarana dalam bentuk jalur hijau sempadan sungai
dan jalur rel kereta api;

d. mempertahankan fungsi dan menata RTH yang ada
dan tidak memberi izin alih fungsi ke fungsi lain
didalam mencapai penyediaan ruang terbuka hijau;

e. meningkatkan ketersediaan RTH publik melalui
inventarisasi aset Pemerintah Daerah Kota yang dapat
dimanfaatkan sebagai RTH, penyerahan prasarana,
sarana dan utilitas perumahan, pengembangan jalur
hijau jalan, pengadaan lahan untuk RTH publik, serta
pengembangan konsep taman vertikal/taman di atap
bangunan;

f. melestarikan dan melindungi Kawasan dan bangunan
cagar budaya yang telah ditetapkan terhadap
perubahan,kerusakan struktur, bentuk dan wujud
arsitektural; dan

g. meminimalkan dampak resiko pada Kawasan rawan
bencana.

Pasal ...
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Pasal 15

Strategi Pola Ruang Kota untuk optimalisasi

pembangunan wilayah terbangun sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 13 huruf b, meliputi:

a. mengembangkan Pola Ruang Kota yang kompak,
intensif dan hijau, serta berorientasi pada pola
jaringan transportasi;

b. mendorong dan memprioritaskan pengembangan ke
Wilayah Bandung Timur yang terdiri atas:

1. SWK Arcamanik;
2. SWK Ujungberung;
3. SWK Kordon; dan
4. SWK Gedebage.

c. mengendalikan pembangunan di Wilayah Bandung
Barat yang telah berkembang pesat dengan kepadatan
relatif tinggi, yang terdiri atas:

1. SWK Bojonagara;
2. SWK Cibeunying;
3. SWK Tegallega; dan
4. SWK Karees.

d. membatasi pembangunan di KBU pada kawasan yang
ditetapkan sebagai Kawasan Budi Daya atau yang
bukan berfungsi lindung bagi kawasan bawahannya
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

e. mempertahankan fungsi dan menata RTNH;

f. menata, mengendalikan dan mewajibkan penyediaan
lahan dan fasilitas parkir yang memadai bagi kegiatan
pada Kawasan peruntukan lainnya; dan

g. menata Kawasan permukiman kumuh dengan

pendekatan pengembangan fisik, sosial dan ekonomi.

Pasal 16
Kebijakan Kawasan Strategis Kota sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 8 huruf c, meliputi pengembangan KSK
berdasarkan sudut kepentingan yang ditetapkan agar
berfungsi efektif.
Pasal ...
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Pasal 17

Strategi pengembangan KSK berdasarkan sudut

kepentingan yang ditetapkan agar berfungsi efektif

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, terdiri atas:

a. menjalin kemitraan Pemerintah Daerah Kota, dunia
usaha dan masyarakat dan menyediakan insentif
pembangunan yang sesuai dengan rencana Tata
Ruang;

b. memanfaatkan mekanisme perizinan, penilaian
permohonan pembangunan, serta disinsentif untuk
mengendalikan dan/atau membatasi pembangunan
yang berdampak negatif terhadap fungsi kawasan
strategis;

c. mengembangkan mekanisme insentif untuk
mendorong pengembangan kawasan yang didorong
pengembangannya; dan

d. pengembangan tata bangunan dan lingkungan untuk

meningkatkan efektifitas dan estetika Ruang.

Paragraf 2
Kebijakan dan Strategi Pemanfaatan Ruang Kota

Pasal 18
Kebijakan dan Strategi Pemanfaatan Ruang Kota
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, yaitu
pengembangan program perwujudan tata ruang yang
dalam pelaksanaannya dapat mendorong kemitraan dan
kerja sama antara Pemerintah Daerah Kota, swasta dan

masyarakat.

Pasal 19
Strategi Pemanfaatan Ruang Kota untuk pengembangan
program  perwujudan Tata Ruang yang dalam
pelaksanaannya dapat mendorong kemitraan dan kerja
sama antara swasta dan masyarakat sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 18, meliputi:
a. melaksanakan Pemanfaatan Ruang Kota melalui
KKPR;

b. menjabarkan ...
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menjabarkan dan menyusun tahapan dan prioritas
program berdasarkan persoalan mendesak yang harus
ditangani, serta antisipasi dan arahan pengembangan
masa mendatang;

mendorong kemitraan dan kerja sama dengan swasta
dan masyarakat dalam penyediaan pelayanan kota
dan pembangunan kota; dan

melaksanakan sinkronisasi program Pemanfaatan
Ruang Kota dengan sektoral dalam rangka
mewujudkan RTR.

Paragraf 3

Kebijakan dan Strategi Pengendalian Pemanfaatan Ruang

(1)

)

Kota

Pasal 20
Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kota
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c yaitu
penyelenggaraan Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Kota yang tegas dan konsisten.
Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kota
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan

berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

Strategi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kota yang

tegas dan konsisten sebagaimana dimaksud dalam Pasal

20 ayat (1) meliputi kegiatan:

a.

menyusun dan menetapkan peraturan zonasi yang
terintegrasi dengan RDTR sesuai arahan ketentuan
umum zonasi,

menyusun proses pengkajian rancangan dalam proses
penerbitan perizinan bagi permohonan perubahan
Pemanfaatan Ruang Kota dan kegiatan yang
berdampak penting;

mengembangkan kebijakan insentif dan disinsentif
untuk mendorong pembangunan yang dikembangkan
dan menghambat pembangunan di wilayah yang
dikendalikan;

d. menyusun ...
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menyusun dan mengembangkan mekanisme untuk
pelaksanaan teknik pengaturan zonasi;

menyusun tata cara pengawasan dan pengendalian
pembangunan yang melibatkan semua pemangku
kepentingan; dan

menyusun tata cara untuk pengajuan keberatan
terhadap rencana Tata Ruang, peraturan zonasi dan

perizinan yang diterbitkan Pemerintah Daerah Kota.

BAB YV
RENCANA STRUKTUR RUANG KOTA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 22
Rencana Struktur Ruang Kota terdiri atas:
a. sistem pusat pelayanan; dan
b. sistem jaringan prasarana.
Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana Struktur
Ruang Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian
geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:25.000
(satu banding dua puluh lima ribu) sebagaimana
tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Sistem Pusat Pelayanan

Pasal 23
Sistem pusat pelayanan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a, terdiri atas:
a. PPK yang melayani seluruh wilayah kota dan/atau
regional; dan

b. SPPK yang melayani sub wilayah kota.

(2) Ketentuan ...
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Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem pusat
pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian
geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:25.000
(satu banding dua puluh lima ribu) sebagaimana
tercantum dalam Lampiran II.1 yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 24

PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1)

huruf a terdiri atas:

a. PPK Alun-alun, terletak di sebagian wilayah
Kecamatan Sumur Bandung, Kecamatan
Lengkong, Kecamatan Regol, Kecamatan Astana
Anyar, Kecamatan Andir dan Kecamatan Cicendo;
dan

b. PPK Gedebage, terletak di sebagian wilayah
Kecamatan Gedebage, Kecamatan Panyileukan
dan Kecamatan Cinambo.

PPK Alun-alun sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a melayani wilayah Bandung Barat.

PPK Gedebage sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf b melayani wilayah Bandung Timur.

Pasal 25

SPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1)

huruf b terdiri atas:

a. SPPK Setrasari di Kecamatan Sukasari;

b. SPPK Pahlawan di Kecamatan Cibeunying Kaler;

c. SPPK Leuwipanjang di Kecamatan Bojongloa
Kidul,

d. SPPK Maleer di Kecamatan Batununggal;

e. SPPK Arcamanik di Kecamatan Kiaracondong dan
Kecamatan Antapani;

f.  SPPK Ujungberung di Kecamatan Ujungberung;

g. SPPK Kordon di Kecamatan Bandung Kidul; dan

h. SPPK Derwati di Kecamatan Rancasari.

(2) SPPK ...
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SPPK Setrasari sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a melayani SWK Bojonagara.

SPPK Pahlawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b melayani SWK Cibeunying.

SPPK Leuwipanjang sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf ¢ melayani SWK Tegallega.

SPPK Maleer sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf d melayani SWK Karees.

SPPK Arcamanik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf e melayani SWK Arcamanik.

SPPK Ujungberung sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf f melayani SWK Ujungberung.

SPPK Kordon sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf g melayani SWK Kordon.

SPPK Derwati sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf h melayani SWK Gedebage.

Bagian Ketiga

Sistem Jaringan Prasarana

Pasal 26

Sistem jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 22 ayat (1) huruf b, terdiri atas:

a.

o a0 o

(1)

sistem jaringan transportasi;

sistem jaringan energi;

sistem jaringan telekomunikasi;
sistem jaringan sumber daya air; dan

infrastruktur perkotaan.

Pasal 27
Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 26 huruf a terdiri atas:
a. sistem jaringan jalan;
b. sistem jaringan kereta api; dan
c. bandar udara umum dan bandar udara khusus.
Sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a terdiri atas:

a. jalan umum;
b. jalan tol;

c. terminal ...
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c. terminal penumpang; dan

d. terminal barang.

Sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b terdiri atas:

a. jaringan jalur kereta api; dan

b. stasiun kereta api.

Bandar udara umum dan bandar udara khusus
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa
bandar udara pengumpul.

Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem jaringan
transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian
geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:25.000
(satu banding dua puluh lima ribu) sebagaimana
tercantum dalam Lampiran II.2 yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 28

Jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27

ayat (2) huruf a terdiri atas:

a. Jalan arteri; dan

b. Jalan kolektor.

Jalan arteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a terdiri atas:

a. Jalan arteri primer; dan

b. Jalan arteri sekunder.

Jalan kolektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf b terdiri atas:

a. Jalan kolektor primer; dan

b. Jalan koletor sekunder.

Jalan arteri primer sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) huruf a terdiri atas:

a. koridor 1: Jalan Cibeureum-Jalan Sudirman-Jalan
Soekarno Hatta yang melintasi Terminal
Leuwipanjang;

b. koridor 2: Jalan Rajawali Barat - Jalan Nurtanio -
Jalan Abdul Rahman Saleh - Jalan Pajajaran
(Simpang Abdul Rahman Saleh - Simpang
Pasirkaliki) - Jalan Pasir Kaliki (Simpang Kebon
Kawung - Simpang Pasteur) yang mengakses
Bandar Udara Husein Sastranegara;

c. koridor ...
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koridor 3: Jalan Pasteur-Dr. Djundjunan-Jalan
Prof. Mochtar Kusumaatmadja/Jalan Layang
Pasupati-Jalan Surapati, Jalan KHP Hasan
Mustofa-Jalan Raya Sindanglaya-Jalan Raya
Ujungberung-Jalan Raya Cipadung-Jalan Cibiru;
dan

koridor 4: Jalan Gedebage yang mengakses

Terminal Terpadu Gedebage.

(5) Jalan arteri sekunder sebagaimana dimaksud ayat (2)

huruf b terdiri atas:

a.
b.

C.

°

IS

2]

Jalan Asia Afrika;

Jalan Gatot Subroto;

Jalan H. Ibrahim Aji (Simpang Terusan Jakarta-
Simpang Gatot Subroto);

Jalan H. Ibrahim Aji (Simpang Gatot Subroto-
Simpang Soekarno Hatta);

Jalan Braga;

Jalan Perintis Kemerdekaan;

Jalan Suniaraja (Simpang Braga-Simpang Perintis
Kemerdekaan);

Jalan Wastukencana;

Jalan  Pajajaran  (Simpang  Wastukencana-
Simpang Cicendo);

Jalan Cihampelas;

Jalan Abdul Rivai;

Jalan Cipaganti;

Jalan Setiabudi (Simpang Sukawangi-Simpang
Cihampelas);

Jalan Setiabudi (Simpang Ciumbuleuit);

Jalan Sindang Sirna;

Jalan Prof. Dr. Ir. Sutami;

Jalan Terusan Prof. Dr. Ir. Sutami;

Jalan Leumah Neundeut;

Jalan Prof. Dr. Surya Soemantri (Simpang
Sutami-Simpang Leumah Neundeut);

Jalan LRE Martadinata (Simpang Wastukencana-
Simpang Merdeka);

u. Jalan ...
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Jalan Pasir Kaliki (Simpang Gardujati-Simpang
Kebon Kawung);

Jalan Gardujati;

Jalan Pahlawan;

Jalan Ir. H. Juanda;

Jalan Merdeka;

Jalan Lembong;

. Jalan Tamblong;
bb.

Jalan Oto Iskandar Dinata,;

Jalan Leuwipanjang;

Jalan Kopo (Simpang BKR-Simpang Pasirkoja);
Jalan Pasirkoja;

Jalan Astana Anyar;

Jalan Sudirman;

Jalan Jamika;

Jalan Rumah Sakit;

Jalan Cinambo;

Jalan Cisaranten Kulon;

Jalan Cingised;

. Jalan Cikajang Raya;

Jalan Cibatu Raya;

Jalan Kuningan Raya;

Jalan Arcamanik Endah Raya;

Jalan Pacuan Kuda;

Jalan Ciwastra;

Jalan Sunda (Simpang Lengkong Kecil-Simpang
Asia Afrika);

Jalan Sadakeling;

Jalan Buahbatu (Simpang Sadakeling-Simpang
BKR);

Jalan Karapitan (Simpang Cikawao/Sadakeling-
Simpang Lengkong Kecil);

Jalan Jakarta;

Jalan Sukabumi;

Jalan Terusan Jakarta;

Jalan Golf Barat Raya;

aaa. Jalan ...
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aaa. Jalan Ahmad Yani (Simpang Asia Afrika-Simpang

Laswi); dan

bbb. Jalan Ahmad Yani (Simpang Supratman-Simpang

Sindanglaya).

(6) Jalan kolektor primer sebagaimana dimaksud ayat (3)

huruf a terdiri atas:

a.
b.

a0

°

oo

®

Jalan Setiabudi;

Jalan Sukawangi;

Jalan Sukajadi;

Jalan Pasirkaliki (Simpang Pasteur-Simpang
Sukajadi/Eyckman);

Jalan Pasirkaliki (Simpang Kebon Kawung-
Simpang Pajajaran);

Jalan Kebon Kawung (Simpang Cicendo-Simpang
Pasirkaliki);

Jalan Cicendo (Simpang Pajajaran-Simpang
Kebonkawung);

Jalan Pajajaran (Simpang Pasirkaliki-Simpang
Cicendo);

Jalan  Pajajaran  (akses Bandara  Husein
Sastranegara)

Jalan Terusan Pasir Koja (Simpang Jamika-
Simpang Soekarno-Hatta;

Jalan Kopo (Simpang Jl. Peta — bts. Kota/kab.
Bandung);

Jalan Moh. Toha (Simpang Jl. BKR-bts. Kota/Kab.
Bandung);

Jalan Buahbatu (Simpang Pelajar Pejuang 45-
Simpang Soekarno Hatta);

Jalan Terusan Buahbatu (Simpang Soekarno
Hatta-Bts. Kota/Kab. Bandung);

Jalan Peta;

Jalan BKR;

Jalan Pelajar Pejuang 45;

Jalan Laswi;

Jalan Ahmad Yani (Simpang Laswi-Simpang
Supratman);

t. Jalan ...
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Jalan W.R. Supratman,;
Jalan P. Diponegoro;
Jalan Cilamaya,;

Jalan Cimandiri;

Jalan Depan LAN;
Jalan Cilaki;

Jalan Gasibu Barat

. Jalan Ariajipang;
bb.

Jalan Sentot Alibasyah;

Jalan Gedebage Selatan (Rel KA-SP3.Derwati-
Batas Kota Bandung/Jbt Tol);

Jalan Gedebage Raya;

Jalan Boulevard Utama;

Jalan Boulevard Barat;

Jalan Boulevard Selatan;

Jalan Cimincrang; dan

Jalan Pusdai.

Jalan kolektor primer sebagaimana dimaksud pada

ayat (6) huruf dd sampai dengan huruf ii merupakan

usulan peningkatan jalan kota menjadi jalan provinsi

dengan fungsi jalan kolektor primer.

Jalan kolektor sekunder sebagaimana dimaksud pada

ayat (3) huruf b yang menghubungkan antar-SPPK

tediri atas:

a.

=3

o o

B R0
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Jalan Ciumbuleuit (Simpang Setiabudi-Simpang
Siliwangi);

Jalan Siliwangi;

Jalan Dipatiukur;

Jalan Tubagus Ismail;

Jalan Sadang Serang;

Jalan Cikutra Barat;

Jalan Prof. Dr. Surya Soemantri;

. Jalan Pandu

Jalan Arjuna;
Jalan Kebon Jati;

Jalan Suniaraja;

1. Jalan ...
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l. Jalan LRE Martadinata (Simpang Merdeka-
Simpang A. Yani)

m. Jalan Rajawali Timur;

. Jalan Moh. Ramdan;

o. Jalan Karapitan (Simpang Moh. Ramdan-Simpang
Cikawao /Sadakeling);

p. Jalan Gurame;

=]

q. Jalan Cikutra;
r. Jalan H. Ibrahim Adjie (Simpang A. Yani-Simpang
Terusan Jakarta); dan

i. Jalan Brigjen Katamso.

Pasal 29

Jalan tol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2)

huruf b terdiri atas:

a.
b.

C.

Jalan tol Padalarang-Cileunyi;
Jalan tol Soreang-Pasirkoja;
Jalan tol dalam kota Terusan Pasteur-Ujungberung-

Cileunyi (Bandung Intra Urban Toll Road);

. Jalan tol dalam kota Ujungberung- Gedebage-Majalaya

(Bandung Intra Urban Toll Road);

Jalan tol dalam  kota  Utara-Selatan yang
menghubungkan jalan tol Padaleunyi dengan jalan tol
dalam kota Terusan Pasteur-Ujungberung; dan

Jalan tol Bandung Utara.

Pasal 30

(1) Terminal penumpang sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 27 ayat (2) huruf c terdiri atas:
a. terminal penumpang tipe A,
b. terminal penumpang tipe B; dan

c. terminal penumpang tipe C.

(2) Terminal penumpang tipe A sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf a terdiri atas:

a. usulan terminal tipe A di Kecamatan Gedebage;

b. terminal Leuwipanjang di Kecamatan Bojongloa
Kidul; dan

c. terminal Cicaheum di Kecamatan Kiaracondong.

(3) Terminal ...
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(8) Terminal penumpang tipe B sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
a. terminal Ledeng di Kecamatan Cidadap;
b. terminal Ciroyom di Kecamatan Andir; dan
c. terminal Stasiun Hall di Kecamatan Andir.

(4) Terminal penumpang tipe C sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf c terdiri atas:

a. terminal Sederhana di Kecamatan Sukajadi;

=

terminal Dago di Kecamatan Coblong;

terminal Sadang Serang di Kecamatan Coblong;

o o

terminal Abdul Muis di Kecamatan Regol;
terminal Cibaduyut di Kecamatan Bojongloa Kidul;
terminal Tegallega di Kecamatan Astana Anyar;

terminal Antapani di Kecamatan Antapani;

PR oo

. terminal Ciwastra di Kecamatan Rancasari;

-

terminal Ujungberung di Kecamatan Ujungberung;

terminal Margahayu di Kecamatan Buahbatu;

—.

k. terminal Riung Bandung di Kecamatan Gedebage;

—

terminal Gedebage di Kecamatan Panyileukan;
m. terminal Cibiru di Kecamatan Panyileukan;

n. terminal Caringin di Kecamatan Bojongloa Kaler;
o. terminal Kebon Kelapa di Kecamatan Regol; dan

p. terminal Kordon di Kecamatan Buahbatu.

Pasal 31
Terminal barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27

ayat (2) huruf d terdapat di Kecamatan Gedebage.

Pasal 32
(1) Jaringan jalur kereta api sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 27 ayat (3) huruf a meliputi jaringan
jalur kereta api umum.
(2) Jaringan jalur kereta api umum sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. jaringan jalur kereta api antarkota; dan

b. jaringan jalur kereta api perkotaan.

(3) Jaringan ...
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Jaringan jalur kereta api antarkota sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:

a.

pembangunan kereta api jalur ganda (double
track) Jawa Selatan yang menghubungkan
Padalarang-Bandung-Banjar-Yogyakarta; dan
pembangunan kereta cepat (high speed railway)
Jakarta-Bandung.

Jaringan jalur kereta api perkotaan sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:

a.

jalur kereta api Kiaracondong-Ciwidey
(reaktivasi);

pembangunan  jalur kereta api yang
menghubungkan Leuwipanjang-Jatinangor;
pembangunan  jalur kereta api yang
menghubungkan Leuwipanjang-Cimahi-
Padalarang-Walini;

pembangunan  jalur kereta api yang
menghubungkan Leuwipanjang-Soreang;
pembangunan  jalur kereta api yang
menghubungkan Leuwipanjang-Babakan
Siliwangi;

pembangunan  jalur kereta api yang
menghubungkan Gedebage-Tegalluar-Majalaya;
pembangunan  jalur kereta api yang
menghubungkan Babakan Siliwangi-Lembang-
Maribaya;

pembangunan  jalur kereta api yang
menghubungkan Elang-Gedebage;
pembangunan  jalur kereta api yang
menghubungkan Martadinata-Banjaran; dan
pembangunan kereta gantung yang
menghubungkan Utara-Selatan dan Timur-

Barat wilayah Kota.

Pasal 33

Stasiun kereta api sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 27 ayat (3) huruf b terdiri atas:

a.
b.

stasiun penumpang; dan
stasiun barang.

(2) Stasiun ...



(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

33

Stasiun penumpang sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a terdiri atas:

a. stasiun Bandung di Kecamatan Cicendo;

b. stasiun Cimindi di Kecamatan Andir;

c. stasiun Ciroyom di Kecamatan Andir;

d. stasiun Andir di Kecamatan Andir;

e. stasiun Cikudapateuh di Kecamatan
Batununggal;

f. stasiun Kiaracondong di Kecamatan
Kiaracondong;

g. stasiun Cibangkong di Kecamatan Batununggal;
dan

h. stasiun Al-Jabar di Kecamatan Gedebage.

Stasiun barang sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf (b) yaitu stasiun Gedebage di Kecamatan

Gedebage.

Pasal 34

Bandar udara pengumpul sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 27 ayat (4) yaitu bandar udara
pengumpul skala pelayanan sekunder.

Bandar udara pengumpul skala pelayanan
sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
yaitu Bandar Udara Husein Sastranegara di
Kecamatan Andir dan Kecamatan Cicendo.

Untuk menjaga keselamatan operasi penerbangan,
ditetapkan Ketentuan Khusus pada KKOP,
Ketentuan lebih lanjut mengenai Ketentuan Khusus
pada KKOP sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri
dan ketelitian detail informasi skala 1:25.000 (satu
banding dua puluh lima ribu) sebagaimana
tercantum dalam Lampiran III.1 yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 35
Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 26 huruf b meliputi jaringan
infrastruktur ketenagalistrikan.

(2) Jaringan ...
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Jaringan infrastruktur ketenagalistrikan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi

jaringan infastruktur penyaluran tenaga listrik dan
sarana pendukung.

Jaringan infastruktur penyaluran tenaga listrik dan

sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) meliputi:

a. jaringan transmisi tenaga listrik antar sistem;

b. jaringan distribusi tenaga listrik; dan

c. gardu listrik.

Jaringan transmisi tenaga listrik antar sistem

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a

meliputi:

a. saluran udara tegangan tinggi yang melintasi
Kecamatan Arcamanik, Kecamatan Astana
Anyar, Kecamatan Babakan Ciparay, Kecamatan
Bandung Kidul, Kecamatan Bandung Kulon,
Kecamatan  Bojongloa  Kidul, @ Kecamatan
Buahbatu, Kecamatan Cibiru, Kecamatan
Cidadap, Kecamatan Cinambo, Kecamatan
Gedebage, Kecamatan Kiaracondong,
Kecamatan Panyileukan, Kecamatan Rancasari,
Kecamatan Regol, Kecamatan Sukasari dan
Kecamatan Ujungberung; dan

b. saluran transmisi lainnya berupa saluran kabel
tegangan tinggi yang melintasi Kecamatan
Arcamanik, Kecamatan Astana Anyar,
Kecamatan Batununggal, Kecamatan Buahbatu,
Kecamatan Cinambo, Kecamatan Kiaracondong,
Kecamatan Lengkong, Kecamatan  Regol,
Kecamatan Sumur Bandung dan Kecamatan

Ujungberung.

(5) Jaringan ...
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(5) Jaringan distribusi tenaga listrik sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi:

a. jaringan saluran udara tegangan menengah
yang melintasi Kecamatan Antapani, Kecamatan
Arcamanik, Kecamatan Babakan Ciparay,
Kecamatan  Bandung  Kidul, Kecamatan
Bandung Kulon, Kecamatan Batununggal,
Kecamatan  Bojongloa  Kaler, Kecamatan
Bojongloa Kidul, Kecamatan Buahbatu,
Kecamatan Cibeunying Kaler, Kecamatan
Cibeunying Kidul, Kecamatan Cibiru,
Kecamatan Cidadap, Kecamatan Cinambo,
Kecamatan Coblong, Kecamatan Gedebage,
Kecamatan Kiaracondong, Kecamatan Lengkong,
Kecamatan Mandalajati, Kecamatan
Panyileukan, Kecamatan Rancasari, Kecamatan
Regol, Kecamatan  Sukajadi, Kecamatan
Sukasari dan Kecamatan Ujungberung;

b. jaringan saluran kabel tegangan menengah yang
tersebar di seluruh kecamatan;

(6) Gardu listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
huruf ¢ berupa gardu induk yang terdiri atas:

a. gardu induk Bandung Utara di Kecamatan
Sukasari;

b. gardu induk Bengkok di Kecamatan Coblong;

c. gardu induk Braga di Kecamatan Sumur
Bandung;

d. gardu induk Cigareleng di Kecamatan Regol;

e. gardu induk Kiaracondong di Kecamatan
Kiaracondong;

f. gardu induk Gedebage di Kecamatan Gedebage;

g. gardu induk Bandung Timur II di Kecamatan
Arcamanik; dan

h. gardu induk Bengkok/Dago II di Kecamatan
Coblong.

(7) Jaringan ...
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Jaringan distribusi tenaga listrik sebagaimana
dimaksud pada ayat (5) dikembangkan melalui
sistem bawah tanah.

Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem jaringan
energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian
geometri dan ketelian detail informasi skala
1:25.000 (satu banding dua puluh lima ribu)
sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.3 yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Daerah ini.

Pasal 36

Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 26 huruf ¢ meliputi:
a. jaringan tetap; dan
b. jaringan bergerak.
Jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a berupa jaringan serat optik yang tersebar di
seluruh wilayah Kota.
Jaringan bergerak sebagaimana dimaksud pada
ayat 1 huruf b terdiri atas jaringan bergerak seluler
yang tersebar di seluruh wilayah kota.
Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dikembangkan melalui
pembangunan dan pengembangan infrastruktur
pasif telekomunikasi bersama.
Pembangunan dan pengembangan infrastruktur
pasif  telekomunikasi  bersama  sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) meliputi:
a. pengembangan infrastruktur saluran bawah

tanah;
b. infrastruktur tiang telekomunikasi;
c. infrastruktur tiang microcell; dan/atau
d. infrastruktur menara telekomunikasi.
Ketentuan teknis dan sebaran lokasi pembangunan
dan pengembangan infrastruktur pasif
telekomunikasi bersama sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) mengacu pada ketentuan peraturan

perundang-undangan.
(7) Ketentuan ...
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Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem jaringan
telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian
geometri dan ketelitian detail informasi skala
1:25.000 (satu banding dua puluh lima ribu)
sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.4 yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Daerah ini.

Pasal 37

Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 26 huruf d meliputi

prasarana sumber daya air.

Prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) meliputi:

a. sistem pengendalian banjir; dan

b. bangunan sumber daya air

Sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) huruf a Dberupa bangunan

pengendalian banjir yang terdiri atas:

a. kolam retensi Taman Lansia di Kecamatan
Bandung Wetan;

b. kolam retensi Sarimas di Kecamatan Arcamanik;

c. kolam retensi Sirnaraga di Kecamatan Cicendo;

d. kolam retensi Kandagapuspa di Kecamatan
Bandung Wetan;

e. kolam retensi Rancabolang di Kecamatan
Gedebage;

f. kolam retensi Cisurupan di Kecamatan Cibiru;

g. kolam retensi Jalan Bima di Kecamatan
Cicendo;

h. kolam retensi Gedebage di Kecamatan
Panyileukan; dan

i. kolam retensi pada lokasi lainnya sesuai dengan
kebutuhan.

Bangunan sumber daya air sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) huruf b berupa danau buatan di

Kecamatan Gedebage.

(5) Ketentuan ...
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Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem jaringan
sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian
geometri dan ketelitian detail informasi skala
1:25.000 (satu banding dua puluh lima ribu)
sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.5 yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Daerah ini.

Pasal 38
Infrastruktur perkotaan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 26 huruf e terdiri atas:
a. SPAM;
b. SPAL;
c. sistem jaringan persampahan;
d. sistem jaringan evakuasi bencana; dan
e. sistem drainase.
Infrastruktur perkotaan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan
ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi
skala 1:25.000 (satu banding dua puluh lima ribu)
sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.6 yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Daerah ini.

Pasal 39
SPAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat
(1) huruf a meliputi jaringan perpipaan.
Jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) terdiri atas:
a. unit air baku;
b. wunit produksi; dan
c. unit distribusi
Unit air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf a terdiri atas:
a. intake Dago bengkok di Kecamatan Coblong;
b. intake Sabuga di Kecamatan Coblong;

c. intake...
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intake Cibeureum di Kecamatan Sukasari;
intake Cipanjalu di Kecamatan Ujungberung;
dan

jaringan air baku yang melintasi Kecamatan
Andir, Kecamatan  Antapani, Kecamatan
Arcamanik, Kecamatan Astana Anyar,
Kecamatan Babakan Ciparay, Kecamatan
Bandung Kidul, Kecamatan Bandung Kulon,
Kecamatan Bandung Wetan, Kecamatan
Batununggal, Kecamatan Bojongloa Kaler,
Kecamatan  Bojongloa  Kidul, @ Kecamatan
Cicendo, Kecamatan Cidadap, Kecamatan
Cinambo, Kecamatan Coblong, Kecamatan
Gedebage, Kecamatan Kiaracondong,
Kecamatan Lengkong, Kecamatan Mandalajati,
Kecamatan Panyileukan, Kecamatan,
Kecamatan Rancasari, Kecamatan Regol,
Kecamatan Sukajadi, Kecamatan Sukasari dan

Kecamatan Sumur Bandung.

Unit produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

huruf b terdiri atas:

a.

a

PR oo

instalasi Pengolahan Air Badak Singa di
Kecamatan Coblong;

instalasi Pengolahan Air Dago Pakar di
Kecamatan Coblong;

instalasi Pengolahan Air Cibeureum di
Kecamatan Sukasari;

miniplant Dago Pakar di Kecamatan Coblong;
miniplant Cibeureum di Kecamatan Sukasari;
miniplant Cipanjalu di Kecamatan Ujungberung;
miniplant Cirateun di Kecamatan Cidadap; dan
jaringan produksi yang melintasi seluruh

kecamatan.

Unit distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

huruf ¢ meliputi jaringan distribusi yang tersebar di

seluruh kecamatan.

Pasal ...
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Pasal 40

SPAL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat

(1) huruf b meliputi sistem pengelolaan air limbah

domestik.

Sistem pengelolaan air  limbah domestik

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. infrastruktur sistem pengelolaan air limbah
berupa IPAL Bojongsoang yang berada di
Kabupaten Bandung dengan jaringan pipa
pelayanan melintasi Kecamatan Andir,
Kecamatan Antapani, Kecamatan Arcamanik,
Kecamatan Astana Anyar, Kecamatan Babakan
Ciparay, Kecamatan Bandung Kulon,
Kecamatan Bandung Wetan, Kecamatan
Batunuggal, Kecamatan Bojongloa Kaler,
Kecamatan  Bojongloa  Kidul, @ Kecamatan
Buahbatu, Kecamatan  Cibunying  Kaler,
Kecamatan Cibeunying Kidul, Kecamatan
Cicendo, Kecamatan Coblong, Kecamatan
Gedebage, Kecamatan Kiaracondong,
Kecamatan Lengkong, Kecamatan Rancasari
dan Kecamatan Regol; dan

b. infrastruktur sistem pengelolaan air limbah
berupa IPAL komunal meliputi IPAL
Cipamokolan di Kecamatan Rancasari, IPAL
Ujungberung di Kecamatan Ujungberung, serta

IPAL komunal lainnya.

Pasal 41
Sistem  jaringan  persampahan sebagaimana
dimaksud Pasal 38 ayat (1) huruf c terdiri atas:
a. TPS3R;
b. TPA; dan
c. TPST.
TPS3R sebagaimana dimaksud padal ayat (1) huruf
a dikembangkan di setiap kelurahan.
TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
yaitu TPA di Kecamatan Gedebage.

(4) TPST ...
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TPST sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c

terdiri atas:

a. TPST skala wilayah di setiap SWK; dan

b. TPST skala kota masing-masing pada Wilayah
Bandung Timur dan Wilayah Bandung Barat.

TPST sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

ditetapkan lebih lanjut berdasarkan kajian

kesesuaian lahan serta daya dukung lingkungan.

Pasal 42
Sistem jaringan evakuasi bencana sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf d terdiri
atas:
a. jalur evakuasi bencana; dan
b. tempat evakuasi bencana.
Jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a meliputi:

a. Jalan Soekarno Hatta;

b. Jalan Peta;

c. Jalan Pelajar Pejuang 45;
d. Jalan BKR;

e. Jalan Pasirkoja;

f. Jalan Terusan Pasirkoja;
g. Jalan Gedebage;

h. Jalan Cimencrang;

i. Jalan Tol Dalam Kota;

j. Jalan Sejajar Tol;

k. Jalan Tol Purbaleunyi;

1. Jalan Ir. H. Juanda;

m. Jalan Siliwangi;

n. Jalan Cisitu;

o. Jalan Ciumbuleuit;

p. Jalan Setiabudhi;

q. Jalan Dipatiukur;

r. Jalan P.H.H Mustofa;

Jalan A.H Nasution;

]

t. Jalan layang Pasupati;

u. Jalan ...
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Jalan Dr. Djundjunan;
Jalan Cihampelas;
Jalan Sukanegara;
Jalan Cikapayang;
Jalan Asia Afrika;

Jalan Braga;

. Jalan Buahbatu;
bb.

Jalan Terusan Buahbatu;
Jalan Dipatiukur;

Jalan Gatot Subroto;
Jalan Golf Barat Raya;
Jalan Pasirkaliki;

Jalan Ibrahim Adjie;
Jalan Jakarta;

Jalan Jamika;

Jalan Ahmad Yani,

Jalan Jenderal Sudirman;

Jalan Raya Cibeureum

mm.Jalan Kesehatan;

nn.
00.
pp.
qaq.

IT.
SS.

tt.

uu.

VV.

Jalan Laskar Wanita Indonesia;
Jalan Layang Antapani;

Jalan Mochammad Toha;

Jalan Otto Iskandar Dinata;
Jalan Prabudimuntur;

Jalan Cibiru-Cileunyi;

Jalan Raya Kopo;

Jalan Sukabumi;

Jalan Sukajadi;

ww. Jalan Surapati; dan

XX.

Jalan Terusan Jakarta.

Tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf b meliputi:

a.
b.

Taman Tegallega di Kecamatan Regol;

Stadion Gelora Bandung Lautan Api di
Kecamatan Gedebage;

Taman Gasibu di Kecamatan Bandung Wetan,;
alun-alun kota di Kecamatan Regol;

e. Sasana ...
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e. Sasana Budaya Ganesha di Kecamatan Coblong;
f. lapangan olah raga Arcamanik di Kecamatan
Arcamanik; dan

g. lapangan olah raga dan taman kota lainnya.

Pasal 43
Sistem jaringan drainase sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 38 ayat (1) huruf e meliputi:
a. jaringan drainase primer; dan
b. jaringan drainase sekunder.
Jaringan drainase primer sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
Sungai Cibeureum,;
Sungai Cikapundung;
Sungai Cipamokolan;
Sungai Cidurian;
Sungai Cicadas;
Sungai Citepus;

Sungai Cisaranten;

SR ™Mo a0 oo

Sungai Cinambo;

Sungai Cibeunying;

-

Sungai Ciparay;

o

Sungai Cirangrang;

—_

Sungai Cibodas;

. Sungai Cibogo;
Sungai Cigondewah;
Sungai Cijalupang;
Sungai Cikadu;
Sungai Cikakak;

Sungai Cikalintu;

S S -

Sungai Cikapayang;
Sungai Cikendal,
Sungai Cikeueus;
Sungai Cikiley;
Sungai Cipaganti;
Sungai Cipanjalu;

Sungai Ciroyom; dan

NS K g 2 g 0

Sungai Citarum.

(3) Jaringan ...
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(3) Jaringan drainase sekunder sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b ditetapkan dalam RDTR dan

dikembangkan secara terintegrasi.

BAB VI
RENCANA POLA RUANG KOTA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 44

(1) Rencana Pola Ruang Kota terdiri atas:
a. Kawasan Lindung; dan
b. Kawasan Budi Daya.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana Pola
Ruang Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
digambarkan dalam peta dengan ketelitian
geometri dan ketelitian detail informasi skala
1:25.000 (satu banding dua puluh lima ribu)
sebagaimana tercantum dalam lampiran III yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Kawasan Lindung

Pasal 45
Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal
44 ayat (1) huruf a, terdiri atas:
a. badan air;
b. kawasan perlindungan setempat;
c. RTH; dan
d

kawasan konservasi.

Pasal 46
Badan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45
huruf a seluas lebih kurang 145 (seratus empat puluh

lima) hektar tersebar di seluruh Kecamatan.

Pasal ...



45

Pasal 47

Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 45 huruf b seluas lebih kurang 113 (seratus

tiga belas) hektar meliputi:

a.

(1)

3)

kawasan sempadan sungai meliputi sempadan
sungai pada Sungai Cikapundung, Sungai Cikadu,
Sungai Ciregol, Sungai Cidurian, Sungai
Cipamokolan, Sungai Cisaranten, Sungai Cinambo
dan Sungai Cipanjalu;

kawasan kearifan lokal berupa kawasan
perlindungan burung blekok di Kecamatan
Gedebage.

Pasal 48

RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf

¢, tersebar diseluruh wilayah kota yang mempunyai

arahan penyediaan sampai akhir tahun paling
sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luasan wilayah

Daerah Kota dengan proporsi sebagai berikut:

a. RTH Publik dengan total luas paling sedikit 20%

(dua puluh persen); dan
b. RTH Privat dengan total luas paling sedikit 10%
(sepuluh persen).

RTH eksisting seluas lebih kurang 570 (lima ratus

tujuh puluh) hektar terdiri atas:

a. rimba kota (RTH-1);

b. taman kota (RTH-2);

c. taman kecamatan (RTH-3);

d. pemakaman (RTH-7); dan

e. jalur hijau (RTH-8).

Rimba kota (RTH-1) sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) huruf a seluas lebih kurang 57 (lima puluh

tujuh) hektar, meliputi:

a. hutan kota Babakan Siliwangi di Kecamatan
Cidadap dan Kecamatan Coblong;

b. taman Lansia di Kecamatan Bandung Wetan;
taman Kandaga Puspa di Kecamatan Bandung
Wetan;

d. taman Pet Park di Kecamatan Bandung Wetan;

taman Maluku di Kecamatan Bandung Wetan,;

f. eks ...
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f. eks TPA Pasir Impun di Kecamatan
Mandalajati;

g. eks TPA Cicabe di Kecamatan Mandalajati;

h. Kebun Binatang Bandung di Kecamatan

Coblong;
i. taman Kehati di Kecamatan Cibiru; dan
j.  rimba kota lainnya yang tersebar di Kecamatan

Cidadap, Kecamatan Coblong dan Kecamatan
Cibeunying Kaler.

Taman kota (RTH-2) sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) huruf b seluas lebih kurang 118 (seratus

delapan belas) hektar, meliputi:

a. taman Alun-alun Bandung di Kecamatan Regol;

b. taman Tegallega di Kecamatan Regol;

c. taman Cibeunying di Kecamatan Bandung
Wetan;

d. taman Sukajadi di Kecamatan Sukajadi;

e. Taman Lalulintas di Kecamatan Sumur
Bandung;

f.  taman Pramuka di Kecamatan Bandung Wetan;

g. taman Panatayuda di Kecamatan Coblong;

h. taman Alun-alun Ujungberung di Kecamatan
Ujungberung;

i. taman Alun-alun Cicendo di Kecamatan
Cicendo; dan

j.  Taman kota di Kecamatan Gedebage.

Taman Kecamatan (RTH-3) sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) huruf c seluas lebih kurang 137

(seratus tiga puluh tujuh) hektar dikembangkan

tersebar di seluruh kecamatan di wilayah kota.

Pemakaman (RTH-7) sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) huruf d seluas lebih kurang 173 (seratus

tujuh puluh tiga) hektar, meliputi:

a. TPU Cibarunay di Kecamatan Sukasari;

TPU Pandu di Kecamatan Cicendo;

TPU Sirnaraga di Kecamatan Cicendo;

TPU Astana Anyar di Kecamatan Astana Anyar;

O

TPU Babakan Ciparay di Kecamatan Babakan
Ciparay;

h

TPU Cikutra di Kecamatan Cibeunying Kaler;
g. TPU Cikadut di Kecamatan Mandalajati;
h. TPU Nagrok di Kecamatan Ujungberung;

i. TPU ...
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TPU  Maleer/Cibangkong di  Kecamatan

-

Batununggal;
TPU Gumuruh di Kecamatan Batununggal;

TPU Rancacili di Kecamatan Rancasari;

TPU Legok Ciseureuh di Kecamatan Regol;
m. TPU Ciburuy di Kecamatan Cinambo; dan
n. TPU lainnya.

(7) Jalur hijau (RTH-8) sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf e seluas lebih kurang 85 (delapan
puluh lima) hektar, tersebar di:

Kecamatan Andir;

Kecamatan Antapani;

Kecamatan Arcamanik;

Kecamatan Astana Anyar;

Kecamatan Babakan Ciparay;

Kecamatan Bandung Kidul,

Kecamatan Bandung Kulon;

Bm oo a0 TP

Kecamatan Bandung Wetan;

Kecamatan Batununggal;

-

Kecamatan Bojongloa Kaler;

Kecamatan Bojongloa Kidul;

Kecamatan Buahbatu;
Kecamatan Cibeunying Kaler;
Kecamatan Cicendo;
Kecamatan Cidadap;
Kecamatan Cinambo;
Kecamatan Coblong;
Kecamatan Gedebage;
Kecamatan Kiaracondong;
Kecamatan Lengkong;
Kecamatan Panyileukan,;
Kecamatan Rancasari;
Kecamatan Regol;
Kecamatan Sukajadi;

Kecamatan Sukasari; dan
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. Kecamatan Sumur Bandung.

(8) Penyediaan RTH publik dilakukan melalui:
a. pemanfaatan lahan terlantar publik;
b. pemulihan kembali ruang terbuka;

c. penyerahan PSU perumahan;

d. inventarisasi ...
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d. inventarisasi aset Pemerintah Daerah Kota yang
dapat dimanfaatkan sebagai ruang terbuka
hijau;

e. kontribusi penyediaan lahan untuk pemakaman
dari pengembang perumahan;
pengadaan lahan untuk RTH publik;

g. pengembangan perumahan vertikal dan kawasan
campuran dengan penyediaan RTH;

h. penataan kawasan sempadan sungai;

i. pengembangan jalur hijau jalan; dan

j. pengembangan konsep taman vertikal/taman di
atap bangunan/gedung.

(9) Ketentuan lebih lanjut mengenai Peta kondisi
penyediaan, pemanfaatan dan pendistribusian RTH
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digambarkan
dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan
ketelitian detail informasi skala 1:25.000 (satu
banding dua puluh lima ribu) sebagaimana
tercantum dalam Lampiran III.7 yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 49

(1) Kawasan konservasi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 45 huruf d meliputi kawasan pelestarian alam.

(2) Kawasan pelestarian alam sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) meliputi Taman Hutan Raya.

(8) Taman Hutan Raya sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) yaitu Taman Hutan Raya Ir. H. Juanda
seluas 2,88 (dua koma delapan puluh delapan)
hektar di Kecamatan Coblong dan Kecamatan
Cidadap.

Bagian Ketiga

Kawasan Budi Daya

Pasal 50
Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal
44 ayat (1) huruf b, terdiri atas:
a. kawasan permukiman,;
b. kawasan perdagangan dan jasa;
c. kawasan perkantoran;
d. kawasan peruntukan industri;

e. kawasan ...
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kawasan pariwisata;
kawasan pertanian;
kawasan transportasi; dan

kawasan pertahanan dan keamanan.

Pasal 51
Kawasan permukiman sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 50 huruf a meliputi areal seluas lebih
kurang 10.615 (sepuluh ribu enam ratus lima belas)
hektar terdiri atas:
a. kawasan perumahan;
b. kawasan fasilitas umum dan fasilitas sosial,
c. kawasan RTNH; dan
d. kawasan infrastruktur perkotaan.
Kawasan perumahan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) seluas lebih kurang 10.153 (sepuluh ribu
seratus lima puluh tiga) hektar, tersebar di seluruh
kecamatan.
Kawasan fasilitas umum dan fasilitas sosial
sebagamana dimaksud pada ayat (1) huruf b
meliputi areal seluas lebih kurang 442 (empat ratus
empat puluh dua) hektar tersebar di seluruh
kecamatan.
Kawasan fasilitas umum dan fasilitas sosal
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi
kawasan untuk fasilitas pendidikan, fasilitas
kesehatan, fasilitas peribadatan, fasilitas
transportasi, serta fasilitas olah raga;
Kawasan RTNH sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf d seluas lebih kurang 7 (tujuh) hektar
terletak di Kecamatan Coblong.
Kawasan infrastruktur perkotaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf d seluas lebih kurang
13 (tiga belas) hektar terdiri atas:
a. kawasan TPA di Kecamatan Gedebage;
b. kawasan gardu induk Bandung Utara di
Kecamatan Sukasari;
c. kawasan gardu induk Bengkok dan gardu induk
Dago II di Kecamatan Coblong;

d. kawasan ...
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. kawasan gardu induk Cigereleng di Kecamatan

Regol dan Kecamatan Bandung Kidul;

. kawasan gardu induk Kiaracondong di

Kecamatan Kiaracondong;
kawasan gardu induk Gedebage di Kecamatan

Gedebage;

. kawasan gardu induk Bandung Timur II di

Kecamatan Arcamanik; dan

h. kawasan gardu induk Braga di Kecamatan

Sumur Bandung.

Pasal 52

Kawasan perdagangan dan

jasa

sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 50 huruf b seluas lebih

kurang 3.096 (tiga ribu sembilan puluh enam)

hektar, tersebar di seluruh kecamatan.

Rencana pengembangan kawasan perdagangan dan

jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. pengembangan sektor jasa;

b. pengembangan sektor perdagangan; dan

c. penyediaan ruang untuk sektor informal.

Pasal 53

Kawasan perkantoran sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 50 huruf c, seluas lebih kurang 274 (dua ratus

tujuh puluh empat) hektar tersebar di:

N

-

° B

Kecamatan Andir;

Kecamatan Arcamanik;
Kecamatan Astana Anyar;
Kecamatan Babakan Ciparay;
Kecamatan Bandung Kulon;
Kecamatan Bandung Wetan;
Kecamatan Batununggal;
Kecamatan Bojongloa Kidul;
Kecamatan Buahbatu;
Kecamatan Cibeunying Kaler;
Kecamatan Cibeunying Kidul,
Kecamatan Cicendo;
Kecamatan Cinambo;

Kecamatan Coblong;

o. Kecamatan ...
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Kecamatan Gedebage;
Kecamatan Kiaracondong;
Kecamatan Mandalajati;
Kecamatan Rancasari;
Kecamatan Regol;

Kecamatan Sukasari;

Kecamatan Sumur Bandung; dan

Kecamatan Ujungberung.

Pasal 54

Kawasan Peruntukan Industri

sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 50 huruf d seluas lebih
kurang 928 (sembilan ratus dua puluh delapan)

hektar tersebar di:

Kecamatan Andir;
Kecamatan Arcamanik;
Kecamatan Babakan Ciparay;
Kecamatan Bandung. Kidul;
Kecamatan Bandung Kulon;
Kecamatan Batununggal;

Kecamatan Bojongloa Kaler;
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. Kecamatan Bojongloa Kidul;

-

Kecamatan Buahbatu;

Kecamatan Cibeunying Kidul;

o

Kecamatan Cicendo;

—_

Kecamatan Cinambo;
. Kecamatan Gedebage;
. Kecamatan Kiaracondong;
Kecamatan Mandalajati;
Kecamatan Panyileukan,;

Kecamatan Regol; dan

"o T o B g

Kecamatan Ujungberung.

Pengembangan kawasan peruntukan industri

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan

pada pengembangan industri non polutan dan

pergudangan yang terdiri atas:
a. industri kecil dan menengah;
b. sentra industri; dan

c. pergudangan.

(3) Pengembangan ...
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Pengembangan industri kecil dan menengah serta
pergudangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf a dan c terdiri atas:

a. mempertahankan industri kecil yang ada di
lingkungan perumahan;

b. mengembangkan industri kecil dan menengah di
Kecamatan Ujungberung, Cibiru dan Gedebage;
dan

c. kawasan pergudangan diarahkan ke pinggiran
kota yang ditunjang oleh akses yang memadai
dan dikembangkan ke lokasi yang memliki akses
jalan arteri primer dan/atau akses ke terminal
peti kemas Gedebage.

Rencana pengembangan sentra industri

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri

atas:

a. penetapan dan pengembangan industri rumah
yang meliputi:

1. sentra industri kaos Surapati;

2. sentra industri pakaian Cigondewah;

3. sentra industri boneka Sukamulya;

4. sentra industri rajut Binongjati;

5. sentra industri sepatu dan olahan kulit

Cibaduyut;

o

. sentra industri tahu dan tempe Cibuntu; dan

7. sentra industri potensial lain yang
dikembangkan.

b. pengembangan fasilitas Kota yang menunjang
kegiatan sentra industri kecil; dan

c. revitalisasi bangunan tua atau bersejarah
menjadi bagian dari sentra industri kecil.

Ketentuan mengenai penetapan sentra industri

potensial lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

huruf a angka 7 dilaksanakan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal ...
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Pasal 55

Kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal
50 huruf e seluas lebih kurang 7 (tujuh) hektar terletak

di

Kecamatan Sukajadi, Kecamatan Sukasari dan

Kecamatan Cidadap.

(1)

3)

S)

(1)

Pasal 56
Kawasan pertanian sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 50 huruf f meliputi kawasan tanaman pangan.
Kawasan tanaman pangan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) seluas lebih kurang 233 (dua ratus tiga
puluh tiga) hektar tersebar di:
a. Kecamatan Cibiru;
b. Kecamatan Cidadap; dan
c. Kecamatan Ujungberung.
Dalam rangka mewujudkan kemandirian, ketahanan
dan kedaulatan pangan, ditetapkan KP2B seluas
lebih kurang 54 (lima puluh empat) hektar, tersebar
di Kecamatan Ujungberung dan Kecamatan Cibiru.
KP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur
lebih lanjut dalam Ketentuan Khusus terkait KP2B.
Ketentuan lebih lanjut mengenai Ketentuan Khusus
KP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat
(4) digambarkan dalam peta dengan tingkat
ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi
skala 1:25.000 (satu banding dua puluh lima ribu)
sebagaimana tercantum dalam Lampiran II1.6 yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Daerah ini.

Pasal 57
Kawasan transportasi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 50 huruf g seluas lebih kurang 37 (tiga
puluh tujuh) hektar di beberapa kecamatan yang
terdiri atas:
a. Kecamatan Andir;
b. Kecamatan Batununggal,
c. Kecamatan Bojongloa Kidul;
d. Kecamatan Cicendo;

e. Kecamatan ...



Kawasan pertahanan dan keamanan

54

Kecamatan Cinambo;

Kecamatan Gedebage;

B0

Kecamatan Panyileukan;

i. Kecamatan Sukajadi; dan

j.  Kecamatan Coblong.

Kecamatan Kiaracondong;

Kawasan transportasi sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf a sampai dengan huruf h akan

dikembangkan menjadi kawasan berorientasi transit

Pengembangan kawasan berorientasi transit akan

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Pasal 58

sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 50 huruf h seluas lebih kurang

495 (empat ratus sembilan puluh lima) hektar terdiri

atas:

a.

oo
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Lanud Husein Sastranegara;
Kodam III/ Siliwangi;
Kodim 0618/BS;
Den Interdam;
Topdam;

Kudam;
Babinminvetcaddam;
Jasda;

Bintaldam;

Kumdam;

Paldam;

Gudpalrah A.01;

. Rindam;

Ajendam;

Satsikmil Tipe B;
Pomdam;

Kesdam;

Denkeslap 03.03.01;
Zidam;

Hubdam;
Bekangdam;

v. Den Ang I11-44-13...



CC.

dd.

ee.
ff.

gg.

hh.

ii.

kk.

11

55

Den Ang III-44-13;
Yon Arh-3;

Yon Kav-4/Tank;
Gupusmu I Ditpalad;
Ku Pus II Ditkuad;

. Kodiklat TNI AD;
. Pussenif;

Pusdikku:
Pusdikkum;
Secapa AD;
SESKOAD;
SESKO TNI;
Dislitbang AD;
Dispsi AD;

Coklit Ditkuad,;
Ditajenad,;

Lafi AD DIskesad;

mm. Lanal Bandung;

nn.

00.

pp.
qaq-

rr.
ss.
tt.

uu.

(1)

Denmadam;

Bengrah A.01;

Rumkit TK. IV 03.07.02;
Disjarah;

Gudkesrah 03.02.01;
Pusen Kav;

Pusenpur; dan

Mess Angkatan Laut.

BAB VII
KAWASAN STRATEGIS KOTA

Pasal 59
Kawasan strategis di Kota Bandung meliputi:
a. Kawasan Strategis Nasional (KSN);
b. Kawasan Strategis Provinsi (KSP); dan
c. Kawasan Strategis Kota (KSK).
KSN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung yang
ditetapkan berdasarkan sudut kepentingan
pertumbuhan ekonomi.
(3) KSP...
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KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
KSP Bandung Utara yang memiliki sudut
kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan
hidup, meliputi wilayah Kabupaten Bandung, Kota
Bandung, Kota Cimahi dan Kabupaten Bandung
Barat yang berada di sebelah Utara garis kontur 750

mdpl.

KSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri
atas:

a. PPK Alun-alun;

b. PPK Gedebage;

c. Sentra Sepatu dan Olahan Kulit Cibaduyut;
d. Sentra Boneka Sukamulya;

e. Sentra Rajut Binongjati;

f.  Sentra Tekstil dan Pakaian Cigondewah;

g. Sentra Kaos Surapati;

h. Sentra Jeans dan Fashion Cihampelas;

i. Sentra Tahu dan Tempe Cibuntu;

j.  Kawasan Babakan Siliwangi;

k. Kawasan Punclut; dan

1.  Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh.
Ketentuan lebih lanjut mengenai Kawasan Strategis
Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian
geometri dan ketelitian detail informasi skala
1:25.000 (satu banding dua puluh lima ribu)
sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Daerah ini.

Bagian Kesatu
KSK PPK Alun-alun

Pasal 60
KSK PPK Alun-alun sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 59 ayat (4) huruf a, yaitu kawasan strategis
yang ditetapkan berdasarkan sudut kepentingan

pertumbuhan ekonomi.

(2) Batas ...
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Batas-batas KSK PPK Alun-alun sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:

a. sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Veteran
dan Jalan Kebonjati;

b. sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan
Pasirkoja dan Jalan Abdul Muis;

c. sebelah Timur berbatasan dengan Jalan
Tamblong dan Jalan Lengkong Besar; dan

d. sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Astana
Anyar.

Pengembangan KSK PPK Alun-alun sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk

mewujudkan kawasan Alun-alun sebagai pusat
pelayanan kota yang terpadu dengan upaya
pelestarian bangunan cagar budaya;

Arah pengembangan KSK PPK Alun-alun meliputi:

a. mengembangkan kawasan Alun-alun sebagai
pusat perdagangan dan jasa skala kota yang
terpadu,;

b. mengembangkan kawasan stasiun Bandung
sebagai kawasan berorientasi transit berskala
kota; dan

c. melestarikan bangunan cagar budaya yang

berada di dalam kawasan.

Bagian Kedua
KSK PPK Gedebage

Pasal 61

KSK PPK Gedebage sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 59 ayat (4) huruf b, yaitu kawasan strategis
yang ditetapkan berdasarkan sudut kepentingan
pertumbuhan ekonomi.

Batas KSK PPK Gedebage terdiri atas:

a. sebelah Utara berbatasan dengan Jalan

Soekarno-Hatta;
b. sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Tol

Padaleunyi;

c. sebelah ...
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c. sebelah Timur berbatasan dengan batas Jalan
Cimencrang, Jalur Kereta Api Padalarang-
Cicalengka dan Jalan Bhayangkara yang
merupakan batas Kota Bandung dengan
Kabupaten Bandung; dan

d. sebelah Barat berbatasan dengan Jalan
Gedebage.

Pengembangan KSK PPK Gedebage sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk

mengembangkan kawasan Gedebage sebagai pusat
pelayanan kota di wilayah Bandung Timur yang
terpadu, nyaman, terintegrasi dan berkelanjutan.

Arah pengembangan KSK PPK Gedebage meliputi:

a. mengembangkan fasilitas olah raga, fasilitas
transportasi, fasilitas  Kesehatan, fasilitas
Pendidikan dan fasilitas sosial lainnya berskala
kota;

b. mengembangkan kawasan perdagangan dan jasa
yang terintegrasi; dan

c. mengembangkan kawasan PPK Gedebage sebagai
kawasan berorientasi transit berskala kota yang
terpadu dengan simpul transportasi angkutan

massal.

Bagian Ketiga
KSK Sentra Sepatu dan Olahan Kulit Cibaduyut

Pasal 62

KSK Sentra Sepatu dan Olahan Kulit Cibaduyut
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (4)
huruf c, yaitu kawasan strategis yang ditetapkan
berdasarkan sudut kepentingan pertumbuhan
ekonomi.

Lokasi KSK Sentra Sepatu dan Olahan Kulit
Cibaduyut adalah koridor Jalan Cibaduyut dan
sekitarnya, mulai dari persimpangan Jalan
Soekarno-Hatta sampai Komplek stasiun televisi

Republik Indonesia.

(3) Pengembangan ...
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Pengembangan KSK Sentra Sepatu dan Olahan Kulit

Cibaduyut sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

bertujuan untuk pengembangan kawasan sentra

industri sepatu dan olah kulit yang maju dan
berdaya saing tinggi.

Arah pengembangan KSK Sentra Sepatu dan Olahan

Kulit Cibaduyut meliputi:

a. mengembangkan fasilitas pendukung
pengembangan sentra industri dan perdagangan
sepatu dan industri kulit; dan

b. penataan kawasan untuk mendorong

pengembangan ekonomi kreatif kota.

Bagian Keempat

KSK Sentra Boneka Sukamulya

Pasal 63

KSK Sentra Boneka Sukamulya sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 59 ayat (4) huruf d, yaitu

kawasan strategis yang ditetapkan berdasarkan

sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi.

KSK Sentra Boneka Sukamulya terletak di

Kecamatan Sukajadi.

Batas KSK Sentra Boneka Sukamulya terdiri atas:

a. sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Prof.
Dr. Sutami;

b. sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Dr.
Junjunan;

c. sebelah Timur berbatasan dengan Jalan
Sukamulya Indah; dan

d. sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Surya
Sumantri.

Pengembangan KSK Sentra Boneka Sukamulya

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan

untuk mewujudkan kawasan sentra industri boneka

yang maju dan berdaya saing.

(5) Arah ...
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Arah pengembangan KSK Sentra Boneka Sukamulya

meliputi:

a. mengembangkan fasilitas pendukung
pengembangan kawasan sebagai sentra industri
boneka; dan

b. penataan kawasan untuk mendukung

pengembangan ekonomi kreatif.

Bagian Kelima

KSK Sentra Rajut Binongjati

Pasal 64

KSK Sentra Rajut Binongjati sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 59 ayat (4) huruf e, yaitu kawasan

strategis yang ditetapkan berdasarkan sudut
kepentingan pertumbuhan ekonomi.

Batas Kawasan Strategis Sentra Rajut Binongjati

terdiri atas:

a. sebelah utara berbatasan dengan Jalan Gatot
Subroto;

b. sebelah selatan berbatasan dengan Jalan
Soekarno- Hatta;

c. sebelah timur berbatasan dengan Jalan H.
Ibrahim Adjie; dan

d. sebelah barat berbatasan dengan Sungai
Cikapundung.

Pengembangan KSK Sentra Rajut Binongjati

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan

untuk mewujudkan kawasan sentra industri rajut
yang maju dan berdaya saing.

Arah pengembangan KSK Sentra Rajut Binongjati

meliputi:

a. mengembangkan fasilitas pendukung
pengembangan kawasan sebagai sentra industri
rajut; dan

b. penataan kawasan untuk mendukung
pengembangan ekonomi kreatif Kota.

Bagian ...
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Bagian Keenam
KSK Sentra Tekstil dan Pakaian Cigondewah

Pasal 65

KSK sentra tekstil dan pakaian Cigondewah

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (4)

huruf f yaitu kawasan strategis yang ditetapkan

berdasarkan sudut kepentingan pertumbuhan
ekonomi.

Batas-batas KSK sentra Tekstil dan pakaian

Cigondewah terdiri atas:

a. sebelah utara berbatasan dengan Jalan Holis;

b. sebelah selatan berbatasan dengan Jalan Tol
Padaleunyi;

c. sebelah timur berbatasan dengan Sungai Ci
Cukang; dan

d. sebelah barat berbatasan dengan Jalan
Cigondewah Rahayu dan Jalan Cibolerang Barat.

Pengembangan KSK Tekstil dan Pakaian Cigondewah

bertujuan mewujudkan kawasan sentra industri

pakaian dan sentra perdagangan yang maju dan
berdaya saing.

Arah pengembangan KSK Tekstil dan Pakaian

Cigondewah meliputi:

a. mengembangkan fasilitas pendukung untuk
mewujudkan pengembangan kawasan sebagai
sentra industri pakaian dan sentra perdagangan
tekstil; dan

b. penataan kawasan untuk mendorong
pengembangan ekonomi kreatif yang nyaman

dan aman.

Bagian Ketujuh
KSK Sentra Kaos Surapati

Pasal 66
KSK sentra kaos Surapati sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 59 ayat (4) huruf g, yaitu kawasan
strategis yang ditetapkan berdasarkan sudut
kepentingan pertumbuhan ekonomi.
(2) Lokasi ...
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Lokasi KSK sentra kaos Surapati adalah koridor
Jalan Surapati dan sekitarnya, mulai dari pertigaan
Jalan Gagak sampai persimpangan Jalan Pahlawan.
Pengembangan KSK sentra kaos Surapati
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan
untuk mewujudkan kawasan Surapati sebagai
kawasan sentra industri kaos yang maju dan
berdaya saing.

Arah pengembangan KSK sentra kaos Surapati

meliputi:

a. mengembangkan kawasan ke arah dalam pada
lapis kedua dan ketiga dari jaringan jalan utama;
dan

b. penataan kawasan untuk mendukung
pengembangan kawasan ekonomi kreatif yang

aman dan nyaman.

Bagian Kedelapan
KSK Cihampelas

Pasal 67

KSK Jeans dan Fashion Cihampelas sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 59 ayat (4) huruf h, yaitu
kawasan strategis yang ditetapkan berdasarkan
sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi.
Lokasi KSK Jeans dan Fashion Cihampelas adalah
koridor Jalan Cihampelas dan sekitarnya, mulai dari
pertigaan Jalan Lamping sampai persimpangan
Jalan Layang Pasupati.
Pengembangan KSK Jeans dan Fashion Cihampelas
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan
untuk mewujudkan kawasan Cihampelas sebagai
kawasan sentra perdagangan jeans dan pakaian
yang maju dan berdaya saing serta pengendalian
tata ruang yang efektif.

Arah pengembangan KSK Jeans dan Fashion

Cihampelas meliputi:

a. mengembangkan fasilitas pendukung, seperti
penyediaan fasilitas parkir terpadu, penyediaan
fasilitas untuk sektor informal dan lain
sebagainya;

b. mengendalikan ...
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b. mengendalikan pengembangan kawasan yang
mengganggu fungsi kawasan dan pergerakan lalu
lintas; dan

c. penataan kawasan untuk mendukung
berfungsinya sentra perdagangan jeans dan

fashion yang aman dan nyaman.

Bagian Kesembilan

KSK Sentra Tahu dan Tempe Cibuntu

Pasal 68

KSK Sentra Tahu dan Tempe Cibuntu sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 59 ayat (4) huruf i, yaitu

kawasan strategis yang ditetapkan berdasarkan
sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi.

Batas KSK Sentra Tahu dan Tempe Cibuntu terdiri

atas:

a. sebelah utara berbatasan dengan Jalan Bojong
Raya;

b. sebelah selatan berbatasan dengan Jalan Tol
Pasirkoja;

c. sebelah timur berbatasan dengan Jalan Holis;
dan

d. sebelah barat berbatasan dengan Jalan Cijerah
Raya.

Pengembangan KSK Sentra Tahu dan Tempe

Cibuntu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

bertujuan mewujudkan kawasan sentra industri

tahu dan tempe yang maju dan berdaya saing.

Arah pengembangan KSK Sentra Tahu dan Tempe

Cibuntu meliputi:

a. mengembangkan fasilitas pendukung
pengembangan kawasan sebagai sentra industri
tahu dan tempe yang berdaya saing; dan

b. penataan kawasan untuk mendukung

pengembangan ekonomi kreatif Kota.

Bagian ...
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Bagian Kesepuluh
KSK Babakan Siliwangi

Pasal 69

KSK Babakan Siliwangi sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 59 ayat (4) huruf j, yaitu kawasan

strategis yang ditetapkan berdasarkan sudut
kepentingan daya dukung lingkungan hidup.

Batas KSK Babakan Siliwangi terdiri atas:

a. sebelah Utara berbatasan dengan Jalan
Siliwangi;

b. sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Taman
Hewan;

c. sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Taman
Sari; dan

d. sebelah Barat berbatasan dengan Sungai
Cikapundung.

Pengembangan KSK Babakan Siliwangi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk

mewujudkan kawasan Babakan Siliwangi sebagai
paru-paru kota dan pelestarian lingkungan.

Arah pengembangan KSK Babakan Siliwangi

meliputi:

a. mengembangkan kawasan hutan kota Babakan
Siliwangi dan kawasan kebun binatang Bandung
sebagai kawasan rekreasi alam yang aman,
nyaman, serta mempertahankan pelestarian
lingkungan; dan

b. meningkatkan penyediaan fasilitas pendukung
kegiatan rekreasi di kawasan kebun binantang
untuk mewujudkan kawasan yang aman dan

nyaman.

Bagian ...
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Bagian Kesebelas
KSK Punclut

Pasal 70

KSK Punclut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59

ayat (4) huruf k, yaitu kawasan strategis yang

ditetapkan berdasarkan sudut kepentingan daya
dukung lingkungan.

Batas KSK Punclut terdiri atas:

a. sebelah utara Dberbatasan dengan Dbatas
administratif kota;

b. sebelah selatan berbatasan dengan Sungai
Cikapundung;

c. sebelah timur Dberbatasan dengan batas
administratif kota; dan

d. sebelah barat berbatasan dengan batas
administratif kota dan Sungai Cipaganti.

Pengembangan KSK Punclut sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) bertujuan mengendalikan

pengembangan kawasan Punclut untuk
mewujudkan  pelestarian dan daya dukung
lingkungan.

Arah pengembangan KSK Punclut meliputi:

a. membatasi secara  ketat pengembangan
terbangun di kawasan yang memiliki kelerengan
tinggi; dan

b. mengembangkan kawasan rekreasi alam secara
terbatas dengan tetap memperhatikan

keamanan dan kelestarian lingkungan.

Bagian Keduabelas

KSK Kawasan Permukiman Kumuh

Pasal 71
KSK Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (4)
huruf 1, yaitu kawasan strategis yang ditetapkan

berdasarkan sudut kepentingan sosial-budaya.

(2) KSK ...
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KSK Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebar di:

a. Kelurahan Cempaka, Kelurahan Ciroyom,
Kelurahan Dungus Cariang, Kelurahan Maleber
dan Kelurahan Kebon Jeruk di Kecamatan Andir;

b. Kelurahan Sukabungah di Kecamatan Sukajadi;

c. Kelurahan Sukapada di Kecamatan Cibeunying
Kidul,

d. Kelurahan Hegarmanah di Kecamatan Cidadap;

e. Kelurahan Rancabolang di Kecamatan Gedebage;

f.  Kelurahan Manjahlega di Kecamatan Rancasari;

g. Kelurahan Cibangkong di Kecamatan
Batununggal;

h. Kelurahan Kebon Jayanti di Kecamatan
Kiaracondong;

i. Kelurahan Kujangsari di Kecamatan Bandung
Kidul,

Kelurahan Cijaura di Kecamatan Buahbatu;

—.

k. Kelurahan Babakan Ciparay dan Kelurahan
Sukahaji di Kecamatan Babakan Ciparay;

1.  Kelurahan Cijerah, Kelurahan Caringin,
Kelurahan Cigondewah Rahayu dan Kelurahan
Warung Muncang di Kecamatan Bandung Kulon;

m. Kelurahan Kopo di Kecamatan Bojongloa Kaler;

n. lokasi Sadang Serang, Simpang Dago dan Bagus
Rangin di Kecamatan Coblong;

o. lokasi Arjuna dan Jatayu Molek di Kecamatan
Cicendo;

p. lokasi Tamansari di Kecamatan Bandung Wetan;

q. lokasi Nyengseret di Kecamatan Astana Anyar;
dan

r. lokasi Cingised di Kecamatan Arcamanik.

Pengembangan KSK penanganan kawasan

permukiman kumuh sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) bertujuan untuk peningkatan kualitas
lingkungan  permukiman serta  pengurangan
kawasan kumuh.

(4) Arah ...
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Arah pengembangan KSK penanganan kawasan

permukiman kumuh meliputi:

a. mengembangkan dan meningkatkan fasilitas
permukiman pada kawasan kumuh untuk
meningkatkan kualitas kawasan;

b. penataan kembali kawasan kumuh,;

c. pengembangan kawasan RTH; dan
pembangunan dan pengembangan perumahan
vertikal untuk masyarakat berpenghasilan

rendah.

BAB VIII
ARAHAN PEMANFAATAN RUANG KOTA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 72

Arahan Pemanfaatan Ruang Kota terdiri atas:

a.
b.

(1)

()

ketentuan KKPR,;

indikasi program utama jangka menengah 5 (lima)
tahunan; dan

pelaksanaan sinkronisasi program Pemanfaatan

Ruang Kota.

Bagian Kedua
Ketentuan KKPR

Pasal 73
Ketentuan KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal
72 huruf a meliputi:
a. KKPR untuk kegiatan berusaha;
b. KKPR untuk kegiatan non berusaha; dan
c. KKPR untuk kegiatan yang bersifat strategis
nasional.
Pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan melalui:
a. konfirmasi KKPR;
b. persetujuan KKPR; dan
c. rekomendasi KKPR.

(3) Ketentuan ...
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Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan KKPR
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.
Bagian Ketiga
Indikasi Program Utama Jangka Menengah

5 (lima) Tahunan

Pasal 74

Indikasi program utama jangka menengah 5 (lima)

tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf b

terdiri atas:

a.

Indikasi program utama jangka menengah 5 (lima)
tahunan pertama, yaitu tahun 2022-2024;

Indikasi program utama jangka menengah 5 (lima)
tahunan kedua, yaitu tahun 2025-2029;

Indikasi program utama jangka menengah 5 (lima)
tahunan ketiga, yaitu tahun 2030-2034;

Indikasi program utama jangka menengah 5 (lima)
tahunan keempat, yaitu tahun 2035-2039; dan
Indikasi program utama jangka menengah 5 (lima)

tahunan kelima, yaitu tahun 2040-2042.

Pasal 75

Indikasi program utama jangka menengah 5 (lima)
tahunan pertama sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 74 huruf a meliputi:
a. perwujudan rencana Struktur Ruang Kota;
b. perwujudan rencana Pola Ruang Kota; dan
c. perwujudan Kawasan Strategis Kota.
Perwujudan  rencana  Struktur Ruang Kota
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
meliputi:
a. perwujudan sistem pusat pelayanan di wilayah

Kota; dan
b. perwujudan sistem jaringan prasarana Kota.

(3) Perwujudan ...
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Perwujudan sistem jaringan prasarana Kota

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b

meliputi:

a. perwujudan sistem jaringan transportasi;

b. perwujudan sistem jaringan energi;

c. perwujudan sistem jaringan telekomunikasi;

d. perwujudan sistem jaringan sumber daya air; dan
e. perwujudan infrastruktur perkotaan.

Perwujudan rencana Pola Ruang Kota sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

a. perwujudan Kawasan Lindung; dan

b. perwujudan Kawasan Budi Daya.

Ketentuan lebih lanjut mengenai Indikasi program
utama jangka menengah 5 (lima) tahunan pertama
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi:

a. program utama;

b. lokasi;

c. sumber pendanaan;

d. instansi pelaksana; dan

e. waktu pelaksanaan.

Indikasi program utama jangka menengah 5 (lima)
tahunan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat
(5) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan

bagian tidak terpisahan dari peraturan daerah ini.

Pasal 76

Indikasi program utama jangka menengah 5 (lima)
tahunan kedua sebagaimana dimaksud dalam Pasal
74 huruf b meliputi:
a. perwujudan rencana Struktur Ruang Kota
b. perwujudan rencana Pola Ruang Kota; dan
c. perwujudan Kawasan Strategis Kota.
Indikasi program utama perwujudan rencana
Struktur Ruang Kota sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a meliputi:
a. perwujudan sistem pusat pelayanan di wilayah

Kota; dan

b. perwujudan sistem jaringan prasarana Kota.

(3) Indikasi ...
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Indikasi perwujudan sistem jaringan prasarana Kota
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b
meliputi:

perwujudan sistem jaringan transportasi;

a
b. perwujudan sistem jaringan energi;

o

perwujudan sistem jaringan telekomunikasi;

e

perwujudan sistem jaringan sumber daya air;
dan

e. perwujudan infrastruktur perkotaan.

Indikasi program utama perwujudan rencana Pola
Ruang Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b meliputi:

a. perwujudan Kawasan Lindung; dan

b. perwujudan Kawasan Budi Daya.

Pasal 77

Perwujudan sistem pusat pelayanan di wilayah Kota

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2)

huruf a meliputi:

a. penyusunan Rencana Tata Bangunan dan
Lingkungan PPK;

b. peremajaan dan revitalisasi fungsi kegiatan
diikuti zonasi lokasi dengan fungsi khusus guna
meningkatkan efisiensi lahan di PPK Alun-Alun;

c. pengembangan dan peningkatan fasilitas sosial
dan fasilitas umum skala Kota di PPK;

d. pengembangan Kawasan Teknopolis Gedebage
guna mendukung PPK Gedebage sebagai pusat
aktivitas kota;

e. penyusunan Rencana Tata Bangunan dan
Lingkungan SPPK;

f. pengembangan dan peningkatan fasilitas sosial
dan fasilitas umum skala sub wilayah kota pada
SPPK; dan

g. penyusunan rencana pengembangan kawasan
berorientasi transit yang terintegrasi dengan PPK
atau SPPK.

(2) Perwujudan ...
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Perwujudan sistem jaringan transportasi

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (3)

huruf a meliputi:

a.

pemeliharaan dan peningkatan kualitas jalan

arteri primer;

pemeliharan dan peningkatan kualitas jalan

kolektor primer;

peningkatan fungsi dan status jalan kota

menjadi jalan provinsi dengan fungsi jalan

kolektor primer;

pemeliharaan dan peningkatan kualitas jalan

arteri sekunder dan kolektor sekunder;

pembangunan jalan tol dalam kota Utara-Selatan

yang menghubungkan jalan tol Padaleunyi

dengan dengan jalan tol dalam kota Terusan

Pasteur-Ujungberung;

pembangunan simpang susun tidak sebidang

atau perlintasan tidak sebidang, meliputi:

1. simpang susun jalan Soekarno Hatta-Jalan
Cibaduyut;

2. simpang susun jalan Soekarno Hatta-Jalan
Moch. Toha;

3. simpang susun jalan Soekarno Hatta-Jalan
Buahbatu;

4. simpang susun jalan Soekarno Hatta-Jalan
Ibrahim Adjie;

5. simpang susun jalan Gedebage-jalan tol
Padaleunyi;

6. simpang susun jalan Dr. Setiabudhi-Jalan
Sersan Bajuri;

7. simpang susun Jalan Padjajaran-Jalan
Pasirkaliki;

8. simpang susun Jalan Dr. Djundjunan-Jalan
Surya Sumantri;

9. perlintasan tidak sebidang Jalan Nurtanio-rel
kereta api;

10. perlintasan tidak sebidang Jalan Arjuna-rel

kereta api;

11. perlintasan ...
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11. perlintasan tidak sebidang Jalan
Abdurahman Saleh-rel kereta api;

12. pelintasan tidak sebidang Jalan Ahmad Yani-
rel kereta api;

13. perlintasan tidak sebidang Jalan Sunda-rel
kereta api;

14. perlintasan tidak sebidang Jalan Braga-rel
kereta api;dan

15. simpang susun atau perlintasan sebidang
lainnya yang dibutuhkan sesuai hasil
analisis kebutuhan.

pemeliharaan simpang susun atau perlintasan

tidak sebidang pada:

1. simpang susun Jalan Supratman-Jalan
Jakarta;

2. simpang susun Jalan Laswi-Jalan Gatot
Subroto;
simpang susun Jalan Terusan Jakarta;
simpang susun Jalan Soekarno-Hatta-Jalan
KH Hasysim Ashari (Kopo); dan

5. simpang susun atau perlintasan tidak
sebidang lainnya yang telah ada

pemeliharaan dan pengembangan Terminal Tipe

A Leuwipanjang dan Terminal Tipe A Cicaheum;

pengajuan usulan pembangunan Terminal Tipe A

di Gedebage;

pemeliharaan dan pengembangan Terminal Tipe

B Ledeng, Ciroyom dan Stasiun Hall;

pemeliharaan dan pengembangan Terminal Tipe

C di seluruh Kota Bandung;

pengembangan angkutan umum massal berbasis

bus;

. peningkatan kualitas angkutan umum

pengumpan;

pengembangan angkutan umum khusus pelajar

dan angkutan pendukung pariwisata;

0. pengembangan ...
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pengembangan strategi manajemen parkir
khususnya di kawasan pusat kota dan pusat
keramaian;

pengembangan aplikasi sistem transportasi
terpadu,;

penerapan laik fungsi angkutan umum dengan
uji emisi gas buang;

penertiban dan peningkatan fungsi halte;
peningkatan peran swasta dalam pengembangan
angkutan umum;

peningkatan kualitas prasarana dan sarana
pejalan kaki pada ruas jalan arteri dan kolektor;
penyediaan prasarana pejalan kaki pada ruas-
ruas jalan arteri dan kolektor yang hanya
memiliki trotoar pada satu sisi jalan;

penyediaan prasarana pejalan kaki pada ruas-
ruas jalan arteri dan kolektor yang sama sekali
belum memiliki trotoar dan kelengkapan jalan
lainnya;

pengembangan dan peningkatan jaringan kereta
api perkotaan yang sudah berjalan;

reaktivitasi jalur kereta api Kiaracondong-
Ciwidey;

peningkatan sarana dan prasarana pada stasiun
kereta api; dan

peningkatan pelayanan angkutan udara.

Perwujudan sistem jaringan energi sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 76 ayat (3) huruf b meliputi:

a.

pemeliharaan dan peningkatan sistem jaringan
transmisi saluran udara tegangan tinggi dan
saluran kabel tegangan tinggi;

pengembangan gardu induk;

peningkatan  kualitas pelayanan jaringan
distribusi listrik; dan

pengembangan jaringan distribusi melalui

jaringan bawah tanah.

(4) Perwujudan ...
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Perwujudan sistem  jaringan  telekomunikasi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (3)
huruf ¢ meliputi:

a. pengembangan jaringan kabel serat optik melalui
sistem ducting bersama;

b. pengembangan jaringan infrastruktur pasif
telekomunikasi bersama berupa infrastruktur
saluran bawah tanah, infrastruktur tiang
microcell, infrastruktur tiang telekomunikasi;

c. pemeliharaan sentral telepon otomatis; dan

d. peningkatan kualitas pelayanan internet dan
telekomunikasi nirkabel.

Perwujudan sistem jaringan sumber daya air

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (3)

huruf d meliputi:

a. pemeliharaan kolam retensi untuk mengatasi
genangan banjir;

b. pembangunan kolam retensi sesuai dengan
kebutuhan untuk penanggulangan genangan
banjir;

c. peningkatan kualitas danau buatan di
Kecamatan Gedebage; dan

d. pengendalian pemanfaatan air pada kawasan
cekungan air tanah yang sudah kritis;

Perwujudan infrastruktur perkotaan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 76 ayat (3) huruf e meliputi:

a. perwujudan SPAM, meliputi:

1. pemeliharaan, rehabilitasi dan peningkatan
kualitas unit air baku;

2. pemeliharaan, rehabilitasi dan peningkatan
kualitas unit produksi;

3. pemeliharaan, rehabilitasi dan peningkatan
kualitas unit distribusi;

4. peningkatan cakupan pelayanan air minum
perpipaan di seluruh wilayah Kota;

5. penurunan tingkat kebocoran;

6. penambahan ...
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penambahan dan rehabilitasi sarana dan
prasarana air baku;
pengembangan bauran air domestik; dan

pengembangan kerja sama SPAM regional.

b. perwujudan SPAL, meliputi:

1.
2.

revitalisasi SPAL Bojongsoang;

pemeliharaan, peningkatan dan
pengembangan jaringan perpipaan air limbah
domestik;

pengembangan IPAL komunal di
Cipamokolan, Ujungberung dan lokasi
lainnya sesuai kebutuhan;

optimalisasi dan pengembangan pelayanan
sistem terpusat pada wilayah yang sudah
terlayani; dan

pengembangan sistem pengolahan air limbah
publik setempat pada kawasan yang tidak
terlayani saluran air limbah terpusat dengan

prioritas pada kawasan permukiman kumuh.

c. perwujudan sistem. jaringan persampahan,

meliputi:

1. pembangunan dan pengembangan TPS3R di
seluruh kelurahan;

2. pengembangan TPST skala wilayah pada
setiap SWK;

3. pengembangan TPST skala kota masing-
masing pada wilayah Bandung Timur dan
wilayah Bandung Barat;
pembangunan TPA Gedebage; dan

5. pengembangan kerja sama daerah dalam

pengelolaan TPA Regional di Legok Nangka.

d. perwujudan sistem drainase, meliputi:

1.

pemeliharaan dan peningkatan kualitas
jaringan drainase primer;
rehabilitasi dan penataan jaringan drainase

sekunder dan tersier secara terintegrasi;

3. peningkatan ...
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peningkatan kualitas dan kapasitas jaringan
drainase;

peningkatan peresapan air melalui rekayasa
teknis; dan

penurunan tingkat sedimentasi pada sistem
drainase  melalui normalisasi  sungai,
reboisasi di daerah hulu dan pengerukan

sungai yang berkelanjutan.

perwujudan sistem jaringan evakuasi bencana,

meliputi:

1. peningkatan kualitas jalan yang digunakan
sebagai jalur evakuasi bencana;

2. penyiapan prasarana dan sarana darurat
pada ruang evakuasi bencana yang
ditetapkan;

3. pengembangan taman lingkungan, fasilitas
olah raga, fasilitas pendidikan dan fasilitas
umum lainnya sebagai ruang evakuasi
bencana skala lingkungan; dan

4. pengembangan sistem pengurangan risiko

bencana.

(7) Perwujudan  Kawasan Lindung  sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 76 ayat (4) huruf a meliputi:

a.

perwujudan kawasan perlindungan setempat,

meliputi:

1.
2.

pemeliharaan kawasan sempadan sungai;

rehabilitasi kawasan sempadan sungai; dan

3. pelestarian kawasan perlindungan burung

blekok di Kecamatan Gedebage.

perwujudan ruang terbuka hijau, meliputi:

1.

pemeliharaan dan rehabiltasi kawasan rimba
kota;

pemeliharaan dan penataan taman kota;
pemeliharan dan penataan taman
kecamatan;

pengembangan taman pada jalur hijau;
pemeliharaan, pengembangan dan penataan

pemakaman;

6. pemanfaatan ...
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pemanfaatan lahan terlantar publik;
pemulihan kembali ruang terbuka;
peningkatan penyerahan PSU perumahan;
inventarisasi aset Pemerintah Daerah Kota

yang dapat dikembangkan sebagai RTH;

. peningkatan kontribusi lahan pemakaman

dari pengembang perumahan;

pengadaan lahan untuk RTH publik;
pengembangan konsep taman vertikal atau
taman di atap bangunan atau gedung; dan

rehabilitasi kawasan sempadan sungai.

c. perwujudan kawasan konservasi, meliputi

pemeliharaan dan pengendalian Pemanfaatan

Ruang Kota pada kawasan Taman Hutan Raya Ir.

H. Djuanda.

(8) Perwujudan Kawasan Budi Daya sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 76 ayat (4) huruf b meliputi:

a. perwujudan kawasan permukiman, meliputi:

1.

pengembangan kawasan perumahan baru
dengan konsep hunian berimbang;
pengembangan kawasan perumahan baru di
wilayah Bandung Timur;

pengembangan perumahan baru vertikal
secara proporsional dengan memperhatikan
daya dukung wilayah dan tingkat pelayanan
infrastruktur perkotaan;

pengendalian pengembangan perumahan
baru vertikal pada persil dan kawasan yang
melebihi kepadatan bangunan maksimal,
KDB maksimal dan KLB maksimal,
kapasitas prasarana terbatas, atau tingkat
pelayanan jalan rendah di KBU;
mempertahankan perumahan terencana
yang menjadi ciri khas kota dalam kerangka
perlindungan cagar budaya di kawasan
pusat kota, kawasan pecinan, kawasan
perumahan villla dan kawasan industri;

6. pembatasan ...
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pembatasan pembangunan kawasan
perumahan baru di KBU;

penyediaan perumahan untuk masyarakat
berpenghasilan rendah melalui penyediaan
perumahan vertikal;

penanganan kawasan kumuh melalui
pencegahan kawasan rawan kumuh,
pemugaran, peremajaan dan/atau
permukiman kembali dengan
mempertimbangkan aspek ekonomi, sosial
dan lingkungan sesuai peraturan
perundang-undangan;

pengendalian pembangunan sarana dan
prasarana pendidikan di wilayah Bandung
Barat;

pengembangan dan peningkatan
pembangunan sarana dan prasarana
pendidikan di wilayah Bandung Timur;
peningkatan prasarana dan sarana
pendukung fasilitas pelayanan kesehatan;
pembangunan rumah sakit tipe A;
pengembangan sarana dan prasarana
peribadatan terutama  pada  wilayah
Bandung Timur;

pengembangan fasilitas umum dan fasilitas
sosial secara merata dan proporsional
sesuai skala pelayanan;

pengembangan fasilitas parkir perpindahan
moda yang terintegrasi;

pengembangan fasilitas parkir bersama,
gedung parkir dan sejenisnya;

pemeliharaan dan peningkatan fasilitas olah
raga skala nasional di Gedebage;
pemeliharaan dan peningkatan kualitas
RTNH;

pemeliharaan dan peningkatan fasilitas
infrastruktur persampahan di Gedebage;
dan

20. pemeliharaan ...
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pemeliharaan dan penataan kawasan gardu
induk.

b. perwujudan kawasan perdagangan dan jasa,

meliputi:

1.

10.

pembatasan dan pengendalian
pengembangan kegiatan perdagangan dan
jasa baru di wilayah Bandung Barat;
pengembangan kegiatan perdagangan dan
jasa di wilayah Bandung Timur;
pembangunan kembali kawasan pasar di
Pasar Andir, Pasar Kiaracondong, Pasar
Ciroyom dan pasar khusus lainnya;
peningkatan pengembangan Pasar Induk
Gedebage yang terpadu dengan
pengembangan PPK Gedebage;

pengaturan dan penataan pasar yang masih
sesuai dengan peruntukannya di seluruh
kecamatan;

relokasi pasar lingkungan kelurahan atau
kecamatan yang sudah tidak sesuai lagi
peruntukannya dalam RTR;

pengaturan kegiatan perdagangan grosir di
Jalan Soekarno-Hatta, termasuk Pasar
Induk Caringin dan Pasar Induk Gedebage;
pengendalian perkembangan pusat
perbelanjaan dan pertokoan linier di
sepanjang jalan arteri dan kolektor;
pelaksanaan kewajiban dan insetif bagi
penyediaan ruang untuk sektor informal
paling sedikit sebesar 10% (sepuluh persen)
di kawasan perdagangan dan jasa; dan
pengendalian dan  penataan  kegiatan
pedagang kaki lima pada ruang publik

sesuai peraturan perundang-undangan.

c. perwujudan kawasan perkantoran, meliputi:

1.

penataan dan optimalisasi pengembangan
kawasan  kantor  pemerintahan skala
nasional, provinsi dan kota yang sudah
berkembang;

2. pembatasan ...
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pembatasan konsentrasi perkantoran di
wilayah Bandung Barat, khususnya kawasan
pusat kota; dan

pengembangan taman vertikal dan/atau
taman di atap gedung pada gedung-gedung

perkantoran.

d. perwujudan kawasan peruntukan industri,

meliputi:

1.

optimalisasi kawasan industri strategis
nasional, terutama industri senjata dan
industri kedirgantaraan;

mengembangkan industri kecil pada sentra-
sentra industri kecil;

penataann kawasan pada sentra-sentra
industri kecil;

peningkatan penyediaan fasilitas pendukung
pengembangan industri kecil di sentra
industri kecil;

revitalisasi bangunan tua atau bersejarah
sebagai bagian dari sentra industri kecil; dan
pengendalian pembangunan industri besar

baru di Kota Bandung.

e. perwujudan kawasan pariwisata, meliputi:

1.

mempertahankan kawasan dan bangunan
bersejarah sebagai daya tarik wisata;
pembangunan dan pengembangan obyek
wisata di wilayah Bandung Timur; dan
pengembangan ekosistem ekonomi kreatif di

seluruh wilayah Kota.

f. perwujudan kawasan pertanian, meliputi:

1.

2.

peningkatan  penguasaan lahan  yang
ditetapkan sebagai KP2B; dan

pengembangan lahan sawah abadi.

g. perwujudan kawasan transportasi, meliputi:

1.

penataan dan peningkatan kualitas kawasan

transportasi,

2. peningkatan ...
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2. peningkatan penyediaan sarana dan.
prasarana  penunjang pada  kawasan
transportasi; dan

3. penyediaan fasilitas parkir perpindahan
moda yang terintegrasi.

h. perwujudan kawasan pertahanan dan

keamanan, meliputi:

1.

pemeliharaan dan  penataan kawasan
pertahanan dan keamanan;
mempertahankan fungsi utama pertahanan
dan keamanan pada kawasan pertahanan
dan keamanan; dan

pengembangan dan peningkatan kualitas

bandar udara Husein Sastranegara.

(9) Perwujudan kawasan strategis kota sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) huruf ¢ meliputi:

a. Perwujudan KSK PPK Alun-alun, meliputi:

1.

No ook

penyusunan rencana tata bangunan dan
lingkungan kawasan;

penyusunan panduan pelestarian kawasan
dan bangunan;

peremajaan dan  revitalisasi kawasan
komersial;

penataan pedagang kaki lima;

pengembangan RTH;

pelestarian bangunan cagar budaya; dan
pemberian  insentif untuk  mendorong

pengembangan PPK.

b. Perwujudan KSK PPK Gedebage, meliputi:

1.

penyusunan rencana tata bangunan dan
lingkungan kawasan;

pengembangan kebijakan insentif untuk
mendorong peran swasta dan masyarakat
dalam pengembangan kegiatan perdagangan
dan jasa skala kota;

pengembangan fasilitas umum dan sosial
berskala kota untuk mendorong

pengembangan PPK;

4. pembangunan ...
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4. pembangunan kawasan perumahan baru
dengan konsep hunian berimbang;

5. pembangunan perumahan susun sedang dan
tinggi;

6. pengembangan fasilitas olah raga berskala
kota;

7. pengembangan danau buatan; dan

8. pembangunan RTH.

Perwujudan KSK sentra sepatu dan olahan kulit

Cibaduyut meliputi:

1. pengembangan dan peningkatan
infrastruktur penyediaan air minum, sistem
drainase, sistem pengelolaan air limbah dan
sistem persampahan;

2. penataan kawasan dan perbaikan unit
rumah usaha;

3. pengembangan fasilitas parkir bersama;
penyediaan fasilitas pejalan kaki dan jalur
hijau yang nyaman; dan

5. pengembangan pusat perdagangan dan
promosi.

Perwujudan KSK sentra boneka Sukamulya

meliputi:

1. pengembangan dan peningkatan
infrastruktur penyediaan air minum, sistem
drainase, sistem pengelolaan air limbah dan
sistem persampahan;

2. pengembangan fasilitas pendukung
pengembangan sentra industri;

3. pengembangan pusat perdagangan dan
promosi; dan

4. penyediaan fasilitas parkir bersama.

Perwujudan KSK sentra rajut Binongjati

meliputi:

1. pengembangan dan peningkatan
infrastruktur penyediaan air minum, sistem
drainase, sistem pengelolaan air limbah dan
sistem persampahan;

2. penataan ...
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2. penataan kawasan dan penyediaan
prasarana pendukung kawasan; dan

3. pembangunan pusat perdagangan dan
promosi.

Perwujudan KSK tekstil dan pakaian Cigondewah

meliputi:

1. penataan kawasan;

2. pembangunan jalan akses menuju kawasan;

3. pengembangan dan peningkatan
infrastruktur penyediaan air minum, sistem
drainase, sistem pengelolaan air limbah dan
sistem persampahan;
pembangunan fasilitas parkir bersama; dan

5. pembangunan pusat perdagangan dan
promosi.

Perwujudan KSK sentra kaos Surapati meliputi:

1. pembangunan pusat perdagangan dan
promosi;

2. perbaikan infrastruktur dan unit rumah
usaha;

3. pengembangan jalan akses menuju kawasan;
dan

4. pengembangan dan peningkatan
infrastruktur penyediaan air minum, sistem
drainase, sistem pengelolaan air limbah dan
sistem persampahan.

Perwujudan KSK sentra jeans dan fashion

Cihampelas meliputi:

1. penyusunan rencana tata bangunan dan

lingkungan kawasan;

penataan kawasan dan jaringan pejalan kaki;

penataan pedagang kaki lima;

penataan fasad bangunan;

pembangunan fasilitas parkir bersama; dan

S

konsolidasi lahan komersial dan peremajaan

perumahan.

i. Perwujudan ...
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Perwujudan KSK sentra tahu dan tempe Cibuntu

meliputi:

1.

4.

pengembangan dan peningkatan
infrastruktur penyediaan air minum, sistem
drainase, sistem pengelolaan air limbah dan
sistem persampahan;

pembangunan jalan akses menuju kawasan;
pembangunan pusat perdagangan dan
promosi; dan

perbaikan infrastruktur dan unit usaha.

Perwujudan KSK Babakan Siliwangi meliputi:

1.

pelestarian dan peningkatan kualitas hutan
kota Babakan Siliwangi;

pengembangan fasilitas pendukung wisata
alam dan pendidikan lingkungan terpadu;
pelestarian dan  peningkatan  kualitas
lingkungan kawasan Kebun Binatang
Bandung;

penyediaan fasilitas parkir terpadu; dan
pengendalian kegiatan yang menganggu

fungsi utama pelestarian lingkungan.

Perwujudan KSK Punclut meliputi:

1.

pengendalian pembangunan kawasan
terbangun;

pengembangan  kegiatan  wisata alam
terbatas;

rehabilitasi lahan kritis; dan

pengembangan kebijakan disinsentif untuk

pengendalian kawasan terbangun.

Perwujudan KSK penanganan kawasan kumuh

meliputi:

1.

penyusunan rencana penanganan kawasan
kumuh;

peningkatan kualitas sarana dan prasarana
umum permukiman di kawasan kumuh,;
penataan dan revitalisasi kawasan; dan
pembangunan rumah susun untuk

penanganan kawasan kumuh.
Pasal ...
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Pasal 78
Indikasi program utama jangka menengah 5 (lima)
tahunan ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal
74 huruf ¢ meliputi:
a. perwujudan rencana Struktur Ruang Kota;
b. perwujudan rencana Pola Ruang Kota; dan
c. perwujudan Kawasan Strategis Kota.
Indikasi program wutama perwujudan rencana
Struktur Ruang Kota sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a meliputi:
a. perwujudan sistem pusat pelayanan di wilayah
Kota; dan
b. perwujudan sistem jaringan prasarana Kota.
Indikasi perwujudan sistem jaringan prasarana Kota
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b
meliputi:
a. perwujudan sistem jaringan transportasi;
b. perwujudan sistem jaringan energi;
c. perwujudan sistem jaringan telekomunikasi;
d. perwujudan sistem jaringan sumber daya air;
dan
e. perwujudan infrasatruktur perkotaan.
Indikasi program utama perwujudan rencana Pola
Ruang Kota meliputi:
a. perwujudan Kawasan Lindung; dan

b. perwujudan Kawasan Budi Daya.

Pasal 79

Perwujudan sistem pusat pelayanan di wilayah Kota

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (2)

huruf a meliputi:

a. pengembangan dan peningkatan kegiatan
ekonomi dan sosial berskala nasional, regional,
maupun kota di PPK Alun-alun dan PPK
Gedebage secara berkesinambungan;

b. peremajaan dan revitalisasi fungsi kegiatan
diikuti zonasi lokasi-lokasi dengan fungsi khusus
guna meningkatkan efisiensi lahan di PPK Alun-
Alun;

c. pengembangan ...
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pengembangan dan peningkatan fasilitas sosial
dan fasilitas umum skala sub wilayah kota pada

SPPK; dan

d. penyusunan rencana pengembangan kawasan
berorientasi transit yang terintegrasi dengan PPK
atau SPPK.

Perwujudan sistem jaringan transportasi

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (3)

huruf a meliputi:

a.

pemeliharaan dan peningkatan kualitas jalan

arteri primer;

pemeliharan dan peningkatan kualitas jalan

kolektor primer;

pemeliharaan dan peningkatan kualitas jalan

arteri sekunder dan kolektor sekunder;

pemeliharaan jalan tol yang telah ada;

pembangunan jalan tol dalam kota Dr.

Djundjunan -Ujungberung-Cileunyi dan jalan tol

dalam kota Ujungberung-Gedebage-Majalaya;

pembangunan simpang susun tidak sebidang

atau perlintasan tidak sebidang:

1. simpang susun Jalan Soekarno-Hatta-Jalan
Cibaduyut;

2. simpang susun Jalan Soekarno-Hatta-Jalan
Moch. Toha;

3. simpang susun Jalan Soekarno-Hatta-Jalan
Buahbatu;

4. simpang susun Jalan Soekarno-Hatta-Jalan
Ibrahim Adjie;

5. simpang susun Jalan Gedebage-jalan tol
Padaleunyi;

6. simpang susun Jalan Dr. Setiabudhi-Jalan
Sersan Bajuri;

7. simpang susun Jalan Padjajaran-Jalan
Pasirkaliki;

8. simpang susun Jalan Dr. Djundjunan-jalan
Surya Sumantri;

9. perlintasan ...
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9. perlintasan tidak sebidang Jalan Nurtanio-rel
kereta api;

10. perlintasan tidak sebidang Jalan Arjuna-rel
kereta api;

11. perlintasan tidak sebidang Jalan
Abdurahman Saleh-rel kereta api;

12. pelintasan tidak sebidang Jalan Ahmad Yani-
rel kereta api;

13. perlintasan tidak sebidang Jalan Sunda-rel
kereta api;

14. perlintasan tidak sebidang Jalan Braga-rel
kereta api; dan

15. simpang susun atau perlintasan sebidang
lainnya yang dibutuhkan sesuai hasil
analisis kebutuhan.

pemeliharaan simpang susun atau perlintasan

tidak sebidang pada:

1. simpang susun Jalan Supratman - Jalan
Jakarta;

2. simpang susun Jalan Laswi - Jalan Gatot
Subroto;
simpang susun Jalan Terusan Jakarta;
simpang susun Jalan Soekarno-Hatta -
Jalan KH Hasyim Ashari (Kopo); dan

5. simpang susun atau perlintasan tidak
sebidang lainnya yang telah ada.

pemeliharaan dan pengembangan Terminal Tipe

A Leuwipanjang dan Terminal Tipe A Cicaheum;

pemeliharaan dan pengembangan Terminal Tipe

B Ledeng, Ciroyom dan St. Hall;

pemeliharaan dan pengembangan Terminal TIpe

C di seluruh Kota Bandung;

pengembangan angkutan umum massal berbasis

bus;

peningkatan kualitas angkutan umum

pengumpan;

m. pengembangan ...
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m. pengembangan angkutan umum khusus pelajar

y.

dan angkutan pendukung pariwisata;
pengembangan strategi manajemen parkir
khususnya di kawasan pusat kota dan pusat
keramaian;

pengembangan aplikasi sistem transportasi
terpadu,;

penerapan laik fungsi angkutan umum dengan
uji emisi gas buang;

penertiban dan peningkatan fungsi halte;
peningkatan peran swasta dalam pengembangan
angkutan umum;

peningkatan kualitas prasarana dan sarana
pejalan kaki pada ruas jalan arteri dan kolektor;
penyediaan prasarana pejalan kaki pada ruas
jalan arteri dan kolektor yang hanya memiliki
trotoar pada satu sisi jalan;

penyediaan prasarana pejalan kaki pada ruas
jalan arteri dan kolektor yang sama sekali belum
memiliki trotoar dan kelengkapan jalan lainnya,;
pengembangan dan peningkatan jaringan kereta
api perkotaan yang sudah berjalan;

reaktivasi jalur kereta api Kiaracondong -
Ciwidey;

peningkatan sarana dan prasarana pada stasiun
kereta api; dan

peningkatan pelayanan angkutan udara.

Perwujudan sistem jaringan energi sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 78 ayat (3) huruf b meliputi:

a.

pemeliharaan dan peningkatan sistem jaringan
transmisi saluran udara tegangan tinggi dan
saluran kabel tegangan tingi;

pemeliharaan dan pemantapan gardu induk;
peningkatan  kualitas pelayanan jaringan
distribusi listrik; dan

pengembangan jaringan distribusi melalui
jaringan bawah tanah.

(4) Perwujudan ...
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Perwujudan sistem  jaringan  telekomunikasi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (3)
huruf ¢ meliputi:

a. pengembangan jaringan kabel serat optik melalui
sistem ducting bersama;

b. pengembangan jaringan infrastruktur pasif
telekomunikasi bersama berupa infrastruktur
saluran bawah tanah, infrastruktur tiang
microcell, infrastruktur tiang telekomunikasi;

c. pemeliharaan sentral telepon otomatis; dan

d. peningkatan kualitas pelayanan internet dan
telekomunikasi nirkabel.

Perwujudan sistem jaringan sumber daya air

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (3)

huruf d meliputi:

a. pemeliharaan kolam retensi untuk mengatasi
genangan banjir;

b. pembangunan kolam retensi sesuai dengan
kebutuhan untuk penanggulangan genangan
banjir;

c. pemeliharaan dan peningkatan kualitas danau
buatan di Kecamatan Gedebage; dan

d. pengendalian pemanfaatan air pada kawasan
cekungan air tanah yang sudah kritis.

Perwujudan infrastruktur perkotaan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 78 ayat (3) huruf e meliputi:

a. perwujudan SPAM, meliputi:

1. pemeliharaan, rehabilitasi dan peningkatan
kualitas unit air baku;

2. pemeliharaan, rehabilitasi dan peningkatan
kualitas unit produksi;

3. pemeliharaan, rehabilitasi dan peningkatan
kualitas unit distribusi;

4. peningkatan cakupan pelayanan air minum
perpipaan di seluruh wilayah Kota;

5. penurunan tingkat kebocoran;

6. penambahan ...
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penambahan dan rehabilitasi sarana dan
prasarana air baku;
pengembangan bauran air domestik; dan

pengembangan kerja sama SPAM regional.

b. perwujudan SPAL, meliputi:

1.

pemeliharaan dan  peningkatan  SPAL
Bojongsoang;

pemeliharaan, peningkatan dan
pengembangan jaringan perpipaan air limbah
domestik;

pengembangan IPAL komunal di
Cipamokolan, Ujungberung dan lokasi
lainnya sesuai kebutuhan;

optimalisasi dan pengembangan pelayanan
sistem terpusat pada wilayah-wilayah yang
sudah terlayani; dan

pengembangan sistem pengolahan air limbah
publik setempat pada kawasan yang tidak
terlayani saluran air limbah terpusat dengan

prioritas pada kawasan permukiman kumuh.

c. perwujudan sistem jaringan persampahan,

meliputi:

1. pembangunan dan pengembangan TPS 3R di
seluruh kelurahan;

2. pengembangan TPST skala wilayah pada
setiap SWK;

3. pengembangan TPST skala kota masing-

masing pada wilayah Bandung Timur dan
wilayah Bandung Barat;

pembangunan TPA Gedebage; dan
pengembangan kerja sama daerah dalam

pengelolaan TPA Regional di Legok Nangka.

d. perwujudan sistem drainase, meliputi:

1.

pemeliharaan dan peningkatan kualitas
jaringan drainase primer;

rehabilitasi dan penataan jaringan drainase
sekunder dan tersier secara terintegrasi;

3. peningkatan ...
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3. peningkatan kualitas dan kapasitas jaringan
drainase;

4. peningkatan peresapan air melalui rekayasa
teknis; dan

5. penurunan tingkat sedimentasi pada sistem
drainase  melalui normalisasi  sungai,
reboisasi di daerah hulu dan pengerukan
sungai yang berkelanjutan.

perwujudan sistem jaringan evakuasi bencana,

meliputi:

1. pemeliharaan kualitas jalan yang digunakan
sebagai jalur evakuasi bencana;

2. penyiapan prasarana dan sarana darurat
pada ruang evakuasi bencana yang
ditetapkan;

3. pengembangan dan pemeliharaan taman
lingkungan, fasilitas olah raga, fasilitas
pendidikan dan fasilitas umum lainnya
sebagai ruang evakuasi bencana skala
lingkungan; dan

4. pengembangan sistem pengurangan risiko

bencana.

(7) Perwujudan  Kawasan  Lindung  sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 78 ayat (4) huruf a meliputi:

a.

perwujudan kawasan perlindungan setempat,

meliputi:

1. pemeliharaan kawasan sempadan sungai;

2. rehabilitasi kawasan sempadan sungai; dan

3. pelestarian kawasan perlindungan burung
blekok di Kecamatan Gedebage.

perwujudan kawasan ruang terbuka hijau,

meliputi:

1. pemeliharaan dan rehabiltasi kawasan rimba
kota;

2. pemeliharaan dan penataan taman-taman
kota;

3. pemeliharan dan penataan taman-taman

kecamatan;

4. pengembangan ...
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pengembangan taman-taman pada jalur
hijau;

pemeliharaan, pengembangan dan penataan
pemakaman;

pemanfaatan lahan terlantar publik;
pemulihan kembali ruang terbuka;
peningkatan penyerahan PSU perumahan;
inventarisasi aset Pemerintah Daerah Kota

yang dapat dikembangkan sebagai RTH;

. peningkatan kontribusi lahan pemakaman

dari pengembang perumahan;

. pengadaan lahan untuk RTH publik;
12.

pengembangan konsep taman vertikal atau
taman di atap bangunan/gedung; dan

rehabilitasi kawasan sempadan sungai.

c. perwujudan kawasan konservasi, meliputi

pemeliharaan dan pengendalian Pemanfaatan

Ruang Kota pada kawasan taman hutan raya Ir.

H. Djuanda.

(8) Perwujudan Kawasan Budi Daya sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 78 ayat (4) huruf b meliputi:

a. perwujudan kawasan permukiman, meliputi:

1.

pengembangan kawasan perumahan baru
dengan konsep hunian berimbang;
pengembangan kawasan perumahan baru di
wilayah Bandung Timur;

pengembangan perumahan baru vertikal
secara proporsional dengan memperhatikan
daya dukung wilayah dan tingkat pelayanan
infrastruktur perkotaan;

pengendalian pengembangan perumahan
baru vertikal pada persil dan kawasan yang
melebihi kepadatan bangunan maksimal,
KDB maksimal dan KLB maksimal, kapasitas
prasarana terbatas, atau tingkat pelayanan

jalan rendah di KBU;

5. mempertahankan ...
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mempertahankan  perumahan terencana
yang menjadi ciri khas kota dalam kerangka
perlindugan cagar budaya di kawasan pusat
kota, kawasan pecinan, kawasan perumahan
villla dan kawasan industri;

pembatasan pembangunan kawasan
perumahan baru di KBU;

penyediaan perumahan untuk masyarakat
berpenghasilan rendah melalui penyediaan
perumahan vertikal;

penanganan kawasan kumuh melalui
pencegahan  kawasan rawan  kumubh,
pemugaran, peremajaan dan/atau
permukiman kembali dengan
mempertimbangkan aspek ekonomi, sosial
dan lingkungan sesuai ketentuan
perundang-undangan;

pengendalian pembangunan sarana dan
prasarana pendidikan di wilayah Bandung
Barat;

pengembangan dan peningkatan
pembangunan sarana dan  prasarana
pendidikan di wilayah Bandung Timur;
peningkatan prasarana dan sarana
pendukung fasilitas pelayanan kesehatan;
pembangunan rumah sakit tipe A;
pengembangan sarana dan  prasarana
peribadatan terutama pada wilayah Bandung
Timur;

pengembangan fasilitas umum dan fasilitas
sosial secara merata dan proporsional sesuai
skala pelayanan;

pengembangan fasilitas parkir perpindahan
moda yang terintegrasi;

pengembangan fasilitas parkir bersama,

gedung parkir dan sejenisnya;

17. pengembangan ...
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pengembangan fasilitas olah raga skala
nasional di Gedebage;

pemeliharaan dan peningkatan kualitas
ruang terbuka non-hijau;

pembangunan fasilitas infrastruktur
persampahan di Gedebage; dan
pemeliharaan dan penataan kawasan gardu
induk.

perwujudan kawasan perdagangan dan jasa,

meliputi:

1.

10.

pembatasan dan pengendalian
pengembangan kegiatan perdagangan dan
jasa baru di wilayah Bandung Barat;
pengembangan kegiatan perdagangan dan
jasa di wilayah Bandung Timur;
pemeliharaan dan peningkatan kawasan
pasar di Pasar Andir, Pasar Kiaracondong,
Pasar Ciroyom dan pasar khusus lainnya;
pemeliharaan dan peningkatan kualitas
Pasar Induk Gedebage yang terpadu dengan
pengembangan PPK Gedebage;

pengaturan dan penataan pasar yang masih
sesuai dengan peruntukannya di seluruh
kecamatan;

relokasi pasar lingkungan kelurahan atau
kecamatan yang sudah tidak sesuai lagi
peruntukannya dalam RTR,;

pengaturan kegiatan perdagangan grosir di
Jalan Soekarno-Hatta, termasuk Pasar Induk
Caringin dan Pasar Induk Gedebage;
pengendalian perkembangan pusat
perbelanjaan dan pertokoan linier di
sepanjang jalan arteri dan kolektor;
pelaksanaan kewajiban dan insetif bagi
penyediaan ruang untuk sektor informal
paling sedikit sebesar 10% (sepuluh persen)
di kawasan perdagangan dan jasa; dan
pengendalian dan  penataan  kegiatan
pedagang kaki lima pada ruang publik sesuai

ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Perwujudan ...
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perwujudan kawasan perkantoran, meliputi:

1.

penataan dan optimalisasi pengembangan
kawasan kantor pemerintahan skala
nasional, provinsi dan kota yang sudah
berkembang;

pembatasan konsentrasi perkantoran di
wilayah Bandung Barat, khususnya kawasan
pusat kota; dan

pengembangan taman vertikal dan/atau
taman di atap gedung pada gedung-gedung

perkantoran.

d. perwujudan kawasan peruntukan industri,

€.

f.

meliputi:

1.

optimalisasi kawasan industsri strategis
nasional, terutama industri senjata dan
industri kedirgantaraan;

mengembangkan industri kecil pada sentra
industri kecil;

penataan kawasan pada sentra industri kecil;
peningkatan penyediaan fasilitas pendukung
pengembangan industri kecil di sentra
industri kecil;

revitalisasi bangunan tua atau bersejarah
sebagai bagian dari sentra industri kecil; dan
pengendalian pembangunan industri besar

baru di Kota Bandung.

perwujudan kawasan pariwisata, meliputi:

1.

mempertahankan kawasan dan bangunan
bersejarah sebagai daya tarik wisata;
pembangunan dan pengembangan obyek
wisata di wilayah Bandung Timur; dan
pengembangan ekosistem ekonomi kreatif di

seluruh wilayah Kota.

perwujudan kawasan pertanian, meliputi:

1.

2.

peningkatan  penguasaan lahan yang
ditetapkan sebagai KP2B; dan

pengembangan lahan sawah abadi.

g. perwujudan ...
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g. perwujudan kawasan transportasi, meliputi:

1. penataan dan peningkatan kualitas kawasan
transportasi,

2. peningkatan penyediaan sarana  dan
prasarana  penunjang pada  kawasan
transportasi; dan

3. penyediaan fasilitas parkir perpindahan
moda (park and ride) yang terintegrasi.

h. perwujudan kawasan pertahanan dan

keamanan, meliputi:

1.

pemeliharaan dan  penataan kawasan
pertahanan dan keamanan;
mempertahankan fungsi utama pertahanan
dan keamanan pada kawasan pertahanan
dan keamanan; dan

pengembangan dan peningkatan kualitas

bandar udara Husein Sastranegara.

(9) Perwujudan KSK sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 78 ayat (1) huruf ¢ meliputi:

a. Perwujudan KSK PPK Alun-alun, meliputi:

1.

ook N

peremajaan  dan revitalisasi  kawasan
komersial,

penataan pedagang kaki lima;

pengembangan RTH;

pelestarian bangunan cagar budaya; dan
pemberian  insentif untuk mendorong

pengembangan PPK.

b. Perwujudan KSK PPK Gedebage, meliputi:

1.

pengembangan kebijakan insentif untuk
mendorong peran swasta dan masyarakat
dalam pengembangan kegiatan perdagangan
dan jasa skala kota;

pengembangan fasilitas umum dan sosial
berskala kota untuk mendorong
pengembangan PPK;

pembangunan kawasan perumahan baru
dengan konsep hunian berimbang;

4. pembangunan ...
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4. pembangunan perumahan susun sedang dan

tinggi; dan

5. pembangunan dan pengembangan RTH.

Perwujudan KSK sentra sepatu dan olahan kulit

Cibaduyut meliputi:

1.

penyusunan rencana tata bangunan dan
lingkungan;

pengembangan dan peningkatan
infrastruktur penyediaan air minum, sistem
drainase, sistem pengelolaan air limbah dan
sistem persampahan;

penataan kawasan dan perbaikan unit
rumah usaha;

pengembangan fasilitas parkir bersama;
penyediaan fasilitas pejalan kaki dan jalur
hijau yang nyaman; dan

pengembangan pusat perdagangan dan

promosi.

Perwujudan KSK sentra boneka Sukamulya

meliputi:

1.

5.

penyusunan rencana tata bangunan dan
lingkungan;

pengembangan dan peningkatan
infrastruktur penyediaan air minum, sistem
drainase, sistem pengelolaan air limbah dan
sistem persampahan;

pengembangan fasilitas pendukung
pengembangan sentra industri;
pengembangan pusat perdagangan dan
promosi; dan

penyediaan fasilitas parkir bersama.

Perwujudan KSK sentra rajut Binongjati

meliputi:

1.

penyusunan rencana tata bangunan dan
lingkungan;

pengembangan dan peningkatan
infrastruktur penyediaan air minum, sistem
drainase, sistem pengelolaan air limbah dan
sistem persampahan;

3. penataan ...
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penataan kawasan dan penyediaan
prasarana pendukung kawasan; dan
pembangunan pusat perdagangan dan

promosi.

Perwujudan KSK tekstil dan pakaian Cigondewah

meliputi:

1.

penyusunan Rencana Tata Bangunan Dan
Lingkungan;

penataan kawasan;

pembangunan jalan akses menuju kawasan;
pengembangan dan peningkatan
infrastruktur penyediaan air minum, sistem
drainase, sistem pengelolaan air limbah dan
sistem persampahan;

pembangunan fasilitas parkir bersama; dan
pembangunan pusat perdagangan dan

promosi.

Perwujudan KSK sentra kaos Surapati meliputi:

1.

penyusunan rencana tata bangunan dan
lingkungan;

pembangunan pusat perdagangan dan
promosi;

perbaikan infrastruktur dan unit rumah
usaha

pengembangan jalan akses menuju kawasan;
dan

pengembangan dan peningkatan
infrastruktur penyediaan air minum, sistem
drainase, sistem pengelolaan air limbah dan

sistem persampahan.

Perwujudan KSK sentra jeans dan fashion

Cihampelas meliputi:

1.

penyusunan rencana tata bangunan dan
lingkungan;

penataan kawasan dan jaringan pejalan kaki;
penataan pedagang kaki lima;

penataan fasad bangunan;

5. pembangunan ...
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5. pembangunan fasilitas parkir bersama; dan

6. konsolidasi lahan komersial dan peremajaan

perumahan.

Perwujudan KSK sentra tahu dan tempe Cibuntu

meliputi:

1.

4.

pengembangan dan peningkatan
infrastruktur penyediaan air minum, sistem
drainase, sistem pengelolaan air limbah dan
sistem persampahan;

pembangunan jalan akses menuju kawasan;
pembangunan pusat perdagangan dan
promosi; dan

perbaikan infrastruktur dan unit usaha.

Perwujudan KSK Babakan Siliwangi meliputi:

1.

pelestarian dan peningkatan kualitas hutan
kota Babakan Siliwangi;

pengembangan fasilitas pendukung wisata
alam dan pendidikan lingkungan terpadu;
pelestarian dan  peningkatan  kualitas
lingkungan kawasan Kebun Binatang
Bandung;

penyediaan fasilitas parkir terpadu; dan
pengendalian kegiatan yang menganggu

fungsi utama pelestarian lingkungan.

Perwujudan KSK Punclut meliputi:

1.

pengendalian pembangunan kawasan
terbangun;

pengembangan  kegiatan  wisata alam
terbatas;

rehabilitasi lahan kritis; dan

pengembangan kebijakan disinsentif untuk

pengendalian kawasan terbangun.

Perwujudan KSK penanganan kawasan kumuh

meliputi:

1.

penyusunan rencana penanganan kawasan
kumuh;
peningkatan kualitas sarana dan prasarana

umum permukiman di kawasan kumuh,;

3. penataan ...
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3. penataan dan revitalisasi kawasan; dan
4. pembangunan rumah susun untuk

penanganan kawasan kumuh.

Pasal 80
Indikasi program utama jangka menengah 5 (lima)
tahunan keempat sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 74 huruf d meliputi:
a. perwujudan rencana Struktur Ruang Kota;
b. perwujudan rencana Pola Ruang Kota; dan
c. perwujudan KSK.
Indikasi program utama perwujudan rencana
Struktur Ruang Kota sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a meliputi:
a. perwujudan sistem pusat pelayanan di wilayah
Kota; dan
b. perwujudan sistem jaringan prasarana Kota.
Indikasi perwujudan sistem jaringan prasarana Kota
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b
meliputi:
a. perwujudan sistem jaringan transportasi;
b. perwujudan sistem jaringan energi;
c. perwujudan sistem jaringan telekomunikasi;
d. perwujudan sistem jaringan sumber daya air;
dan
e. perwujudan sistem infrasatruktur perkotaan.
Indikasi program utama perwujudan rencana Pola
Ruang Kota meliputi:
a. perwujudan Kawasan Lindung; dan

b. perwujudan Kawasan Budi Daya.

Pasal 81

Perwujudan sistem pusat pelayanan di wilayah Kota

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (2)

huruf a meliputi:

a. pengembangan dan peningkatan kegiatan
ekonomi dan sosial berskala nasional, regional,
maupun kota di PPK Alun-alun dan PPK
Gedebage secara berkesinambungan;

b. peremajaan ...
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peremajaan dan revitalisasi fungsi kegiatan
diikuti zonasi lokasi-lokasi dengan fungsi khusus
guna meningkatkan efisiensi lahan di PPK Alun-
Alun;

pengembangan dan peningkatan fasilitas sosial
dan fasilitas umum skala sub wilayah kota pada
SPPK; dan

pengembangan kawasan berorientasi transit

yang terintegrasi dengan PPK/ SPPK.

Perwujudan sistem jaringan transportasi

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (3)

huruf a meliputi:

a.

pemeliharaan dan peningkatan kualitas jalan

arteri primer;

pemeliharan dan peningkatan kualitas jalan

kolektor primer;

pemeliharaan dan peningkatan kualitas jalan

arteri sekunder dan kolektor sekunder;

pemeliharaan jalan tol yang telah ada;

pembangunan jalan tol dalam kota Dr.

Djundjunan-Ujungberung-Cileunyi, jalan tol

dalam kota Ujungberung-Gedebage-Majalaya;

pembangunan jalan tol Bandung Utara; dan

pembangunan simpang susun tidak sebidang

dan perlintasan tidak sebidang:

1. simpang susun Jalan Soekarno-Hatta-Jalan
Cibaduyut;

2. simpang susun Jalan Soekarno-Hatta-Jalan
Moch. Toha;

3. simpang susun Jalan Soekarno-Hatta-Jalan
Buahbatu;

4. simpang susun Jalan Soekarno-Hatta-Jalan
Ibrahim Adjie;

5. simpang susun Jalan Gedebage-jalan tol
Padaleunyi;

6. simpang susun Jalan Dr. Setiabudhi-Jalan
Sersan Bajuri;

7. simpang ...
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simpang susun Jalan Padjajaran-Jalan
Pasirkaliki;

simpang susun Jalan Dr. Djundjunan-Jalan
Surya Sumantri;

perlintasan tidak sebidang Jalan Nurtanio —
rel kereta api;

perlintasan tidak sebidang Jalan Arjuna-rel
kereta api;

perlintasan tidak sebidang Jalan
Abdurahman Saleh-rel kereta api;

pelintasan tidak sebidang Jalan Ahmad Yani-
rel kereta api;

perlintasan tidak sebidang Jalan Sunda-rel
kereta api;

perlintasan tidak sebidang Jalan Braga-rel
kereta api; dan

simpang susun atau perlintasan sebidang
lainnya yang dibutuhkan sesuai hasil

analisis kebutuhan.

pemeliharaan simpang susun atau perlintasan

tidak sebidang pada:

1.

simpang susun Jalan Supratman-Jalan
Jakarta;

simpang susun Jalan Laswi-Jalan Gatot
Subroto;

simpang susun Jalan Terusan Jakarta;
simpang susun Jalan Soekarno-Hatta-Jalan
KH Hasysim Ashari (Kopo); dan

simpang susun/perlintasan tidak sebidang

lainnya yang telah ada.

pemeliharaan dan peningkatan Terminal Tipe A

Leuwipanjang dan Terminal Tipe A Cicaheum;

pemeliharaan dan peningkatan Terminal Tipe B

Ledeng, Ciroyom dan Stasiun Hall;

pemeliharaan dan peningkatan Terminal Tipe C

di seluruh Kota;

1. pengembangan ...
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pengembangan angkutan umum massal berbasis
bus;
. peningkatan kualitas angkutan umum
pengumpan;
pengembangan angkutan umum khusus pelajar
dan angkutan pendukung pariwisata;
pengembangan strategi manajemen parkir
khususnya di kawasan pusat kota dan pusat
keramaian;
penerapan laik fungsi angkutan umum dengan
uji emisi gas buang
penertiban dan peningkatan fungsi halte;
peningkatan peran swasta dalam pengembangan
angkutan umum;
peningkatan kualitas prasarana dan sarana
pejalan kaki pada ruas jalan arteri dan kolektor;
penyediaan prasarana pejalan kaki pada ruas-
ruas jalan arteri dan kolektor yang hanya
memiliki trotoar pada satu sisi jalan;
penyediaan prasarana pejalan kaki pada ruas-
ruas jalan arteri dan kolektor yang sama sekali
belum memiliki trotoar dan kelengkapan jalan
lainnya;
pengembangan dan peningkatan jaringan kereta
api perkotaan yang sudah berjalan;
pembangunan jaringan kereta api perkotaan:
1. jalur Leuwipanjang-Jatinangor;
2. jalur Leuwipanjang-Cimahi-Padalarang-
Walini;
jalur Leuwipanjang-Soreang;
jalur Babakan Siliwangi-Leuwipanjang;
5. jalur Cimindi-Gedebage-Tegalluar-Majalaya;
dan
6. jalur Babakan Siliwangi -Maribaya.
pembangunan jalur kereta gantung yang
menghubungkan Utara-Selatan dan Timur-Barat
wilayah Kota;

y. peningkatan ...
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y. peningkatan sarana dan prasarana pada stasiun
kereta api; dan

z. peningkatan pelayanan angkutan udara.

Perwujudan sistem jaringan energi sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 80 ayat (3) huruf b meliputi:

a. pemeliharaan dan peningkatan sistem jaringan
transmisi saluran udara tegangan tinggi dan
saluran kabel tegangan tinggi;

b. pemeliharaan dan pemantapan gardu induk;

c. peningkatan kualitas pelayanan jaringan
distribusi listrik; dan

d. pengembangan jaringan distribusi melalui
jaringan bawah tanah.

Perwujudan sistem  jaringan telekomunikasi

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (3)

huruf ¢ meliputi:

a. pengembangan jaringan kabel serat optik melalui
sistem ducting bersama;

b. pengembangan jaringan infrastruktur pasif
telekomunikasi bersama berupa infrastruktur
saluran bawah tanah, infrastruktur tiang
microcell, infrastruktur tiang telekomunikasi;

c. pemeliharaan sentral telepon otomatis; dan

d. peningkatan kualitas pelayanan internet dan
telekomunikasi nirkabel.

Perwujudan sistem jaringan sumber daya air

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (3)

huruf d meliputi:

a. pemeliharaan kolam retensi untuk mengatasi
genangan banjir;

b. pembangunan kolam retensi sesuai dengan
kebutuhan wuntuk penanggulangan genangan
banjir;

c. pemeliharaan dan peningkatan kualitas danau
buatan di Kecamatan Gedebage; dan

d. pengendalian pemanfaatan air pada kawasan
cekungan air tanah yang sudah kritis.

(6) Perwujudan ...
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(6) Perwujudan infrastruktur perkotaan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 80 ayat (3) huruf e meliputi:

a.

perwujudan SPAM, meliputi:

1.

7.
8.

pemeliharaan, rehabilitasi dan peningkatan
kualitas unit air baku;

pemeliharaan, rehabilitasi dan peningkatan
kualitas unit produksi;

pemeliharaan, rehabilitasi dan peningkatan
kualitas unit distribusi;

peningkatan cakupan pelayanan air minum
perpipaan di seluruh wilayah Kota;
penurunan tingkat kebocoran;

penambahan dan rehabilitasi sarana dan
prasarana air baku;

pengembangan bauran air domestik; dan

pengembangan kerja sama SPAM regional.

Perwujudan SPAL, meliputi:

1.

pemeliharaan dan  peningkatan SPAL
Bojongsoang;

pemeliharaan, peningkatan dan
pengembangan jaringan perpipaan air
limbah domestik;

pemeliharaan IPAL komunal di Cipamokolan
dan Ujungberung;

pengembangan IPAL komunal pada lokasi
yang dibutuhkan sesuai daya dukung
lingkungan;

optimalisasi dan pengembangan pelayanan
sistem terpusat pada wilayah-wilayah yang
sudah terlayani; dan

pengembangan sistem pengolahan  air
limbah publik setempat pada kawasan yang
tidak terlayani saluran air limbah terpusat
dengan prioritas pada kawasan permukiman
kumubh.

perwujudan sistem jaringan persampahan,

meliputi:

1.

pembangunan dan pengembangan TPS 3R di
seluruh kelurahan;

2. pengembangan ...
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pengembangan TPST skala wilayah pada
setiap SWK;

pengembangan TPST skala kota masing-
masing pada wilayah Bandung Timur dan
wilayah Bandung Barat;

pengembangan dan peningkatan TPA
Gedebage; dan

pengembangan kerja sama daerah dalam

pengelolaan TPA Regional di Legok Nangka.

perwujudan sistem jaringan drainase, meliputi:

1.

pemeliharaan dan peningkatan kualitas
jaringan drainase primer;

rehabilitasi dan penataan jaringan drainase
sekunder dan tersier secara terintegrasi;
peningkatan kualitas dan kapasitas jaringan
drainase;

peningkatan peresapan air melalui rekayasa
teknis; dan

penurunan tingkat sedimentasi pada sistem
drainase malalui normalisasi sungai,
reboisasi di daerah hulu dan pengerukan

sungai yang berkelanjutan.

perwujudan sistem jaringan evakuasi bencana,

meliputi:

1. pemeliharaan kualitas jalan yang digunakan
sebagai jalur evakuasi bencana;

2. penyiapan prasarana dan sarana darurat
pada ruang evakuasi bencana yang
ditetapkan;

3. pengembangan dan pemeliharaan taman
lingkungan, fasilitas olah raga, fasilitas
pendidikan dan fasilitas umum lainnya
sebagai ruang evakuasi bencana skala
lingkungan; dan

4. pengembangan sistem pengurangan risiko

bencana.

(7) Perwujudan ...
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(7) Perwujudan  Kawasan Lindung  sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 80 ayat (4) huruf a meliputi:

a.

perwujudan kawasan perlindungan setempat,

meliputi:

1. pemeliharaan kawasan sempadan sungai;

2. rehabilitasi kawasan sempadan sungai; dan

3. pelestarian kawasan perlindungan burung
blekok di Kecamatan Gedebage.

perwujudan kawasan ruang terbuka hijau,

meliputi:

1. pemeliharaan dan rehabiltasi kawasan
rimba kota;

2. pemeliharaan dan penataan taman kota;

3. pemeliharan dan penataan taman
kecamatan;
pengembangan taman pada jalur hijau;

5. pemeliharaan, pengembangan dan penataan
pemakaman;

6. pemanfaatan lahan terlantar publik;

7. pemulihan kembali ruang terbuka;

8. peningkatan penyerahan prasarana, sarana
dan utilitas umum perumahan;

9. inventarisasi aset Pemerintah Daerah Kota
yang dapat dikembangkan sebagai RTH,;

10. peningkatan kontribusi lahan pemakaman
dari pengembang perumahan;

11. pengadaan lahan untuk RTH publik;

12. pengembangan konsep taman vertikal atau
taman di atap bangunan atau gedung; dan

13. rehabilitasi kawasan sempadan sungai.

perwujudan kawasan konservasi, meliputi

pemeliharaan dan pengendalian Pemanfaatan

Ruang Kota pada kawasan taman hutan raya Ir.

H. Djuanda.

(8) Perwujudan Kawasan Budi Daya sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 80 ayat (4) huruf b meliputi:

a.

perwujudan kawasan permukiman, meliputi:
1. pengembangan kawasan perumahan baru
dengan konsep hunian berimbang;

2. pengembangan ...
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pengembangan kawasan perumahan baru di
wilayah Bandung Timur;

pengembangan perumahan baru vertikal
secara proporsional dengan memperhatikan
daya dukung wilayah dan tingkat pelayanan
infrastruktur perkotaan;

pengendalian pengembangan perumahan
baru vertikal pada persil dan kawasan yang
melebihi kepadatan bangunan maksimal,
KDB maksimal dan KLB maksimal,
kapasitas prasarana terbatas, atau tingkat
pelayanan jalan rendah di KBU;
mempertahankan perumahan terencana
yang menjadi ciri khas kota dalam kerangka
perlindugan cagar budaya di kawasan pusat
kota, kawasan pecinan, kawasan
perumahan villa dan kawasan industri;
pembatasan pembangunan kawasan
perumahan baru di KBU;

penyediaan perumahan untuk masyarakat
berpenghasilan rendah melalui penyediaan
perumahan vertikal;

penanganan kawasan kumuh melalui
pencegahan kawasan rawan kumubh,
pemugaran, peremajaan dan/atau
permukiman kembali dengan
mempertimbangkan aspek ekonomi, sosial
dan lingkungan sesuai peraturan
perundang-undangan;

pengendalian pembangunan sarana dan
prasarana pendidikan di wilayah Bandung
Barat;

pengembangan dan peningkatan
pembangunan sarana dan prasarana
pendidikan di wilayah Bandung Timur;
peningkatan prasarana dan sarana
pendukung fasilitas pelayanan kesehatan;

12. pengembangan ...
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16.

17.

18.

19.
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pengembangan sarana dan prasarana
peribadatan terutama  pada  wilayah
Bandung Timur;

pengembangan fasilitas umum dan fasilitas
sosial secara merata dan proporsional sesuai
skala pelayanan;

pengembangan fasilitas parkir perpindahan
moda (park and ride) yang terintegrasi;
pengembangan fasilitas parkir bersama,
gedung parkir dan sejenisnya;
pengembangan fasilitas olah raga skala
nasional di Gedebage;

pemeliharaan dan peningkatan kualitas
RTNH;

pembangunan fasilitas infrastruktur
persampahan di Gedebage; dan
pemeliharaan dan penataan kawasan gardu

induk.

perwujudan kawasan perdagangan dan jasa,

meliputi:

1.

pembatasan dan pengendalian
pengembangan kegiatan perdagangan dan
jasa baru di wilayah Bandung Barat;
pengembangan kegiatan perdagangan dan
jasa di wilayah Bandung Timur;
pemeliharaan dan peningkatan kawasan
pasar di Pasar Andir, Pasar Kiaracondong,
Pasar Ciroyom dan pasar khusus lainnya;
pemeliharaan dan peningkatan kualitas
Pasar Induk Gedebage yang terpadu dengan
pengembangan PPK Gedebage;

pengaturan dan penataan pasar yang masih
sesuai dengan peruntukannya di seluruh
kecamatan;

relokasi pasar lingkungan kelurahan atau
kecamatan yang sudah tidak sesuai lagi
peruntukannya dalam RTR;

7. pengendalian ...
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pengendalian perkembangan pusat
perbelanjaan dan pertokoan linier di
sepanjang jalan arteri dan kolektor;
pelaksanaan kewajiban dan insetif bagi
penyediaan ruang untuk sektor informal
sekurang-kurangnya 10% (sepuluh persen)
di kawasan perdagangan dan jasa; dan
pengendalian dan  penataan kegiatan
pedagang kaki lima pada ruang publik

sesuai peraturan perundang-undangan.

perwujudan kawasan perkantoran, meliputi:

1.

penataan dan optimalisasi pengembangan
kawasan kantor pemerintahan  skala
nasional, provinsi dan kota yang sudah
berkembang;

pembatasan konsentrasi perkantoran di
wilayah  Bandung  Barat, khususnya
kawasan pusat kota; dan

pengembangan taman vertikal dan/atau
taman di atap gedung pada gedung-gedung

perkantoran.

perwujudan kawasan peruntukan industri,

meliputi:

1.

optimalisasi kawasan industsri strategis
nasional, terutama industri senjata dan
industri kedirgantaraan;

mengembangkan industri kecil pada sentra
industri kecil;

penataan kawasan pada sentra industri
kecil;

peningkatan penyediaan fasilitas pendukung
pengembangan industri kecil di sentra
industri kecil;

revitalisasi bangunan tua/bersejarah
sebagai bagian dari sentra industri kecil;
dan

pengendalian pembangunan industri besar

baru di Kota Bandung.

e. perwujudan ...
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1. mempertahankan kawasan dan bangunan
bersejarah sebagai daya tarik wisata;

2. pembangunan dan pengembangan obyek
wisata di wilayah Bandung Timur; dan

3. pengembangan ekosistem ekonomi kreatif di
seluruh wilayah Kota.

f.  perwujudan kawasan pertanian tanaman
pangan, meliputi:

1. peningkatan penguasaan lahan yang
ditetapkan sebagai KP2B; dan

2. pengembangan lahan sawah abadi.

g. perwujudan kawasan transportasi, meliputi:

1. penataan dan peningkatan kualitas kawasan
transportasi;

2. peningkatan penyediaan sarana dan.
prasarana penunjang pada kawasan
transportasi; dan

3. penyediaan fasilitas parkir perpindahan
moda yang terintegrasi.

h. perwujudan kawasan pertahanan dan
keamanan, meliputi:

1. pemeliharaan dan penataan kawasan
pertahanan dan keamanan;

2. mempertahankan fungsi utama pertahanan
dan keamanan pada kawasan pertahanan
dan keamanan; dan

3. pengembangan dan peningkatan kualitas
bandar udara Husein Sastranegara.

(9) Perwujudan KSK sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 80 ayat (1) huruf ¢ meliputi:
a. Perwujudan KSK PPK Alun-alun, meliputi:
1. peremajaan dan revitalisasi kawasan
komersial;
penataan pedagang kaki lima;
pengembangan RTH;

pelestarian bangunan cagar budaya; dan

ok e

pemberian insentif untuk mendorong
pengembangan PPK.

b. Perwujudan ...
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Perwujudan KSK PPK Gedebage, meliputi:

1.

5.

pengembangan kebijakan insentif untuk
mendorong peran swasta dan masyarakat
dalam pengembangan kegiatan
perdagangan dan jasa skala kota;
pengembangan fasilitas umum dan sosial
berskala kota untuk mendorong
pengembangan PPK;

pembangunan kawasan perumahan baru
dengan konsep hunian berimbang;
pembangunan perumahan susun sedang
dan tinggi; dan

pembangunan dan pengembangan RTH.

Perwujudan KSK sentra sepatu dan olahan kulit

Cibaduyut meliputi:

1.

pengembangan dan peningkatan
infrastruktur penyediaan air minum, sistem
drainase, sistem pengelolaan air limbah dan
sistem persampahan;

penataan kawasan dan perbaikan unit
rumah usaha;

pengembangan fasilitas parkir bersama;
penyediaan fasilitas pejalan kaki dan jalur
hijau yang nyaman; dan

pengembangan pusat perdagangan dan

promosi.

Perwujudan KSK sentra boneka Sukamulya

meliputi:

1.

pengembangan dan peningkatan
infrastruktur penyediaan air minum, sistem
drainase, sistem pengelolaan air limbah dan
sistem persampahan;

pengembangan fasilitas pendukung
pengembangan sentra industri;
pengembangan pusat perdagangan dan
promosi; dan

penyediaan fasilitas parkir bersama.

e. Perwujudan ...
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Perwujudan KSK sentra rajut Binongjati

meliputi:

1. pengembangan dan peningkatan
infrastruktur penyediaan air minum, sistem
drainase, sistem pengelolaan air limbah dan
sistem persampahan;

2. penataan kawasan dan = penyediaan
prasarana pendukung kawasan; dan

3. pembangunan pusat perdagangan dan
promosi.

Perwujudan KSK  tekstii dan  pakaian

Cigondewah meliputi:

1. penataan kawasan;

2. pembangunan  jalan akses menuju
kawasan;

3. pengembangan dan peningkatan
infrastruktur penyediaan air minum, sistem
drainase, sistem pengelolaan air limbah dan
sistem persampahan;
pembangunan fasilitas parkir bersama; dan

5. pembangunan pusat perdagangan dan
promosi.

Perwujudan KSK sentra kaos Surapati meliputi:

1. pembangunan pusat perdagangan dan
promosi;

2. perbaikan infrastruktur dan unit rumah
usaha;

3. pengembangan jalan akses menuju
kawasan; dan

4. pengembangan dan peningkatan
infrastruktur penyediaan air minum, sistem
drainase, sistem pengelolaan air limbah dan
sistem persampahan.

Perwujudan KSK sentra jeans dan fashion

Cihampelas meliputi:

1. penataan kawasan dan jaringan pejalan
kaki;

2. penataan ...



penataan pedagang kaki lima;
penataan fasad bangunan;

pembangunan fasilitas parkir bersama; dan

S

konsolidasi lahan komersial dan

peremajaan perumahan.

Perwujudan KSK sentra tahu dan tempe

Cibuntu meliputi:

1. pengembangan dan peningkatan
infrastruktur penyediaan air minum, sistem
drainase, sistem pengelolaan air limbah dan
sistem persampahan,;

2. pembangunan  jalan akses menuju
kawasan;

3. pembangunan pusat perdagangan dan
promosi; dan

4. perbaikan infrastruktur dan unit usaha.

Perwujudan KSK Babakan Siliwangi meliputi:

1. pelestarian dan peningkatan kualitas hutan
kota Babakan Siliwangi;

2. pengembangan fasilitas pendukung wisata
alam dan pendidikan lingkungan terpadu;

3. pelestarian dan peningkatan kualitas
lingkungan kawasan Kebun Binatang
Bandung;
penyediaan fasilitas parkir terpadu; dan

5. pengendalian kegiatan yang menganggu
fungsi utama pelestarian lingkungan.

Perwujudan KSK Punclut meliputi:

1. pengendalian pembangunan kawasan
terbangun;

2. pengembangan kegiatan wisata alam
terbatas;

3. rehabilitasi lahan Kkritis; dan

4. pengembangan kebijakan disinsentif untuk
pengendalian kawasan terbangun.

Perwujudan KSK penanganan kawasan kumuh

meliputi:

1. penyusunan rencana penanganan kawasan

kumuh;

2. peningkatan ...
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2. peningkatan kualitas sarana dan prasarana
umum permukiman di kawasan kumuh;

3. penataan dan revitalisasi kawasan; dan

4. pembangunan rumah susun untuk

penanganan kawasan kumuh.

Pasal 82
Indikasi program utama jangka menengah 5 (lima)
tahunan kelima sebagaimana dimaksud dalam Pasal
74 huruf e meliputi:
a. perwujudan rencana Struktur Ruang Kota;
b. perwujudan rencana Pola Ruang Kota; dan
c. perwujudan KSK.
Indikasi program wutama perwujudan rencana
Struktur Ruang Kota sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a meliputi:
a. perwujudan sistem pusat pelayanan di wilayah
Kota; dan
b. perwujudan sistem jaringan prasarana Kota.
Indikasi perwujudan sistem jaringan prasarana Kota
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b
meliputi:
a. perwujudan sistem jaringan transportasi;
b. perwujudan sistem jaringan energi;
c. perwujudan sistem jaringan telekomunikasi;
d. perwujudan sistem jaringan sumber daya air;
dan
e. perwujudan infrastruktur perkotaan.
Indikasi program utama perwujudan rencana Pola
Ruang Kota meliputi:
a. perwujudan Kawasan Lindung; dan

b. perwujudan Kawasan Budi Daya.

Pasal 83

Perwujudan sistem pusat pelayanan di wilayah Kota

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (2)

huruf a meliputi:

a. pengembangan dan peningkatan kegiatan
ekonomi dan sosial berskala nasional, regional,
maupun kota di PPK Alun-alun dan PPK
Gedebage secara berkesinambungan;

b. peremajaan ...
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peremajaan dan revitalisasi fungsi kegiatan
diikuti zonasi lokasi-lokasi dengan fungsi
khusus guna meningkatkan efisiensi lahan di
PPK Alun-Alun;

pengembangan dan peningkatan fasilitas sosial
dan fasilitas umum skala sub wilayah kota pada
SPPK; dan

penyusunan rencana pengembangan kawasan
berorientasi transit yang terintegrasi dengan

PPK atau SPPK.

Perwujudan sistem jaringan transportasi

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (3)

huruf a meliputi:

a.

pemeliharaan dan peningkatan kualitas jalan

arteri primer;

pemeliharaan dan peningkatan kualitas jalan

kolektor primer;

pemeliharaan dan peningkatan kualitas jalan

arteri sekunder dan kolektor sekunder;

pemeliharaan jalan tol yang telah ada;

pembangunan jalan tol dalam kota Dr.

Djundjunan-Ujungberung-Cileunyi dan jalan tol

dalam kota Ujungberung-Gedebage-Majalaya;

pembangunan jalan tol Bandung Utara;

pembangunan simpang susun tidak sebidang

atau perlintasan tidak sebidang:

1. simpang susun Jalan Soekarno-Hatta-Jalan
Cibaduyut;

2. simpang susun Jalan Soekarno-Hatta -
Jalan Moch. Toha;

3. simpang susun Jalan Soekarno-Hatta -
Jalan Buahbatu;

4. simpang susun Jalan Soekarno-Hatta -
Jalan Ibrahim Adjie;

5. simpang susun Jalan Gedebage - jalan tol

Padaleunyi;

6. simpang ...



6. simpang susun Jalan Dr. Setiabudhi — Jalan
Sersan Bajuri;

7. simpang susun Jalan Padjajaran - Jalan
Pasirkaliki;

8. simpang susun Jalan Dr. Djundjunan -
Jalan Surya Sumantri;

9. perlintasan tidak sebidang Jalan Nurtanio-rel
kereta api;

10. perlintasan tidak sebidang Jalan Arjuna - rel
kereta api;

11. perlintasan tidak sebidang Jalan
Abdurahman Saleh - rel kereta api;

12. pelintasan tidak sebidang Jalan Ahmad Yani
—rel kereta api;

13. perlintasan tidak sebidang Jalan Sunda — rel
kereta api perlintasan tidak sebidang Jalan
Braga — rel kereta api; dan

14. simpang susun atau perlintasan sebidang
lainnya yang dibutuhkan sesuai hasil
analisis kebutuhan.

pemeliharaan simpang susun atau perlintasan

tidak sebidang yang telah ada;

pemeliharaan dan pengembangan Terminal Tipe

A Leuwipanjang dan Terminal Tipe A Cicaheum;

pemeliharaan dan pengembangan Terminal Tipe

B Ledeng, Ciroyom dan Stasiun Hall;

pemeliharaan dan pengembangan Terminal Tipe

C di seluruh Kota Bandung;

pengembangan  angkutan umum = massal

berbasis bus;

peningkatan kualitas angkutan umum

pengumpan;

pengembangan angkutan umum khusus pelajar

dan angkutan pendukung pariwisata;

pengembangan strategi manajemen parkir
khususnya di kawasan pusat kota dan pusat
keramaian;

p. penerapan ...
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Z.

penerapan laik fungsi angkutan umum dengan
uji emisi gas buang;
penertiban dan peningkatan fungsi halte;
peningkatan peran swasta dalam
pengembangan angkutan umum;
peningkatan kualitas prasarana dan sarana
pejalan kaki pada ruas jalan arteri dan kolektor;
penyediaan prasarana pejalan kaki pada ruas-
ruas jalan arteri dan kolektor yang hanya
memiliki trotoar pada satu sisi jalan;
penyediaan prasarana pejalan kaki pada ruas-
ruas jalan arteri dan kolektor yang sama sekali
belum memiliki trotoar dan kelengkapan jalan
lainnya;
pengembangan dan peningkatan jaringan kereta
api perkotaan yang sudah berjalan;
pembangunan jaringan kereta api perkotaan:
1. jalur Leuwipanjang—Jatinangor;
2. jalur Leuwipanjang-Cimahi-Padalarang-
Walini;
3. jalur Leuwipanjang-Soreang;
jalur Babakan Siliwangi-Leuwipanjang;
5. jalur Cimindi-Gedebage-Tegalluar—
Majalaya; dan
6. jalur Babakan Siliwangi-Maribaya.
pembangunan jalur kereta gantung yang
menghubungkan Utara-Selatan dan Timur—
Barat wilayah Kota;
peningkatan sarana dan prasarana pada stasiun
kereta api; dan

peningkatan pelayanan angkutan udara.

Perwujudan sistem jaringan energi sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 82 ayat (3) huruf b meliputi:

a.

pemeliharaan dan peningkatan sistem jaringan
transmisi saluran udara tegangan tinggi dan
saluran kabel tegangan tinggi;

pemeliharaan dan pemantapan gardu induk;

c. peningkatan ...
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c. peningkatan kualitas pelayanan jaringan
distribusi listrik; dan

d. pengembangan jaringan distribusi melalui
jaringan bawah tanah.

Perwujudan sistem  jaringan  telekomunikasi

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (3)

huruf ¢ meliputi:

a. pengembangan jaringan kabel serat optik
melalui sistem saluran bawah tanah bersama,;

b. pengembangan jaringan infrastruktur pasif
telekomunikasi bersama berupa infrastruktur
saluran bawah tanah, infrastruktur tiang
microcell, infrastruktur tiang telekomunikasi;

c. pemeliharaan sentral telepon otomatis; dan

d. peningkatan kualitas pelayanan internet dan
telekomunikasi nirkabel.

Perwujudan sistem jaringan sumber daya air

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (3)

huruf d meliputi:

a. pemeliharaan kolam retensi untuk mengatasi
genangan banjir;

b. pembangunan kolam retensi sesuai dengan
kebutuhan untuk penanggulangan genangan
banjir;

c. pemeliharaan dan peningkatan kualitas danau
buatan di Kecamatan Gedebage; dan

d. pengendalian pemanfaatan air pada kawasan
cekungan air tanah yang sudah kritis.

Perwujudan sistem jaringan infrastruktur perkotaan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (3)

huruf e meliputi:

a. perwujudan SPAM, meliputi:

1. pemeliharaan, rehabilitasi dan peningkatan
kualitas unit air baku;
2. pemeliharaan, rehabilitasi dan peningkatan

kualitas unit produksi;

3. pemeliharaan ...
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pemeliharaan, rehabilitasi dan peningkatan
kualitas unit distribusi;

peningkatan cakupan pelayanan air minum
perpipaan di seluruh wilayah Kota;
penurunan tingkat kebocoran;

penambahan dan rehabilitasi sarana dan
prasarana air baku;

pengembangan bauran air domestik; dan

pengembangan kerja sama SPAM regional.

perwujudan SPAL, meliputi:

1.

pemeliharaan dan  peningkatan  SPAL
Bojongsoang;

pemeliharaan, peningkatan dan
pengembangan jaringan perpipaan air limbah
domestik;

pemeliharaan IPAL komunal di Cipamokolan
dan Ujungberung;

pengembangan dan pembangunan IPAL
komunal lainnya sesuai kebutuhan dan daya
dukung lingkungan

optimalisasi dan pengembangan pelayanan
sistem terpusat pada wilayah-wilayah yang
sudah terlayani; dan

pengembangan sistem pengolahan air limbah
publik setempat pada kawasan yang tidak
terlayani saluran air limbah terpusat dengan

prioritas pada kawasan permukiman kumuh.

perwujudan sistem. jaringan persampahan,

meliputi:

1. pembangunan dan pengembangan TPS 3R di
seluruh kelurahan;

2. pengembangan TPST skala wilayah pada
setiap SWK;

3. pengembangan TPST skala kota masing-

masing pada wilayah Bandung Timur dan

wilayah Bandung Barat;

4. pemeliharaan ...
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pemeliharaan dan pengembangan TPA
Gedebage; dan
pengembangan kerja sama daerah dalam

pengelolaan TPA Regional di Legok Nangka.

d. perwujudan sistem drainase, meliputi:

1.

pemeliharaan dan peningkatan kualitas
jaringan drainase primer;

rehabilitasi dan penataan jaringan drainase
sekunder dan tersier secara terintegrasi;
peningkatan kualitas dan kapasitas jaringan
drainase.

peningkatan peresapan air melalui rekayasa
teknis; dan

penurunan tingkat sedimentasi pada sistem
drainase  malalui normalisasi  sungai,
reboisasi di daerah hulu dan pengerukan

sungai yang berkelanjutan.

e. perwujudan sistem jaringan evakuasi bencana,

meliputi:

1. pemeliharaan kualitas jalan yang digunakan
sebagai jalur evakuasi bencana;

2. pemantapan prasarana dan sarana darurat
pada ruang evakuasi bencana yang
ditetapkan;

3. pengembangan dan pemeliharaan taman
lingkungan, fasilitas olah raga, fasilitas
pendidikan dan fasilitas umum lainnya
sebagai ruang evakuasi bencana skala
lingkungan; dan

4. pengembangan sistem pengurangan risiko

bencana.

(7) Perwujudan  Kawasan Lindung  sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 82 ayat (4) huruf a meliputi:

a. perwujudan kawasan perlindungan setempat,

meliputi:

1. pemeliharaan kawasan sempadan sungai;

2. rehabilitasi kawasan sempadan sungai; dan
3. pelestarian kawasan perlindungan burung

blekok di Kecamatan Gedebage.

b. Perwujudan ...
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b. perwujudan RTH, meliputi:

1.

10.

11.
12.

13.

pemeliharaan dan rehabilitasi kawasan
rimba kota,;

pemeliharaan dan penataan taman kota;
pemeliharan dan penataan taman
kecamatan;

pengembangan taman pada jalur hijau;
pemeliharaan, pengembangan dan penataan
pemakaman;

pemanfaatan lahan terlantar publik;
pemulihan kembali ruang terbuka;
peningkatan penyerahan prasarana, sarana
dan utilitas umum perumahan;

inventarisasi aset Pemerintah Daerah Kota
yang dapat dikembangkan sebagai RTH;
peningkatan kontribusi lahan pemakaman
dari pengembang perumahan;

pengadaan lahan untuk RTH publik;
pengembangan konsep taman vertikal atau
taman di atap bangunan atau gedung; dan

rehabilitasi kawasan sempadan sungai.

c. perwujudan kawasan konservasi, meliputi

pemeliharaan dan pengendalian Pemanfaatan

Ruang Kota pada kawasan taman hutan raya Ir.

H. Djuanda.

(8) Perwujudan Kawasan Budi Daya sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 82 ayat (4) huruf b meliputi:

a. perwujudan kawasan permukiman, meliputi:

1.

pengembangan kawasan perumahan baru
dengan konsep hunian berimbang;
pengembangan kawasan perumahan baru di
wilayah Bandung Timur;

pengembangan perumahan baru vertikal
secara proporsional dengan memperhatikan
daya dukung wilayah dan tingkat pelayanan

infrastruktur perkotaan;

4. pengendalian ...
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pengendalian pengembangan perumahan
baru vertikal pada persil dan kawasan yang
melebihi kepadatan bangunan maksimal,
KDB maksimal dan KLB maksimal, kapasitas
prasarana terbatas, atau tingkat pelayanan
jalan rendah di KBU;

mempertahankan  perumahan terencana
yang menjadi ciri khas kota dalam kerangka
perlindungan cagar budaya di kawasan pusat
kota, kawasan pecinan, kawasan perumahan
villla dan kawasan industri;

pembatasan pembangunan kawasan
perumahan baru di KBU;

penyediaan perumahan untuk masyarakat
berpenghasilan rendah melalui penyediaan
perumahan vertikal;

penanganan kawasan kumuh melalui
pencegahan  kawasan rawan  kumubh,
pemugaran, peremajaan dan/atau
permukiman kembali dengan
mempertimbangkan aspek ekonomi, sosial
dan lingkungan sesuai peraturan perundang-
undangan;

pengendalian pembangunan sarana dan
prasarana pendidikan di wilayah Bandung
Barat;

pengembangan dan peningkatan
pembangunan sarana dan  prasarana
pendidikan di wilayah Bandung Timur;
peningkatan prasarana dan sarana
pendukung fasilitas pelayanan kesehatan;
pengembangan sarana dan prasarana
peribadatan terutama pada wilayah Bandung
Timur;

pengembangan fasilitas umum dan fasilitas
sosial secara merata dan proporsional sesuai
skala pelayanan;

14. pengembangan ...
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14. pengembangan fasilitas parkir perpindahan
moda yang terintegrasi;

15. pengembangan fasilitas parkir bersama,
gedung parkir dan sejenisnya;

16. pengembangan fasilitas olah raga skala
nasional di Gedebage;

17. pemeliharaan dan peningkatan kualitas
RTNH;

18. pembangunan fasilitas infrastruktur
persampahan di Gedebage; dan

19. pemeliharaan dan penataan kawasan gardu
induk.

perwujudan kawasan perdagangan dan jasa,

meliputi:

1. pembatasan dan pengendalian
pengembangan kegiatan perdagangan dan
jasa baru di wilayah Bandung Barat;

2. pengembangan kegiatan perdagangan dan
jasa di wilayah Bandung Timur;

3. pemeliharaan dan peningkatan kawasan
pasar di Pasar Andir, Pasar Kiaracondong,
Pasar Ciroyom dan pasar khusus lainnya;

4. pemeliharaan dan peningkatan kualitas
Pasar Induk Gedebage yang terpadu dengan
pengembangan PPK Gedebage;

5. pengendalian perkembangan pusat
perbelanjaan dan pertokoan linier di
sepanjang jalan arteri dan kolektor;

6. pelaksanaan kewajiban dan insetif bagi
penyediaan ruang untuk sektor informal
paling sedikit sebesar 10% (sepuluh persen)
di kawasan perdagangan dan jasa; dan

7. pengendalian dan = penataan  kegiatan
pedagang kaki lima pada ruang publik sesuai
peraturan perundang-undangan.

perwujudan kawasan perkantoran, meliputi:

1. penataan dan optimalisasi pengembangan
kawasan  kantor  pemerintahan  skala
nasional, provinsi dan kota yang sudah
berkembang;

2. pembatasan ...
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2. pembatasan konsentrasi perkantoran di
wilayah Bandung Barat, khususnya kawasan
pusat kota; dan

3. pengembangan taman vertikal dan/atau
taman di atap gedung pada gedung-gedung

perkantoran.

d. perwujudan kawasan peruntukan industri,

meliputi:

1. optimalisasi kawasan industri strategis
nasional, terutama industri senjata dan
industri kedirgantaraan;

2. mengembangkan industri kecil pada sentra
industri kecil;
penataan kawasan pada sentra industri kecil;
peningkatan penyediaan fasilitas pendukung
pengembangan industri kecil di sentra
industri kecil;

5. revitalisasi bangunan tua/bersejarah sebagai
bagian dari sentra industri kecil; dan

6. pengendalian pembangunan industri besar
baru di Kota Bandung.

perwujudan kawasan pariwisata, meliputi:

1. mempertahankan kawasan dan bangunan
bersejarah sebagai daya tarik wisata;

2. pembangunan dan pengembangan obyek
wisata di wilayah Bandung Timur; dan

3. pengembangan ekosistem ekonomi kreatif di
seluruh wilayah Kota.

perwujudan kawasan  pertanian tanaman

pangan, meliputi:

1. peningkatan penguasaan lahan yang
ditetapkan sebagai KP2B; dan

2. pengembangan lahan sawah abadi.

perwujudan kawasan transportasi, meliputi:

1. penataan dan peningkatan kualitas kawasan

transportasi,

2. peningkatan ...
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2. peningkatan penyediaan sarana dan.
prasarana  penunjang pada  kawasan
transportasi; dan

3. penyediaan fasilitas parkir perpindahan
moda yang terintegrasi.

h. perwujudan kawasan pertahanan dan

keamanan, meliputi:

1.

pemeliharaan dan  penataan kawasan
pertahanan dan keamanan,;
mempertahankan fungsi utama pertahanan
dan keamanan pada kawasan pertahanan
dan keamanan; dan

pengembangan dan peningkatan kualitas

bandar udara Husein Sastranegara.

(9) Perwujudan KSK sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 82 ayat (1) huruf ¢ meliputi:

a. perwujudan KSK PPK Alun-alun, meliputi:

1.

2
3.
4

peningkatan kualitas penataan kawasan;
pengembangan RTH; dan

pelestarian bangunan cagar budaya;dan
pemberian  insentif untuk mendorong

pengembangan PPK.

b. perwujudan KSK PPK Gedebage, meliputi:

1.

pengembangan kebijakan insentif untuk
mendorong peran swasta dan masyarakat
dalam pengembangan kegiatan perdagangan
dan jasa skala kota;

pengembangan fasilitas umum dan sosial
berskala kota untuk mendorong
pengembangan PPK;

pembangunan kawasan perumahan baru
dengan konsep hunian berimbang;
pembangunan perumahan susun sedang dan
tinggi; dan

pembangunan dan pengembangan RTH.

c. perwujudan ...
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perwujudan KSK sentra sepatu dan olahan kulit

Cibaduyut meliputi:

1. pengembangan dan peningkatan
infrastruktur penyediaan air minum, sistem
drainase, sistem pengelolaan air limbah dan
sistem persampahan;

2. penataan kawasan dan perbaikan unit
rumah usaha;

3. pengembangan fasilitas parkir bersama;
penyediaan fasilitas pejalan kaki dan jalur
hijau yang nyaman; dan

5. pengembangan pusat perdagangan dan
promosi.

perwujudan KSK sentra boneka Sukamulya

meliputi:

1. pengembangan dan peningkatan
infrastruktur penyediaan air minum, sistem
drainase, sistem pengelolaan air limbah dan
sistem persampahan;

2. pengembangan fasilitas pendukung
pengembangan sentra industri;

3. pengembangan pusat perdagangan dan
promosi; dan

4. penyediaan fasilitas parkir bersama.

perwujudan KSK sentra rajut Binongjati

meliputi:

1. pengembangan dan peningkatan
infrastruktur penyediaan air minum, sistem
drainase, sistem pengelolaan air limbah dan
sistem persampahan;

2. penataan kawasan dan penyediaan
prasarana pendukung kawasan; dan

3. pembangunan pusat perdagangan dan
promosi.

perwujudan KSK tekstil dan pakaian Cigondewah

meliputi:

1. penataan kawasan;

2. pembangunan jalan akses menuju kawasan;

3. pengembangan ...
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pengembangan dan peningkatan
infrastruktur penyediaan air minum, sistem
drainase, sistem pengelolaan air limbah dan
sistem persampahan;

pembangunan fasilitas parkir bersama; dan
pembangunan pusat perdagangan dan

promosi.

g. perwujudan KSK sentra kaos Surapati meliputi:

1.

pembangunan pusat perdagangan dan
promosi;

perbaikan infrastruktur dan unit rumah
usaha

pengembangan jalan akses menuju kawasan;
dan

pengembangan dan peningkatan
infrastruktur penyediaan air minum, sistem
drainase, sistem pengelolaan air limbah dan

sistem persampahan.

perwujudan KSK sentra jeans dan fashion

Cihampelas meliputi:

1.

o kLN

penataan kawasan dan jaringan pejalan kaki;
penataan pedagang kaki lima;

penataan fasad bangunan;

pembangunan fasilitas parkir bersama; dan
konsolidasi lahan komersial dan peremajaan

perumahan.

perwujudan KSK sentra tahu dan tempe Cibuntu

meliputi:

1.

pengembangan dan peningkatan
infrastruktur penyediaan air minum, sistem
drainase, sistem pengelolaan air limbah dan
sistem persampahan;

pembangunan jalan akses menuju kawasan;
pembangunan pusat perdagangan dan
promosi; dan

perbaikan infrastruktur dan unit usaha.

j. perwujudan ...
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perwujudan KSK Babakan Siliwangi meliputi:

1. pelestarian dan peningkatan kualitas hutan
kota Babakan Siliwangi;

2. pengembangan fasilitas pendukung wisata
alam dan pendidikan lingkungan terpadu;

3. pelestarian dan peningkatan kualitas
lingkungan kawasan Kebun Binatang
Bandung;
penyediaan fasilitas parkir terpadu; dan

5. pengendalian kegiatan yang menganggu
fungsi utama pelestarian lingkungan.

perwujudan KSK Punclut meliputi:

1. pengendalian pembangunan kawasan
terbangun;

2. pengembangan  kegiatan wisata alam
terbatas;

3. rehabilitasi lahan kritis; dan
pengembangan kebijakan disinsentif untuk
pengendalian kawasan terbangun.

1. perwujudan KSK penanganan kawasan kumuh
meliputi:

1. penyusunan rencana penanganan kawasan
kumuh;

2. peningkatan kualitas sarana dan prasarana
umum permukiman di kawasan kumubh;

3. penataan dan revitalisasi kawasan; dan
pembangunan rumah susun untuk

penanganan kawasan kumuh.

Pasal 84

Sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang Kota
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf c
dilaksanakan oleh  Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah Kota.

Sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang Kota
yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah Kota sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan terhadap RTRWK

(3) Sinkronisasi ...
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Sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang Kota
dilaksanakan berdasarkan indikasi program utama
yang termuat dalam RTRWK sebagaimana
dimaksud pada ayat (2).

Sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang Kota
dilaksanakan dengan menyelaraskan indikasi
program utama dengan program sektoral dan
kewilayahan dalam dokumen rencana

pembangunan secara terpadu.

Pasal 85
Sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang Kota
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84
menghasilkan dokumen meliputi:
a. sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang Kota
jangka menengah 5 (lima) tahunan; dan
b. sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang Kota
jangka pendek 1 (satu) tahun.
Dokumen sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang
Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi
masukan untuk penyusunan rencana
pembangunan dan  pelaksanaan Peninjauan

Kembali dalam rangka revisi RTRWK.

BAB IX

KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

KOTA WILAYAH KOTA

Pasal 86

Ketentuan pengendalian Pemanfaatan Ruang Kota

diselenggarakan melalui:

a.
b.

C.

ketentuan umum zonasi,
ketentuan insentif dan disinsentif;
arahan sanksi; dan

penilaian pelaksanaan Pemanfaatan Ruang Kota.

Bagian ...
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Bagian Kedua

Ketentuan Umum Zonasi

Paragraf 1

Umum

Pasal 87

Ketentuan umum zonasi sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 86 huruf a terdiri atas:

a. ketentuan umum zonasi Struktur Ruang Kota;

b. ketentuan umum zonasi Pola Ruang Kota; dan

c. ketentuan khusus.

Ketentuan umum zonasi sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) berfungsi sebagai:

a. dasar  pertimbangan dalam pengawasan
penataan ruang Kota;

b. menyeragamkan ketentuan umum zonasi di
seluruh wilayah kota untuk peruntukan ruang
yang sama;

c. landasan bagi penyusunan peraturan zonasi
pada tingkatan operasional pengendalian
Pemanfaatan Ruang Kota di setiap Kawasan
Kota; dan

d. Dasar pemberian KKPR.

Paragraf 2

Ketentuan Umum Zonasi Struktur Ruang Kota

Pasal 88
Ketentuan umum zonasi Struktur Ruang Kota
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1)
huruf a terdiri atas:
a. ketentuan umum zonasi sistem pusat
pelayanan; dan
b. ketentuan umum zonasi sistem jaringan

prasarana.

(2) Ketentuan ...
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Ketentuan umum zonasi sistem jaringan prasarana

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri

atas:

a. ketentuan umum zonasi jaringan transportasi;

b.  ketentuan umum zonasi jaringan energi;

c. ketentuan umum zonasi jaringan
telekomunikasi;

d. ketentuan umum zonasi jaringan sumber daya

air; dan
ketentuan umum zonasi infrastruktur

perkotaan.

Pasal 89

Ketentuan umum zonasi sistem pusat pelayanan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1)

huruf a terdiri atas:

a.

ketentuan umum zonasi sistem pusat pelayanan
yang berfungsi sebagai PPK; dan
ketentuan umum zonasi sistem pusat pelayanan

yang berfungsi sebagai SPPK.

PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

meliputi:

a.

b.

Kegiatan yang diperbolehkan terdiri atas
kegiatan perdagangan dan jasa, perkantoran,
peribadatan, pendidikan, kesehatan, olah raga,
transportasi, RTH, RTNH, pariwisata,
partahanan dan keamanan dengan skala
pelayanan kota dan/atau regional;

Kegiatan yang diperbolehkan bersyarat:

1. kegiatan dengan skala pelayanan
lingkungan;

2. perumahan vertikal disertai penyediaan
ruang terbuka hijau secara proporsional dan
dilengkapi prasarana dan sarana minimal
untuk mendukung fungsi kawasan; dan

3. pembangunan untuk kepentingan umum
sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

c. Kegiatan ...
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Kegiatan yang tidak diperbolehkan yang

mengganggu fungsi pusat pelayanan kota dan

kegiatan yang membahayakan lingkungan
dan/atau mencemari lingkungan;

Ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang Kota

mengikuti ketentuan Pemanfaatan Ruang Kota

perdagangan dan jasa;

Ketentuan sarana dan prasarana minimal guna

mendukung pengembangan kawasan agar dapat

berfungsi secara optimal terdiri atas:

1. fasilitas peribadatan berupa masjid raya dan
fasilitas peribadatan lainnya dengan skala
pelayanan kota dan/atau regional;

2. fasilitas pendidikan berupa perguruan tinggi
dan perpustakaan;

3. fasilitas kesehatan berupa rumah sakit
umum Kkelas A;

4. bina sosial berupa gedung pertemuan umum;
fasilitas olah raga atau rekreasi berupa
komplek olah raga dengan gelanggang olah
raga, gedung kesenian, taman kota, gedung
seni tradisional dan sejenisnya;

6. fasilitas pemerintahan  berupa  kantor
pemerintahan, kantor telekomunikasi
wilayah, kantor polisi, pemadam kebakaran
dan sejenisnya;

7. fasilitas perbelanjaan/niaga berupa pusat
perbelanjaan utama, pasar, pertokoan dan
sejenisnya; dan

8. fasilitas transportasi berupa terminal,
stasiun kereta api dan parkir umum.

Pada kawasan pusat pelayanan kota dapat

dikembangkan kawasan berorientasi transit

skala kota sesuai peraturan perundang-

undangan.

(3) Ketentuan ...
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Ketentuan umum zonasi sistem pusat pelayanan

yang berfungsi sebagai SPPK sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf b meliputi:

a.

Kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan
perdagangan dan jasa, perkantoran,
peribadatan, perumahan, pendidkan, kesehatan,
olah raga, transportasi, RTH, RTNH pariwisata,
pertahanan dan keamanan dengan skala
pelayanan kota dan/atau SWK;

Kegiatan yang diperbolehkan bersyarat:

1. kegiatan dengan skala pelayanan lingkungan;

2. perumahan vertikal disertai penyediaan ruang

terbuka hijau secara proporsional dan
dilengkapi prasarana dan sarana minimal
untuk mendukung fungsi kawasan; dan

3. pembangunan untuk kepentingan umum

sesuai dengan  peraturan perundang-
undangan.

Kegiatan yang tidak diperbolehkan yang

menganggu fungsi sub pusat pelayanan kota dan

kegiatan yang membahayakan lingkungan
dan/atau mencemari lingkungan;

Ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang Kota

mengikuti ketentuan Pemanfaatan Ruang Kota

perdagangan dan jasa;

Ketentuan sarana dan prasarana minimal guna

mendukung pengembangan kawasan agar dapat

berfungsi secara optimal terdiri atas:

1. fasilitas pendidikan tinggi dan
perpustakaan;

2. fasilitas kesehatan rumah sakit tipe C;
fasilitas peribadatan berupa masjid dan
tempat ibadah lainya;

4. fasilitas bina sosial berupa gedung serba
guna dan sejenisnya;

5. fasilitas olah raga/rekreasi berupa stadion
mini, gedung pertunjukan, taman kota dan
sejenisnya;

6. fasilitas ...
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6. fasilitas perkantoran, berupa kantor
kecamatan, kantor pelayanan umum,
Koramil, Kantor Urusan Agama (KUA),
pemadam kebakaran dan sebagainya;

7. fasilitas perbelanjaan/niaga berupa pusat
perbelanjaan, pasar dan sejenisnya; dan

8. fasilitas transportasi berupa terminal,
pangkalan umum dan parkir umum.

f. Pada kawasan SPPK dapat dikembangkan
kawasan berorientasi transit skala sub-kota; dan

g. Berorientasi transit skala subkota.

Pasal 90
Ketentuan umum zonasi sistem  jaringan
transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88
ayat (2) huruf a terdiri atas:
a. ketentuan umum zonasi di sekitar jalan umum,;
ketentuan umum zonasi di sekitar jalan tol;
ketentuan umum zonasi terminal penumpang;

ketentuan umum zonasi terminal barang;

o oo

ketentuan umum zonasi sekitar jalur kereta api;

dan

f.  ketentuan umum zonasi bandar udara
pengumpul.

Ketentuan umum zonasi di sekitar jalan umum

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

meliputi:

a. kegiatan yang diperbolehkan, terdiri atas:

1. ruang milik jalan;
2. ruang manfaat jalan; dan
3. ruang pengawasan jalan.

b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, terdiri

atas:

1. Pemanfaatan Ruang Kota di sepanjang jalan
arteri dan kolektor primer untuk kegiatan
berskala lingkungan dengan mengikuti
ketentuan ruang milik jalan, ruang manfaat
jalan dan ruang pengawasan jalan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan; dan

2. pembangunan ...
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2. pembangunan kelengkapan jalan, penanaman
pohon, pembangunan utilitas kota (pipa
jaringan air minum, pipa jaringan air limbah,
pipa kabel listrik/ telekomunikasi, pipa gas
dan sejenisnya, serta utilitas kota lainnya
yang diperlukan) dengan syarat tidak
menganggu keamanan dan keselamatan
pengguna jalan, tidak menganggu pandangan
bebas pengemudi dan konsentrasi pengemudi,
tidak menganggu fungsi dan konstruksi jalan
serta bangunan pelengkapnya, serta tidak
menganggu dan mengurangi fungsi rambu-
rambu dan sarana pengatur lalu lintas

lainnya.

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan adalah

kegiatan yang mengakibatkan terganggunya

kelancaran lalu lintas dan keselamatan pengguna

jalan;

. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang Kota

mengikuti ketentuan intensitas Pemanfaatan

Ruang Kota sesuai peruntukan dalam Pola Ruang

Kota;

. ketentuan sarana dan prasarana minimal guna

mendukung pengembangan kawasan agar dapat

berfungsi secara optimal, terdiri atas:

1. badan jalan hanya diperuntukkan bagi
pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan;

2. saluran tepi jalan, hanya diperuntukan bagi
penampungan dan penyaluran air agar badan
jalan bebas dari pengaruh air; dan

3. ambang pengaman berupa bidang tanah
dan/atau konstruksi bangunan pengaman
yang berada di antara tepi badan jalan dan
batas ruang manfaat jalan yang hanya
diperuntukkan bagi pengamanan konstruksi

jalan.

(3) Ketentuan ...
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Ketentuan umum zonasi di sekitar jalan tol
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
meliputi:
a. kegiatan yang diperbolehkan, terdiri atas;
1. kegiatan pertanian;
2. perkebunan;
3. kawasan perlindungan setempat; dan
4. kegiatan operasional penunjang jalan tol.
b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, terdiri
atas:
perumahan;
perdagangan dan jasa;
industri;
pariwisata;

perkantoran; dan

A T o e

transportasi dengan syarat pembatasan jarak

daerah terbangun, sesuai dengan ketentuan

perundang-undangan.

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan adalah
kegiatan yang mengganggu keamanan,
keselamatan dan kelancaran lalu lintas jalan tol;

d. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang Kota
mengikuti ketentuan intensitas Pemanfaatan
Ruang Kota sesuai peruntukan dalam Pola
Ruang Kota; dan

e. ketentuan sarana dan prasarana minimal
sebagai dasar fisik lingkungan guna mendukung
pengembangan kawasan agar dapat berfungsi
secara optimal adalah jembatan penyebrangan
orang.

Ketentuan wumum 2zonasi terminal penumpang

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c

meliputi:

a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:

1. bangunan untuk fasilitas utama; dan
2. fasilitas penunjang kegiatan terminal
penumpang.

b. kegiatan ...
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b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi

kegiatan:

1. perkantoran, perdagangan dan jasa;

2. fasilitas umum dan sosial yang mendukung
kegiatan terminal; dan

3. jaringan utilitas kota dengan syarat tidak
menganggu keselamatan dan kelancaran
kegiatan terminal dan penumpang.

kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi

kegiatan yang menganggu kelancaran dan

keselamatan penumpang dan terminal;
ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang Kota
mengacu pada ketentuan intensitas kawasan
transportasi; dan

ketentuan prasarana dan sarana minimal untuk

mendukung  optimalisasi  fungsi terminal

penumpang meliputi:

1. fasilitas utama berupa jalur keberangkatan,
jalur kedatangan, ruang tunggu
penumpang, tempat naik dan/atau turun
penumpang, tempat parkir kendaraan,
papan informasi, kantor pengendali terminal
dan loket; dan

2. fasilitas penunjang berupa fasilitas untuk
penyandang cacat, pos kesehatan, fasilitas
peribadatan, pos polisi, alat pemadam
kebakaran, tempat pengumpulan sampah,

toilet umum.

(5) Ketentuan umum zonasi terminal barang

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d

meliputi:

a.

kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan
operasional, penunjang operasional dan
pengembangan terminal barang;

kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi
kegiatan selain sebagaimana dimaksud dalam
huruf a yang tidak mengganggu keamanan dan
keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan serta

fungsi terminal barang;

c. kegiatan ...
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kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi
kegiatan yang menganggu keamanan dan
keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan serta
fungsi terminal barang;
ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang Kota
terminal barang mengacu pada intensitas
kawasan transportasi; dan
ketentuan prasarana dan sarana minimal guna
mewujudkan optimalisasi kawasan meliputi:
1. fasilitas utama berupa:

a) jalur pemberangkatan kendaraan

angkutan barang;
b) jalur kedatangan kendaraan angkutan
barang, tempat parkir angkutan barang;

c) bangunan kantor terminal;

d) menara pengawasa;

e) rambu; dan

f) papan informasi.
2. fasilitas penunjang berupa:

a) kamar kecil/toilet;

b) tempat ibadah;

c) kios/kantin;

d) ruang/fasilitas pengobatan;

e) ruang informasi dan pengaduan;

f) alat pemadam kebakaran;

g) tempat pengumpulan sampah; dan

h) taman.

(6) Ketentuan umum zonasi di sekitar jaringan jalur

kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf e meliputi:

a.

kegiatan yang diperbolehkan mengikuti
ketentuan ruang manfaat jalur kereta api, ruang
milik jalur kereta api dan ruang pengawasan
jalur kereta api termasuk bagian atas dan
bawahnya yang diperuntukkan bagi lalu lintas
kereta api sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;

b. kegiatan ...
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kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi
kegiatan selain sebagaimana dimaksud paa
huruf a yang tidak mengganggu konstruksi jalan
rel dan fasilitas operasi kereta api, serta
keselamatan pengguna kereta api;
kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi
Pemanfaatan Ruang Kota manfaat jalur kereta
api, ruang milik jalur kereta api dan ruang
pengawasan jalur kereta api yang
mengakibatkan terganggunya kelancaran operasi
kereta api dan keselamatan pengguna kereta api;
ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang Kota
sebagai berikut:

1. garis sepadan jalan rel kereta api ditetapkan
dari as jalan rel terdekat apabila jalan kereta
api berbentuk lurus;

2. garis sempadan jalan rel kereta api yang
terletak di tanah timbunan diukur dari kaki
tanggul;

3. garis sempadan jalan kereta api yang terletak
di dalam galian, diukur dari puncak galian
tanah atau atas serongan;

4. garis sempadan jalan rel kereta api yang
terletak pada tanah datar diukur dari as
jalan kereta api;

5. garis sempadan jalan rel kereta api pada
belokan adalah lebih dari 23 m diukur dari
lengkung dalam sampai as jalan. Dalam
peralihan jalan lurus ke jalan lengkung di
luar as jalan harus ada jalur tanah yang
bebas, yang secara berangsur-angsur
melebar dari jarak lebih dari 11 sampai lebih
dari 23 m. Pelebaran tersebut dimulai dalam
jarak 20 m di muka lengkungan untuk
selanjutnya menyempit lagi sampai jarak
lebih dari 11 m;

6. garis ...
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garis sempadan jalan rel kereta api
sebagaimana dimaksud pada angka 1 tidak
berlaku apabila jalan rel kereta api terletak di
tanah galian yang dalamnya 3,5 m; dan

garis sempadan jalan perlintasan sebidang
antara jalan rel kereta api dengan jalan raya
adalah 30 m dari as jalan rel kereta api pada
titik perpotongan as jalan rel kereta api
dengan as jalan raya dan secara berangsur-
angsur menuju pada jarak lebih dari 11 m
dari as jalan rel kereta api pada atitik 600 m
dari titik perpotongan as jalan kereta api

dengan as jalan raya.

ketentuan prasarana dan sarana minimal guna

mendukung optimalisasi kawasan terdiri atas:

1.

2
3.
4

S.
6.
7.

jalur kereta api;

stasiun kereta api;

fasilitas pengoperasian kereta api;
komponen jalan rel:

a) rel;

b) wesel;

c) penambat;

d) bantalan;

e) balas;

f) subbalas; dan

g) subgrade.

peralatan persinyalan kereta api;
peralatan telekomunikasi; dan

instalasi listrik.

ketentuan lain meliputi:

1.

Pemanfaatan Ruang Kota pengawasan jalur
kereta api sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan; dan
Pemanfaatan Ruang Kota sisi jalur kereta api
untuk ruang terbuka harus memenuhi aspek
keamanan dan keselamatan bagi pengguna
kereta api.

(7) Ketentuan ...
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(7) Ketentuan umum bandar udara pengumpul

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f

meliputi:

a.

kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan
dan bangunan untuk operasi penerbangan,
kegiatan penunjang operasi penerbangan,
kegiatan pengembangan operasi penerbangan,
kegiatan kepabeanan, karantina, imigrasi, serta
kegiatan pertahanan dan keamanan;

kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi:

1. kegiatan perkantoran, perdagangan dan jasa,
akomodasi, pergudangan yang mendukung
kegiatan bandar udara dan tidak menganggu
kelancaran  operasi penerbangan dan
keselamatan penumpang;

2. utilitas kota yang penting dan tidak
menganggu kelancaran operasi penerbangan
dan keselamatan penumpang; dan

3. kegiatan lain yang tidak mengganggu
keselamatan operasi penerbangan dan fungsi
bandar udara.

kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi

kegiatan yang membahayakan keamanan dan

keselamatan penerbangan, membuat halangan

(obstacle) dan/atau  kegiatan lain yang

menganggu menganggu fungsi utama bandar

udara;

ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang Kota

mengacu kawasan transportasi;

ketentuan Pemanfaatan Ruang Kota dan

intensitas Pemanfaatan Ruang Kota di sekitar

kawasan bandar wudara yang merupakan
kawasan Kkeselamatan operasi penerbangan

(KKOP) mengacu pada peraturan perundang-

undangan; dan

ketentuan sarana dan prasarana minimal guna

mendukung optimalisasi kawasan meliputi

fasilitas pokok dan fasilitas penunjang diatur

sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Pasal ...
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Pasal 91

Ketentuan wumum zonasi sistem jaringan energi

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (2) huruf b

terdiri atas:

a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan
pembangunan dan pengembangan prasarana
jaringan transmisi dan distribusi energi listrik dan
Pemanfaatan Ruang Kota lainnya yang mendukung
jaringan infrastruktur ketenagalistrikan;

b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat terdiri atas
kegiatan penghijauan, taman, perparkiran dan
kegiatan yang tidak menimbulkan bahaya
kebakaran, serta kegiatan lain yang bersifat
sementara dan tidak menganggu fungsi jaringan
transmisi tenaga listrik;

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan terdiri atas:

1. pemanfaatan Ruang Kota yang dapat
menimbulkan kebakaran dan/atau
menyebabkan gangguan terhadap berfungsinya
jaringan infrastruktur ketenagalistrikan; dan

2. mendirikan bangunan di sekitar jaringan
infrastruktur ketenagalistrikan dalam radius
bahaya keamanan dan keselamatan sesuai
dengan  ketentuan peraturan perundang-
undangan.

d. ketentuan prasarana dan sarana minimal guna
optimalisasi fungsi kawasan meliputi papan
informasi keterangan teknis jaringan transmisi
tenaga listrik, fasilitas pemadam kebakaran dan
prasarana dan sarana lainnya sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 92
Ketentuan umum zonasi di kawasan sekitar sistem
jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 88 ayat (2) huruf ¢ meliputi:
a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan
operasional dan kegiatan penunjang jaringan
telekomunikasi;

b. kegiatan ...
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kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi

kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a

yang aman bagi jaringan tetap dan jaringan bergerak

serta tidak menganggu fungsi jaringan
telekomunikasi;

kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan

yang membahayakan jaringan telekomunikasi;

ketentuan lain meliputi:

1. ketentuan teknis pembangunan infrastruktur
pasif bersama;

2. jarak antar menara/tiang telekomunikasi;
ketentuan lokasi dan menara/tiang
telekomunikasi bersama; dan

4. ketentuan teknis lainnya sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 93

Ketentuan umum zonasi sistem jaringan sumber daya

air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (2) huruf

d meliputi:

a.

(1)

kegiatan yang diperbolehkan berupa bangunan
prasarana sumber daya air dan bangunan
pendukungnya;

kegiatan yang diperbolehkan bersyarat berupa
bangunan dan/atau utilitas kota untuk kepentingan
publik yang tidak menganggu fungsi utama
bangunan dan jaringan sumber daya air;

kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan
yang mengganggu fungsi kegiatan bangunan sumber
daya air; dan

ketentuan  prasarana dan sarana minimal
berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-

undangan.

Pasal 94
Ketentuan wumum zonasi sistem infrastruktur
perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88
ayat (2) huruf e meliputi:
a. ketentuan umum zonasi SPAM;
b. ketentuan umum zonasi SPAL;

c. ketentuan ...
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c. ketentuan umum zonasi drainase;

ketentuan umum zonasi jaringan persampahan;

dan

e. ketentuan umum zonasi jaringan evakuasi

bencana

(2) Ketentuan wumum zonasi SPAM sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

a. kegiatan yang diperbolehkan, terdiri atas:

1.

bangunan pengambilan air minum,
bangunan  kantor, pemasangan pipa
distribusi, kolam  penampungan dan
pengolahan air minum, bangunan kontrol
air minum, penghijauan dan areal parkir;
dan

pembangunan sumur dangkal dan sumur
pompa dengan memperhatikan ketentuan
teknis kedalaman muka air dan jarak aman

dari sumber pencemaran.

b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, terdiri

atas:

1.

pembangunan dan pemasangan jaringan
transmisi dan jaringan distribusi serta
sambungan rumah yang memanfaatkan
bahu Jalan wajib dilengkapi izin galian yang
dikeluarkan oleh instansi yang berwenang;
dan

pembangunan jaringan primer, jaringan
sekunder, jaringan tersier dan sambungan
rumah yang melintasi tanah  milik
perseorangan  wajib  dilengkapi  surat
pernyataan tertulis tidak keberatan dari

pemilik tanah.

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, terdiri atas:

1.

kegiatan yang mengganggu keberlanjutan
penyediaan air minum, Kkegiatan yang
menyebabkan pencemaran air minum dan
kegiatan yang mengakibatkan kerusakan
prasarana dan sarana penyediaan air
minum; dan

2. pembangunan ...
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2. pembangunan instalasi pengolahan air
minum yang dibangun langsung pada
sumber air baku pembangunan instalasi
pengolahan air minum.

ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang Kota,

mengikuti ketentuan intensitas Pemanfaatan

Ruang Kota dalam kawasan permukiman;

ketentuan sarana dan prasarana minimal

sebagai dasar fisik lingkungan guna mendukung
pengembangan kawasan agar dapat berfungsi
secara optimal, terdiri atas:

1. penyediaan wunit produksi dalam SPAM
dengan syarat harus dilengkapi dengan
sarana pengolahan Iumpur sisa hasil
pengolahan Air Baku menjadi Air Minum;
dan

2. pemasangan unit pelayanan SPAM dengan
terpasanganya alat pengukuran berupa

meter air.

(3) Ketentuan umum zonasi SPAL sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

a.

kegiatan yang diperbolehkan, mendirikan
prasarana air limbah dalam rangka mengurangi,
memanfaatkan kembali dan mengolah air
limbah serta pembangunan prasarana
penunjangnya;
kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, kegiatan
pengembangan teknologi pengolahan limbah
dengan syarat tidak mempengaruhi pelayanan
pengolahan air limbah;
kegiatan yang tidak diperbolehkan, terdiri atas:
1. mengalirkan dan membuang air limbah,
limbah B3 dan limbah padat lainnya ke
area terbuka dan badan air yang tidak
ditujukan untuk kepentingan

penampungan dan pengolahan limbah;

2. mengalirkan ...
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2. mengalirkan air hujan ke dalam jaringan
air limbah; dan
3. kegiatan Budi Daya yang merusak jaringan
air limbah dan menurunkan layanan
pengolahan air limbah.
ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang Kota,
mengikuti ketentuan intensitas Pemanfaatan
Ruang Kota dalam kawasan permukiman; dan
ketentuan sarana dan prasarana minimal
sebagai dasar fisik lingkungan guna mendukung
pengembangan kawasan agar dapat berfungsi
secara optimal, terdiri atas Pengembangan
sarana dan prasarana yang menunjang
keberlangsungan kegiatan di dalam pengelolaan

air limbah.

(4) Ketentuan umum  zonasi sistem drainase

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c

meliputi:

a.

kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan
pembangunan prasarana sistem jaringan
drainase dalam rangka mengurangi genangan
air, mendukung pengendalian banjir dan
pembangunan prasarana penunjangnya;
kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi
kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada
huruf a yang tidak menganggu fungsi sistem.
jaringan drainase;

kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi
kegiatan pembuangan sampah, pembuangan
limbah dan kegiatan lain yang menganggu
fungsi sistem jaringan drainase;

ketentuan prasarana dan sarana minimal untuk
sistem jaringan drainase meliputi jalan khusus
untuk akses pemeliharaan serta alat menjaring

sampah; dan

e. ketentuan ...
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ketentuan lain meliputi pemeliharaan dan
pengembangan jaringan drainase dilakukan
selaras dengan pemeliharaan dan

pengembangan ruang milik jalan.

(5) Ketentuan umum zonasi sistem  jaringan

persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf d meliputi:

a.

kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan:
1. pengoperasian pengolahan sampah berupa
pemilahan;

pengumpulan;

pengolahan dan pemrosesan akhir sampah;
pengurugan berlapis bersih;

pemeliharaan TPA sampabh;

o 9k w b

industri terkait pengolahan sampah serta

kegiatan penunjang operasional pengolahan

dan pemrosesan sampah; dan

7. kegiatan penghijauan.

kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi

kegiatan:

1. pertanian non-pangan;

2. kegiatan permukiman dalam jarak yang
aman dari dampak pengelolaan
persampahan; dan

3. kegiatan lain yang tidak menganggu fungsi
kawasan TPA sampah.

kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi

kegiatan ekonomi yang mengganggu fungsi

kawasan TPA sampah;

ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang Kota

untuk sistem jaringan persampahan:

1. KDB untuk TPS3R maksimal 80% (delapan
puluh persen);

2. KDB untuk TPST maksimal 60% (enam
puluh persen);

3. KDB untuk TPA maksimal 40% (empat

puluh persen);

4. Intensitas ...
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4. Intensitas maksimal 2 (dua) kali KDB; dan

5. KDH minimal 15% (lima belas persen).

ketentuan prasarana dan sarana minimal

meliputi:

1. fasilitas dasar;

2. fasilitas perlindungan lingkungan;

3. fasilitas operasi; dan

4. fasilitas penunjang.

ketentuan lain meliputi:

1. jarak aman TPA dengan kawasan
peruntukan permukiman;

2. sumber air baku; dan

3. kawasan di sekitar zona inti TPA diatur
sesuai dengan ketentuan = peraturan

perundang-undangan.

(6) Ketentuan umum zonasi sistem jaringan evakuasi

bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf

e meliputi:

a.

kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan
yang diperbolehkan sesuai peruntukan dalam
rencana Pola Ruang Kota serta bangunan publik
untuk kegiatan darurat;

kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi
kegiatan yang tidak menganggu fungsi utama
ruang yang ditetapkan serta kegiatan
kedaruratan dan evakuasi bencana;

kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi
kegiatan yang dapat mengganggu Kkegiatan
kedaruratan dan evakuasi bencana;

ketentuan intensitas pemanfaatan tempat
evakuasi bencana  mengikuti ketentuan
intensitas Pemanfaatan Ruang Kota dalam

kawasan fasilitas umum dan fasilitas sosial; dan

e. ketentuan ...
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e. ketentuan sarana dan prasarana minimal untuk
mendukung pengembangan ruang evakuasi
bencana berupa fasilitas darurat sementara
untuk mendukung kegiatan evakuasi, seperti
fasilitas MCK, fasilitas dapur umum, fasilitas
kesehatan, rambu dan petunjuk evakuasi,
papan informasi, serta jaringan utilitas dengan
kapasitas sesuai standar kebutuhan dan

peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Ketentuan umum Zonasi Pola Ruang Kota

Pasal 95
Ketentuan umum zonasi Pola Ruang Kota sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) huruf b terdiri atas:
a. ketentuan umum zonasi Kawasan Lindung; dan

b. ketentuan umum zonasi Kawasan Budi Daya.

Pasal 96
Ketentuan umum zonasi Kawasan Lindung sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 95 huruf a terdiri atas:
a. ketentuan umum zonasi badan air;
b. ketentuan umum zonasi kawasan perlindungan
setempat;
c. ketentuan umum zonasi kawasan ruang terbuka
hijau; dan

d. ketentuan umum zonasi kawasan konservasi.

Pasal 97
Ketentuan wumum zonasi badan air sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 96 huruf a meliputi:
a. kegiatan yang diperbolehkan yaitu kegiatan
pengelolaan badan air;
b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat terdiri atas:
1. pariwisata dan rekreasi dengan syarat tidak
mencemari badan air dan menganggu fungsi

badan air;

2. olahraga ...
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(2)

2. olahraga air dengan syarat tidak mencemari
badan air dan menganggu fungsi badan air;

3. pemanfaatan untuk pemancangan tiang atau
pondasi prasarana jalan dan jembatan dengan
persyaratan teknis;

4. pemanfaatan air untuk sumber air baku;

kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:

1. kegiatan yang dapat menimbulkan pencemaran
dan penurunan kualitas air seperti membuang
sampah dan limbah cair;

2. segala bentuk kegiatan yang dapat menganggu
dan merusak kelestarian badan air; dan

3. mendirikan bangunan di atas badan air.

ketentuan sarana dan prasarana minimal sebagai

dasar fisik lingkungan guna mendukung
pengembangan kawasan agar dapat berfungsi secara
optimal yaitu bangunan fisik buatan untuk

perlindungan badan air pendukung pengelolaan air.

Pasal 98
Ketentuan umum zonasi kawasan perlindungan
setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96
huruf b meliputi:
a. ketentuan umum zonasi sempadan sungai; dan
b. ketentuan umum zonasi kawasan kearifan lokal;
Ketentuan umum zonasi sempadan sungai
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
meliputi:
a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
1. bangunan prasarana sumber daya air;
2. fasilitas jembatan dan dermaga;
3. jalur pipa gas dan air minum;
4. rentangan kabel listrik dan telekomunikasi;
dan
5. RTH.
b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
1. kegiatan Budi Daya pertanian dengan jenis
tanaman yang tidak mengurangi kekuatan
struktur tanah;

2. kegiatan ...
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2. kegiatan rekreasi yang tidak menganggu
fungsi sungai; dan

3. kegiatan pemasangan reklame dan papan
pengumuman, pendirian bangunan yang
dibatasi hanya untuk bangunan penunjang
kegiatan transportasi sungai, kegiatan
rekreasi air, serta jalan inspeksi dan
bangunan pengawas ketinggian air sungai.

kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:

1. kegiatan yang mengubah bentang alam,
kegiatan yang menganggu kesuburan dan
keawetan tanah, fungsi hidrologi dan
hidraulis, kelestarian flora dan fauna,
kelestarian  fungsi lingkungan  hidup,
kegiatan pembuangan sampah dan kegiatan
lain yang menganggu fungsi sempadan
sungai sebagai kawasan perlindungan
setempat;

2. dalam hal sempadan sungai terdapat
tanggul untuk kepentingan pengendali
banjir, perlindungan badan tanggul
dilakukan dengan larangan penanaman
tanaman  selain rumput, mendirikan
bangunan dan mengurangi dimensi tanggul;

3. kegiatan yang berdampak pada hilang atau
berkurangnya kualitas sungai baik luasan
maupun kedalaman sungai;

4. kegiatan yang mengubah bentang alam dan
ekosistem alami serta mengganggu fungsi
sempadan sungai;

5. kegiatan yang merusak/menutup sumber
air; dan

6. kegiatan yang menghalangi dan/atau
menutup ruang dan jalur evakuasi bencana

banjir.

d. ketentuan ...
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ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang Kota

meliputi:

1. KDB maksimal 15% (lima belas persen);

2. KLB maksimal 0,15 (nol koma lima belas);
dan

3. KDH minimal 85% (delapan puluh lima
persen).

ketentuan sarana dan prasarana minimal

sebagai dasar fisik lingkungan guna mendukung

pengembangan kawasan agar dapat berfungsi

secara optimal terdiri atas:

1. bangunan pengendali banjir, seperti tanggul,
bronjong sungai, bendungan; dan

2. bangunan lalu lintas air dan bangunan

pengontrol/pengukur debit air.

Ketentuan umum zonasi kawasan kearifan lokal

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b

meliputi:

a.

kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan

hunian penduduk asli/setempat, perlindungan

satwa, penanaman tanaman;

kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi

jaringan infrastruktur kota yang tidak

menganggu fungsi utama kawasan, fasilitas

umum dan fasilitas sosial terbatas untuk

melayani penduduk setempat;

kegiatan yang tidak diperbolehkan adalah

kegiatan yang menganggu fungsi kawasan

kearifan lokal;

ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang Kota

meliputi:

1. KDB maksimal adalah 70% (tujuh puluh
persen);

2. KLB maksimal adalah 1,4 (satu koma
empat); dan

3. KDH minimal adalah 10% (sepuluh persen).

e. ketentuan ...
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(2)

ketentuan sarana dan prasarana minimal
meliputi jaringan infrastruktur kota untuk
melayani kebutuhan penduduk, jalur evakuasi
bencana dan fasilitas lainnya sesuai standar

kebutuhan minimal.

Pasal 99

Ketentuan umum zonasi kawasan ruang terbuka

hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 huruf

c terdiri atas:

a.
b.
c.
d.

€.

ketentuan umum zonasi rimba kota;
ketentuan umum zonasi taman kota;
ketentuan umum zonasi taman kecamatan;
ketentuan umum zonasi pemakaman; dan

ketentuan umum zonasi jalur hijau jalan.

Ketentuan umum zonasi rimba kota sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

a.

kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
pariwisata alam;

rekreasi alam;

olah raga;

penelitian dan pengembangan;
pendidikan;

pelestarian plasma nutfah; dan

No ks e b=

budi daya hasil hutan bukan kayu.
kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
1. bangunan penunjang kegiatan pariwisata
dan rekreasi;
tempat pedagang;
jaringan infrastruktur kota;
penempatan papan reklame/pengumuman
secara terbatas; dan
5. pemasangan bentangan jaringan transmisi
tenaga listrik dan pipa gas, kabel telepon
dan pipa air minum selama tidak
menganggu fungsi rimba kota, tempat
evakuasi bencana.

c. kegiatan ...



kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi
kegiatan yang mengganggu fungsi kawasan
rimba kota;

ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang Kota
kawasan rimba kota meliputi:

1. KDB maksimal 10% (sepuluh persen);

2. KLB maksimal 0,2 (nol koma dua); dan

3. KDH minimal 80% (delapan puluh persen).
ketentuan sarana dan prasarana minimal
sebagai dasar fisik lingkungan guna mendukung
pengembangan kawasan agar dapat berfungsi
secara optimal terdiri atas:

1. toilet umum;

fasilitas ibadah;

tempat pengumpulan sampah;

jalur evakuasi bencana; dan

ok LN

prasarana parkir kendaraan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Ketentuan umum zonasi taman kota sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

a.

kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan

penanaman tanaman, rekreasi dan olah raga;

kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi:

1. bangunan penunjang kegiatan rekreasi;

2. bangunan penunjang prasarana kota;

3. papan reklame/informasi kota; dan

4. jaringan infrastruktur kota yang tidak
menganggu fungsi utama kawasan dan
tempat evakuasi bencana.

kegiatan yang tidak diperbolehkan adalah

kegiatan yang mengganggu fungsi kawasan

taman kota;

ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang Kota

meliputi:

1. KDB maksimal adalah 10% (sepuluh
persen);

2. KLB maksimal adalah 0,2 (nol koma dua);
dan

3. KDH minimal adalah 80% (delapan puluh
persen).

e. ketentuan ...
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ketentuan sarana dan prasarana minimal
meliputi:

fasilitas parkir pendaraan pengunjung;
papan informasi;

furnitur taman;

tempat sampah;

jalur evakuasi bencana; dan

AN o

fasilitas lainnya sesuai standar kebutuhan

minimal.

Ketentuan umum zonasi taman kecamatan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c

meliputi:

a.

kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan

penanaman tanaman, rekreasi dan olah raga;

kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi:

1. bangunan penunjang kegiatan rekreasi;

2. bangunan penunjang prasarana kota;

3. papan reklame/informasi kota;

4. jaringan infrastruktur kota yang tidak
menganggu fungsi utama kawasan; dan

5. tempat evakuasi bencana.

kegiatan yang tidak diperbolehkan adalah

kegiatan yang menganggu fungsi kawasan

taman kecamatan;

ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang Kota

meliputi:

1. KDB maksimal adalah 10% (sepuluh
persen);

2. KLB maksimal adalah 0,2 (nol koma dua);
dan

3. KDH minimal adalah 75% (tujuh puluh lima
persen).

ketentuan sarana dan prasarana minimal

meliputi:

1. fasilitas parkir kendaraan pengunjung;

2. papan informasi;

3. furnitur taman;

4. tempat ...
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(6)

4. tempat sampah;

5. jalur evakuasi bencana; dan

6. fasilitas lainnya sesuai standar kebutuhan
minimal.

Ketentuan umum zonasi pemakaman sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:

a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan
pemakaman, penanaman tanaman;

b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi
bangunan penunjang kegiatan pemakaman,
papan reklame/informasi  kota, jaringan
infrastruktur kota yang tidak menganggu fungsi
utama kawasan;

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan adalah
kegiatan yang menganggu fungsi kawasan
pemakaman;

d. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang Kota
meliputi:

1. KDB maksimal adalah 5% (lima persen);

2. KLB maksimal adalah 0,1 (nol koma satu);
dan

3. KDH minimal adalah 85% (delapan puluh
lima persen).

e. ketentuan sarana dan prasarana minimal
meliputi:

1. fasilitas parkir kendaraan pengunjung;
papan informasi;

tempat sampah;

jalur evakuasi bencana; dan

o ke N

fasilitas lainnya sesuai standar kebutuhan

minimal.

Ketentuan wumum zonasi jalur hijau jalan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e

meliputi:

a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan
penanaman tanaman;

b. kegiatan ...
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b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi:

1.

S

bangunan penunjang kegiatan rekreasi
terbatas;

kegiatan olah raga terbatas;

bangunan penunjang prasarana kota;

papan reklame/informasi kota; dan

jaringan infrastruktur kota yang tidak

mengganggu fungsi utama kawasan.

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan adalah

kegiatan yang mengganggu fungsi kawasan jalur

hijau;

d. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang Kota

meliputi:

1. KDB maksimal adalah 5% (lima persen);

2. KLB maksimal adalah 0,05 (nol koma nol
lima); dan

3. KDH minimal adalah 90% (sembilan puluh

persen).

e. ketentuan sarana dan prasarana minimal

meliputi:

1.

2
3.
4

papan informasi;

tempat sampah;

jalur evakuasi bencana; dan

fasilitas lainnya sesuai standar kebutuhan

minimal.

Pasal 100

Ketentuan umum zonasi kawasan konservasi

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 huruf d

meliputi ketentuan umum taman hutan raya.

Ketentuan taman hutan raya sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:

1.

penelitian dan pengembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi;

pendidikan dan peningkatan kesadartahuan
konservasi;

3. koleksi ...
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koleksi kekayaan keanekaragaman hayati;
penyimpanan dan/atau penyerapan karbon,
pemanfaatan air, energi air, angin, panas
matahari, panas bumi dan wisata alam,;
pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar
dalam rangka menunjang Budi Daya dalam
bentuk penyediaan plasma nutfah;
pemanfaatan tradisional oleh masyarakat
setempat; dan

pembinaan populasi melalui penangkaran
dalam rangka pengembangbiakan satwa
atau perbanyakan tumbuhan secara buatan

dalam lingkungan yang semi alami

kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi:

1.
2.

4.

wisata alam;

kegiatan perdagangan dan jasa terbatas
yang mendukung kegiatan wisata alam;
pembangunan jaringan utilitas perkotaan
seperti jaringan air minum, jaringan
pengolahan air limbah, jaringan listrik dan
jaringan telekomunikasi sepanjang tidak
menganggu fungsi utama kawasan; dan

ruang evakuasi bencana.

kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi

kegiatan yang mengganggu fungsi kawasan

taman hutan raya;

ketentuan intensitas ruang meliputi:

1.

KDB maksimal adalah 10% (sepuluh
persen);

KLB maksimal adalah 0,2 (nol koma dua);
dan

KDH minimal adalah 85% (delapan puluh

lima persen).

ketentuan penyediaan prasarana dan sarana

minimal meliputi:

1.

fasilitas parkir untuk pengunjung sesuai
standar kebutuhan minimal;

2. fasilitas ...
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2. fasilitas dan utilitas pendukung kegiatan
wisata alam meliputi:
penyediaan air minum,;

a
b. jaringan listrik;

o

jaringan telekomunikasi;
d. pengolahan air limbah; dan
e. persampahan.

3. jalur dan ruang evakuasi bencana; dan
fasilitas lainnya sesuai kebutuhan dan

peraturan perundang-undangan.

Pasal 101

Ketentuan wumum zonasi Kawasan Budi Daya

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 huruf b terdiri

atas:

a.

b.

B o@ oo

(1

ketentuan umum zonasi kawasan permukiman;
ketentuan umum zonasi kawasan perdagangan dan
jasa;

ketentuan umum zonasi kawasan perkantoran;
ketentuan umum zonasi kawasan peruntukan
industri;

ketentuan umum zonasi kawasan pariwisata;
ketentuan umum zonasi kawasan pertanian,;
ketentuan umum zonasi kawasan transportasi; dan
ketentuan umum zonasi kawasan pertahanan dan

keamanan.

Pasal 102
Ketentuan umum zonasi kawasan permukiman
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf a
terdiri atas:
a. ketentuan umum zonasi kawasan perumahan;
b. ketentuan umum zonasi kawasan fasilitas umum
dan fasilitas sosial;
c. ketentuan umum zonasi kawasan RTNH; dan
d. ketentuan umum zonasi kawasan infrastruktur
perkotaan.

(2) Ketentuan ...
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(2) Ketentuan umum 2zonasi kawasan perumahan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

meliputi:

a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:

1.
2.

kegiatan perumahan;

fasilitas umum dan fasilitas sosial skala
lingkungan; dan

infrastruktur perkotaan seperti jaringan
jalan, jaringan listrik, jaringan

telekomunikasi dan jaringan drainase.

b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi:

1.

fasilitas perdagangan dan jasa skala
lingkungan;

fasilitas pendidikan dan kesehatan skala
lingkungan;

fasilitas perkantoran skala lingkungan;
fasilitas peribadatan;

fasilitas pengolahan sampah skala
lingkungan;

industri kecil non-polutan yang ditetapkan
sebagai sentra industri kecil;

kegiatan transportasi skala lingkungan /kota;
dan

pembangunan untuk kepentingan umum
lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan dan tidak menganggu

fungsi utama kawasan perumahan.

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi

kegiatan yang menganggu fungsi utama hunian,

seperti perdagangan dan jasa skala kota,

industri, pergudangan, fasilitas umum dan sosial

skala kota, perkantoran skala kota dan lain

sebagainya;

d. ketentuan intensitas ruang terdiri atas:

1.

KDB maksimal untuk bangunan vertikal
dengan ketentuan lebih dari 4 (empat) lantai
adalah 40% (empat puluh persen);

2. KDB ...
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2. KDB maksimal untuk bangunan rendah
paling tinggi 3 (tiga) lantai di kawasan adalah
70% (tujuh puluh persen);

3. KDB maksimal untuk kapling kurang dari 60
m? (enam puluh meter persegi) adalah 80%
(delapan puluh persen);

4. KLB maksimal untuk bangunan vertikal
adalah 4,0 (empat koma nol);

5. KLB maksimal untuk bangunan rendah
adalah 3 (tiga) kali KDB;

6. KDH minimal untuk bangunan vertikal
adalah 40% (empat puluh persen);

7. KDH minimal untuk bangunan rendah
adalah 15% (lima belas persen); dan

8. KDH minimal untuk kapling kurang dari 60
m? (enam puluh meter persegi) adalah 10%
(sepuluh persen).

ketentuan prasarana dan sarana minimal

sebagai dasar fisik lingkungan guna mendukung

pengembangan kawasan agar dapat berfungsi
secara optimal meliputi:

1. prasarana jaringan jalan, jaringan Ilistrik,
jaringan telekomunikasi, penyediaan air
minum, sistem pengelolaan air limbah,
jaringan drainase, sistem persampahan dan
sistem proteksi kebakaran sesuai standar
kebutuhan minimal,

2. fasilitas umum dan fasilitas sosial sesuai
standar kebutuhan minimal; dan

3. jalur dan ruang evakuasi bencana.

(3) Ketentuan umum zonasi kawasan fasilitas umum

dan fasilitas sosial sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf b meliputi:

a.

kegiatan yang diperbolehkan meliputi fasilitas
Pendidikan, fasilitas Kesehatan, fasilitas
peribadatan, fasilitas olah raga dan fasilitas
transportasi skala kota dan lebih rendah;

b. kegiatan ...
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b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi
perkantoran, fasilitas perumahan yang
mendukung kegiatan utama fasilitas sosial dan
fasilitas umum, kegiatan perdagangan dan jasa
yang mendukung kegiatan utama dan tidak
menimbulkan dampak negatif dan menganggu
fungsi utama kawasan;

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi
kegiatan yang mengganggu fungsi utama
kawasan dan menimbulkan dampak lingkungan;

d. Ketentuan intensitas ruang terdiri atas:

1. KDB maksimal 60% (enam puluh persen);

2. KLB maksimal untuk fasilitas umum dan
fasilitas sosial skala kota adalah 4,8 (empat
koma delapan);

3. KLB maksimal untuk fasilitas umum dan
fasilitas sosial skala SWK/kecamatan/
lingkungan adalah 2,4 (dua koma empat);
dan

4. KDH minimal adalah 20% (dua puluh
persen).

e. Ketentuan prasarana dan sarana minimal
sebagai dasar fisik lingkungan guna mendukung
pengembangan kawasan agar dapat berfungsi
secara optimal meliputi:

1. fasilitas parkir untuk pegawai dan
pengunjung sesuai standar kebutuhan
minimal;

2. fasilitas pendukung  seperti fasilitas
peribadatan, toilet umum, pos/ruang
kesehatan dan lain sebagainya sesuai
kebutuhan standar minimal;

3. jalur evakuasi bencana dan ruang evakuasi
bencana; dan

4. prasarana jaringan jalan, jaringan listrik,
jaringan telekomunikasi, penyediaan air
minum, pengolahan air limbah, fasilitas
pengolahan sampah dan sistem pemadam
kebakaran sesuai standar kebutuhan
minimal.

(4) Ketentuan ...
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(4) Ketentuan umum zonasi kawasan RTNH
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
meliputi:

a. Kegiatan yang diperbolehkan meliputi
1. kegiatan tempat berlangsungnya aktivitas

masyarakat seperti olah raga, penyediaan
plaza, monumen, ruang evakuasi bencana
dan landmark kota; dan

2. kegiatan pendirian bangunan yang
merupakan bagian dari jaringan atau
transmisi bagi kepentingan umum yang
keberadaannya telah mendapat persetujuan
dari instansi terkait.

b. Kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi
kegiatan rekreasi dan olah raga yang tidak
menganggu fungsi RTNH, kegiatan Pemanfaatan
Ruang Kota secara terbatas untuk menunjang
sektor informal, parkir dan pembangunan untuk
kepentingan umum sesuai peraturan perundang-
undangan;

c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi
kegiatan yang menganggu fungsi utama RTNH
dan merusak estetika kawasan;

d. Ketentuan intensitas ruang terdiri atas:

1. KDB maksimal 20% (dua puluh persen);

2. KLB maksimal 0,4 (nol koma empat); dan

3. KDH minimal 25% (dua puluh lima persen).

e. Ketentuan prasarana dan sarana minimal
sebagai dasar fisik lingkungan guna mendukung
pengembangan kawasan agar dapat berfungsi
secara optimal meliputi:

1. jaringan jalan, penerangan jalan, jaringan
telekomunikasi, jaringan drainase, tempat
sampah dan fasilitas pemadam kebakaran;
dan

2. fasilitas parkir sesuai standar kebutuhan
minimal dan peraturan perundang-
undangan.

(5) Ketentuan ...
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(5) Ketentuan umum zonasi kawasan infrastruktur

perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf d meliputi:

a.

Kegiatan yang diperbolehkan meliputi fasilitas
pemrosesan sampah dan fasilitas distribusi
listrik;

Kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi:

1. industri pengolahan limbah dengan syarat
tidak menganggu aktivitas pengolahan
sampah;

2. bangunan pendukung kegiatan utama
infrastruktur perkotaan; dan

3. pembangunan untuk Kkepentigan umum
sesuai dengan  ketentuan = peraturan
perundang-undangan.

Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi
kegiatan pembangunan perumahan,
perdagangan dan jasa, perkantoran, industri,
pariwisata, pertanian, fasilitas umum dan
fasilitas sosial dan lain sebagainya yang
mengganggu kegiatan infrastruktur perkotaan;

Ketentuan intensitas ruang terdiri atas:

1. KDB maksimal 50% (lima puluh persen);

2. KLB maksimal 1,0 (satu koma nol); dan

3. KDH minimal 30% (tiga puluh persen).

Ketentuan prasarana dan sarana minimal

sebagai dasar fisik lingkungan guna mendukung

pengembangan kawasan agar dapat berfungsi
secara optimal meliputi:

1. jalur perantara (buffer zone) untuk
menghindari dampak negatif kegiatan
infrastruktur perkotaan dengan kegiatan di
sekitarnya;

2. jalur dan ruang evakuasi bencana;
sistem proteksi kebakaran; dan

4. fasilitas pendukung lainnya sesuai standar
kebutuhan minimal dan peraturan

perundang-undangan.

Pasal ...
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Pasal 103

Ketentuan umum zonasi kawasan perdagangan dan jasa

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf b terdiri

atas:

a.

kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan

perdagangan dan jasa, perkantoran, pendidikan

tinggi, kesehatan, olah raga, fasilitas umum dan
fasilitas sosial dan wisata;

kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi

pergudangan yang mendukung kegiatan

perdagangan dan jasa, transportasi, perumahan;
kegiatan tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang
menganggu fungsi utama perdagangan dan jasa
serta menimbulkan polusi dan dampak lingkungan,
seperti industri besar dan sedang, pergudangan yang
bukan untuk mendukung kegiatan perdagangan dan
jasa;

ketentuan intensitas ruang meliputi:

1. KDB maksimal adalah 70% (tujuh puluh persen);

2. KLB maksimal untuk kawasan perdagangan dan
jasa skala kota adalah 5,6 (lima koma enam);

3. KLB maksimal untuk kawasan perdagangan dan
jasa skala SWK adalah 2,8 (dua koma delapan);

4. KLB maksimal untuk kawasan perdagangan dan.
jasa skala kecamatan dan lingkungan adalah 2,1
(dua koma satu); dan

5. KDH minimal adalah 20% (dua puluh persen).

ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagai

dasar fisik lingkungan guna mendukung
pengembangan kawasan agar dapat berfungsi secara
optimal meliputi:

1. fasilitas parkir untuk pengunjung sesuai standar
kebutuhan minimal dan peraturan perundang-
undangan;

2. fasilitas bongkar muat barang sesuai standar

kebutuhan minimal;

3. fasilitas ...
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. fasilitas penyimpanan/gudang sesuai standar

kebutuhan minimal,

4. fasilitas toilet untuk pegawai dan pengunjung;

. fasilitas peribadatan dan pos Kesehatan untuk

fasilitas perdagangan dan jasa skala kota;

. penyediaan utilitas seperti jaringan listrik,

jaringan telekomunikasi, pengelolaan air limbah,
persampahan sesuai standar kebutuhan minimal

dan peraturan perundang-undangan; dan

. penyediaan ruang untuk sektor informal bagi

fasilitas perdagangan dan jasa skala kota dan
SWK.

Pasal 104

Ketentuan umum zonasi kawasan perkantoran

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf c terdiri

atas:

a.

kegiatan perkantoran yang diperbolehkan meliputi

kegiatan:

ok W

perkantoran pemerintahan;
pemerintahan kota;
pemerintahan provinsi;
pemerintahan pusat; dan
BUMD/BUMN.

kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi

kegiatan:

® N o g DN

hunian untuk pegawai;

pendidikan dan pelatihan;

fasilitas kesehatan;

fasilitas olah raga;

fasilitas peribadatan;

fasilitas sosial;

fasilitas perdagangan dan jasa; dan
pergudangan yang mendukung kegiatan

perkantoran.

kegiatan tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang

bertentangan dan menganggu fungsi utama

perkantoran;

d. Ketentuan ...
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d. Ketentuan intensitas ruang meliputi:

1.

KDB maksimal untuk luas lantai > 5.000 m?2
(lebih besar atau sama dengan lima ribu meter
persegi) adalah 50% (lima puluh persen);

KDB maksimal untuk luas lantai < 5.000 m?
(kurang dari lima ribu meter persegi) adalah
60% (enam puluh persen);

KLB maksimal untuk luas lahan > 5.000 m?2
(lebih besar atau sama dengan lima ribu meter
persegi) adalah 2,5 (dua koma lima);

KLB maksimal untuk luas lahan < 5.000 m?2
(kurang dari lima ribu meter persegi adalah 2,4
(dua koma empat); dan

KDH minimal adalah 25% (dua puluh lima

persen).

e. Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagai

dasar fisik lingkungan guna mendukung

pengembangan kawasan agar dapat berfungsi secara

optimal meliputi:

1.

fasilitas parkir untuk kendaraan pegawai dan
pengunjung sesuai peraturan perundang-
undangan; dan

utilitas dan fasilitas pendukung kegiatan
perkantoran seperti jaringan listrik, jaringan
telekomunikasi, penyediaan  air minum,
pengelolaan air limbah, persampahan, fasilitas
peribadatan, fasilitas sosial dan lain sebagainya
sesuai kebutuhan dan peraturan perundang-

undangan.

Pasal 105

Ketentuan umum zonasi kawasan peruntukan industri

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf d terdiri

atas:

a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan:

1. industri kecil;

2. industri menengah;

3. industri ...
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3. industri besar; dan

4. pergudangan.

b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi:

1. kegiatan perkantoran;

. tempat tinggal karyawan,;
. terminal barang;

. jasa ekspedisi/kargo;

. perdagangan dan jasa; dan

SN U A~ W N

. fasilitas umum dan sosial yang mendukung

kegiatan industri.

kegiatan tidak diperbolehkan meliputi kegiatan
industri yang menimbulkan dampak negatif bagi
lingkungan, seperti polusi wudara, kerusakan
kawasan resapan air, peningkatan kekritisan
cekungan air tanah dan keselamatan lingkungan
sekitarnya;

ketentuan intensitas ruang meliputi:

1. KDB maksimal untuk industri besar dan industri
sedang yang berlokasi di jalan arteri dan jalan
kolektor adalah 40% (empat puluh persen);

2. KDB maksimal untuk industri kecil adalah 60%
(enam puluh persen);

3. KLB maksimal untuk industri besar dan industri
sedang adalah 1,2 (satu koma dua);

4. KLB maksimal untuk industri kecil adalah 1,8
(satu koma delapan);

5. KDH minimal untuk industri besar dan industri
sedang adalah 20% (dua puluh persen); dan

6. KDH minimal untuk industri kecil adalah 10%
(sepuluh persen).

ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagai

dasar fisik lingkungan guna mendukung

pengembangan kawasan agar dapat berfungsi secara
optimal meliputi:

1. fasilitas parkir untuk angkutan pegawai dan
angkutan barang sesuai kebutuhan dan
peraturan perundang-undangan;

2. fasilitas bongkar muat barang sesuai kebutuhan;

dan

3. utilitas ...
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3. utilitas dan fasilitas pendukung, seperti jaringan
listrik, jaringan telekomunikasi, IPAL, unit
pemadam kebakaran, pos Kesehatan, fasilitas

peribadatan dan lain sebagainya.

Pasal 106

Ketentuan umum  zonasi kawasan  pariwisata

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf e terdiri

atas:

a.

kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan

pariwisata dengan fasilitas penunjangnya;

kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi

kegiatan:

1. perdagangan;

2. jasa akomodasi;

3. jasa penyediaan makanan/minuman;

4. jasa wisata;

5. pendidikan;

6. kesehatan;

7. sosial;

8. olahraga yang mendukung kegiatan utama
pariwisata; dan

9. kegiatan yang tidak menganggu fungsi utama
kawasan.

kegiatan tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang

mengganggu fungsi utama kawasan dan mengurangi

kualitas daya tarik wisata, seperti kegiatan industri,

kegiatan pergudangan dan lain sebagainya;

ketentuan intensitas ruang meliputi:

1. KDB maksimal 60% (enam puluh persen);

2. KLB maksimal 2,4 (dua koma empat); dan

3. KDH minimal 25% (dua puluh lima persen).

ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagai

dasar fisik lingkungan guna mendukung

pengembangan kawasan agar dapat berfungsi secara

optimal meliputi:

1. fasilitas parkir sesuai potensi pengunjung dan

mengacu peraturan perundang-undangan;

2. fasilitas ...
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2. fasilitas pendukung pariwisata, seperti tempat
ibadah, klinik/pos kesehatan, pemadam
kebakaran, fasilitas peribadatan, toilet umum
dan lain sebagainya sesuai peraturan
perundang-undangan; dan

3. utilitas pendukung pariwisata, seperti jaringan
listrik, jaringan telekomunikasi penyediaan air
minum, pengelolaan air limbah, pengelolaan
sampah dan lain sebagainya sesuai peraturan

perundang-undangan.

Pasal 107
Ketentuan umum zonasi kawasan pertanian
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf f terdiri
atas:
a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:

1. kegiatan Pemanfaatan Ruang Kota untuk
pertanian pangan dan hortikultura beserta
kegiatan penyiapan, produksi dan pengolahan
pasca panen;

2. pengembangan bangunan penunjang kegiatan
Budi Daya pertanian berupa jaringan irigasi dan
kelengkapannya; dan

3. kegiatan penelitian pertanian.

b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi:

1. kegiatan wisata alam dengan tidak menganggu
fungsi utama kawasan,;

2. konstruksi bangunan tempat tinggal dengan
syarat merupakan hunian milik petani dan/atau
pemilik lahan;

3. konstruksi bangunan non hunian untuk
mendukung pengembangan pertanian dan tidak
menganggu fungsi utama kawasan;

4. kegiatan peternakan dan perikanan Budi Daya
dengan syarat tidak mengganggu fungsi utama
kawasan;

5. pembangunan ...
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5. pembangunan jaringan infrastruktur kota dengan
syarat tidak menganggu fungsi utama kawasan;
dan

6. pembangunan untuk kepentingan umum sesuai
dengan ketentuan  peraturan perundang-
undangan.

kegiatan tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang

dapat menganggu fungsi utama kawasan, seperti

perumahan, perdagangan dan jasa, industri,
pertambangan dan lain sebagainya.

ketentuan intensitas ruang meliputi:

1. KDB maksimal 10% (sepuluh persen);

2. KLB maksimal 0,2 (nol koma dua); dan

3. KDH minimal 85% (delapan puluh lima persen).

ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagai

dasar fisik lingkungan guna mendukung
pengembangan kawasan agar dapat berfungsi secara
optimal meliputi jaringan irigasi/air baku, fasilitas
untuk penanaman dan paska panen dan fasilitas
lainnya yang dibutuhkan untuk mendukung

produksi pertanian tanaman pangan.

Pasal 108

Ketentuan umum zonasi kawasan transportasi

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf g terdiri

atas:

a.

kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan

operasional dan Kkegiatan penunjang operasi

transportasi.

kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi

kegiatan:

1. perumahan;

2. perdagangan dan jasa;

3. perkantoran;

4. penyediaan fasilitas umum dan fasilitas sosial;
dan

5. pergudangan yang mendukung kegiatan utama

operasi transportasi.

c. kegiatan ...
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c. kegiatan tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang
menganggu keamanan, keselamatan dan kelancaran
transportasi.

d. ketentuan intensitas ruang meliputi:

1. KDB maksimal 60% (enam puluh persen);
2. KLB maksimal 2,4 (satu koma delapan); dan
3. KDH minimal 10% (sepuluh persen).

e. ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagai
dasar fisik lingkungan guna mendukung
pengembangan kawasan agar dapat berfungsi secara
optimal meliputi fasilitas pendukung kegiatan
transportasi sesuai dengan peraturan perundang-

undangan.

Pasal 109
Ketentuan umum zonasi kawasan pertahanan dan
keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101
huruf h terdiri atas:
a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:

1. perkantoran untuk pertahanan dan keamanan;

2. bangunan prasarana dan sarana penunjang
pertahanan dan keamanan negara sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku;

3. rumah dinas; dan

4. ruang evakuasi bencana.

b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi:

1. rumah susun umum, negara atau khusus sesuai
peraturan perundang-undangan;

2. fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, fasilitas
olah raga, fasilitas peribadatan, fasilitas
transportasi dan fasilitas sosial lainnya sesuai
peraturan perundang-undangan;

3. Pemanfaatan Ruang Kota yang untuk
mendukung kawasan pertahanan dan keamanan
sesuai peraturan perundang-undangan; dan

4. pembangunan untuk kepentingan umum sesuai

peraturan perundang-undangan.

c. kegiatan ...
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c. kegiatan tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang
dapat menganggu fungsi kegiatan pertahanan dan
keamanan.

d. ketentuan intensitas ruang berupa KDB maksimal,
KLB maksimal dan KDH minimal mengacu pada
fungsi utama kawasan pertahanan dan kemananan
yang meliputi:

1. kawasan pertahanan dan keamanan dengan
fungsi utama perkantoran mengikuti ketentuan
intesitas ruang kawasan perkantoran;

2. kawasan pertahanan dan keamanan dengan
fungsi utama sebagai perumahan dinas mengikuti
ketentuan intensitas ruang kawasan perumahan;

3. kawasan pertahanan dan keamanan dengan
fungsi utama pendidikan, kesehatan, sosial dan
olah raga mengikuti ketentuan intensitas ruang
kawasan fasilitas umum dan fasilitas sosial; dan

4. kawasan pertahanan dan keamanan dengan
fungsi utama pangkalan militer, daerah Latihan
militer, instalasi militer, daerah uji coba peralatan
dan persenjataan militer, daerah penyimpanan
barang eksplosif dan berbahaya lainnya, daerah
disposal amunisi dan peralatan pertahanan
berbahaya lainnya, obyek vital nasional yang
bersifat strategis, dan/atau kepentingan
pertahanan udara mengacu pada kebutuhan dan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

e. ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagai
dasar fisik lingkungan guna mendukung
pengembangan kawasan agar dapat berfungsi secara
optimal meliputi:

1. ketentuan sarana dan prasarana minimal pada
kegiatan pertahanan dan keamanan dengan fungsi
utama perkantoran mengikuti ketentuan kawasan
perkantoran;

2. ketentuan sarana dan prasarana minimal dengan
fungsi utama perumahan dinas mengikuti

ketentuan kawasan perumahan;

3. ketentuan ...
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ketentuan sarana dan prasarana minimal dengan
fungsi utama pendidikan, kesehatan, sosial dan
olah raga mengikuti ketentuan kawasan fasilitas
umum dan fasilitas sosial; dan

ketentuan sarana dan prasarana minimal dengan
fungsi utama pangkalan militer, daerah latihan
militer, instalasi militer, daerah uji coba peralatan
dan persenjataan militer, daerah penyimpanan
barang eksplosif dan berbahaya lainnya, daerah
disposal amunisi dan peralatan pertahanan
berbahaya lainnya, obyek vital nasional yang
bersifat strategis, dan/atau kepentingan
pertahanan udara mengacu pada ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Ketentuan Khusus

Pasal 110

(1) Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud dalam

(2)

Pasal 87 ayat (1) huruf ¢ merupakan ketentuan yang

mengatur pemanfaatan kawasan yang memiliki

fungsi khusus dan. memiliki aturan tambahan

seperti adanya kawasan yang bertampalan dengan

kawasan peruntukan utama, yang disebut sebagai

kawasan pertampalan/tumpang susun (overlay);

Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) meliputi:

a. KKOP;

b. kawasan resapan air;

c. kawasan sempadan sungai;

d. kawasan cagar budaya;

e. kawasan rawan bencana; dan

f. KP2B.

Pasal ...
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Pasal 111

(1) Ketentuan khusus KKOP sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 110 ayat (2) huruf a meliputi:

a.

kawasan di sekitar alat bantu navigasi
penerbangan merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari KKOP;

kegiatan mendirikan, mengubah, atau
melestarikan bangunan serta menanam atau
memelihara pepohonan di dalam KKOP tidak
boleh melebihi batas ketinggian KKOP;

bangunan yang melebihi batasan ketinggian
sebagaimana dimaksud pada huruf b wajib
diinformasikan melalui pelayanan informasi
aeronautika;

pendirian bangunan baru di dalam kawasan
pendekatan lepas landas harus memenuhi batas
ketinggian dengan tidak melebihi kemiringan
1,6% (satu koma enam persen) arah ke atas dan
ke luar dimulai dari ujung Permukaan Utama
pada ketinggian masing-masing ambang Landas
pacu;

pada kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan
sampai jarak mendatar 1.100 m (seribu seratus
meter) dari ujung Permukaan Utama hanya
digunakan untuk bangunan yang diperuntukkan
bagi keselamatan operasi penerbangan dan
benda tumbuh yang tidak membahayakan
keselamatan operasi penerbangan dengan batas
ketinggian sebagaimana diatur dalam peraturan
perundang-undangan;

pada kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan
tidak diperkenankan mendirikan bangunan yang
dapat menambah tingkat fatalitas apabila terjadi
kecelakaan pesawat, antara lain bangunan
SPBU, pabrik atau gudanag kimia berbahaya,
saluran udara tegangan tinggi dan/atau saluran

udara tegangan ekstra tinggi;

g. penggunaan ...
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penggunaan tanah, perairan atau udara di setiap

kawasan yang ditetapkan sebagai KKOP harus

memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. tidak menimbulkan gangguan terhadap
isyarat-isyarat navigasi komunikasi radio
antar bandar udara dan pesawat udara;

2. tidak menyulitkan penerbang membedakan
lampu-lampu rambu udara dengan lampu-
lampu lain;

3. tidak menyebabkan kesilauan pada mata
penerbang yang mempergunakan bandar
udara;

4. tidak melemahkan jarak pandang sekitar
bandar udara; dan

5. tidak menyebabkan timbulnya bahaya burung
atau dengan cara lain dapat membahayakan
atau menganggu pendaratan, lepas landas,
atau gerakan pesawat yang udara yang
bermaksud mempergunakan bandar udara.

bangunan yang berupa benda tidak bergerak
yang sifatnya sementara maupun tetap yang
didirikan atau dipasang oleh orang atau yang
telah ada secara alami, seperti gedung, menara,
cerobong asap, gundukan tanah, jaringan
transmisi, bukit dan gunung yang menjadi
penghalang atau obstacle saat ini tetap
diperbolehkan sepanjang prosedur keselamatan
operasi penerbangan terpenuhi; dan

bangunan atau benda yang ada secara alami

berada di KKOP dan ketinggiannya masih dalam

batas ketinggian yang diperkenankan akan tetapi
diduga dapat membahayakan keselamatan
operasi penerbangan, harus diberi tanda atau
dipasangi lampu pemberian tanda atau
pemasangan lampu termasuk pengoperasian dan
pemeliharaannya dilaksanakan oleh dan atas

biaya pemilik atau yang menguasainya.

(2) Ketentuan ...
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KKOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri
dan ketelitian detail informasi skala 1:25.000 (satu
banding dua puluh lima ribu) sebagaimana
tercantum dalam Lampiran III.1 yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 112

Ketentuan khusus kawasan resapan air

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (2)

huruf b meliputi:

a. pengendalian Pemanfaatan Ruang Kota secara
terbatas untuk kegiatan Budi Daya yang
memiliki kemampuan tinggi dalam menahan
limpasan air hujan harus sesuai dengan daya
dukung lingkungan;

b. Pemanfaatan Ruang Kota wajib memelihara
fungsi resapan air;

c. pelarangan kegiatan yang dapat mengurangi
daya serap tanah terhadap air;

d. penerapan prinsip kemampuan tinggi dalam
menahan limpasan air hujan terhadap setiap
kegiatan Budi Daya terbangun yang diajukan
izinnya;

e. kegiatan penghijauan dan penyediaan sumur
resapan dan/atau waduk pada lahan terbangun
yang sudah ada;

f. penerapan KDB rendah pada setiap persil
kegiatan Budi Daya terbangun;

g. dalam hal terdapat kawasan peruntukkan yang
berada di dalam KBU, seluruh Pemanfaatan
Ruang Kota wajib mengikuti peraturan Rencana
Tata Ruang dan ketentuan pengendalian
Pemanfaatan Ruang Kota sesuai peraturan
perundang-undangan; dan

h. pengendalian pemanfaatan ruang KBU, baik
dalam peta rencana pola ruang zona perumahan
kepadatan rendah, maupun Peraturan Zonasi
zona perumahan kepadatan rendah yang
berlokasi di zona konservasi atau lindung utama
KBU akan diatur lebih rinci dalam RDTR Kota
Bandung.

(2) Ketentuan ...
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Ketentuan khusus kawasan resapan air
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan
dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian
detail informasi skala 1:25.000 (satu banding dua
puluh lima ribu) sebagaimana tercantum dalam
Lampiran III.2 yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 113

Ketentuan khusus kawasan sempadan sungai

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (2)

huruf ¢ meliputi:

a. sempadan sungai hanya dapat dimanfaatkan
secara terbatas untuk bangunan prasarana
sumber daya air, fasilitas jembatan dan
dermaga, jalur pipa gas dan air minum,
rentangan kabel listrik dan telekomunikasi serta
RTH;

b. kegiatan pertanian dan penanaman tanaman
diperbolehkan dengan memperhatikan daya
dukung lahan agar tidak terjadi longsor tepi
sungai;

c. pada kawasan sempadan sungai yang telah ada
bangunan, tidak diperkenankan menambah
bangunan baru;

d. pelarangan pembuangan air limbah (black water)
dan sampah ke badan sungai; dan

e. dalam hal di dalam sempadan sungai terdapat
tanggul untuk kepentingan pengendalian banjir,
perlindungan badan tanggul dilakukan dengan
larangan menanam tanaman selain rumput,
mendirikan bangunan dan mengurangi dimensi
tanggul.

Ketentuan khusus kawasan sempadan sungai

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan

dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian
detail informasi skala 1:25.000 (satu banding dua
puluh lima ribu) sebagaimana tercantum dalam

Lampiran III.3 yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal ...
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Pasal 114

(1) Ketentuan khusus kawasan cagar budaya

3)

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (2)

huruf d meliputi:

a. pengaturan untuk upaya pelestarian terhadap
bangunan cagar budaya, situs cagar budaya dan
struktur cagar budaya yang berada di dalam
kawasan cagar budaya sesuai peraturan
perundang-undangan;

b. pelarangan membongkar  dan mengubah
bangunan dan struktur cagar budaya golongan A
dan golongan B;

c. perubahan Bangunan cagar budaya golongan C
dapat dilakukan dengan tetap mempertahankan
karakter utama bangunan;

d. dalam situs cagar budaya dimungkinkan adanya
bangunan tambahan yang mengacu pada
karakter arsitektur Bangunan Cagar Budaya
dalam keserasian lingkungan;

e. dalam upaya rehabilitasi dan revitalisasi
dimungkinkan adanya perubahan fungsi dan tata
ruang dalam sepanjang tidak mengubah karakter
struktur utama bangunan;

f. pelarangan kegiatan yang dapat merusak cagar
budaya; dan

g. pelarangan Pemanfaatan Ruang Kota yang
menganggu Kkelestarian lingkungan di sekitar
cagar budaya.

Penetapan bangunan cagar budaya, situs cagar

budaya dan struktur cagar budaya diatur dalam

Peraturan Daerah.

Pengaturan pelaksanaan pelestarian bangunan cagar

budaya, struktur cagar budaya dan situs cagar

budaya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Daerah.

Ketentuan khusus kawasan cagara budaya

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan

dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian
detail informasi skala 1:25.000 (satu banding dua
puluh lima ribu) sebagaimana tercantum dalam

Lampiran III.4 yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
Pasal ...
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Pasal 115

(1) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana

(2)

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (2)

huruf e terdiri atas:

a.

ketentuan khusus kawasan rawan gerakan tanah
tingkat tinggi;

ketentuan khusus kawasan rawan letusan
gunung api tingkat tinggi; dan

ketentuan khusus kawasan rawan banjir tingkat

tinggi.

Ketentuan khusus kawasan rawan gerakan tanah

tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a meliputi:

a.

pengendalian Pemanfaatan Ruang Kota yang
dapat menganggu kestabilan lereng dan

meningkatkan potensi terjadinya gerakan tanah;

. pelarangan pendirian bangunan hunian pada

lahan dengan kemiringan lereng lebih dari 30%
(tiga puluh persen) atau di bawah tebing;

pengendalian kegiatan Pemanfaatan Ruang Kota
yang menggunakan air dalam jumlah besar yang
dapat mengakibatkan peningkatan beban pada

lahan;

. pemanfaatan lahan untuk pertanian tanaman

pangan dan hortikultura dilengkapi dengan
terasering dan tanaman penguat tebing;

semua unit bangunan harus dilengkapi dengan
retaining wall konstruksi beton bertulang yang
memiliki kekuatan sesuai menahan longsoran
dan posisi tegak lurus terhadap kemungkinan
arah aliran sedimen untuk mengurangi kekuatan
aliran;

pembangunan jaringan drainase yang sesuai
kemiringan lereng dan kondisi tanah pada
jaringan jalan dan kawasan terbangun;
pengembangan rekayasa teknis untuk

mengurangi risiko bencana gerakan tanah; dan

. pemasangan papan informasi bahaya, rambu

bahaya dan jalur evakuasi.

(3) Ketentuan ...



(3)

(4)

(S)

(1)

182

Ketentuan khusus kawasan rawan letusan gunung

api tingkat tinggi meliputi:

a. pelarangan mendirikan bangunan pada daerah
kawasan aliran lahar dingin;

b. pemasangan papan informasi bahaya, rambu dan
jalur evakuasi; dan

c. diperbolehkan kegiatan yang bersifat
pengamatan, bangunan pengendalian bencana
dan sarana prasarana penanggulangan bencana
atau infrastruktur jaringan listrik, energi, air
bersih, jalan, jembatan dan infrastruktur kota
lainnya untuk kepentingan umum sesuai hasil
kajian risiko bencana.

Ketentuan khusus kawasan rawan banjir tingkat

tinggi meliputi:

a. pengendalian Kawasan Budi Daya terbangun di
kawasan rawan banjir;

b. penerapan upaya pengurangan risiko bencana
banjir; dan

c. pemasangan sistem peringatan dini, papan
informasi dan rambu peringatan dan jalur
evakuasi.

Ketentuan khusus kawasan rawan bencana

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan

dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian

detail informasi skala 1:25.000 (satu banding dua

puluh lima ribu) sebagaimana tercantum dalam

Lampiran III.5 yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 116
Ketentuan khusus KP2B sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 110 ayat (2) huruf f meliputi:
a. pelarangan alih fungsi lahan pada kawasan yang
telah ditetapkan sebagai kawasan pertanian
pangan berkelanjutan;

b. dalam ...
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b. dalam hal untuk kepentingan umum, lahan
pertanian pangan berkelanjutan dapat dialih
fungsikan dan dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;

c. KP2B yang ditetapkan sebagai lahan sawah
dilindungi sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan pemanfaatannya
memperhatikan ketentuan peraturan perundang-
undangan;

d. apabila ditemukan lahan sawah yang perlu
dipertahankan, pengaturan Pemanfaatan Ruang
Kotanya dilakukan berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan; dan

e. dalam hal terjadi perubahan luasan KP2B
dan/atau lahan sawah dilindungi, maka
penyelenggaraan penataan ruang Kota akan
menyesuaikan dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Ketentuan khusus kawasan pertanian pangan

berkelanjutan (KP2B) sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian
geometri dan Kketelitian detail informasi skala

1:25.000 (satu banding dua puluh lima ribu)

sebagaimana tercantum dalam Lampiran II1.6 yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Daerah ini.

Bagian Ketiga

Ketentuan Insentif dan Disinsentif

Pasal 117
Ketentuan insentif dan disinsentif sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 86 huruf b adalah ketentuan
yang diterapkan oleh Pemerintah Daerah Kota untuk
mendorong pelaksanaan Pemanfaatan Ruang Kota
agar sesuai dengan rencana tata ruang dan untuk
mencegah Pemanfaatan Ruang Kota yang tidak

sesuai rencana tata ruang.

(2) Ketentuan ...
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Ketentuan insentif dan disinsentif berfungsi untuk:

a. meningkatkan upaya pengendalian Pemanfaatan
Ruang Kota dalam rangka mewujudkan tata
ruang sesuai dengan rencana tata ruang;

b. memfasilitasi kegiatan Pemanfaatan Ruang Kota
agar sejalan dengan rencana tata ruang; dan

c. meningkatkan kemitraan semua pemangku
kepentingan dalam rangka Pemanfaatan Ruang

yang sejalan dengan RTR.

Pasal 118
Ketentuan insentif sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 117 dapat diberikan berupa:
a. insentif fiskal; dan/atau
b. insentif non fiskal.
Ketentuan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diberikan dari Pemerintah Daerah Kota kepada
Masyarakat.
Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a dapat berupa:
a. pemberian keringan pajak;
b. pemberian keringanan retribusi; dan/atau
c. pemberian keringanan penerimaan negara bukan
pajak.
Insentif nonfiskal sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b dapat berupa:
a. pemberian kompensasi;
b. subsidi;
imbalan;
sewa ruang;
urun saham;
fasilitasi persetujuan KKPR;

penyediaan prasarana dan sarana;

B ™o a0

penghargaan; dan/atau

i. publikasi atau promosi.

Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) dan insentif nonfiskal sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal ...
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Pasal 119

(1) Insentif khusus akan diberikan untuk mendorong

2

(3

pengembangan PPK Gedebage, pengembangan SPK

serta pelestarian bangunan dan kawasan.

Insentif untuk mendorong pengembangan PPK

Gedebage sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

antara lain:

a. keleluasaan pembentukan badan pengelola
kawasan;

b. pembangunan akses jalan bebas hambatan di
PPK Gedebage;

c. pembangunan danau yang sekaligus sebagai
tempat rekreasi;

d. kemudahan perizinan perubahan rencana tapak
bagi pengembang yang telah memiliki izin
sebelumnya;

e. pemberian keringanan pajak dan/atau

pengurangan retribusi;

pemberian kompensasi;

subsidi silang;

5 o o

imbalan;

-

sewa ruang;
j.  urun saham;

k. penyediaan prasarana dan sarana;

1. penghargaan; dan/atau

m. publikasi atau promosi.

Insentif untuk mendorong pengembangan SPPK
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
pembangunan jalan akses menuju kawasan;

a
b. kemudahan perizinan,;

0

batasan KLB dan ketinggian bangunan;

d. penyediaan pelayanan jaringan utilitas air dan
drainase;
e. pemberian keringanan pajak; dan/atau

pengurangan retribusi;
f. pemberian kompensasi;
g. subsidi silang;
h. imbalan ...
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h. imbalan;

i. sewa ruang;

j.  urun saham;

k. penyediaan prasarana dan sarana;

1. penghargaan; dan/atau

m. publikasi atau promosi.

Insentif untuk mendorong pelestarian bangunan

bersejarah meliputi:

a. bantuan teknis perubahan fisik bangunan dalam
batas tertentu; dan

b. izin perubahan fungsi bangunan dalam batas
tertentu  selama tidak merubah bentuk

bangunan.

Pasal 120

Tata cara pemberian insentif sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 118 sampai dengan Pasal 119 diatur

dengan Peraturan Wali Kota.

(1)

(2)

(3)

(4)

(S)

Pasal 121
Ketentuan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 117 dapat diberikan berupa:
a. disinsentif fiskal; dan/atau
b. disinsentif nonfiskal.
Ketentuan disinsentif sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diberikan dari Pemerintah Daerah Kota
kepada Masyarakat.
Disinsentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a dapat berupa pengenaan pajak yang
tinggi dan/atau retribusi yang tinggi.
Pemberian disinsentif fiskal sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) dilaksanakan sesuai peraturan
perundang-undangan.
Disinsentif nonfiskal sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b dapat berupa:
a. kewajiban memberi kompensasi/ imbalan;
b. pembatasan penyediaan sarana dan prasarana,

dan/atau

c. pemberian status tertentu.

Pasal ...
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Pasal 122
Disinsentif khusus akan dikenakan untuk
membatasi pembangunan di KBU dan
mengendalikan pembangunan di Wilayah Bandung
Barat.
Disinsentif khusus, yang dikenakan untuk
mengendalikan pembangunan di KBU sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), berupa:
a. tidak dikeluarkan izin lokasi baru pada kawasan
yang ditetapkan sebagai zona lindung;
b. tidak dibangun akses jalan baru melalui
kawasan Punclut; dan/atau
c. tidak dibangun jaringan prasarana baru kecuali
prasarana vital kota.
Disinsentif yang dikenakan untuk mengendalikan
pembangunan dan perkembangan di Wilayah
Bandung Barat sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), berupa:
a. kewajiban memberi kompensasi;
b. pensyaratan khusus dalam perizinan;
c. kewajiban memberi imbalan; dan/atau

d. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.

Pasal 123

Tata cara pemberian disinsentif sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 121 sampai dengan Pasal 122 diatur

dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Keempat

Arahan Sanksi

Pasal 124

(1) Arahan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal

86 huruf ¢ merupakan arahan untuk memberikan
sanksi bagi pelanggar ketentuan kewajiban
Pemanfaatan Ruang Kota sesuai dengan rencana
tata ruang yang berlaku.

(2) Arahan ...
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Arahan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

merupakan perangkat atau upaya pengenaan sanksi

administratif yang diberikan kepada pelanggar

Pemanfaatan Ruang Kota.

Sanksi administratif diberikan terhadap:

a. pemanfaatan Ruang Kota yang tidak memiliki
KKPR;

b. pemanfaatan Ruang Kota yang tidak mematuhi
ketentuan dalam muatan KKPR; dan/atau

c. pemanfaatan Ruang Kota yang menghalangi
akses terhadap kawasan yang dinyatakan oleh
peraturan perundang-undangan sebagai milik
umum.

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada

ayat (3) dapat berupa:

a. peringatan tertulis;

o

denda administratif;

penghentian sementara kegiatan;

a0

penghentian sementara pelayanan umum;
penutupan lokasi;
pencabutan KKPR;
pembatalan KKPR;

5o o

. pembongkaran bangunan; dan/atau

-

pemulihan fungsi ruang.

Pengenaan sanksi administratif sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) disertai dengan tanda
pemberitahuan pelanggaran Pemanfaatan Ruang
Kota.

Tata cara penyelenggaraan sanksi administratif

diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 125

Pengenaan sanksi administratif dilakukan berdasarkan:

a.
b.

o

e

hasil penilaian pelaksanaan KKPR;

hasil Pengawasan Penataan Ruang;

hasil audit Tata Ruang; atau

pengaduan pelanggaran Pemanfaatan Ruang Kota.

Bagian ...
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Bagian Kelima

Penilaian Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang Kota

Paragraf 1

Umum

Pasal 126

(1) Penilaian pelaksanaan Pemanfaatan Ruang Kota
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf d
terdiri atas:

a. penilaian pelaksanaan KKPR; dan
b. penilaian perwujudan rencana tata ruang.

(2) Penilaian pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a dilaksanakan untuk
memastikan:

a. kepatuhan pelaksanaan ketentuan KKPR; dan
b. pemenuhan prosedur perolehan KKPR.

(3) Penilaian  perwujudan rencana tata  ruang
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
dilakukan dengan penilaian perwujudan rencana
Struktur Ruang Kota dan rencana Pola Ruang Kota.

(4) Penilaian  perwujudan rencana tata ruang
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
dilakukan terhadap:

a. kesesuaian program;

b. kesesuaian lokasi; dan

c. kesesuaian waktu pelaksanaan kegiatan
Pemanfaatan Ruang Kota.

(5) Penilaian pelaksanaan Pemanfaatan Ruang Kota
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
sesuai dengan Kketentuan peraturan perundang-

undangan.

Paragraf ...
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Paragraf 2

Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Ketentuan KKPR

Pasal 127
Penilaian kepatuhan pelaksanaan ketentuan KKPR
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 ayat (2)
huruf a dilakukan pada periode:
a. selama pembangunan; dan
b. pasca pembangunan.
Penilaian pada periode selama pembangunan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,
dilakukan untuk memastikan kepatuhan
pelaksanaan dalam memenuhi ketentuan KKPR.
Penilaian pada periode selama pembangunan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan
paling lambat 2 (dua) tahun sejak diterbitkannya
KKPR.
Penilaian pada periode pasca pembangunan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
dilakukan untuk memastikan kepatuhan hasil

pembangunan dengan ketentuan dokumen KKPR.

Paragraf 3

Penilaian Pemenuhan Prosedur Perolehan KKPR

Pasal 128

Penilaian pemenuhan prosedur perolehan KKPR
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 ayat (2)
huruf b dilakukan untuk memastikan kepatuhan
pelaku pembangunan/pemohon terhadap tahapan
dan persyaratan perolehan KKPR sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.
KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang
diterbitkan dan/atau diperoleh dengan tidak melalui
prosedur yang benar, batal demi hukum.
KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang
tidak sesuai lagi akibat adanya perubahan rencana
tata ruang dapat dibatalkan oleh instansi
pemerintah yang menerbitkan KKPR.

(4) Terhadap ...



(4)

(1)

(2)

(3)

(4)

(S)
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Terhadap kerugian yang ditimbulkan akibat
pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dapat dimintakan ganti kerugian yang layak kepada

instansi pemerintah yang menerbitkan KKPR.

Paragraf 4

Penilaian Perwujudan Rencana Tata Ruang

Pasal 129
Penilaian perwujudan rencana Struktur Ruang Kota
dan rencana Pola Ruang Kota sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 126 ayat (3) dilakukan
dengan:
a. penilaian tingkat perwujudan rencana Struktur

Ruang Kota; dan
b. penilaian tingkat perwujudan rencana Pola Ruang
Kota.

Penilaian tingkat perwujudan rencana Struktur
Ruang Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a  dilakukan dengan penyandingan
pelaksanaan program pembangunan pusat
pelayanan dan sistem jaringan prasarana terhadap
rencana Struktur Ruang Kota.
Penilaian tingkat perwujudan rencana Pola Ruang
Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
dilakukan dengan penyandingan pelaksanaan
program pengelolaan lingkungan, pembangunan
berdasarkan perizinan berusaha dan hak atas tanah
terhadap rencana tata ruang.
Penilaian perwujudan rencana tata ruang dilakukan
1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dan dilaksanakan
1 (satu) tahun sebelum peninjauan kembali tata
ruang.
Pelaksanaan penilaian perwujudan rencana tata
ruang dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam
5 (lima) tahun dalam hal terdapat perubahan
kebijakan yang bersifat strategis nasional yang

ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.

BAB ...



(1)

(2)

(3)

(4)

()

(1)

(2)
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BAB X
KELEMBAGAAN

Pasal 130
Dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang
secara partisipatif, Wali Kota dapat membentuk
FPR.
FPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
FPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas
untuk memberikan masukan dan pertimbangan
dalam penyelenggaraan penataan ruang.
Anggota FPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
terdiri atas:
a. instansi vertikal bidang pertanahan;
b. perangkat daerah;
c. asosiasi profesi;
d. asosiasi akademisi; dan
e. tokoh masyarakat.
Pembentukan, susunan keanggotaan, tugas, fungsi
dan tata kerja FPR dilakukan sesuai dengan

peraturan perundang-undangan.

BAB XI
KERJA SAMA DAERAH

Pasal 131
Dalam rangka pengembangan RTRWK dilakukan
kerja sama daerah.
Tata cara kerja sama daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB ...
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BAB XII
HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Hak Masyarakat

Pasal 132

Dalam kegiatan mewujudkan Pemanfaatan Ruang Kota

wilayah, masyarakat berhak:

a.

berperan dalam proses Perencanaan Tata Ruang,
Pemanfaatan Ruang Kota dan Pengendalian
Pemanfaatan Ruang Kota;

mengetahui secara terbuka rencana tata ruang
wilayah;

menikmati manfaat ruang dan/atau pertambahan
nilai ruang sebagai akibat dari penataan ruang;
memperoleh pergantian yang layak atas kondisi yang
dialaminya sebagai akibat pelaksanaan kegiatan
pembangunan yang sesuai dengan rencana tata
ruang;

mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang
terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan
rencana tata ruang di wilayahnya;

mengajukan  tuntutan pembatalan izin dan
penghentian pembangunan yang tidak sesuai
dengan rencana tata ruang kepada pejabat
berwenang;

mengajukan gugatan ganti kerugian kepada
pemerintah dan/atau pemegang izin apabila
kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan
rencana tata ruang menimbulkan kerugian; dan
mengawasi pihak yang melakukan penyelenggaraan

tata ruang.

Bagian ...
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Bagian Kedua

Kewajiban Masyarakat

Pasal 133

Kewajiban masyarakat dalam penataan ruang wilayah

meliputi:

(1)

(2)

menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
memanfaatkan ruang sesuai dengan kesesuaian
kegiatan Pemanfaatan Ruang Kota dari pejabat yang
berwenang;

mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam
persyaratan kesesuaian kegiatan Pemanfaatan
Ruang Kota; dan

memberikan akses terhadap kawasan yang oleh
ketentuan Peraturan Perundang-undangan

dinyatakan sebagai milik umum.

Pasal 134

Pelaksanaan kewajiban masyarakat dalam penataan
ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133
dilaksanakan dengan mematuhi dan menerapkan
kriteria, kaidah, baku mutu dan aturan penataan
ruang yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan
Peraturan Perundang-undangan.

Kaidah dan aturan Pemanfaatan Ruang Kota yang
dilakukan masyarakat secara turun temurun dapat
diterapkan sepanjang memperhatikan faktor daya
dukung lingkungan, estetika lingkungan, lokasi dan
struktur Pemanfaatan Ruang Kota serta dapat
menjamin Pemanfaatan Ruang Kota yang serasi,

selaras dan seimbang.

Bagian ...



(1)
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(3)
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Bagian Ketiga
Peran Masyarakat

Pasal 135
Peran masyarakat dalam penyelenggaraan penataan
ruang meliputi:
a. peran masyarakat dalam pelaksanaan penataan
ruang; dan
b. peran masyarakat dalam pengawasaan penataan
ruang.
Peran masyarakat dalam pelaksanaan penataan
ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
dilakukan pada tahap:
a. proses Perencanaan Tata Ruang;
b. pemanfaatan Ruang Kota; dan
c. pengendalian Pemanfaatan Ruang Kota.
Ketentuan mengenai peran masyarakat dalam
pelaksanaan penataan ruang sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a berpedoman pada
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Ketentuan mengenai peran masyarakat dalam
pengawasan penataan ruang sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui:
a. keikutsertaan memantau pelaksanaan
penyelenggaraan penataan ruang;
b. keikutsertaan mengevaluasi pelaksanaan
penyelenggaraan penataan ruang; dan
c. pemberian laporan terhadap ketidaksesuaian
terhadap penyelenggaraan penataan ruang.
Peran masyarakat dalam  penataan ruang
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
disampaikan secara lisan dan/atau tertulis.
Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat
(5), dapat disampaikan kepada Wali Kota melalui

unit kerja terkait.

BAB ...



(1)

(2)

(3)

(4)
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BAB XIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 136
Jangka waktu RTRWK berlaku selama 20 (dua
puluh) tahun.
RTRWK sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam setiap periode 5

(lima) tahunan.

Peninjauan kembali RTRWK dapat dilakukan lebih

dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun apabila terjadi

perubahan lingkungan strategis berupa:

a. bencana alam skala besar yang ditetapkan
dengan peraturan perundang-undangan;

b. perubahan batas teritorial negara yang
ditetapkan dengan undang-undang;

c. perubahan batas daerah yang ditetapkan dengan
undang-undang; dan

d. perubahan kebijakan nasional yang bersifat
strategis.

Perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d yang

berimplikasi pada Peninjauan Kembali Peraturan

Daerah ini dapat direkomendasikan oleh FPR.

Rekomendasi FPR sebagaimana dimaksud pada ayat

(4) diterbitkan berdasarkan kriteria:

a. penetapan kebijakan nasional yang bersifat
strategis dalam peraturan perundang-undangan;

b. rencana pembangunan dan pengembangan objek
vital nasional; dan/atau

c. lokasinya berbatasan dengan kabupaten/kota di
sekitarnya.

Peraturan Daerah ini dilengkapi dengan rencana dan

album peta yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal ...
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Pasal 137

(1) Sengketa  Pemanfaatan Ruang Kota  dapat
diselesaikan melalui pengadilan dan/atau di luar
pengadilan.

(2) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
dilakukan secara musyawarah mufakat dan/atau
menggunakan jasa pihak ketiga, baik yang memiliki
kewenangan dalam mengambil keputusan maupun
yang tidak memiliki kewenangan mengambil
keputusan.

(3) Hasil kesepakatan penyelesaian sengketa di luar
pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
dinyatakan secara tertulis dan bersifat mengikat
para pihak.

4

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dilakukan
para pihak sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan.

Pasal 138
Untuk operasionalisasi RTRWK disusun Rencana Detail
Tata Ruang Kota dan Peraturan Zonasi yang ditetapkan

dengan Peraturan Wali Kota.

BAB XIV
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 139

(1) Selain pejabat penyidik kepolisian negara Republik
Indonesia, pegawai negeri sipil tertentu di
lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas
dan tanggung jawabnya di bidang penataan ruang
diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk
membantu pejabat penyidik kepolisian negara
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
(2) Penyidik ...



(2)

(3)

(4)
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Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) berwenang:

a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran
laporan atau keterangan yang berkenaan
dengan tindak pidana dalam bidang penataan
ruang;

b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang
diduga melakukan tindak pidana dalam bidang
penataan ruang;

c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang
sehubungan dengan peristiwa tindak pidana
dalam bidang penataan ruang;

d. melakukan pemeriksaan atas dokumen yang
berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang
penataan ruang;

e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang
diduga terdapat bahan bukti dan dokumen lain
serta melakukan penyitaan dan penyegelan
terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran
yang dapat dijadikan bukti dalam perkara
tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
dan

f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka
pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana
dalam bidang penataan ruang.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) memberitahukan

dimulainya penyidikan kepada Pejabat Penyidik

Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Apabila pelaksanaan kewenangan sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) memerlukan tindakan

penangkapan dan penahanan, Penyidik Pegawai

Negeri Sipil melakukan koordinasi dengan Pejabat

Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

(5) Penyidik ...



(5)

(6)
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Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil
penyidikan kepada penuntut umum melalui Pejabat
Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pengangkatan pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil
dan tata cara serta proses penyidikan dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

BAB XV
KETENTUAN PIDANA

Pasal 140

Setiap orang yang melanggar ketentuan Pemanfaatan

Ruang Kota dapat diancam pidana sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 141

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

a.

izin pemanfaatan ruang atau KKPR yang telah

dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan

Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan

masa berlakunya;

izin pemanfaatan ruang atau KKPR yang telah

dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan

Peraturan Daerah ini berlaku ketentuan:

1. untuk yang belum dilaksanakan
pembangunannya, izin pemanfaatan ruang atau
KKPR disesuaikan dengan fungsi kawasan
berdasarkan Peraturan Daerah ini;

2. untuk yang sudah dilaksanakan
pembangunannya, dilakukan penyesuaian
dengan masa transisi berdasarkan ketentuan

perundang-undangan; dan

3. untuk ...
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3. untuk yang sudah dilaksanakan
pembangunannya dan tidak memungkinkan
untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi
kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini, izin
pemanfaatan ruang atau KKPR yang telah
diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap
kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan
izin pemanfaatan ruang atau KKPR dapat
diberikan penggantian yang layak.

c. pemanfaatan ruang di daerah yang diselenggarakan
tanpa izin pemanfaatan ruang atau KKPR dan
bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan
Daerah ini, akan diterbitkan dan disesuaikan
dengan Peraturan Daerah ini; dan

d. pemanfaatan ruang yang sesuai dengan ketentuan
Peraturan Daerah ini, agar dipercepat untuk
mendapatkan KKPR.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 142
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua
produk hukum Daerah yang berkaitan dengan Penataan
Ruang masih tetap Dberlaku sepanjang tidak

bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 143
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku,
Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 18 Tahun 2011
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandung
Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Bandung
Tahun 2011 Nomor 18), dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku.

Pasal 144
Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini
ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan

Daerah ini mulai berlaku.

Pasal ...
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Pasal 145
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan  Peraturan  Daerah ini  dengan

penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 21 September 2022
WALI KOTA BANDUNG,
TTD.
YANA MULYANA

Diundangkan di Bandung

pada tanggal 21 September 2022
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,
TTD.

EMA SUMARNA

LEMBARAN DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2022 NOMOR 5
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG, PROVINSI JAWA BARAT:

(5/159/2022)

Salinan sesuai dengan aslinya
AGIAN HUKUM
AERAH KOTA BANDUNG,

NIP. 19760604 200604 1 002



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG
NOMOR 5 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA BANDUNG TAHUN 2022-2042

I. UMUM

Sebagai ibukota Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung mengalami
perubahan dalam berbagai aspek dan bidang sejak tahun berlakunya RTRW
Kota Bandung Tahun 2011. Perkembangan kebijakan di tingkat pusat yang
kemudian diamanatkan pada Peraturan Nasional, secara otomatis
memberikan pengaruh secara sosial dan kepastian hukum.

Perencanaan tata ruang pada akhirnya menjadi gerbang untuk
mengadopsi perubahan-perubahan yang terjadi tersebut, sekaligus menjadi
tempat untuk mengakomodasi kebutuhan masyarakat dan perubahan
terhadap kebijakan nasional tersebut. Mengingat keterbatasan lahan,
kemampuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup Kota
Bandung, perencanaan tata ruang yang ada menjadi tidak lagi relevan
menjadi pemecah masalah. Oleh karena itu, demi mewujudkan fungsi ruang
yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan perlu dilakukan
perubahan rencana tata ruang terhadap Peraturan Daerah Kota Bandung
tentang RTRW Kota Bandung yang ada.

Penyusunan Peraturan Daerah Kota Bandung tentang RTRW Kota
Bandung dilakukan demi melaksanakan fungsi ruang yang bermanfaat bagi
penduduk Kota Bandung, yang juga mempertimbangkan dampaknya bagi
wilayah di sekitar Kota Bandung. Penyelenggaraan perubahan RTRW
mempertimbangkan juga prediksi ruang yang mungkin terjadi dimasa yang
akan datang, sehingga perubahan terhadap Peraturan Daerah Kota
Bandung tentang RTRW Kota Bandung yang dilaksanakan saat ini menjadi
perencanaan menyeluruh yang dapat berlaku untuk beberapa waktu ke
depan dan dapat menjadi solusi ruang di masa yang akan datang.

Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
yang mengubah Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang menambah dinamika ketentuan dalam mengatur penataan ruang.
Perubahan konsep dalam Undang-Undang Cipta Kerja terkait perizinan

berusaha, menyebabkan izin pemanfaatan ruang berubah menjadi
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Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) yang merupakan salah
satu dari penyederhanaan persyaratan perizinan berusaha. Pemerintah
berupaya untuk menyediakan kemudahan bagi pelaku usaha/kegiatan
dalam menanamkan modal, namun di sisi lain Pemerintah berkewajiban
untuk memastikan penyelenggaraan usaha/kegiatan tersebut patuh dalam
prosedur yang telah ditentukan. Penataan ruang menjadi salah satu ukuran
dalam memastikan kesesuaian lokasi dengan usaha dan/atau kegiatan yang
akan dilakukan.

Sebagai pelaksana penyelenggaraan penataan ruang di daerah, Kota
Bandung perlu menyesuaikan peraturan tata ruang dengan perkembangan
peraturan perundang-undangan yang baru, serta memperhatikan kebijakan
terkait tata ruang yang berlaku, sehingga perencanaan tata ruang di Kota
Bandung dapat diselenggarakan dengan tetap memperhatikan dinamika dan
muatan lokal Kota Bandung namun tidak bertentangan dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.
Pasal 2
Huruf a
Yang dimaksud dengan asas “keterpaduan” adalah bahwa
penataan ruang diselenggarakan dengan mengintegrasikan
berbagai kepentingan yang bersifat lintas sektor, lintas wilayah,
dan lintas pemangku kepentingan.
Pemangku kepentingan, antara lain, adalah Pemerintah,
pemerintah daerah, dan masyarakat.
Huruf b
Yang dimaksud dengan asas “keberdayagunaan dan
keberhasilgunaan” adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan
dengan mengoptimalkan manfaat ruang dan sumber daya yang
terkandung di dalamnya serta menjamin terwujudnya tata ruang
yang berkualitas.
Huruf ¢

Yang dimaksud dengan asas “keserasian, keselarasan dan
keseimbangan” adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan
dengan mewujudkan keserasian antara struktur ruang dan pola
ruang, keselarasan antara kehidupan manusia dengan
lingkungannya, keseimbangan pertumbuhan dan perkembangan
antar daerah serta antara kawasan perkotaan dan kawasan
perdesaan.



Huruf d
Yang dimaksud dengan asas “berbudaya” adalah bahwa penataan
ruang diselenggarakan dengan berlandaskan pada budaya daerah
dan nasional, dan bahwa penataan ruang dielenggarakan untuk
menjamin terwujudnya dan berkembangnya budaya Daerah dan
Nasional.
Huruf e
Yang dimaksud dengan asas “berkelanjutan” adalah bahwa
penataan ruang diselenggarakan dengan menjamin kelestarian
dan kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan
dengan memperhatikan kepentingan generasi mendatang.
Huruf f
Yang dimaksud dengan asas “kebersamaan dan kemitraan” adalah
bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan melibatkan
seluruh pemangku kepentingan.
Huruf g
Yang dimaksud dengan asas “kepastian hukum dan keadilan”
adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan
berlandaskan hukum/ ketentuan peraturan perundang undangan
dan bahwa penataan ruang dilaksanakan dengan
mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat serta melindungi
hak dan kewajiban semua pihak secara adil dengan jaminan
kepastian hukum.
Huruf h
Yang dimaksud dengan asas “perlindungan kepentingan umum”
adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan
mengutamakan kepentingan masyarakat.
Huruf i
Yang dimaksud dengan asas “keterbukaan” adalah bahwa
penataan ruang diselenggarakan dengan memberikan akses yang
seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi
yang berkaitan dengan penataan ruang.
Huruf j
Yang dimaksud dengan asas “akuntabilitas” adalah bahwa
penyelenggaraan penataan ruang dapat dipertanggung jawab-kan,
baik prosesnya, pembiayaannya, maupun hasilnya.
Pasal 3
Cukup jelas.
Pasal 4
Cukup jelas.
Pasal 5
Cukup jelas.



Pasal 6
Yang dimaksud dengan “ekonomi kreatif” adalah perwujudan nilai
tambah dari kekayaan intelektual yang bersumber dari kreativitas
manusia yang berbasis warisan budaya, ilmu pengetahuan, dan/atau
teknologi.
Pasal 7
Cukup jelas.
Pasal 8
Cukup jelas.
Pasal 9
Cukup jelas.
Pasal 10
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Yang dimaksud dengan “Kawasan Berorientasi Transit” yang
selanjutnya disebut Kawasan TOD adalah kawasan yang
ditetapkan dalam rencana tata ruang sebagai kawasan terpusat
pada integrasi intermoda dan antarmoda yang berada pada radius
400 (empat ratus) meter sampai dengan 800 (delapan ratus) meter
dari simpul transit moda angkutan umum massal yang memiliki
fungsi pemanfaatan ruang campuran dan padat dengan intensitas
pemanfaatan ruang sedang hingga tinggi.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Pasal 11
Cukup jelas.
Pasal 12
Cukup jelas.
Pasal 13
Cukup jelas.
Pasal 14
Cukup jelas.



Pasal 15
Huruf a
Yang dimaksud dengan “kompak” adalah pengembangan kota
yang dilakukan dengan menekankan kota dan lansekap,
menambahkan pembangunan pada struktur yang sudah ada,
mengkombinasikan fungsi-fungsi dalam tingkat bagian wilayah
kota, menyebarkan fasilitas dalam rangka membatasi lalu lintas
dan meningkatkan aksesibilitas bagi penduduk pembangunan
dengan kepadatan tinggi, dan menekankan pada transportasi

umum

Yang dimaksud dengan “intensif dan hijau” adalah Intensifikasi
Lahan dengan Upaya dan Pembangunan Vertikal dan Penyisipan
(Vertical and Infill Development).

Yang dimaksud dengan “berorientasi pada pola jaringan
transportasi” adalah pola jaringan untuk mendukung Konsep
pengembangan TOD. TOD menuntut pengembangan pola ruang
campuran (mixed-use) dalam jarak radius 600 m dari titik TOD.
Kegiatan yang dikembangkan di sekitar titik TOD paling sedikit
meliputi komersial, hunian, pelayanan umum, ruang terbuka
hijau, dan lain-lain.

Huruf b
Cukup jelas

Huruf c
Cukup jelas

Huruf d
Cukup jelas

Huruf e
Cukup jelas

Huruf f
Kawasan peruntukan lainnya adalah kawasan pertahanan dan
keamanan; kawasan pertanian; dan pelayanan umum, kesehatan,
peribadatan, dan transportasi

Huruf g
Cukup jelas

Pasal 16

Sudut kepentingan kawasan strategis kota meliputi sudut kepentingan

pertumbuhan ekonomi, sosial budaya, pendayagunaan sumber daya

alam dan/atau teknologi tinggi, serta fungsi dan daya dukung

lingkungan hidup.



Pasal 17
Cukup jelas
Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28
Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Jalan Arteri Primer” adalah jalan
yang menghubungkan secara berdaya guna antar pusat
kegiatan nasional; antara pusat kegiatan nasional dengan
pusat kegiatan wilayah; antara pusat kegiatan nasional
dan/atau pusat kegiatan wiayah dengan pelabuhan
utama/pengumpul; atau antara pusat kegiatan nasional

dan/atau wilayah dengan bandar udara utama/pengumpul.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Jalan Arteri Sekunder” adalah jalan
yang menghubungkan kawasan primer dengan kawasan
sekunder sekunder

kawasan sekunder kesatu, atau kawasan sekunder kesatu

kesatu, kawasan kesatu dengan

dengan kawasan sekunder kedua.



Ayat (3)
Huruf a
Yang dimaksud dengan “Jalan Kolektor Primer” adalah jalan
yang menghubungkan secara berdaya guna antara pusat
kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lokal, antar pusat
kegiatan wilayah, atau antara pusat kegiatan wilayah
dengan pusat kegiatan lokal.
Huruf b
Yang dimaksud dengan “Jalan Kolektor Sekunder”
adalahjalan yang menghubungkan kawasan sekunder kedua
dengan kawasan sekunder kedua atau kawasan sekunder
kedua dengan kawasan sekunder ketiga.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas.
Ayat (8)
Cukup jelas.
Pasal 29
Yang dimaksud dengan “Jalan Tol” adalah jalan umum yang merupakan
bagian sistem jaringan jalan dan sebagai jalan nasional yang
penggunanya diwajibkan membayar tol.

Penjelasan terkait tidak dapat digambarkannya lokasi jalan layang,
simpang susun tidak sebidang dan perlintasan tidak sebidang pada peta
rencana struktur ruang diuraikan pada bagian penjelasan.

Nomenklatur jalan bebas hambatan dalam kota Utara-Selatan yang
merupakan kelanjutan dari jalan bebas hambatan Soreang-Pasirkoja
yang terkoneksi dengan jalan bebas hambatan dalam kota Terusan
Pasteur-Ujung Berung disempurnakan nomenklaturnya sesuai informasi
dari DBMPR Prov. Jawa Barat menjadi: jalan bebas hambatan dalam
kota yang menghubungkan jalan tol Padaleunyi dengan jalan tol bebas
hambatan dalam kota Terusan Pasteur — Ujungberung.

Pasal 30
Ayat (1)
Huruf a
Yang dimaksud dengan “Terminal Penumpang Tipe A”
adalah terminal penumpang yang berfungsi melayani
kendaraan penumpang umum untuk angkutan antarkota
antarprovinsi (AKAP), angkutan lintas batas antarnegara,
angkutan antarkota dalam provinsi (AKDP), angkutan kota
(AK), serta angkutan perdesaan (ADES).



Huruf b

Yang dimaksud dengan “Terminal Penumpang Tipe B”
adalah terminal penumpang yang berfungsi melayani
kendaraan penumpang umum untuk angkutan antarkota
dalam provinsi (AKDP), angkutan kota (AK) dan angkutan
perdesaan (ADES).

Huruf ¢

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Terminal Penumpang Tipe C”
adalah terminal penumpang yang berfungsi melayani
kendaraan penumpang umum untuk angkutan kota (AK)
dan angkutan perdesaan (ADES).

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 31

Yang dimaksud dengan “Terminal Barang” adalah Tempat untuk
melakukan kegiatan bongkar muat barang, perpindahan intramoda dan

antarmoda angkutan barang, konsolidasi barang/pusat kegiatan
logistik, dan/atau tempat parkir mobil barang.

Pasal 32
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Yang dimaksud dengan “Jaringan Jalur Kereta Api
Antarkota” adalah jalur kereta api antarkota yang melintasi
wilayah kabupaten/kota untuk melayani perpindahan orang
dan/atau barang.
Huruf b
Yang dimaksud dengan “Jaringan Jalur Kereta Api
Perkotaan” adalah jalur kereta api dalam kabupaten untuk
melayani perpindahan orang di wilayah perkotaan
kabupaten dan/atau  perjalanan ulang-alik dalam
kabupaten.
Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b

Yang dimaksud dengan “kereta api berkecepatan tinggi”
adalah adalah sistem lintasan yang digunakan untuk
pelayanan angkutan orang dengan menggunakan kereta api
massal cepat.



Ayat (4)
Huruf a
Yang dimaksud “reaktivasi” adalah proses/cara/perbuatan
menghidupkan atau menggiatkan kembali jalur kereta api
yang telah ada agar berfungsi dan berjalan lebih optimal.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Huruf h
Cukup jelas.
Huruf i
Cukup jelas.
Huruf j
Cukup jelas.
Pasal 33
Ayat (1)
Huruf a
Yang dimaksud dengan “Stasiun Penumpang” adalah tempat
perhentian kereta api untuk keperluan naik turun
penumpang.
Huruf b
Yang dimaksud dengan “Stasiun Barang” adalah tempat
perhentian kereta api untuk keperluan bongkar muat
barang.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 34
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “Bandar Udara Pengumpul” adalah bandar
udara yang mempunyai cakupan pelayanan yang luas dari
berbagai bandar udara yang melayani penumpang dan/atau kargo
dalam jumlah besar dan mempengaruhi perkembangan ekonomi
secara nasional atau berbagai provinsi.
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Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “Bandar Udara Pengumpul Skala
Pelayanan Sekunder” adalah bandar udara sebagai salah satu
prasarana penunjang pelayanan Pusat Kegiatan Nasional (PKN)
yang melayani penumpang dengan jumlah lebih besar atau sama
dengan 5.000.000 (lima juta) orang per tahun.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Pasal 35
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Huruf a
Yang dimaksud dengan “Jaringan Transmisi Tenaga Listrik”
adalah jaringan yang menyalurkan tenaga listrik dari
pembangkit ke sistem distribusi.
Huruf b
Yang dimaksud dengan “Jaringan Distribusi Tenaga Listrik”
adalah jaringan yang menyalurkan tenaga listrik dari sistem
transmisi atau dari pembangkitan ke konsumen.
Huruf ¢
Yang dimaksud dengan “Gardu Listrik” adalah bangungn
sebagai tempat distribusi arus listrik.
Ayat (4)
Huruf a
Yang dimaksud dengan “Saluran Udara Tegangan Tinggi”
yang disingkat dengan SUTT adalah saluran tenaga listrik
yang menggunakan kawat telanjang (konduktor) di udara
bertegangan nominal 35 kV sampai dengan 230 kV.
Huruf b
Yang dimaksud dengan “Saluran Kabel Tegangan Tinggi”
yang disingkat dengan SKTT adalah saluran tenaga listrik
yang menggunakan kawat telanjang (konduktor) di udara
bertegangan nominal 30 kV sampai dengan 150 kV.
Ayat (5)
Huruf a
Yang dimaksud dengan “Saluran Udara Tegangan
Menengah” yang disingkat dengan SUTM adalah saluran
tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang
(penghantar) di udara bertegangan di bawah 35 kV sesuai
standar di bidang ketenagalistrikan.
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Huruf b
Yang dimaksud dengan “Saluran Kabel Tegangan
Menengah” yang disingkat dengan SKTM adalah jaringan
kabel yang berisolasi yang ditanam didalam tanah
sepanjang jaringan dan sesuai standar di bidang
ketenagalistrikan.
Ayat (6)
Yang dimaksud dengan “Gardu Listrik” adalah bangunan sebagai
tempat distribusi arus listrik.
Ayat (7)
Cukup jelas.
Ayat (8)
Cukup jelas.
Pasal 36
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “Sistem Jaringan Telekomunikasi Tetap”
adalah kegiatan penyelenggaraan jaringan telekomunikasi untuk
layanan telekomunikasi tetap. Layanan dapat berupa layanan
lokal, sambungan langsung jarak jauh, sambungan internasional,
dan tertutup.

Yang dimaksud dengan “Sistem Jaringan Telekomunikasi
Bergerak” adalah kegiatan penyelenggaraan jaringan untuk
telekomunikasi bergerak, dapat berupa jaringan bergerak
terestrial, seluler, dan satelit.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Yang dimaksud dengan “Jaringan Bergerak Seluler” adalah
jaringan yang melayani telekomunikasi bergerak dengan teknologi
seluler di permukaan bumi.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Yang dimaksud dengan “Infrastruktur Pasif Telekomunikasi”
adalah bangunan atau struktur untuk kepentingan bersama yang
didirikan di atas dan di bawah tanah, atau bangunan yang
merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung
atau struktur tertentu yang dipergunakan untuk kepentingan
bersama sebagai sarana penunjang menempatkan perangkat
telekomunikasi.

Ayat (6)
Cukup jelas.
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Ayat (7)
Cukup jelas.
Pasal 37
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Yang dimaksud dengan “Sistem Pengendalian Banjir” adalah
jaringan atau bangunan yang dapat memperlambat waktu
tiba banjir dan menurunkan besarnya debit banjir.
Huruf b
Yang dimaksud dengan “Bangunan Sumber Daya Air”
adalah bangunan yang menunjang kegiatan pengelolaan air,
sumber air, dan daya air yang terkandung di dalamnya.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan “Kolam Retensi” adalah prasarana
drainase yang berfungsi untuk menampung dan meresapkan air
hujan di suatu wilayah.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Pasal 38
Huruf a
Yang dimaksud dengan “Sistem Penyediaan Air Minum” yang
disingkat SPAM adalah satu kesatuan sarana dan prasarana
penyediaan air minum, termasuk pipa/kabel bawah laut air
minum.
Huruf b
Yang dimaksud dengan “Sistem Pengelolaan Air Limbah” yang
disingkat SPAL adalah satu kesatuan sarana dan prasarana
pengelolaan air limbah, termasuk pipa/kabel bawah laut air
limbah.
Huruf c
Yang dimaksud dengan “Sistem Jaringan Persampahan” adalah
satu kesatuan sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan
pengelolaan sampah meliputi pengurangan dan penanganan
sampah.
Huruf d
Yang dimaksud dengan “Sistem Jaringan Evakuasi Bencana”
terdiri atas Jalur Evakuasi Bencana dan Tempat Evakuasi
Bencana
Huruf e
Yang dimaksud dengan “Sistem Drainase” adalah Jaringan untuk
menampung dan mengalirkan air ke badan atau jaringan drainase
lainnya.
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Pasal 39
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Yang dimaksud dengan “Unit Air Baku” adalah sarana
pengambilan dan atau penyedia air baku, termasuk
pipa/kabel bawah laut air minum.
Huruf b
Yang dimaksud dengan “Unit Produksi” adalah infrastruktur
yang dapat digunakan untuk proses pengolahan air baku
menjadi air minum melalui proses fisika, kimia, dan/atau
biologi, termasuk pipa/kabel bawah laut air minum.
Huruf ¢
Yang dimaksud dengan “Unit Distribusi” adalah sarana
pengaliran air minum dari bangunan penampungan sampai
unit pelayanan, termasuk pipa/kabel bawah laut air minum.
Ayat (3)
Huruf a
Yang dimaksud dengan “Intake” adalah adalah bangunan
penangkap air atau tempat air masuk dari sungai, danau atau
sumber air permukaan lainnya ke instalasi pengolahan.
Huruf b
Cukup jelas
Huruf ¢
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Yang dimaksud dengan “jaringan air baku” adalah adalah
jalur pipa atau saluran pembawa air baku dari titik awal
transmisi air baku ke titik akhir transmisi air baku.
Ayat (4)

Huruf a
Yang dimaksud dengan “IPA” adalah suatu kesatuan
bangunan-bangunan yang berfungsi mengolah air baku
meniadi air bersih/minum.

Huruf b
Cukup jelas

Huruf ¢
Cukup jelas

Huruf d
Yang dimaksud dengan “miniplant” adalah instalasi

pengolahan air minum (IPA).
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Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Ayat (5)

Cukup jelas

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Tempat Pengelolaan Sampah 3R”
yang disingkat TPS 3R adalah tempat dilaksanakannya
kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan
pendauran ulang skala kawasan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Tempat Pemrosesan Akhir” yang
disingkat TPA adalah tempat memroses dan mengembalikan
sampah ke media lingkungan.

Huruf ¢

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Tempat Pengelolaan Sampah
yang TPST  adalah
dilaksanakannya pengumpulan,

Terpadu” disingkat tempat

kegiatan pemilahan,
penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan

pemrosesan akhir sampah.

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 42
Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Jalur Evakuasi Bencana” adalah
jalan yang dikhususkan untuk jalur evakuasi jika terjadi
bencana.
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Huruf b
Yang dimaksud dengan “Tempat Evakuasi Bencana” adalah
tempat yang digunakan untuk kegiatan memindahkan
korban bencana dari lokasi bencana ke tempat yang aman
atau penampungan pertama untuk mendapatkan tindakan
penangangan lebih lanjut.
Huruf ¢
Cukup jelas.
Huruf d
Yang dimaksud dengan “Kawasan Konservasi” adalah
kawasan yang ditetapkan fungsinya sebagai kawasan suaka
alam dan kawasan pelestarian alam.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 43
Ayat (1)
Huruf a
Yang dimaksud dengan “Jaringan Drainase Primer” adalah
jaringan untuk menampung air dan mengalirkan air lebih
dari saluran drainase sekunder dan menyalurkan ke badan
air penerima.
Huruf b
Yang dimaksud dengan “Jaringan Drainase Sekunder”
adalah jaringan untuk menampung air dari saluran
drainase tersier dan membuang air tersebut ke jaringan
drainase primer”.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 44
Cukup jelas.
Pasal 45
Huruf a
Yang dimaksud dengan “Badan Air” adalah air yang
terkumpul dalam suatu wadah baik alami maupun buatan
yang mempunyai target hidrologikal, wujud fisik, kimiawi,
dan hayati.
Huruf b
Yang dimaksud dengan “Kawasan Perlindungan Setempat”
adalah peruntukan tanah yang merupakan bagian dari
kawasan lindung yang mempunyai fungsi pokok sebagai
perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur
tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, dan
memelihara kesuburan tanah.
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Pasal 46
Cukup jelas.
Pasal 47
Cukup jelas.
Pasal 48
Cukup jelas.
Pasal 49
Cukup jelas.
Pasal 50
Cukup jelas.
Pasal 51
Cukup jelas.
Pasal 52
Cukup jelas.
Pasal 53
Cukup jelas.
Pasal 54
Yang dimaksud dengan “Kawasan Peruntukan Industri” adalah
bentangan lahan yang diperuntukan bagi kegiatan industri berdasarkan
Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Pasal 55
Yang dimaksud dengan “Kawasan Pariwisata” adalah suatu kawasan
yang mempunyai luas tertentu yang dibangun dan disediakan untuk
kegiatan pariwisata.
Pasal 56
Cukup jelas.
Pasal 57
Cukup jelas.
Pasal 58
Cukup jelas.
Pasal 59
Cukup jelas.
Pasal 60
Cukup jelas.
Pasal 61
Cukup jelas.
Pasal 62
Cukup jelas.
Pasal 63
Cukup jelas.
Pasal 64
Cukup jelas.
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Pasal 65
Cukup jelas.
Pasal 66
Cukup jelas.
Pasal 67
Cukup jelas.
Pasal 68
Cukup jelas.
Pasal 69
Cukup jelas.
Pasal 70
Cukup jelas.
Pasal 71
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “Permukiman Kumuh” adalah
permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan
bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas
bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi
syarat.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Yang dimaksud dengan “Masyarakat Berpenghasilan Rendah”
adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli
sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk
memperoleh rumah.
Pasal 72
Cukup jelas.
Pasal 73
Cukup jelas.
Pasal 74
Cukup jelas.
Pasal 75
Cukup jelas.
Pasal 76
Cukup jelas.
Pasal 77
Cukup jelas.
Pasal 78
Cukup jelas.
Pasal 79
Cukup jelas.
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Pasal 80
Cukup jelas.
Pasal 81
Cukup jelas.
Pasal 82
Cukup jelas.
Pasal 83
Cukup jelas.
Pasal 84
Cukup jelas.
Pasal 85
Cukup jelas.
Pasal 86
Cukup jelas.
Pasal 87
Cukup jelas.
Pasal 88
Cukup jelas.
Pasal 89
Cukup jelas.
Pasal 90
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf b
Yang dimaksud dengan “Pembangunan utilitas kota” adalah
pipa jaringan air minum, pipa jaringan air limbah, pipa
kabel listrik/telekomunikasi, pipa gas dan sejenisnya, serta
utilitas kota lainnya yang diperlukan.
Pasal 91
Cukup jelas.
Pasal 92
Cukup jelas.
Pasal 93
Cukup jelas.
Pasal 94
Cukup jelas.
Pasal 95
Cukup jelas.
Pasal 96
Cukup jelas.
Pasal 97
Cukup jelas.
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Pasal 98
Cukup jelas.
Pasal 99
Cukup jelas.
Pasal 100
Cukup jelas.
Pasal 101
Cukup jelas.
Pasal 102
Cukup jelas.
Pasal 103
Cukup jelas.
Pasal 104
Cukup jelas.
Pasal 105
Cukup jelas.
Pasal 106
Cukup jelas.
Pasal 107
Cukup jelas.
Pasal 108
Cukup jelas.
Pasal 109
Cukup jelas.
Pasal 110
Cukup jelas.
Pasal 111
Ayat 1
Huruf h
Yang dimaksud dengan bangunan, misalnya seperti
gedung, menara, cerobong asap, gundukan tanah, jaringan
transmisi, bukit dan gunung yang menjadi penghalang atau
obstacle alami.
Pasal 112
Cukup jelas.
Pasal 113
Cukup jelas.
Pasal 114
Cukup jelas.
Pasal 115
Cukup jelas.
Pasal 116
Cukup jelas.



Pasal 117

Cukup jelas.

Pasal 118

Cukup jelas.

Pasal 119

Cukup jelas.

Pasal 120
Cukup jelas.
Pasal 121

Cukup jelas.

Pasal 122

Cukup jelas.

Pasal 123

Cukup jelas.

Pasal 124

Cukup jelas.

Pasal 125

Cukup jelas.

Pasal 126

Cukup jelas.

Pasal 127

Cukup jelas.

Pasal 128

Cukup jelas.

Pasal 129

Cukup jelas.

Pasal 130

Cukup jelas.

Pasal 131

Cukup jelas.

Pasal 132

Cukup jelas.

Pasal 133

Cukup jelas.

Pasal 134

Cukup jelas.

Pasal 135

Cukup jelas.

Pasal 136

Cukup jelas.

Pasal 137

Cukup jelas.
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Pasal 138
Cukup jelas.
Pasal 139
Cukup jelas.
Pasal 140
Cukup jelas.
Pasal 141
Cukup jelas.
Pasal 142
Cukup jelas.
Pasal 143
Cukup jelas.
Pasal 144
Cukup jelas.
Pasal 145
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5



 WNAINA YN

B0 AL Aungeng sy Sergediy e SRS T
1w oy g Bervuing maRikien s A9e v Sund [137 41 4 Sh TR
Durtseri oy ey BorAIRT W Ko e ryofume e AL32 41
iiag Bunzaey abums bewd (130 0 B
- Theai Iapacns g e fri-dsepl SN T
s umast

[ ety e
VA3 LVAYMIN NV W1VO M3BINNS

WYYNYINTHE HYANTIM

sy PG ©

s SO - B i
OUHRGEY TR m e ey mewen [

FNVONYHILIN

Q0ODk L S YTVHS n

NYVNYONTHId HYAYTIAN ITHDN vi3d

THOT - ZEDE NNHVL DNNONYE YLOM
HVAYHM DNVNYE VIVL VNYINISY

DNNONYE YLOM HYHIVD NYENLYEEd
[LEE Ll

AVHYE VMYT ISHIADHD
OHNONYE YLOW HYLNIHIWId

T
o

Loty
[atiu

Bunpueg uajedngey

rd
L3
1eseg Bunpueg usjedngey

13
)
=

AL
T

an

34X




Bt
ey

D LN, BURRLNG S0 CHRHRMIEG A1RE etitulg ¢
e ey salep Baaeg FoH BT S rfoie GE ) (0 UL #) Gy UOwouselsg
Bunzanq ows unBun Rungueg #H R s nieBue funl 5102 UL 0G oy JBegaRsin
1wag Beang oy unliee Eoryning v swsen win revBums B 4102 O T empatnisia
CINMAEG R3] RMBEE Ware STy FERR T
ez
o 0335 | NG AN TR €
BIOL R g [ 1003 S 0 |
£ VAT AVAYAMM NYO VEVD SIERNS
Tl
PluBsap Uil i sumes J
1arl
et atntia penn umnes kil
tins)
L e
AU AU UERES  —
wmepen @
By unBuier wigeyg
Aeg umppebuag eurlusg @
g wing moung wusheg [
Ay N Semn g ueBuer winaig
IBMRS WERRRY
g dunfuny eapn ameg S0
ey ——
Ny ahy MBI ORT UPCUSOT e
SN A ey ki i e ——
r MTETERG JRNMY uTEr
anag yeiatheg super ) BT Uny U
IR UsSsr Wi e
TRIUSG SETENT NRT - AN DY UBE, s
T T [T —
Ity UrpRlag Wi ueiier fummg pulia),
e b Nl |
0y DR - B0, Gotdunvag muwm,
giﬁ‘hﬂ ——— ¥ edy Beeduneeg muuus
st o Somen wmme [
{HESAL) ey wonpany ‘mnsy Bisd
“”ﬂ_!u._lﬂ.‘
Tyl mpny wmvaromg pown, @
g ..lli:n,—__l.-_x.!.mwi
TR
megavun @ oy usineg =i (@)
SETIORIR SEAN B PRy Ry SOI9HE
TNV BNLHNHLE ¥RYINIY
EEUEREY BV
. Tty Ty
FEHAG R - - A Wi [E]
smeg
. B
S NYONYHIALIN IyewiD Bjoy
r——r— i 2
= Bunpueg uajedngey L i
S lenen m m. w..
f = = K
- i Aoy 1
= e e oA o .
v ue et 2 e b
ISYHOT WYHDYIO 2
BOE WO PreD | AU, Weieg] £,
HiEL SO ST ¢ FUSTAN Wheg ™
5 e B WA o Fusy auE ks == !
SG{ELi0 EuiL En Tnsginig J =
e —— < i
CE z 0 ] r
000°0F © b ¥ TYHS n ¢
£ AT i i ieseg Bunpueg usedngey
ONVINY HMLYNYLS YNYONTH vi3d ] A e A
s
EHOZ - TZ0Z NNHY.L SNNONYE Y1OH !
HVAYTIM SNVIH VIVL VNYINH H o .m
£257 WAV & Bowon m { |
ONNANYE YLON HYHIY NVENLYHId janrad
I N b
AVHVE YMYT ISHIAONd m
ONNONVE YAOH HYLNMINSd




VMR YNYA

(118
OHNONYE YLOM MY
3132 emumy Barpumy e REAIE it srkrRing
i Erl b s s o8 ey
Aeanas B 1102 1y a1 o0 LR

Uiy dy g mEr e —— | 5

Yy BRIy N vt e

ONYIH HNLNMHLS YNYINTH

B L ]
ey ey e B S
BRI D -~ ]

F NYONVHILIN

et

NVNVAY T3 1¥SHd INELSIS ViI3d

THL - mﬁ HAHYL ONNONYE YLOH
HA DNYNY VAVL VHYOINIY
ONVINEL
DHNONYE ﬁM: :(»E.u&mg.reﬂmn
Ll N uldm Y

A
s

Tt
sy

LWHVE WMAYT ISNIADHD
ONNANYE YLOW HYLNEAWNEd

Bunpueg uajedngey

I
eieg Bunpueg usjedngey

b &

=
AL




VRV YNVA
LT

DHNANYE YLOX MY
]
e, e
aw -.snpn..tin.u_...z.-r. y
g o Bemzeuy
g Surguny o 1 T LRy
PSSP Mirka) Bupen s ATSRsy SERE T
se0k
L | WS D T
WAL WL drmmgisd | oS HBE RAT) |
L34 LYATMIH NYO VLIVO H38mNS

Bunmg wpms [
T
eI |y
ey uilpr sng
DNYNY HILNNMLE YHYINIE
i
URRLIEY Yoy e By
noynsincngry sEE) B o N C
F NVDNYYILIN
p—
i
T
l= 2 m = -
ot
_ e
IE¥YHOT WYHDYIO
BOGZ E PR - A wieg
HiBL ST Wi ¢ RO W
BT FUOF WA B U RIERORE sy oS g
2y SRR (ST iy
e
- —
0000F L -WWHES n
ISVLHOdSNYHL NVONINYE WILSIS
DNYNY HNINNHELS YNYONIH VL3d

DNNANYE YLON HYHIVD Nvanlvesd
2 NYHLENYT

LVHVE VMYT ISNIADHD m
ONNONVE YIOM HYLNREIWD : T

sz

S
i

Bunpueg uajedngey

n YA
" A
L
hr iy . __~
{3 :

#
1eseg Bunpueg uajedngey

=y




siarus b

.....

L] WUy upbuelsy ROEY LInEg
WL} ebausy UBSunbay niesr) TamEs:
LU} 86y ustuubay wieer) otnes -

= P "
= e
I1SYHOT WYHOYIO

VE Ve T8 [Eesa uniE

¥R ST WG ¢ IEMIOZUEH W]

P GeaF LN D e Spoas U | ) et
RSy SRR [oree myainig

e T——

W v B i o <
DO - & YIS n

I9HING NYONIEYI WALSIS
DNV HNIMNYELS YNYINTY ¥i3d

THOL - ZE0Z NNHYL SHNONYE Y1ON
HYAYTIIM ONVIH VIV WNYONIY
SNYLNL
TIOT NIHYL § HOWON
ONMVONYE VLOM HYHIYO NYENLYId
£1) NIy T

AVHVE VMYT ISNIADHD ﬂ
DRNONYE YLOW HYLNHINED B 1

Ty
o

L B ik
| Y
R ! i
wu.....}l e
a4 ", e S
L R e
iy g A
& B .,w...
L1 &) il
| # £ o,
x s & ——
fhdusn ety i
P Tareand
ehimots , A
L
L% L
e W X
=7 R i
i \Iw Rt R
y/mlai rfCL.J...li.u_.‘.

e
" ———

Bunpueg uaedngey

s

&
jeseg Bunpueg usedngey

1EwD 103

NP

v
FILEE

—

T




o WA VNVA.
L
ONNONYE VL0 IT¥M
118 AL B iy DR Wi R
me ELw
Burguatiy S sl DS im 79 B4 AEYRS Frphynas Bum B0 WL OS5 oA pDmBSasin
g burmarg e 02 U AL W) VEsIsr
“IYeeR e B wich mumisy AW
Banz umen
iz  Fng e e
4D A e { o pe £2) 4
Z¥add AYAYMIY HYQ YA¥O HIEWNS,
i
i
|
|

Lt
F ]

IEYHOT WYEDvIO

L L gy, sinrer)
L SO g | ki s
T REZ WL P s s D walg
Y S reysdal

j————
——Y
0000k L VWS n

ISYHINNWONITAL NYONIHYT WALSIS
DNVNH HNIANHLES YNYINIH V13d

THOZ - ZZHT NNHVL SNNONYE Y104
HVAYIAM DNYIY VIVL VNVINTY
OHYLINAL
ZEOZ HNHYL 5§ HONON

BNNONYE H NYHNLYEIS
itz

AVHVE VMY IBNIAOH

&

ONNONYE YLON HYLNREEWNAd

e TLmaan

Bunpueg uajedngey

IHEWILD B0y

S

T
B sein

St




[Ty i P
s i =)
S ———
o~ e
s ! ;rj.,,..!.;fr.\,llr.r.ir.ii
o @ 1 =, B
- m = et T e A — <
M e R l - I
% i o - 1
G L Y ] X i | S T
5 t | e iy i ~ 4 S
- L] < W ; o
- ! ] ) A, L
. T sm eI R g
P o % } L ,._. i ——— i
1 i "
Fi ] s, ' i - i J
G —— 3 Teeal i e i N hs ;e | e / ,
il %1 ) i E—— o T Pt b
L e 1 , foud ! s = 4 C \
P = | oy ! i - T
. ) ) ! [ ¢
/ b j S N
i i -
) i § s 3 £ b / S,
J §) e i . b | il SRS Y
1 3 —— £ L T i - \
{ i
3 ¥ b 2 ja” h £ i
B i & Lo - R S .
m .\:\1. e g N e i m
4 P T i
\»\ P i %, s L i L] . N z
4., N e 8 e s .
vt \ P o -idg ’ sy
£ — xf . & Vi . e s
Ko o - % " ree? ) et 3
r.lr\_\.r mu " o et : b i B Wl AL
3 1 3 e ) Jcsl.../rr N -~ el 4 ¥
s N Yoisccond o “ s,
L o m\ L e i e
\\ (4 wd o i -~
v “ A o) -
N i FN i yEwr El0)
ey 4
" .- llirf....\ I _.._ T
¥ \ U e : g
g Bunpueg usjedngey £ } ——— 0 N d
1 3 Y ;
m P : o A m
A L : 3 L
P, A i iy
o Bl & % |
it e - 1
T s :
i S foo : H
d e i L W
: ! - d o ™ X
BF " = 0 ) P -
! 3 . -
P s
L e e W i 3 i
iy z ' [} L {40
11 - J [
a0 YIRS n 3 - o iedeg Bunpueg usjedngey .
HIY VAYO ¥3EANS NYONIMYE W3LSIS k FE i = g
DNYNY BNLMNYLS YNVINTY VId i | e .
THOT - 2202 NOHYL SHNONYE Viow ¥,
HIVIW SNV VL VNVONSY ~ o m
ZZ0E NAHVL 5 HOWON i H
DHNANYE YLOM HYHIVA NYEMLYHId Pt
BT H
LVHVE VYT ISHIAGHA ﬂ_ Y
ONNANYE YLOK HYINMINTS ] e
B T ST e i o




Sl

T AR YA

i i B DB s BT SBLR Eraee B LT B b S bamirming

b B 027 81
L4388 B T LbAseRa

a1 1yaias Burpiang me gy st T
a2 it
T e o Tk

010 e wanpaiad § j00g g 819

£ ¥13d ANAYMIY HYO Vi¥0 HTENDE |

mogang I - | %

|
EH

DNV HALANHLS YNYINGY
[ L

- .
UKD S - — g e 5]
* NVONYHIALIN

oz vl Frees 1T sy
V81 SN e ez wnieg
g W pus e g D s
ey e, g wainig
) E | [ (
0000F: L WS f

oz - Y1 SMNONVE YLO%

iR SRS SLvL R

ZZOT NHVL 9 HOWON
DNNONYE YLOM HYHIYO NYENLYHEId
Ul NYMIAINYT

. @
DHNONYE H¥il d , |

T1onma
vy

Bunpueg usedngey

1eseg Bunpueg umedngey

T
Tama

ire




WHVATAN YHYA
o

158 rrums, oo o Sommqmstel ere ueuerund

!xl!liszl.i!la!!r!.::_iiili!

ek e Surpieg e A sy AT ©

sy iy oesms | G
TRl WU PTURGTIG UESEATY
[una—
RSP UESRWEY
g ey ([0
Rnp g urERMTY e R
] ey [
IeRLndiuns urPTRWE ey i ([
v e T L |
U UESENEY wivens [
bl [ ] Duiny UEsEwey
UEREMEY [ ]
o
oyt e s [T ey el ([
b e e e P ALY UESEMEY
e e B e
RN urEREY i e
DHYITH Y0 YNVONIH
umproeper [
werer
T T
Moy Y e L Lo L
NYONVHILIN

Enl__!‘kn

S

jeseg Bunpueg usjedngey

IRauerun

[ ]

Vst

=




Pt o v |

SNV W0 YNYINTH
ey eupra [N
umper
uEusSy G O
UNSHUESAN SR - = maynmeingry Moy . =
AR N = i a2
* NYONYHILIN
ey
e
LT
g 1 =
i B = s
= T ]
3 T
1= -
ISYHOT WYHDYIO
E00Z WO pEag T, W
i—mﬁ!i—_ IPRITTU R
5 BF BUOT WLLIT D urp g TR T
SABIAN FRMTURIL B4R i
ur E 1

ieseg Bunpueg uajedngey|

= v = e
W P

i

.......

..........

AN | ) Al

Q‘Vs




s
[is

DNNONYE YLIOM 1Y

142 i, Brend wi Dowsaciieg s LmptRSUag ‘p
il

Fibd 08 £G0 5 & WO TR W 2

HIY NYdYSTH NYSYMYM
ONYNH ¥10d YNYINIY SNSNHA NYNLNILIN vi3d

TWOT - ZZOE NNHYL DMNGNYE VIO
HYASIIM SN YT VIVL VNYINIY

LYHVE VAT ISNIACHS
ONNONYE YLOH HYANIHINID

T

e
FT—

Bunpueg usedngey

.......

jeseg Bunpueg unedngey

A

35 1.

BT
Rlatms

T
Tlans




DNNONYE YLOM 1Y

EAR e g T Ty W
s sen e 8 |

£ e ) 1 1008 pres E4T )

ey veora
ueer
i e o
U G - L L
mEmdnGTy ITeE - b SR
S NYONYHEILIN
: e e e[|
; Gt
s e = &
_ EESI - S
|
? Wb 2 b
|52 e
ISVHOT WVHDYIO
ROOZ NG e - L, W
-8% REOILON g
S Wy BUO7 WLN RIS sED ey Pg walsg
SO SRR, PRI ey
it B ]
wy v ] i ] <

O00°GH * b VIVHS

| ONvnM Y10d YNYONIN SNSNHH NYNLNTLIM Vi3

NYOYdWIS NVSYMYH

THOZ - TZOZ NOHYL SNNONYA YLOM
HYAYTIM DNVIVH VIVL VNYINIY
ONYLNIL
LZOT NNHYL § HOWON

DNNONYE Y10M NYHNLVH
TR NN

LVHVE VAT [SRIND N
DHAONYE VL0 HYLNIIWId

L
e

a—
TLama

2
= i
B i
i !
A H
Mo i
. 3 i
sl r& o
J Jeh 14eu BoR
- ¥ kL
= b ) o £
m ._ i b e n1___._ w -
7 | Bunpueg uajednqey { & 7 ° ;
% o )
i L !
e S
_." e 5
L i mrar 3
B K i
¥ A /
.‘._.
=t &
i et jeseg Bunpueg usgedngey
i 3
. e
e
1}
. ki N




VAVONE HYOYD NYSVMYH 3 P  E—
ONVAY ¥10d YNYONTY SNSNHN NVNLNILIN vidd pr et

ZHOZ - ZZ0E NOHYL SNNONYE YLON ¥
HYAV AL DNV VLVL VRNONIH m e m

- =
am =

JHACIT i




WA YNVA

ONMONYE VLOM TYM

4t e fargaml Ky Domnpdden WD Leetus) v
o wm 408 2 b 3 by
B

& v G T T
A s e | 19605 PE A1) |

£
!
{
H
&
o

et sy e

R Ry

e v
v
Bumpup) uRREMEy
ONYI Y10 YNYINEY
vepr veee [
umer
L L
URJELUEISY SRR - - EIoaiEdneey Mgl -
FEURASAIGE S - R b i N
I NYONYHIALIN
Erre— '
= v Bunpueg usjedngey T 5
=y e — h m
= o WF
3 = = % i
vII v "= = e
i by
e ] s
.y # y
- z ¥ ‘
FE¥HOT WYHOVIO
HOGE D3 PG I, LR
Fin) S uiee (s uniog
5 BF AUDF LN FUD e bt P Uik
e ] myleng
e )
ww z v ] « i F -
DOLOR T b YIVHE [ 1 SR 3 3 o jeseg Bunpueg usyedngey ¥ i .
WNYINIE NYMYH NYSYMYS & P [ T S e i
DNYNE V10d YNYINIH SNSNHA NYNLNILIN vi3d B .J_.f.. i
THOZ - TZOT NOHYL SNNCONTE VLON !
VAN TN BNYVTH WIVL VNYOHIH _ m
LNAL 3
SHNONYE VO HUUTY NV i
5l NYBIN Y ’
LVHYE YAYT ISNIACH
SNNONYE YADH HYLNHANIS =




i
WHYATIA YHYA ¥
) 3
DRNONYE YLOH IT¥M
3¢ srap B e Boreh s s A T
AT Y LaThan e P Y R EEIB0 ORI Bl 07 UL ) On WBeReemiag.
¢ Laaz 3. Foms BIAE WL OF On) DemERs
ing Buroang rurtiuwns Bursd | 02wy
PP e BuspLey B BEAR LRl aNEd
Lz wen
. AL Wiy R B30 RE | PEND R B T
B DR U e | R PR A0 4
£ ¥ABd LVAYMIN WO YLV HFENDS |

mrismmniag exten, e wwary [

aalom sy ey |1
g sy
whrpgmg unasery
DNV VI0d YNYINTY

wpringe
urer

ummLSY B o

UERURZAN SERE  ~- oy B .

sk BEE el s oy (5
s

I NYONVHILIN

105
e

S

1SYHOT WVHOYIO

Bunpueg usiedngey

BO0Z W3 MORD TERRA, wRl
TR SO WD IEROTOY WG
S 7 BUOZ WA P U SE003<) puT) D uaer
ATy FLOASURIY IEIMAIN ]
e T e
sy z i o < o
000K L IVTVHS n al meon vaegd Ty “.
2 i i
(S NULAMNY TEIMEEE NYENYD NYINYLEED NYSYW ki Ky iy
DNV ¥ I0d YNYINTH SNSNHA L3 ¥l 3d s .
0% - EZ0Z NOHYL SNNONYE Y109 1 )
HYAV I ORI Bl VNN
ITOZ NMHWL 5 HOWON m i
SNNANYA VLOH HYETV NVENLvHTd
Wi NHIANYT {
AVHVE VMV (SHIADN boom
IMNONYE V1O HYLNRENSY |
! o . =i

;
)
e

L4
GTE

NGO

e

v

=y




NI YA
e

SINMONYE TLOH M

e
Bi0E L, Dumpeg wpy Duwepptiel MeD vameidg v
s Bum 1102 Uz b

] g oA OSUAE . L NS AT W T
RO S cmuaied | 1508 RETRE 0473 |

ORYNY 104 YNYINIY

uner ueses [
wenr

ISYHOT WYHDYIO

5

un e

B 0 AT PuS S

AO0E WEN] PORS e, wreg
Hib) SEA W ¢ ENTmH wnEg
e B s
"SI s [FUBLTL

[
z O [l (
0000k~ 4 DYTYHS n

H1d N¥ISNBIMLSIONTd Nva
NVLYVINYINId 'NYVIOIANSd Vi3d

TWOL - ZZOZ NNHYL ONNANYS VAON

HYAYTHM SNV WIVL YNYOMS
DNYLINAL
TEOT HAHYL 5§ HOWON
DNNONYE (..m_.-.a_w_a-x‘ﬁu NVENLYHad
LVHVE VMYT ISNIAOHA
DNNONYE VIOH HYANEAW3S

e

P
e

'y
" .;_.
! H
¥ { N -
| T N
Bunpueg uajedngey A_w D
\ﬁ - ; 4. ' m_-_
h-u” l.”s T
s | — 3
\ 1
i < ._. .
I __
-~ Sy
.__.n
P
e
-
- 1eseg Bunpueg umednagey
i o}
b

e Bey

e




S TYNVATNIA YNVA

au

ONNANYS YLOM 1T

: ¥13d LYAVMIY NVO YIVD ¥38WNS

oz

p

et

a\r\. -t
4 wuges
Z v .M
vy ey i H
o e B b ny .r»)\.\lti H
veBupuodey jnpng. L1
SI9ALVHLE NVSVAYH NYJVLINId i
UEWEWESRN FI0Nal o S &
uesEany G —- - moAusRdNE I
AR SEIRE - = sunoi e G
Eiva
S NVONVHILIN
e i 3
s P .. Bunpueg uajedngey u.,
i i
i i
I
:
_ :
| E; i
I ' ¥
|t 3 4
‘ i
i ‘
i "
S §7 BUOZ JLLT U URR SHEI0ND PO B WBLSIS. s i
Soreoiy 29.anaURL PN Toahong i v
¢ )
wyr z [ [} 1 . 3 i
0000k | 1VIVHS n = ol . et 1eseg Bunpueg usjednqey i
g ez d = ! - onet b
5 i IR S £ron =
VL0 SI93LVHLS NVSYMYY YNYONTY Vi3d r. i -
02 - Z20Z NNHYL SNNANYS VLOM 8 3
HVAYTIM ONVY VUYL VNYONIY El
SNVINIL § H
2202 NIHVL § SOWON H
ONNONYE YIOM HYEIVA NYHNLYHId W
AL VI :
IVNVE VYT ISNIAONY g | e .
ONMONYE YLOM HYLNRIIW3d Sz,

==




ddo ‘ueekepnqgsy SueltedimnaT ddS €
ado ‘uesprpusg BISEMS uemelyed JddS ¢ 3ddS uepninmow
ado ‘uereyssay AdO ‘10 gadv Iesenas JddsS 1 ‘esj3uel urefep [eIsos SE}NISL] Uep WNWN SEIISE] UeeIpalusd
eAuure[ J1ex(12} AdO
uep wnuwn :Qm_wvvﬁvm
ado ‘uedunqnyiad
ado ‘Sueny
BlR], AdO ‘UewnuLIagd
ado ‘ueekepngay
ado ‘ueIpipuad eISEMS a8eqapen Mdd ‘T 3dd uepninmow
ado ‘uereyssay AdO ‘10 gadv unre-uniy Jddd 1 exSueI urerep [ersos Sej[ISe] Uep Wnwn Se}[Ise] ueerpakusad
28eQapen JIMS '8
Sunnqsunin IMS L
SIUEWEdIY JIMS 9
uopIoy JMS 'S
SO2IEY JIMS b
e3o[edoL IMS €
©j03] Surfunaqio JIMS T Sunpueg ejoy
Sueny ueeyeusd AdO 103 Addv eregeuofog JIMS T ISBUOZ UBINjeIad Uep Sueny eje], [Tejo( eueduady] uedejousd
o8eqopen JMS '8
Sunroqdunin yms L
JIUEWedIy JMS 9
uopIoy JIMS 'S
S92IeY JIMS b
©3o1e39L, IMS ‘€| "TH0T-TTOT Sunpued €103 MALN Sueus} Sunpueq ejoy Yeiseq
©e103] Surkunaqr) JIMS T ueInjesd renses Sunpueq eJoy] ISEUOZ UBINJEISd Uep €03
Sueny ueeyeusd AdO el0y A9dv eredeuolog JIMS T Bueny e1e], [rejd BUBOUSY ISIASY STUNQ], LI9JBJN Ueunsniuad

ueuele[ad jesnd woasis

DNVAH ANLANALS NVANLCOMITL

VINVLIHd dVHVL NVNOHVL (VINI'T) § HYONANAN VIONVL VINV.LO IWVIDONd ISVIIANI

CC0C JHAINHILLHES 1C TVDDNVL

¢c0C NNHVL S JONON

ONNANVE V1OM HVIHVA NVINLVIHd
A NVIIdNVT




C

eIegoueI}Seg Ulesny BIepueg
sosyeSuow Suek (mased Suedung
— Sunmey] uoqey Suedung) nye
Jised uerep - ({iey ased suedung
- yo[es wewyey Mpqy Sueduis)
uerefefed ueler - yores uewyey
Npqy ueer — ouejmy uerer

- Yereq 1emefey ueep : g 0pHOY ‘g
Sueluedimno] reuruLIa, ISeIUIOW
Sue£ e))eH OUIEe0S Ue[R -UBULIIPNG
AdNd UeLIUaWY NgdV Ue[e,-wWNaINRqI) Uerep : [ JOPLOY '] Jowrid n19)re uerel ueereyrowad uep ueyesiSurusg
uerep ueSurrep wWa)SIS 1°C
1sejrodsuer], ueSurier walsIs 'z

nemraq 3ddS 0T

uopIo3f 3ddS ‘6

Suniaqsunin 3dds 8

edejuy 3dds "L

99BN 3[ddS "9

Suefuedimnoy 3dds 'S

ueme[yed 3}ddS ‘v

Hesenas jydds €
Sueny ueejeusd uep o8eqapan 3idd ‘¢ ddS /31dd uedusp 1seidajuria) Suek
wnu ueeldad ddO ©03 9adv unre-un(y ddd ‘I | jisuen) isejusiioraq uesemes] ueduequoguad euedual ueunsniusad
Sueny ueeeusd uep ©103 seyanse yesnd redeqas a8eqapan Mdd
wnwi) ueel1esad AdO ©30) 9adv 98eqapaD Ndd | Sunsynpusw euns s8eqapan srodouspl, uesemey ueSuequISUL]
Sueny ueejeULd UEP ueye| 1suarsye uespesiduruawt euns snsnyy 1s8uny ueSusp 1ses{0]
wnu ueeldad AdO ©03 9adv unpy-unfy 3dd | -isesjo 1seuoz pnsjiup ueyerday 1s8uny Isesife}iadl uep ueelfewarad

hemisd MddS "0t

uopIo3f 3ddS ‘6

Suniaqsunln 3dds '8

edejuy 3dds L

I9TEN 3IddS 9

Suefuedimna 3idds 'S

uemelyed JMdds v

Hesenodg jydds €

Bueny ueejeusd Uep a8eqepan Jdd ‘T
wnwq ueeloxed ado ®©J03 gAdV unre-uny ¥dd T 3IddS uep 3dd TdLy veunsniusgd

efuure| 118319} AdO hemisd MddS '8

uep wnwp) ueel1oxod uopIoy JddS L

ado ‘uedunqnyiod Buniaqdunln JddS 9

ado ‘Sueny wedejuy Mdds 'S

©je], ddO ‘UBWDNULId 99BN ddS b




yereg
eaer “A0Id AdNE Seuld

Isursold addv

NV uedaq uerer

‘efeurefr) uerep

‘o108auodi(q ‘g uerer

‘ueuryerdng M Uerep

(uewyerdng Suedung

-imse] Suedung) Tueg pewyy uerep
{mse] uerer

Wig uerer

“ejod uerer

{(Bunpueg

‘qey[/el0y sejeq - BNEH OUIEXo0S
+ Suedwig) njeqg yeng UesSNI9], Uerep
‘{(eyrey ourespog Suedung-gy Suenfog
Tefelad ¢ Suedung) nyeg yeng ueep
{(Bunpueq ‘qesi/e103 ‘S1d

-ig I Suedwis) eyol "YOW uerer
(Bunpueg ‘qesi/ejoy

sejeq - €194 ‘I Sueduwrg) odoy] uerep -

{(eprey-ouresoog Suedung-esyrurep
Suedung) efoy Iised uesniol, uerer
(ereSouenseg uRsny

erepueg sosie) uerelefeq uerep
{(opuaory Suedug

-pyessed Suedwig) uerefefeq uerep
{(Sunmesjuoqay] Suwedurg

-uerefefeq Suedwig) opuodr) uerep
‘(piesiused Sueduig-opusdr)
Suedunrg) Sunmey uoqoy  uerep
{(uerefefeq Suedung-Sunmeyy

uoqay Suedung) pyIesIsed Uerer
‘(ueunioly /ipefesing Suedung
-moaysed Suedurig) BiesjIsed uerer
‘pefesng uerep

‘Suemesng uerep

‘Ipnqenag uerep

v
‘HpuewI) uerep
e
‘e
‘0T

‘61
‘81
‘St Buenfod referad uerer -
91
‘ST
bT
€1

kg

‘o1

1)

= oo

Jowrid Joypyeros] uerel ueereyrowed uep uedejuewad

-a8eqopan

npedio], reuruiIg], sasyeduswr

Suek 98eqapan uerep : 4 I0PLIOS]
nuqr) uerepr - Sunpediy eley

uerep — 3uniog Sunln eley uerep

— efe[Suepuls eAey uerep — ejoisny
dH3 uerepr ‘nedeing uerepr — nednsed
Bueke] uerep - veunfunlq-iq

— INd)sed Ueer : ¢ JOpPLIOY




€103
wnwq ueeloxed ado

©)03 addv

uemeryed uerer

‘nefnpren uerep

{(Bunmey] uoqoay] Suedung

-nefmpren Sueduns) Byifey| Jased uerer
{(espopIo]y Suedwig-eUEBOUINNNISEM
Suedwig) ejeulpedeiN @Y1 Uerer
{(Inopunan

yewno] Suedung-rureing  Suedung)
muewosog eAIng ‘Ig joid Ueep
NIPUNAN Yewno uerep

‘rureing ‘I "I 'Jold UBSNIS], Uerer
ceunrg Suepurg uerep

(Imemquiniy

Suedus) pnqenas uerep
{(seredureyry Suedung

-Buemesng Sueduns) rpnqenss uerer
‘muededrp uerer

‘TeAR] Mpqy uerer

‘serodureyr) uerep

{(opueory Suedulig-eULdUINMNISBAN
Suedug) uerefefeq uerep
‘eueOUINN)SBM UTEr

{(ueespoproway] snuLred Suedung
-eSerg Suedwig) efererung uerep
‘ueelopIoWaY SNULIS] Ueer

‘eSerg uerep

(eyyeq ouresjpog Sueduig-ojoiqng
joren Suedwrg) 1fy wiyelq) "H uerer
{(01o1qng

j0en  Suedwig-ejresier  UeBSNIYJ,
Suedung) 1fy wrgeiqr ‘H Uerer
‘0j0IqNg joyen uerer

‘LY BISY uerep

K49
‘e

‘0T

‘61

81
LT
91
ST

PI

€1
¢t
Tt
‘ot

% o

ERCEN

ITopuns{as Lare uerel ueduequoduad Uep ISESLININNISIY

Isutaold qddv

‘Tepsnd uerep

uep ‘Suerourwr) uerep
‘ueje[og preas[eog uerep
‘fereq preas[eog uerep
‘eurej() pIead[oog uerer
‘efey] o3eqopan uerer

LR RACL ek

JowiLld J10)33[03
1sSuny ueSuap 1suraolg uerel ipefuswr ejo3] uerel ueresiduruag

“(loL 3qr/Sunpueg
©joy] sejeg-nemraq ¢ Suedung

-V [9¥) uelepg ofeqepen  uerer -
uep ‘yekseqIly j0juag uerer °
Buediferry uerep -

‘yereg nqisen uerepy -

‘Ble[) uerer -




IuewWa0S eAINg "I Jold ueer
‘“Jered ennyip uerer 9
‘Buersg Suepeg ueepr g
‘[rewrs] sndeqny, uerer 4
hige: amnpediq uerer g
Sueny ueeyeusd AdO qSuemmg uerer g S
e oty “Buems Buaduns - pnguRas . Buedk 1opunsas 10903 uerel ueereyrawad uep ueyesduruag
wnu ueeldxdad AdO ‘©103 dddV | Sueduwig) rnequni)y ueer 1
(efe[Suepurs Suedung-ueuneidng
Suedwng) wex  pewyy  Ueer ‘gg
uep {(mse] Suedung-eryy
eIsy Suedwrg) ey pewyy Ueer ‘gg
‘efey yered Jloo ueer ‘1§
‘eprexe[ UeSnId, uerer ‘0§
wnqesng verer "6t
ejreyer uefer gy
{(11093] Buos8uo]
Suedung-3uresiepes /oemesr)
Suedung) ueyderey] uerep ‘Lt
(319 Suedung-3ursepes
Suedung) nyeg uyeng  ueer ‘9t
‘Buteyepes uerer Gy
{(ex1yy ersy Suedunig-[rooy]
SuosBuo7 Suedwig) epung uerep ‘pi
‘fensemip uere gy
“epny| uendeq Uerer ‘g
‘efey yepuy IUBWEDdIY UB[EL [t
efey weduruny] uerep ‘O
‘efey nyeqro ueEr 6€
‘efey Suefes1) uerer 'ge
{pasIBuId ueEL L€
‘uorny] ULUBIBSI) UE[RL "Qf
‘oqureur) uerer ‘gg
13es yewny uerer ‘yg
‘e uerer ‘€¢
‘{uewlIpng ueer ‘g
‘refueeue)sy uerepr ‘1¢
cefoxrised uerep ‘0g
‘(efosaiseq
Suedung-yyg Suedwrg) odoy uerer ‘67
Buelfuedimno] uerer Qg
‘ejeul(q Tepues(s] 0J0 Uerer ‘Lg
Buo[quIe], uerer ‘9g
‘BuoquiyT uerer ‘Gg
TeIPIIN UereL $T
‘epuenp 'Y "I UereQ ‘gg




qdNd UBLIAUIWIY

Nadv

“ueymINgay SIsireue

TIsey rensas uesyningip Suek efuurey
Buepiqas uesejurirad /unsns Suedwrg
‘vl 101 — eSelg

ue[e[ SUBPIQRS YEpN UeSEIUlIad

Yy 191 — epung

ue[e[ SUBPIQRS Yepn UBSEIUIIad

V3] [91 - TUBL pewy

ueer SuEpPIqas Yepn Uesejunad

vl [ - YoTes UewyeInpqy

uefer Suepiqas epn ueseuIad

V31 [21 — eunfry

uere[ 3UBPIQS epH UBSEIUII]

VY 121 — oruelINN

uere[ SUBPIQS epH UBSEIUII]
‘nuewng e£mg uerel — veun(punlq
+1q uwerep unsns Suedung

BIresjIsed uerer

— uerefelpeq uerep unsns Suedung
‘unfeq uesIiog uerer —

mypngenoas "I1q uerel unsns Suedung
‘1funaeped [0} uerel

- a8eqapan uerel unsns Suedwrg
‘otlpy wiryeaq) verer -
epey-ouresoog uerel unsns Suedurg
‘nyequeng uerep —

epey-ouresoog uerel unsns Suedunrg
feyo[, YOOIy Uerep —

epey-ouresoog uerel unsns Suedurg

PI

el

¢t

Seuepiqas
srepn uesejuriad /unsns Sueduns/Sueke] uverel weunduequog

‘oswejey] ualdug uerep

uep ‘(eyresiep uesnio], Suedwig-Tue x
'y Suedung) oify wiyeiqp ‘H ueer
fennyr) uerep

oureany uerep

{(Buroxrepes /oemesry
Sueduwig-uepurey

‘yoly Suedung) ueydereyy uerep -
‘{uepwey peweyo\ uerep -
‘g, memefey uerer -

‘(e 'y Suedwrig-esppIoy

Suedwig) ejeurpelreN |1 UerEr -
‘efererung uerep *
{ep uoqay uerepr *

‘eunl1y uerep
‘npued uerep

‘61

81
LT
91




resecuey
UB)EWEOdY] Ip BNSEMID [EUTULID], ‘g
‘rredejuy
ueyeweody 1p ruwedejuy reurura], ‘4
(refueeue)sy
ueyewreody Ip eSoreSa], reuruiay, ‘9
‘mpry] eo3uolog
UEjeuredy] Ip INANPEqIO [BUIDL G
{03y
Ueeureday] Ip SM [Py [BUMLID], “f
‘Buorqon
uejewedsy] Ip Suereg Suepeg [EUIULID], '€
‘3uo[qo) uejewreody| Ip 0Se( [BUTUWLIDL, ‘g
‘pefesng
€10y uvesunqnurad adO ej0y addv UEjeweO9y] 1P BUBYIIPIS [EUTULID], T O odn Teuruia], ueSuequiaguad UEp UBEIEYI[oWS]
wokoIr) [euruIy, ¢
Isutaolg el IS [eulus], g
wedunqnyisd adO 1sumold agddy Juopo] reurwe], [ g odi], reurunro], veSuequoSuad uep ueereyrOwWag
)03 wedunqnyiag
ado ‘uedunqgnyiad
uereyueway | 103 qddV ‘NAdV a8eqapoan v odi], TeUTULIS], v odiy, reurtunis], weunduequrad uems( uenfeSusd
Suopuooerery
Uejeuredsy] Ip WNayeor) [BUIULID], ‘g
weSungnyrag mpry eojduofog
UELISUIUIY] B)sems ‘Nddv weyeweody] 1Ip Sueluedimno reurunia], Vv odn reuruis], weSuequreduad UEp UBBRIEYIOWJ
Aunaip - Suele[eped [0 UE[el ‘g
AdNd UeLIUaWY NadV efosaised — Suealog [0, uerep | 10} uerel ueeIRYIRW]
Bunuiaq3un(p - moajsed
uesnIg], ©joy urerep [0} uerel ueduop
1Aunareped 10} uerel uesdungnyduswr
AdNd UeLIjuaway] elsems ‘NddV | Sued ueje[og - elei( 103 Wreep [0} uefe ©103] Urefep [0} uefel ueunsuequiod

epe ye[e) Suek eAuure| uepiqos

srepn uesejurred/unsns  Sueduns
uep ‘eyrexer
uesnio], uerep unsns Sueduns

{o0joIqng joren

uerep — mse ] uerep unsns Sueduns
‘eyreser uerep

— ueunerdng uerep unsns Sueduns
ninpeqro uerep -

ejyeH-ouresoog ueref unsns Sueduns
f(odoy] ') Lreysy wikseq “HM ‘10
—epey-oureseog ‘Ir unsns Suedurs

9

—

eped Suepiqes sepn uesejurpzod /unsns Suedwrs ueereyrowagd




‘aeSunqnyiad uexSungnydusw Suek uejeros ©)0y Tejue
UBLIQJUIWIY B)sems ‘Nddv emep yony) a)qnop 1de eyorax arep 1 | 1de ejoroy anrel uedurrel veunduequiod neje/uep ueduequiaSusd

1dy e3a19y] ueSurrep waysis (A4
“eAuure] uere[ uedesZuayox
Sueny ueejeUdd UEP uep Ie0jon DYIUISUW WN[eq Iexas ewes Sued I0)a[03 uep
wnui ueelrdad ddo ©l03 Adddv Sunpued €103 | 1ropre uerel seni-sen: eped ey uerefod euereserd ueerpokusd
Sueny ueeeusd uep wuerel 1s1s nyes eped 1eojon niruaw eAuey Suek 10339103 Uep
wnwq ueeloxed ado ®©J03 AddV Sunpueq €10y | 1opre ueel seni-sens eped ey ueefod euereserd ueerpofusd
Sueny ueejEUsd UEP J0)3[2103 uep L1oyre uerel sent
wnw( ueelrxed ado ®©l03 addv Sunpued €103 | gped ey uerefod eueres uep euereseid sejrens] ueleNSUIUSd
®'l03 UEdunqnyuIad AdO ©303 addv Sunpued €10} | wnwn uemnysue ueuequiouad werep visems uerod uejeSuIag
®'103 UEdunqnyIad AdO ®©303 addv Sunpueq 103 9yrey 1s8ury uejesiSuruad Uep UeqIAUS]
®'103 UedunqnyIad AdO ®©303 addv Sunpued €103 | Suenq ses stwe 1fin ueSuop wnwmn uenysue 1suny yre| vedesousg
ejo3] uwedungnyrad adO ©103 Addv Sunpueg €103 npedis) 1sejrodsuer) we)ss 1sesde ueduequrodusd
eyesmrred Sunsnpuad
®103] uBSUNqnyIad AdO 103 addv Sunpued €10} | wenxySue uep tefeppd snsnys wnwn uensSue ueSuequiaSusd
®103] uBSUNqNyId AdO €103 addv Sunpuegq €103{ (1opaa)) wedwmnBuad wnum weinsdue sejrrens] ueyesidurusd
©)03y] uedungnyiad Ado 103 addv Sunpuegq €103{ snq siseqIeq [essew wnwn vejnsdue weduequiaduad

‘mequeng

Ue)euresdy] Ip UOPIOY] [BUTULID], ‘9T
uep o3y

ueyeweosy 1p ede[oy] UOQIY [EUTULID], ‘G T
‘1o1e} BO[SUOfOg

UEJBWEDDY] [P UIBULIED [EUIWLISL, T
‘uesnorifued

UEJEWE09}] 1P NIGID [BUIIS, "€ T
‘uesnorifued

uejeweddy] Ip 98eqopan [eUTWISL, ‘g1
‘o8eqopen UejRUIEddl]

1p Sunpueg Sunry [euUrwWLIDY, ‘T T
‘mpequeng

uejyewreddy] Ip nheyeldre]y [euruL], 01
Sunureg Sunln

ueyewreddy] 1p Suniog Sunln [eurieg, ‘6




6

N1d

Tnpry] eo[suolog UEeweday]

‘uony] Sunpueg UeyeUedd)]

npry Sunpueq ueyeureoay]

‘Leredi) ueseqeq ueyeWEI]
‘TefUeEUER)SY UEB)EWRI)] NIUBWEDIY

LIS uep

"Id ‘NAST UeHauaway] e)sems ‘Nddv ueyeuredoy] 1sejurpw Suek NS T LLAS tstwsuen uedulrel wo)sts ueyesguruad uep ueereyrowog
1810ug ueSuprep WISIS ‘e
©)03] wedunqnyiag
ado ‘1sutaoig
uweSungnyrad adO
“eregoueriseg uresny
pnueueq ‘wedungnyrag ©ISEMS ‘ISUIAOI]
UBLISjUaWa3] dddy ‘Nddv ‘eregoueiseg URSNH eIepueqg wnwn [seyrodsues epow ueuelead ueyesguitag
ejoy uedunqnyiad
ado ‘sutaoig
uweSungnyiad adO eIepueq
‘eregoueriseg urosny 93 uep Lrep ueinsdue ueuelead uep revorseurur uedueqrousad
pnueueq ‘weSungnuyrad ©)SEMS ‘ISUTAOI] ueyeure[asay| uejeredsiod rynuawow rede rej{es uedunsSur
UBLINUIWI addy ‘Nddv eregoueIlses uPSNY erepueg uexreqrad ueSuop erepn repueq ueuelead uereyguruad
‘ereSouenses urasny n3{e[1aq Sued UBNIU)A reNsas erepueq
pnueueq ‘wedungnyrag ©ISEMS ISUIAOI] uesemes| Iejspes 1p weungueq uerSduney ueseyequiad ueSusp
UBLISJUIUIY] agdy ‘Nddv ereSouenseg ulesny eIrepueg dOX dO33 eped uedueqrouad anrel 1Seq uvewre uesemes| uedejousd
snsnyy] erepn Iepueg Uep wWnwi() erep lepueg ¥4
o8eqopen UNIsElS ‘g
Jo[3uoxdueqry uniseis ‘/
Suopuoderery unisejs ‘9
ynayedepns{rp unisels ‘g
V3 Id IIpuy unisejg ‘¢
¢ Isuraolg uedungnyiag wokoIr) unisels ‘¢
ado ‘uedungnyiad BISEMS ‘ISUIAOI] pUIWI) UnIsels ‘g
UBLID)USWIY] agdyv ‘Ngdv Sunpueg uniselg ‘1 1de ejo103 unise)s euereseld UEp BUBIES UEBIENSUIUD]
W3 Id

¢ 1sunao1g uedungnuiag
ado ‘weSunqgnurad

BISBMS ‘ISUIAO0I]

UBLID)UWISY agdyv ‘Nddv Kopmmip-Suopuooerery anrep ueejosprad 1de e1a1oy Jnyel ISeansesy
WA Id
‘weSungnuiag ‘uerel1aq yepns
UBLISJUIW3] ejsems ‘Nadv Sunpued €10 | guek ueejosizod vy uedurrel uejesBurusd uep ueSuequoSuod
Sunpueg - epeser (g paads ybry)
133un ueyedooasiroq ide ejo1os InfEL ‘g
ejresyedsox
v Id — Irepueq - Sunpuegq — Suerereped




0T

N1d
"Id ‘WASd UeLISjuawoy

e)sems ‘Ngdv

TEJeuredoy] ‘SUONIUS] UeJBledd)y]
‘SuopuodeIETy] UBJRUIEddy] ‘98eqapan
ueyewed9y ‘SUoiqo) Ueeureddy|
‘oqureury) ueyewreody| ‘depepro
UBJRUreddy| ‘NIIG) UeJeweddy]
‘Mpr3 SUIAUNLQI) Uejeureddy] ‘Iorey
Burdunaqi) uejewreddy ‘Nyequeng
uejewreddy ‘Mnpry eoduofog
ueyeureddy] ‘Iarey eorduofog
uejeureddy ‘reSununyeq uejeureody]
‘uony] Sunpueg UeyeUEdd3]

“Mpry Sunpueq uejeureoay]

‘feredr) ueseqeq UejEUIEII]
‘S[IuewWedIy Uejeweddy] ‘Tuedejuy

uejeureddy 1sejurow Suek WINS

LS wep WLAS wesutrel
nndiow Suek sEnst eSeus) snquisip vedurrel veSuequiaduag

NT1d
"Id ‘NAST UeLIuaway|

vlsems ‘Nddv

Bunpuegq ej03]

sy isnqrystp uedurrel uveuelerod sejens] ueyeduruag

NT1d
"Id ‘NAST UeLI)uawa)|

eisems ‘Ngdv

"1 08eq/¥ox3uad 1D -
‘98eqopon uejewreody] Ip 2988qepPan [H

‘murt], Sunpueg 9
‘Buopuooerery

uejeWeday Ip SuopuodeIery [D -
{J08oy ueyeureddy] 1p SusEredIn 1D -

‘Bunpueg

Inwng uejeureddy] Ip eferg [H -
‘3uo[qo) ueyeureody Ip sosduag D -

{Lresesng

ueyeureody Ip ereyn Sunpueq o -

O N o0

<+

N ™

snpuj npren uejesiuruad Uep UBBIBYI[QWD]

Juniaqdunln

uejeweddy| uep ‘Sunpueg

INUWING Ue)eureddy] ‘[089y Uejeureoayy
‘8uos{3uo] ueyeureody] ‘Suopuooerersy
UBJEUWedDY] ‘0qUEeUI) UBJEUreddy]
‘njequeng uejeuwreddy ‘Tesdununyeq
UBjRWEDIY| ‘Tefueeuer)sy

UB)BWeOdy] ‘YIUUIBdTy Uejeureddy]
1sejurfowr Suek 1seyurowr Suek LIS

ednioq eAuure[ [sTwsuer) uemes -

Bunioq3unin

UBjEUIEddY] UED ‘LIBSEXNNS UBJEUIRISY
080y UBJRUIRISY ‘LIESBOURY
uUBjeweod) ‘uesnafifued Ueyeureddy]
‘SuopuodeIETy] UBJRUIEddy ‘98eqapan
UBIBWEOIY ‘OqUIBUl) Ue)euwedady]
‘depepr) ueyewredd)y] ‘NI
UelRWEIdY ‘Niequeng Uejeuweod|




125

©j0)]
dnpry uesuns{gur] ado
‘Isulnolg
dnprH uesunsgury ddo
‘dnpry uedunsSury ©)03] /ISUIA0I] wnrejr) -Sunmif) -suepesiy wnrey) sy uesusp 1seigojuria)
UELIS) UMW agdv -wenmpr) -Sunfny -neuepry resung uedesor uesemes| eSelusw werep reguns yeke[m ueeyeusd
©j0)]
dnpry uesuns{gur] ado
1SUIA0Ig
dnpry uesuns{gur] ado
smad ®©J03 AddV Sunpuegq ejoy wnreyr) syq Ip redung Ire uerewaouad ueepuaduad
a1y edeq 1aquing ueSurrepQ waysis
E}SEMG
ej0}] IseuwIoyuy e)semg [oqesITu
uep sexiunoy ddo ‘©l103 addv Junpueg ©10y] | ISEIUNWONI[d) Uep jourajul ueuelerad sejens uejeduruad
elrey
e1dip /uews{nuiiad AdO
Sueny ueeyeusd AdO
‘wnurn ueel1axad ado
“ej03] ISEULIOJu] e)SEMS ‘euresIaq ISes{IUnuwos o[}
uep Isesiunwoy qdo ‘e103] addv Sunpueg €103 yised mpnnseygur veduequeduad uep ueunduequiog
ISEIUNWOI[R], Uep
ISBULIOJU] UELISUISY elsems
‘NddV ‘NddV Sunpueg €103 OLS ueduequioduad Uep ugeIeYI[aW]
B)SEMS B)SEMS Sunpueg €103 smdo jeres uedurrel ueduequaduad
ISEYIUNWOYJ[9,], ueSuLIer WaI)sIg
Sunpueg €103 Ip YIS T
NT1d UBjEWeddy] ALNS uep YLNS uesunrel
“Id ‘WASH UBLIIUIWY eyseMs ‘NddV ynuns 1p reqesio) uek ¥1NS nndipw Sued rnsi eSeus) snqrysip ueSutref ueSuequissusd
NT1d
"Id ‘WAST UeHjuaway ©)sEMS ‘NAdY Sunpueg ejo3 yeue) yemeq uedurrel mrejouwr isnqrnsip vedurrel veSuequiaguag
ueleuwreday
ynunpes 1p reqasio) Suek WIS
Bunioqunin
UBJRWEIS)] Uep ‘LIESeNS Uejeureody]
‘pefesing uejyewreddy ‘joSoy
UBeureddy| ‘LIeseoury ULJeueddy]
‘uesnariued ueyewreddy| ‘nelerepuey




[4%

‘Bueny ueeyeusd AdO

Sunpueg
‘Sueqieddeg ©)03 AadV Sunpueg 103 ©103] WNuTW Ire ueerpaiuad UWIISIS YNPUI BUBOULI UeunsniAuag
(NVdS) wnuiy 11y ueerpadusd wasis 19
ueejoqIdd INYYnIjseryur ‘9
Sueny ueejeusd Uep snL
wnwq) ueeloxed ado ©j03 addv Bunpueg e10y] | yepns Suek [y uesemey eped Jre uejeejuewad uenqepusaduad
Sueny ueejeusd uep
wnw) ueeloxed Ado ©l03 dddv a3eqapan uejEUIROIY uejeng NeUEp sejensy uejesduruad
©)03] UBWI NULId]
uep ueyewniad ddO
“ej03] 138un
Sueny ueeleuad AdO Sue£ snun yexsun ueSuop uesemes] eped SN0JIaq Uep W G°T
e103] ©103] /1SUIAOIJ 1rep SueIns] epn Yeue) Ire esnur uewrerepas] refunduwow Suel
dnpry ueSuny3ur] ado agadv Sunpueg €103 weundueq Sureaes] deny 1p uedesar nwns-rnwns UeeIpaAusg
©)03] UBWINNULID]
uep ueyewniad AdO
“ej0]
Sueny ueereusd AdO
€03
dnpry uesunygur] AdO 1re wedesar
“ej03] ©)03] /1suIA0Ig yelerm redeqas (HLY) Nelfy esnqgra], Sueny ueduop 1ser3ojurio}
wnuw) ueel1oxed AdO agadv o3eqg opan Jdd Buelk (g1y) nig esnqra], Sueny / 1Su23a weloy ueunduequiod
nIqry
wnu) ueel1axod ddO ©103 Addv uejewedd)y] uep Sunieqdun(n uejeUreddy] puenem ueduequradusad
UENOIAUERd UBJEUIEOdY]
1p 988QapPan ISUIJAI WE[0Y '8
OpUIDI) UBJEWEIIY]
Ip BWI UEe( ISUIJAI WE[0Y]  /
NIIqI) UBJEWEdY]
1p uwednunsI) ISU9}AI WE[OY 9
98eqapan uejEUIEd
1p Suejoqeoury ISUSJRI WY G
uelopm Sunpueq uejeUreddy]
1p edsndeSepuey] 1SUs)oI WEOY
OPUDT) UBJEUIEII]
p eSeIeUNS ISU9)AI WE[0Y] '€
JIueuwredry
Uejeureody] Ip SewLieg [SU9}aI Weoy g
103 el)semg uelop Sunpueq UejEUEddd] 1su9)a1 wrefoy edniaq
wnuw) ueel1oxed AdO ‘ej03] addv TP BISUET UBWE], [SU2JI Weoy] ‘T aifueq mepuslduad ueunsueq uveSuequoduad uep ueereyaWa]




€T

wnwn ueef1syad Ado
dnpry uesunsgur Ado

Tueker19) yepns Suek yelerim-yelerim

‘Wvad ©)03 Aadv Sunpueg 103 eped yesndie) waysts ueuelerod ueSuequedusd uep sesrewndQo
wnu) ueel1axsd ddO Sunpueg
‘Bueqiedeg 103 Addv Sunpueg €103 ©)03 equiy Jre teyejoguad WR)SIS YNPUI BUBOUII UeUNSNAUSJ
(1vds) yequry a1y ueejo[afusd waisis (4
wnw) ueeloxed Ado
‘Wvad
‘uewINULIag
uep ueyewnied AddO
‘Bueny ueeyeusd AdO )03 /ISUIA0IJ
‘Buequroddeg agdv/Nady TeuoISar WydS euresel1ay ueSuequiosuag
wnw) ueelioxed ado
‘dnpry uedunygury Ado
‘Wvad €103 addv Sunpueg €103 1ISaWop Ire weineq ueduequiaguad
wnw() ueeloxed ado
‘dnpry ueSunydur] ddo B)SEMS
‘Wvad ‘e103 addv Sunpueg €103 n3{eq JIre euereselid Uep BUBIES ISBIIBYSI UBP UBBRUIBUS]
nvad €303 addv Sunpuegq ejo3] Ire UBI000Ga3] JEXSUN UBUNINUIJ
wWvad ©03 A9dv Sunpueg 103 wnurur Jre veuelerod wednsyes uejesiSuruad uep ueeIeyIOWag
S8eqepen uejeng neueq
EISEMS | ‘nrefuedry reSung ‘nueSedry reSung
nvad 103 dddV | ‘wneinaqr) reSung ‘Sunpundesr) resung ueeynuiied Ire 19quns UBjEejuUenad
IsnqLsp
nwvad €103 addv Sunpueg €10y | yun  seypreny uerextSuruad UWep  ISBIEYSI  ‘URBIEYIDW]
unoajeIr) juediany uep nreluedy
Jueldiulpy ‘wnamaqry juerdury
e)semg ‘rexped odeq jue[dIury ‘wnaInaqiy
nvad ‘©l103 addv VdI ‘Texed oSe( vdI “eSursyepeq vdl synpoud yun 1seyiqeyas uep isesirewndo
wnw() ueeloxed ado
‘dnpry ueduns{urt ddo ©103] /1SUIAOI] efure] n3[eq Ire soquns ueSuequafuad
‘Wvad agadv Sunpueg €103 uep epe 3uef 1re squns LEep nxyeq e uesosed sesiewndo
TeWRNWISg

uep ueyRWINIG AdO




Vi

wnw() ueeloxed ado
Sueny ueeyeusd AdO

‘Bueqiroddeg 103 Addv Sunpueg €103 oseurel UeSurLrep W9)SIS JNPU] BULOUY weunsniusd
aseurel(q wasis +'9

©j0)

dnpry uesunygur] AdO ©lo3 Addv Bunpueq ejo3] a8eqapan vdl, ueunduequiad

€103 Jereq Sunpueq yeleim uep Jnuwi], Sunpueg

dnpry uesunsdur] ado ©03 addv Sunpueg ejoy] | yederm eped Sursew-Suisewr €103 eres [Sdl UeSuequiaSusd
303

dnpry uesunygur] AdO 103 addv Bunpueq ejo3] SIMS denss eped yedenm erexs [Sd ueSuequiadusad
yelse( eures 19y qdO
©j0)]
dnpry uesunsgur ddo

“ISUIA0I] elsems esdueN 3o3o7 uep nnwLres Svddl,

dnpry ueduns8ury ado “asuraoid qgdv Sunpueg usredngey| 1p Teuor3a1 yedures ueeojeduad euresel1os ueered8usoAuag
©j0)]

dnpry uesuns{gur] ado ©103 addv mnwIres §vddl veyeejuewad isesieumndo
©j0)]

dnpry ueSuny3ur] ado ©)0y addv Sunpueg €103 1dd denas 1p ¥y¢ sdl veduequaduad uep ueunduequiog
©I0)]

dnpry ueSuny3ur] ado ©)0y addv Sunpueg €103 Sunpuegq ej03 yedureg ueye[odusd JNpuUJ BUBOUIY Ueunsniusd

ueyedwesiad weSurrep waysis €9

dnpry uesunsgury ado
©)03] UBWINNULId]
/ueewmIdd ddO ©)03] /ISUIA0I] ‘weyningay rensss eAuure|
Wvad dddV | sesjo; uep ‘SunieqSun(n ‘ueosjouwredi) reunwos] Tyd] weSuequaSuag

dnpry uesuns{gur] ado
©)03] UBWINNULId]

/wegeumIad Ado ©)03] /ISUIA0Id smsawop yequuiy Jre ueedidiod
Wvad agdv/Ngdv Sunpueg ejoy] | ueSumrel uweSuequeSuad uep uejesSuruad  ‘UeEIEYIOWJ
NVAd | ®©03 a9dV/Nadv Sunpueg usrednqeyy Bueosguolog TVdS ISESeIAR]
©)03] UewWBNUIdd ynwny vewrsinurad 1p sejrond ueduop
/ueqewniad AdO yesndie) Yequull Jre uernyes Tueker1a) siepn Sued yelerm 18eq

Wvad ©103 Addv Sunpuegq €103 yedwoyas yrqnd yequiy Jre ueyejoduad wolsts ueduequiaSusd




ST

uewn[nuwIog
/ueqewniad AdO
©j03

wnu weelrddd ddO
©10y] BUBOUIG

Buo[qo) uereureoay|
p eysauen efepng eueseg

1089y UBJEWBIDY IP BIOY UN[Y-UN[Y *

uelom Sunpueg

uejeureddy] Ip NqIsen UewWe], °

o8eqopen uejewEdd|
1p 1dy ueine] Sunpueq eIO[RD

©103

ueSuems3ueusd qdO ©)03 A9dv [0S0y uerBWEOSY 1p vSoeSa) uewre, ‘T eress eueouaq 1sensead Suens ueSuequiaduad Uep ULBIRYIDWS]
eueduag Isenyeaqy ueSuprer wajsis S'9
‘ueynlueesiiaq suek reguns
€031 uesnieSuad uep ‘NNy YeIsep Ip Isesiogal ‘TeSuns ISesIeuwIou
wnw) ueeloxed ado ©l03 dddv Sunpueq ejoy | mrerew oseurelp wolsis eped IsejuowIpas Je3SUn UBUNINUIJ
€103
wnw) ueeloxed Ado ©)03 addv Bunpuegq e103] (STUX 9] esehesal mrew Jre vedesarad ueresduruag
©)03] ©103]/ISUIAOId
wnu ueeldd AdO agady Sunpueg €103 oseurelp uedurre seyisedes| uep sejyfens| ueyesgurusg
€103 elsems 1sBIZ0)ULID)
wnu) ueeliosdad AdO ©103 aadv Sunpueg 103 Suef 191S19) UEP IOPUNIS ISBUTEIP WI)STs ueSuequrodusd
‘wnrey) resung ‘og
uep ‘wokotr) reung ‘gg
nrefuedr) reduns g
nuededr) redung '¢g
Aor() redung “gg
snanayI) refung ‘'1g
repuayIp resuns "0g
Suekedesr) redung ‘61
muIEs) resung g1
Sesfes{r) resung "L1
npesr) resung ‘91
Suednrefip redung ‘g1
YeMmapuosIp redung 1
o8oqr) redung "1
SEpoqI) resung gl
Sueiduern) reSung ‘11
Aeredrp reung ‘01
Surfunuaqr) resung ‘6
oqureur) resung ‘g
uojueIesI) redung 2
sndoyp redung 9
sepeor) regung ‘g
ueLmpr) resung  y
uerosjouredrp redung ¢
Sunpundesip redung g
smad Isumold addv wnaanaqrp refung 1 Touwiid oseuresp wa)sts ueresisuruad Uep UeBIBYIPWI




91

BUOJ, PEWWEYOON Uelel T
‘ruedejuy SueleT uerep ‘I
‘BISSUOPU] BJIUBA\ IBXSET URlel Ot
‘UBYRYDSIY Ueler 6¢

wnainaqr) eAey uerer ‘gg
{UBWLIIPNS [eI9PUSL Uele “LE
TUeX pewIyy UeleQ '9g

‘ex[urep Uerer 'ge

‘eyresiel uerer “pe

‘a1fpy wryelq) uerer ‘ee
‘DIIesIIsed uerer ‘ge

‘efey jereq jop uerer ‘I¢
‘0joiqng joren uerer ‘0¢
‘msnpediq uerer “6g

‘nyeq yeng uesniaf, uerer ‘gg
myeq yeng uerer 'Lg
‘ederg uerer ‘9g

‘LY BISY Uelel ‘ST
Bueledexr) uerer ‘pg
‘erefouesng uerer ‘¢g
‘sefedureyry uerer ‘gg
‘ueunfpun(q "1q uerer ‘1g
‘nednseq Suele] uerep ‘0g
‘uonnseN H'V uerer ‘61
‘ejoisny H'H'd Uerer ‘81
‘msniediq uerep L1
‘gpnqensas uerer ‘91
memquinid uerer ‘Gl
MISIO UerEL pT
‘1Buemiig uerer g1
‘epuenp ‘H "I Uerer ‘gl
‘1hunareqing [0, uerer ‘1T
‘oL, refelog uerer ‘01

‘ejo}] wrereq [0 Uerer ‘6
‘Buenusw) uerep ‘g
)03 wnuwp ueelIaxad ! 1 :
Qdo ‘®10) BuEOUDg *988qopaD Ueer L
ueduem33ueusd AdO ‘efospIised UeSNISL, UereL ‘9
ISUIAOIJ BUROUIG mw.ﬂoxwﬁwmm ueer g
.G&mﬁEﬂmmnﬁcum Mg uerep .v
ado ‘1sunolg Sueny €031 ‘G Suenlog referad uerer ‘¢
vemEuad 440 ‘9dNd Qm%m_\m@mmm\“% el oEmewm Hﬂw m eurein 1sensfeas mrel seysedes] uejesiduruad wep ueduequaduag
‘ EliiE) ¢
AdNd UELLjuawa3] o

‘©j0o3] Uewe} uep efer yeo ueduede] ‘.
FIUBTEOTY UB)eureody]
1p Mrueweory eSeaye|Q ueduede] ‘g




LT

uBwDNUWIg
/ueqewniad AdO
‘Bueny ueeyeusd AdO
“ej03

TUejo N sunpueqg
onEepn  uewe] ‘g
‘uejop Sunpueg
P SIed  J9d  UewER] b
‘uejop Sunpueg
uejewreody 1p edsng eSepuey] uewe], ‘¢
‘uelom
Sunpueq uejeureddy| Ip BISUERT UBWE], T
‘Buorqop
ueyewreddy uep depepry uBjUWEOY

uejewWeddy  Ip

ueyeWEddy|

‘Imunwipngeld uerep -
‘eyeul( JepuENS] 0130 Uerer

dnpry uesunsdur] Ado ©o3 dddV | 1p 1Suemiig uesxeqeqg ejoxy uenyg [ €103 BqUIRY Uesemey [SB)[IqEYaI Uep Ueeleylauad
nefiy eynqia], Sueny 1
©j03 ©)03] /ISUIA0I]
wnw) ueeloxed ado agdv Bunpueq ejo3] Te3uns uepeduwas uesemey| ISBI[IqRYIY
ueeepngay AdO
‘dnpry weSuns3ur] ado 98eqapan uejeUrEd9y]
‘Bueny ueeyeusd AdO B0} AddV | 1p 3jo3j1g Suning ueSunpuriad uesemes] Tex0] UrejLIesy] uesemes uUerre}safad
npeftedd resung Uep ‘oquiedr) resung
‘usqueresi) resung ‘ueosjouredr) reung
‘uernmpr) regung ‘[o8aIr) redung ‘npexqr) reguns uepeduwos
smead Neds regung ‘Sunpundex) redung uepedwag Suefuedss 1p nefiy el veSuequisiuad uep ueereyIEWI
jedwajeg ueSunpurred uesemey 1
purt 3 uepnfnmisg ‘T
DNVNA VIOd NVANCamyad qa
103 BUROUIG
ueduemssueusd AdO 303 addv Sunpueq ejo3 eueouaq oxrst1 ueuernguad walsts weSuwequauag
urwNWIag
/ueqewniad AdO
€103
winwip weelnyad ddo ue3un3ur] eress eueouaq
€103 BuedUSq 1sensfeas Suens reSeqes eAuure] wnwn SejIse] uep uesprpuad
ueduenssueusd AdO ©103] Addv Sunpueg ejoy | seyqse; “eSer yelo seyqse; ‘uedunsiSur] wewre} ueSuequroSuod
“ElreNe[ UBSTLIQL, UB[el 05
uep ‘nedeing uerer ‘6t
‘pefesng uerer ‘gt
‘rungesng uerer Ly
‘odoy] ehey uerer ‘9t
AUNLID-NIIqID UeEL "Gt




8T

Suniaqsunly) ueyeweday] Ip S0I5eN NdL 8

nefe[epuey UBYEWEdd 1P INPENID NdL L
Torex

Surfunaqrp uejewredsy] Ip eHMID NdL'9
AKeredr) ueseqeqg

ueyeureddy] 1p Aeredr) ueseqed NdL'S
Ielueeue)sy

ueyeureddy] 1p refueeuelsy NdL't

OpURDI) UEJEWeIY Ip eSereulls Ndl €

OpURDI) UeyeUreddy| Ip npued Nd.L'g

ueurexewad AdO ©103 Ad9dV | wesexng uejeuwredsy 1p Leunreqr) Ndl T uewesewod uewre) ueereuad UED UBBIEYI[OW]
UeWBNUWIG
[ueqewniad ddO
‘Bueny ueeyeusd AdO
“8j03|
dnpry uesunsidur ado ©03 addv UB)eUredoy] YnInes I1p Ieqasia], UBJEUIEd9}] UBWE)-UBWE) Urejeuad Uep ULBIBYIawWa
98eqapan uejEWEdSY Ip BION UBWE], ‘O]
UEp ‘0pUDI) UBeUreddy]
P OpuadI)  uUne-unly = UBWE] ‘6
Buniog 3unln uejyeureody]
1p Sunieg Sunln unpe-uny ueure], °§
‘Buorqon
uejeweody Ip epniejeued uewWe],
‘uejop Sunpueg
uejeweody Ip enweld UeWE], ‘9
‘Bunpueg mumng
uejEWEddy Ip Sejunn[e] UeBWE], G
‘pefeyng
ueWIRNULIS] uejewreddy  Ip %ﬁﬁsm 5 uewe], ‘4
/weqewmiag 4do TOM SUNPaTE
. uejeweddy Ip Suldunaqry) uewe], ‘¢
Bueny ueeyeusd AdO {[03oy uejewreody] Ip e3oredo], uewe], ‘g
“e103] [0y uEeyEWRDIY]
dnpry uesunygur] ddo ©oy dddv | 1p  Sunpueg unpe-uny uewej] [ ©)03] UBWE)-UBWE) UEEeuad UEp UBBIEYI[oWAd

Iore3]
Burfunaqry uejeureddy uep ‘3uo[qod
uejewreody  ‘depepry)  UBjEUIEOd)]
1p Ieqosio) Suek efuurel ejoy equRy QI

OUIIQID UBJeUWeddy] Ip Neyay] UeWe], ‘6
uep ‘Sunpueg INWNS ULJBUWEII]

P Sunpueg Bueyeurg ungay ‘g
‘melerepuey

uejewreddy] Ip  2qedrd  VdL SN L
uep ‘neferepuey

ueyewreody 1p undwy Jised Vdl SN 9




6T

UBWNULIDG
/ueqewinidd AdO
‘Bueny ueeleudd AdO eISEMS
“ej03] 39Sy AddO “ejoy] addv Sunpueg €103 sqqnd rejueIs) Ueye| UejeRjUBWS]

ueSued/uerueliad ddo
‘uewINULIag
Jueqewniod AddO uopred [rem ‘uopred joor ‘weundueq Juraes]
‘dnpry uedunsdur] Ado ©103 AddV Sunpueg €103 den ymun %0g-0T HAX uedejouad mrepw HLY [SexyIsuaju]

‘Sunpueq Inwng uejeureody|
uep ‘LIesesng UBJEWedsy|
apefexng uejeuwreoay]

[0S0y ueRUrEIal]

{LTESBOURY UBJRUIed9dy|
‘uesnoIAued Ue)euredad’y
‘Buox{3uoT uereUreddy|
‘3uopuoderery] Uejeuredd’]
‘o8eqopen uejeUreddy]
‘3uo[qo) UejRUrEddl]
‘oquIeur) Uejeureody]
‘depepr) uejewreoay]
{OpU2I) UEjeureody|

‘19Tey] Surfunaqr) ueyewreddy]
‘nyequeng UBjEWedSy|

‘mpry eojduofog uejeUreddy|
‘1o1€3] EBO[SUOfOg UB)EUIEIII]
‘re38ununjeq uejeureod’]
‘uejop Sunpueq uejeUrEody|
‘uorny] Sunpueq ueeUrEOd}|
qnpry Sunpueq uejeureoay]
{feredr) ueseqeq ueyeureody]
‘{refUeeUR)SY ULIEUIBOd}]

. /ueqemniad 4do S{IUBWRDITY UBJRUEOdY]
Bueny ueeleuad AdO ‘uedejuy uejeureddy]
‘wnwin ueel1asipd AdO ©103 q9dV {IIpuy weyewreosy

TewnNWIag

nefiy mrep eped ueure)-uewe) ueSuequadusg

eAuure] NdL

OquEUI) UBYEWEdd3] Ip ANngio NdlL
1039y

UeRWeI9y] Ip YnaInast) 30807 NdlL °
1IeseouRy

UBYEUIeddy] 1p [oBOUEY NdL "T1T

TeS8ununyeg
UBJEWEddy] Ip yninwny NdlL "0t
Te88ununyeg
uejewEddy 1p uoxsueqr) /199N NdL 6

" S gt MBS AL ds DS E XS

o <

N
—




0z

ueyewnisg uesemey] | ['I'Z
Uewnuisgd uesemey] 'z
efeprpng uesemey] uepnfnmisg 'z
(dd.1) wein(luepasiioq
ueunsuequiad wenny Sunsnpusur yNJUN UOGIES] ISTWD
dnpry uesuns{gur] ado ©103 qddv Sunpuegq €103 depey1) ueye[ uedniny ueyeqniod sreduwrep ISeSEWIUITN
pury Y Bueny 2 d b1
‘A0Id HSIQ 1SU1A0Ig ueny uesemes|
‘UBURINYI}| UBLIIUIWY addyv ‘Nddv epuen(q ‘H "I] eAey UBINH UEBWE], SE[ENS] UBIes{SUIUOW Uep ‘BIyI[ouowW ‘uexueyeladwan
Wey UerIesa[od uesemeyy 1
UBWBNUWIG
/ueqewniad AdO
‘Bueny ueeyeusd AdO
‘wnwp) ueeloxed Ado €103 addv Sunpueg €103 reuns uepedwas Uesemes] ISeNIGRYY
dnpry uesuns{gur] ado
‘{uewnNULIag
/ueewmIdd 4dO e}SEMS Sunpa8 /ueunsueq
‘Bueny ueejeudd AdO ‘©103 addv Sunpueg ejoy] | deye  1p  uewe)/resnioa  uweure) dosuoy — uweSuequraSusd
UBWBNUWLIG
/ueqewniad AdO
‘Sueny ueejeusd AdO eISEMS
8103 19sY AdO ‘©l103 addv Bunpueq ejo3] igqnd HIY ynun ueye] ueepedusd
‘wnwp) ueeloxed ado
‘dnpry uedunsgury Ado
‘wewrn{nwag
/ueqewniad AdO ejsemg
‘Bueny] ueeleudd AdO ‘€103 qddv Sunpueg 103 uerel nefiy nref ueBuequaguad
uewesewad AdO
‘UeWINNULIS] e)semg ueyewnrod Suequeduad Lrep
/ueqewniad ddO ‘€103 qddv Sunpueq 103 uewresewod Jnjun ueye| ueerpakuad [SNLIIUOY UejeNSuUILog
nefiy exnqie) Suens redeqos
©103 1898y AdO 103 q9dV Sunpueg 103 uesyeejuewip yedep Suek 103 eIULIOWJ J9SE ISESLIBJUIAU]
UBWINULIDJ e)SEMS
/ueqewniad AdO “e303 qddv Sunpuegq €103 ueEWNIod NSd UeYeIdAusd
UeWRNWIS
/ueqewniad AdO eISEAMG
‘Bueny ueereuad AdO ‘©103 addv Sunpueq ejo3 N1} Fuens [equidy Ueyinuiod




174

PR SUKUNaqr) Uejeuressy] LT

uep ‘uedejuy uejeweddy ‘91

‘BuopuooeIery] UBjeWweddy ‘G

‘re33ununjeq uejewreody] ‘1

‘Mjeq yeng Uejeweody ‘¢

‘Sunpueg Jnwing uejEWedY ‘g1

‘Buos{SusT ueyeureody 11

refuy eue)sy uejewreody ‘0l

‘1orey Suolog uejewredsy] ‘6

‘feredr) ueseqeq uejewreddy g

‘08oy uerewWeddy '/

‘Ipry eo[duofog uejewreosy 9

‘uorny] Sunpueg uejewreddy ‘g

‘IIpUY UBJEUIEdd b
Sueny ueeleusd AdO BISEMS “©103] «OpUdOI) UBTEWEIDY € ereyn Sunpueq uesemey] Ip yepual euuerel ueuelerod
‘UewINuLIDg agdy ‘asurdoig “Ipefesng uejeweoy g yesj8un neje ‘sejeqio) eAueuereserd sejisedes Suek uesemes]
Jueqewniod AddO agdy ‘Ngdv ‘ueseyng uejeweody [ wuep [1s1od eped Tesnioa ereoss ueduequaduad ueepusaSuod

Mpof Sufunaqr) ueyeweday ‘L1

uep ‘Tuedejuy ueyeureddy ‘91

‘3UOPUOOBIETY UBJRWEDDY ‘G

‘re33ununieqg uejeureody 1

‘myeq yeng uejewreddy ‘g1

‘Sunpueq InwnNg UBJEWeEdSY ‘g

‘Buos{3ua uejewreody ‘11

Iefuy eue)sy uejeureody ‘0l

‘1orey Suolog uerewreddy ‘6

‘eredip uesfeqeq uejewreody ‘g

‘089y uejeUrEddy /.

‘mpry eo[duofog uejewreddy ‘9

‘uony] Sunpueqg uejewWeddy G
“am UL eUWedd . eIe)n Sunpueqg uesemey] Ip yepual uerel ueuelerad jex3un neye
Bueny ueeyeusd AdO elsems ‘ejoy .oﬁnwoﬂw E‘Ssﬁmouw M awmmﬂuouwgm_wwwa m&MmW&M&mE:EmM.mE a1 WNU Nngm&wﬁ
‘UewIRNULId] agdy ‘surdoig ‘pefesing uejewreddy g gay ‘wnunsyew veundueq ueyepeday yigaow Sued uesemes
/ueqewinidg Ado addy ‘Nddv ‘Iresesng uejewreddy uep T1s1od eped rexroa ereoss weSuequoguad uemepuaduag
Bueny ueeyeusd Ado eljsemg ‘ejoy ueejosted anyynuseyur ueuelerod
‘UeWnNULI] agdy ‘surdoid jesi8uny uep yekeym Sunsnp elep uespeyradwow ueSuop
/ueqewniad AdO addyv ‘Ngdv Sunpuegq ejoy] | reuorsiodord eredes [exnIoA NIeq Ueyewniod uweduequradusd

Sueny ueereusd AdO e)SEMS ‘€103
‘UeWINNULIS] agdy ‘asurdoig anur], Sunpueqg yeleim
Jueyewniad ddO agadyv ‘Nadv Sunpueg 103 eped uesyererp Sued UeyewnIad uesemes] nreq uesuequiaguad
UewnuLIagd ‘B)SEMS “BJOY]

/ueqewniad AdO agdy ‘surdoig Suequuroq
‘Bueny ueeyeusd AdO addy ‘Nddv Sunpuegq €103 weruny dosuos ueduop UeyewWINIdd uesemes] ueduequoduad




[44

Sueny ueeyeusd AdO

‘uewNULIag vISEMS
/ueqewniad AdO | ‘©103 addV ‘NddvV Sunpueq ejo3 Ynwny uesemes| Ueuesueuad

Sueny ueejeuad AdO 'ISEMS ‘103
‘UewINuLIDg agdy ‘asurdoig TesnIoA ueyeuwmIag ueerpakuad mrepwr (QIN) yepuar
Jueqewniod AddO agdy ‘Nddv Sunpueg €103 ueiseyduadiog Jexere seu JNjun Ueyewniod ueerpakusd

Sueny ueereusd AdO ')SEMS ‘BJO3]
‘UewINuLIDg agdy ‘asurdoig “erejn Sunpueg
Jueyqewniad AdO agdyv ‘Ngdv Sunpueg 103 uesemey] Ip UBBWNIS] Uesemes veunsuequiod ueserequag

Sumjuesseses ‘1 ¢e
‘ueuBWBIY

ueueyELIRd SuEpny Uesemey ‘[¢

‘med 10 "0€

Y0V "I 6T

‘emer I '8T

‘er)eWING I LT

‘Hep uoqay "I '9¢

nfeyer ‘1 'S¢

‘eunfty ‘10 $g

‘reqereN "I0 ‘€T

‘ojoiqng j01eD I 'TT

‘IPNqenss I ‘1¢

‘maysed ‘I ‘0C

‘puesedid 10 61

‘ereurpel e @ ‘I ‘8T

‘oxo3auodiq ‘1P ‘LT

‘Lresuewe], ‘I ‘91

‘Bununy 198ed "I "SI

‘eysauen "I pI

‘epuenf@H 'L €1

‘mspnirediq 10 ¢l

BUOPIN "1 "TT

‘enIes maq ‘1L ‘0T

‘ueyderey) ‘10

‘UBUOSd UeSBMEY]

ogvir

‘“eyeurpIepueys] 0o ‘11

ueelepnqay ddO .ﬂ_.wmmﬁm@“ww% ﬁw

‘Bueny] ueeyeusd AdO ejsemg “ejoy _ﬁﬁms Mm

‘UewRNULId] agdy ‘surdoid BNLYY BISY

/ueqewniad AdO addy ‘Nddv ‘unre-unpy

1msnpur uesemesy

uep e[[IA UeyeWNIod Uesemes] ‘weurnad uesemes| “ejo3 yesnd
uesemes] 1p elepng reSedo ueSunpurprod e3SUeIas] Urelep ejox
seyy] Lo pefusw Suek eueouaId) Ueyewniad uesueyeyrodurdy

B KR TR N




€C

©J03] UedIpIpusd AddO

jereg Sunpueg
yeke[Ip Ip [euLIO) Uou UeNIprpuad BlIos ‘eSususu Uep Jesep

‘Sueny ueeyeusd AdO ©)03 A9dV yereg Sunpueg yekerp uesipipuad euereserd uep eueres ueunguequad uemepusadusd
Tersos sejnised Uep wnuwy sejiiseq uesemey] | Z'I°C
N1d N1d Bunpueq ejo3] npuj npren uesemey ueeleuad uep UBBIRYIDWSJ
93eqopan 1p ueyeduresrod
dnpry uesunygur] AdO ®©l03 dddv Sunpueg ejoy | mynnseyur  sejqise;  uejesiSuiued uep  UeRIRYI[OWRJ
wnw) ueelioxed ado
‘Bueny ueereusd AdO ejsemg “ejoy
‘uewINULIag agdy ‘surdoig
/ueyewnisd Ado addy ‘Nddv Sunpueg ejoy | neliy-uou exngrs) Sueni sejrens] ueyesiduruad uep ureIBYIOWIJ
elsemg ‘ejoy
eder agdy ‘surdoig a8eqapan 1p
Ye[o uep epnwad AdO addyv ‘Nddv Sunpuegq ejo3] | Teuoiseu erexs eSel yejo sejqise; uejesiSurued Uep UeBIRYI[OW]
Sueny ueereusd AdO e)semg efusruafos
‘ueSunqnyrad ddO “e103 addv Sunpueg ejoy | uep ‘asired Sunped ‘“ewresioq injred sejryise] ueSuequoSuod
eISEMS ‘B0
Sueny ueeyeusd AdO agdy ‘surdoig ‘seidojurio) Suek
‘uesunqnured AdO addyv ‘Nadv Bunpueqg €10y | (epu pup yuvnd) epowr ueyepurdiod aspred sejise] ueduequoSuad
wnw( ueeloxed Ado
‘Bueny ueeyeusd AdO
‘UewIpNULIag ueuelerad erexs rensas reuorsiodord uep
/ueyewniad AdO €103 addv Sunpueq ©j03] | BJRISUWI BIEOSS [BISOS SEISE] Uep wnumn sejqise] ueduequrodusd
Sueny ueeyeusd ddO e)semg anur], Sunpueqg yeleim
‘e1soy] uerdeq “e103 addv Sunpueg ejoy | eped eureinio)l ueyepeqried euereseid uep eueres ueduequoduad
Sueny ueereusd AdO BISEMS
‘ueyeyesay AdO | ‘eloy addv ‘Nddv Sunpuegq ©i03 v 2dp gy ueunSuequog
e)SEMS ueyeyosay]
uejeyasay AdO | ‘BI03 AddV ‘Nddv Sunpueq ejoy | ueuelerod seysey Sunsinpuad eueres uep euereserd ueyesiduruod
e)semg ‘€103
Sueny ueereuad AdO agdy ‘surdoag mur], Sunpueq yelenm 1p uesipipuad euereseid
‘uexIpIpusd ado addyv ‘Ngdv Sunpueg ejoy | uep eueres ueunduequod uejesiduruod uep ueSuequoSuod
eISEMS ‘B0
Sueny ueereusd AdO agdy “surdoig Jereg Sunpueq yekerm
‘uBNIpIPUSd AdO adgdyv ‘Nddv Bunpueg ejoy | 1p uesipipuad euereserd uep eueres ueunSuequiad uerepuaduad




144

Sueny ueeyeusd AdO

e)SEMS
‘weuedeprod AdO ‘e103] Addv Sunpueg €103 ], Sunpueq yekem 1p esel uejerdos nreq ueduequroSuad
esep uep ueSueSepiod uesemeyy (A4
Suo[qo) ueyewreday]
Tp 11 08eQ/30s{8uag [D UESsEMEY g
UEp SIUBWEDTY ULJeUreody|
1p [ N, Sunpueq [ UBSEMEY "/
‘a8eqopan
ueyeweody Ip 98eqapan [D UesEMBY ‘9
‘3uopuoderery] Uejeuredd’]
1p SUOPUOOBIETY [D) UBSEMEY G
Hlx:ENE
uejeweday] 1p Suseredy 1D uesemey] ‘4
Bunpueqg Jnung
uerewreody] 1p edelq [O UBSEMEY ‘¢
‘Buorqon
uereureddy 1p yoxduag [H) UBSEMEY ‘T
N1d {LIeSEING UB)eUreddy]
‘Id ‘INASH UBLID)USWSY] elsems ‘Ngdv 1p ere)n Sunpueq [D uesemey [ 1D uesemey] ueereyowad uep ueduequiagusd
elSEMS
dnpry uesuns{gur] ado ‘©103 addv 98eqapan UejBUIROSY 98eqapap vd I uesuequioduad
ueejoyIdd InjYnijseryul uesemey] | H'1'C
UBWBNUWIG
/uueqewnidd Ado EISEMS
‘wnw) ueeloxed Ado ‘8103 addv HN.LY ueereyrpwad
‘Sueny ueeyeusd AdO ‘surdoid qadv Sunpueg 103 uep 1s8uny uejesiduruad ‘ueejeuad ISENYISUISHD ISEIISUUL
neflig uoN eynqid], Sueny uesemey] | €'1'C

uweSungnyiad adO ©103] Addv Sunpueg €103 1seyrodsuern euereseld uep eueres 1sesirewndo
urwNWIag
Jueqewniod ddO ©)0y addv Sunpueg €103 uejepequiad euereseld uep eueres sesirewndo
Sueqyeddeg
‘103] UL eyasay AdO “E30)] Inwi], uerdeq
‘Bueny ueereusd AdO €303 addv muy, Sunpueg yekey | PV 2dLL Ipefusw yeroeq wnwin 3B{es Yewny Se[oy ueyessurusd
©303] uejeyasay Ado
‘Bueny ueereusd AdO ©103 addv Sunpuegq ©103] uejeyasoy ueuelerad sejqisey isesiewndo
'©}03] UesIpIpuad AdO jereq Sunpueg
‘Bueny ueeeusd AdO €103 Addv yereqg Sunpueg yekeqim yekeip 1p 183un uenindiad ueduequiaduad uesejequiad




S¢

“e103 addv Suequasaq

‘surdoid addy yepns 3ue£ ejoy uep ‘sutsoid ‘Teuoiseu ereys ueyejurrawad

Sueny ueeyeusd AdO Ngdv Sunpueg €103 Jojuey uesemes] veduequeduad werewndoduad uep ueeyeusd

uerojueyiad uesemey| €T

srqnd Suens

UBJeUIe[osad] Uep Ueueuresy ejres nqnd Suens eurein rsSuny

depey.iay uedunpurpiad ‘8103 UBYEPUILY ‘UBYISIIGaY ‘UBqnIaIaN

Sueny ueeyeusad qdO ©)03 dddy Sunpueg ejoy | UEMIUILN ‘uestuifirp Suek uen33ued sejeq uenjus)ay uwernjesusd

ueduepun-Suepuniod uernjerod

Sueny ueejeusd AdO uesdelerp Sued rensas nisem uep isexo] eped uesyajoqiadip

‘ueduedepiad AdO ©103 dddy Sunpueg €103 eluey T3d uererday ynjun yqnd Suens uejeejuRWag

TeuLIoyut

Sueny ueereusd AdO J033es uejerday sjmyun 9,01 Sueins] Sued Suent ueerpokuad

‘ae8ueldepiod adO €103 ddv Sunpueg €103 Urefep [eULIO] 10)3]9s 13eq JrIUasur uep ueqifemas] ueeuesye[dd

Sueny ueejeusd AdO TewiIojur 1033jas Ueyer3ay] ynjun uesyaoqiadip

‘ueguesepiad AdO ©j03 addv 3unpueg ejoy] | yepn uep uexysoqiadip Sued iqqnd Suen: uesejequad
Sueny ueereusd AdO

‘aeuedeprod AdO ©)0y adadv muy, Sunpueg yekerim amu], Sunpueq yelep 93 elfueaq yesnd ueduequioSuod
Sueny ueereusd AdO

‘uegueseplad AdO ©j0y addv Jereg Sunpueg yekerip jereq Sunpueq yele[ip Ip efue[aq yesnd uerepussuag

Sueny ueejeusd AdO 10339103 uep Leyre uerel Suelfuedss 1p Jorur

‘uegueseplad AdO )0y addv Sunpuegq ejo3] | ueosjoyred uep ueelueaqrad jesnd uweSuequasired uerepusadusd

Sueny ueereuad AdO a8eqopan npuj Tesed uep urBuLe) JNpuj Iesed JNSeULIa)

uegueseplad AdO ®©}03 Addv 3unpueg ejoy] | ‘eney-ouresaog uerep 1p Isoid ueduedepiad uererdoy uernyesuad

Sueny ueeyeusd AdO ejsemg QALY wrerep eAuuesnjuniad 13e] rensas yepn

ueduedepiad AdO ‘e103] qddv Sunpuegq ©103] yepns Sued uejeuwredsy] /ueyeinoy uedunsdur] resed 1Se) O[]
Tesed ad

Sueny ueereusd AdO uerewreddy yninas 1p eAuuesnjuniad

ueduedepiad AdO ©103 dddy Sunpuegq ©103] ueduop rensas yisew 3uek resed ueejeuad uep ueinjesusg

Sueny ueereudad AdO ©ISEMS a8eqapap 31dd weSuequaluad uedusp

uesuegepiad AdO “ej03 addv Sunpueq ejoy | npedis) Suek a8eqopon ynpuj resed ueduequeduad ueyesdurusd

Sueny ueeyeuad AdO ejsemg eAuure] snsnys| Tesed uep ‘wokoir) resed ‘Suopuooerersy

‘uegueseplad AdO “e103 addv 3unpueg ejoy] | Iesed ‘Ipuy Iesed Tp Jesed uesemey [Mequioy Ueun3uequiod

Sueny ueeyeusad qdO ejsemg Jereqg Sunpueq yekerm

‘aeuedeprod AdO ‘e103] addv Sunpuegq €103 1p esel uererdosy ueduequolduad uerepusduad uep ueseyEqUIDJ

vcoc €202 ccoe
ISNV.LSNI NVVNVANEd ISVIOT NWVIDOoAUd ON
NVVNVSIVTAd NIV JIFNNS




9T

ejesmired Ado ©103 Addv Sunpueg 103 ¥)03] eyesmmired ynpur euedual ueSuwequioSusd
ejesimired uesemey S'C
uernsnputisd ddO ©lo3 Adddv Bunpueq ejo3] ‘nreq Jesaq ysnput ueunduequad uerrepuaduad
ues3uBqUINIP
Buel uref rersusjod LISNPUI BIUIS /
nunqrj msnpur nuag ‘9
nAnpeqr LsNpul BNUoS g
‘mefSuourg 1isnpur enuag i
eA[nurexng LIsSNpuUl BNUSS ‘¢
Sueny ueeyeusd AdO eisems {JemapuolI) LIISNPUl BIUIS 7
ueLnsnpuLed AdO “e103 addv ‘rong LSNpur BNUdg [ yewna snpul enuas veguequiaduad uep 1sexo] wedejousd
ejesmired Ado
Sueny ueeyeusd AdO e)SEMS 1003 msnpur
uernsnputiad ddO ‘©103 addv Bunpueq ejoy | enuds rrep uerdeq redeqos yerelosioq/eny ueungueq ISESITEIIANY
esemg 1093 LIISNPUI BIJUIS-BIJUSS IP 1093 LIIsnpur
uernsnputiad ddOo ‘e103 addv Sunpueq ejoy | ueSuequoduad Sunsnpuod seyqse; ueerpakuad  ueyesSuruag
Sueny ueeyeusd AdO e)SEMS
uernsnputiad ddo ‘e103 addv Sunpuegq €303 1993 LIISNpUI BHjUuas-enuas eped UeseME] UBEIBUS]
e)SEMS ueyeWNISg
UELOSTpULRd AdO ‘€103 qddv Sunpueg €103 ueBun{3uy] 1p epe Sue4 [1003 Lysnpur uesjueyerRdway
e)SEMS
uernsnputiad ddO ‘8103 addv Sunpueg €103 1093 LSNpUI BNjUss-eNUas eped [1993] Lisnpur uesiSuequaSusy
weSunqnurod
UBLIDJUSWDY ‘UBUBWIEIY
uep ueueyeyE)Id
UBLID) UM
‘ueLSNpULIg ereyuesng 1d ¢
UBLID) UM NadV pepuld 1d 1 Teuolseu sigojen)s Lsnpur uesemes 1sesirewndo
Hsnpuj Jod .1 v'C
UBWRNWIG
/ueqewinidg AdO
dnpry ueSunysur] ddo ejsemg uerojuesprad Sunped-gunpas eped
‘Bueny] ueeyeUsd AdO “e103 addv Sunpueq ejoy | 3unpad deje 1p uewe) neje/uep [exnIoA uewe)} ueduequoSuod
v)SEMS
‘@103 agdv ej0y yesnd nur uesemes| eAusnsnyxy

Sueny ueeyeusd AdO

‘surdord addv

yereg Sunpueq yeleipm

“yereqg Sunpueq yele[im 1p ueojuesiad ISBIUISUOY UBSBIRqUId]




LT

‘S9/8190 WIPO3] o
UBUEWIEd)] ‘18ueMIIS /11T Urepoy q UBUBUIE]
ueURYRLIJ UBLIDUIWSY NadV ‘ereSouel)ses uPSNY pnue e uep ueueye)rad [sue)sul uep uerojuesrad uesueyelrodwa N
ueuewWEdy] Uep Ueueye3idd uesemey] 8T
ejo3] uwedungnyrad adoO
‘Isuta0id aseigojuro) Suek
uesunqnuidd ddO ©)03{/A01d ALdY Sunpueq ejo (epu  puv yund) epow ueyepurdiod Injred sejqise] ueerpakusd
1de ejoIoy UNISE}S UBSMEY 9
‘leH "IS [BUIULIDL, UBSEMEY G
{WOoAOI[) [RUTULIS], UESEMEY {
®©103] uBSUNQNYId AdO ‘3uopa [eUruLIS], UBSEBMBY '€
‘1sutaoid {WNAYEJI) [BUIULISL, UBSBMBY T
uedungnyrad ddO ©103] /r01d A9dY Suefuedimno [puruia], uesemey | | SeModsuern euereseid uep eueres uejexguruad uep isesewndo
1de ejoIoy UNISE}s UBSMEY 9
‘IeH IS [BUIWLIDL Uesemey] G
IV Id ‘Tsuraoid {woA0II) [eUTWLIS], UBSBMBY  “{
uedunqnyiad AdO ‘3USpPYT [EUTULIQL, UBSEMEY '€
‘ueunqnuraq Isuraoig ‘WNaYedI) [BUIULIQL, UESEMEY '
UBLIJUOWIY addy ‘Nddv ‘Sueluedimno] [eUuTuLIS], UBSEMEY Isejodsuer) uesemes| Sejfeny uejesguruad uep ueejeuoq
1seypodsuel], uesemey] LT
uedued /ueruelrad AdO ©303 addv Sunpuegq ejo3] peqe yemes ueye] ueduequaduad
wedued /ueruerrod ddO ©)0y addv Sunpueg €103 (bunuwinf unqun) ueejosiiad ueruerred ueduequioSuad
wedued /ueruerrod ddO ©)0y addv Sunpueg €103 ueSued uerue)rod ueye] eped ueruelrad sejrise) uejesidurusg
NI Uejeleddy]
uegued /uerueind ddo €103 addvy SunioqSun(n ueyeurecsy] uenfuepiaq ueruead ueye| uedejousd
ueruejIdd uesemeyy 9z
Sueny ueeleuad AdO e)sems mu], Sunpueg
eyesmrred ddO ‘e103] addv Sunpueg ejo3 | yedem 1p ejesim ohqo ueSuequeSued uep ueunSueqULg
B)SEMS ejesmmired
ejesmired qdo “e103 agdv Sunpueg 10y SuoIopusw yNIUN JIYeII3 TUIOUO3D W)SISO3d UeSuequiaSuad
elSEMS
Sueny ueereusd AdO “e103 agdv ueyewmad uep uesprpuad ‘ueyepeqriad uejerdos
ejesmired Ado ‘surdord addv Sunpueg ejoy | TEINOS ISeIO] Ip UeInqry uejersex ueseyequiad uep uerepuasuad
e)SEMS
ejesmired Ado ‘®103 addv ©103 BAEPN] EYESIM UEp UexIpIpuad
ueelepnga3] AdO ‘isurdoid q9dv Sunpuegq ©103] elesIM ‘urele eyesm ueueyeloduwow uep ueuequaSudy
v)SEMS
‘®103 addv

ueefepnqay AdO

‘surdord addv

Bunpueq ejo3]

Yerefosroq ueundueq uep uesemes] uesueyelroduwopy




8T

e ueressuy ssojy
uep ‘anduasng

‘aey] ussndg
{10°C0°€0 YeIsaxypny
‘qerelsiq

20°L0°€0 Al ML puny
10°V yeiduag
wepewuaq
Sunpueg [eue]
pes93sId av ye1
peusfeng

PeSRIA MB0D

av 1sdsiq

‘aqv Suequsiq

‘INL OYS@S
‘{avodisds

‘ay edeoog
‘wnpIpsnd
‘nepEIpsng
(Jruassng

Qv INL ¥erIpost
‘penspid 11 snd
‘peredyq [ nwsndnn
SUeL/ p-AeY UOX
{€-UYIy Uox

‘eT-pb-111 Buy usQ
‘urepSuesjog
‘urepgqny

fureprz

10°€0°€0 de[soxuaq
‘urepsayl

‘urepwod

g odjy [run{isyes
‘urepuafy

‘urepury

10V yearedpny
‘wrepred

‘urepwnyy
‘weprejurg

‘epsepr
weppesjeAuTIuIqeq
‘urepnyp

‘urepdog,
{urepIaju] usq

EESR%Egs3

Sow bk  Edcddusuds BR800y BE s




6¢

uewWIRNUWISG

pefexns

uejewed9y Ip yedungesng ueyen@y  ‘q

{ITpUY UBIBRWEROSY IP JNIaf U0qay]
ueyeIN[ay] UBp ‘Iagale]N Ueyeinay
‘Buerreosndun ueyeIN[Sy ‘WoAoIr)

ynumsy

/ueygewiniad ddO ©)10) AdddV ueyemay ‘exedwa) ueyeIN@Ey  ® uesemes] ueuedueuad uep ueyedsouad eUBOUSI UBRUNSNAUS]
elepnq
Tersos ueSunuaodoy Inpns ueiyresepiaq uesemey uepnfnmiog P
Sueny ueereusd AdO €103 Addv mnpung uesemey| nound uesemey 1oy Sueouey uenpued ueunsnAusd
Sueny ueeyeusd ddO 103 qddV 18uemIIS uedeqeq | 1SuemI[is ueseqeq uesemey] €103 Sueoury uenpued UeUNsNAULg
dnpry ueSunySur Sunjynp edep uep
1s8uny ueSunyuaday Jnpns ueylesepiaq uesemey uepnfnmiag 5
¥]03] UBTWIOUO219d AdO
‘npedia], ueurzired AdO a8eqapan Mdd ISBIS9AU] UBUWIOPad UeUNSNAUSq
Suequpoddeg €303 addv
Sueny ueereus, a3eqapa ueUNSURQUdJ UBWOPSd UeunsnAus,
A yeusd ddO €103 qgdv q9P2D Mdd quid Pad d
Sueny ueeyeusd qdO ©103 AgdY a8eqapan 3idd (T1g1y) weluny3ur] uep ueundueq eJE], BUBOUSY UrUNSNAUSJ
TWwouoyd
ueSunyuaday jnpns ueyresepiaq uesemey uepnfnmiag ‘q
Sueny ueereusd AdO €10y Addv ueunSueg UBp UBseMB) UBLIEISI[od Uenpued ueunsnAusd
Sueny ueereusd AdO €303 addv 98eqopaD Jdd
cunre-unyy sidd (T1g1y) weSuny3ury uep ueundueq eJE], BUBOUIY UeUNSNAUSJ
TWIouoya uep elepnq
rersos ueSupuaday Inpns ueyresepiaq uesemey uepnfnmiag ‘e
SIDILVALS NVSVMVI NVANLOMAdd ‘€
ere3oueInses
uresny pnue|
“e103] /1su1A0Ig
uedunqnyiad
ado ‘ueSungnuiad ©103 addv eredouenses
ueLjUIWdY | ‘A01d A9dV ‘NEdV 3unpueg ejoy] | ulesny elepn Iepueq sejqeny uelexgurued uep ueduequoSusd
ueuewedy|
ueueyellsd UeLajuauay] Nadv Sunpueq ejoy | ueueweds] uep ueueyelred uesemes| ueeyeusad Uep UBEIBYIOWI]
ueuBWEd Uep Ueueyelrad
UeUBWE)] uesemes] SUENI BJE] BUBOUSI UESUIP IENSIS UBUBUIEd]
UBUBYELIS] UBLISJUIWY] NadV Sunpueg ejoy | UeP ueueyeliad isefejsur uep uelojuesirod uesemey ueuewesuad
vcoc €202 ccoe NVV!
ISNV.LSNI AvANdd ISVOT NVAD0Ad ON
NVVNVSHVTdd NILIAVMA JIFNNS




0€

uewn[nuwIog
Juueyewniad AdO

Sueny ueereusd AdO ©103] Addv unre-unyy dd uweun3ueq uep uesemes| uerre}safod uenpued weunsniusg

3
uEny wEEEted ddo ©103 qddV unfe-unyy sdd uesesesy gL Ueunsniuag

unpe-unly ydd S uepnfnmiag

NIUBWERIIY
ueyewredoy| Ip pasidur) 1sexo7 I
uep ‘(refueeueisy
ueyewreddy 1p Jo1osSuah 1sesjor b
‘uejop Sunpueg
uejewreody] 1p Lesuewe], isexo]  d
{OpU2I) UBJeureody|
P ¥2[0 nAerer uep eunliy 1sexo] 0
Buorqod
uejeuredsy] Ip urduey sndeq uep
oeq Suedwig ‘Buerog Suepeg Isesxjo] U
‘1o1ey] eo[duoflog
ueyeweosy] 1p odoy] ueyeIN[EY W
‘uornyy
Sunpueg uejeureosy] 1p Suedouny
Bunrep ueyeIn[oy uep ‘nleyey
YemapuoSt) ueyeIn|ay ‘urdurre)
ueyemey ‘Yerdfip ueyemey [
‘Leredi) ueseqeqg
ueYeweddy] Ip Ifeyesng weyeIniay
uep Aeredi) ueseqeq uveyempy Y

‘mequeng

uejewreddy Ip einmery ueyemyy  f
‘mpny Sunpueg

uelewreoay 1p Lresduely] ueyeney 1
‘SuopuodeIery] UBjBUedY]

P DUEAE[ UOQRY UeYEINY Y
{re38ununyeg

uejeureddy] 1p SuoxSueqr) ueyeney 8
{Ireseouey

uejewreddy] 1p eSoyelfuey veyeindy  J
‘a8eqopan

uejeureddy] 1p Suejoqedury UBYRINRY 9
‘depepro

uejeureddy] Ip yeueulreoy weyeIn@y  p
{mpny Sufunaqry

ueyeureddy 1p epedesng weyemyay ‘o




113

Indnpeqry 31my ueyero uep nyedss erjuas YSY uepnfnmiag

Sueny ueeyeusd AdO

‘UemINNULIa] ©)03] /1sutA0Ig
/ueyewnisd AdO agdv o8eqopan Jdd HILY ueun3uequiad
wnu weelddd AdO ©)0Y] /1SUIA0IJ
‘Bueny ueereusd AdO agdv o8eqopan Jdd uelenq neuep ueduequiaduad
Sueny ueeyeusd AdO
‘eSey
Ye[o uep epnuwed ddO ®©J03 AddV 98eqapan Jdd ©103] ereysiaq eel yeo sejqse] ueduequiaduad
Sueny ueereusd AdO elsemg
‘uewNULIag “e303] /1surA0Ig
/ueyewnisd AdO addyv ‘Nddv o8eqopan Jdd 133un uep Suepas UNSNs UBYBWNII] UeUNIUBqUd]
Sueny ueereusd AdO BISEMG
‘UewnNULISg ‘)03] /1suIA0Id Suequirtaq
/ueyewnisd AdO adgdv a8eqepan Jdd | ueruny dosuos ueSusp NIeq UEYEWNISd Uesemes| ueunSuequiod
wnw( ueelisxdd AdO
‘Sueny ueejeusd AdO
‘UewnNULISg ©)03] /ISUIA0Id 31dd veSuequoBuad Suoiopustu
/ueyewniad Ado agdv 298eqopan Jdd | niun ejoy erexsioq [eIsOs Uep wnwn sejqise; ueduequoduad
©)0y ereys esel
Sueny ueeyeusd AdO uep ueSuedeprod uejerdoy ueduequioSuad urerep jesxerefsews uep
©)03 addv a8eqopan Jdd | ersems uerad Suoropuswr nun Jrpuasur ueseliqes) ueSuequaSusg
Bueny weeietad 4dO ©303] Addv a8eqapan 3dd uesemes| T ueunsniusd
aFeqopay Jdd S uepnfnmisg
Bueny weeietad 4dO ©j03 addv unfe-unyy dd 31dd ueSuequaduad SUoIOPUSIW YNJUN JIIUSSUT UBLIDQUIS]
Sueny ueeyeusd AdO
ejesmrred ado €103 addv unfe-unyy dd efepnq reded ueungueq werre}sadd
UBWRNWIG
/uueqewnidg Ado 2103 /1SUIAOId
Sueny ueeyeusd AdO agdy une-unyy Jdd HLY weSuequiaSuag
W3N ddo
Sueny ueereusd AdO ©103] Addv unre-unyy dd eurn] ey SueSepad ueejeuaq
UBWBNUWLIG
/uueyewniad AdO
‘Bueny ueereusd AdO ©03 addv unre-unyy dd [eISIOWIOY UBSBMEY ISBSI[e}IAd] Uep Ueelewalsd




[43

‘Wvad
‘wnwp) ueeloxed ado
‘Bueny ueeyeusd AdO

esemg ueyeduresiod ura)sis
‘UeWnNULI] ‘©103]/1sUIA0Id uep ‘Yequui Jre uee[oeduad wWIISIS ‘OSBUTEIp WSS ‘WNUIW
/ueqewniad AdO addyv ‘Nddv nefSuourg | ire ueerpefuad Inpnnsenyur ueyesidurued uep uweduequradusd
1yefSuourg ynfer enyuas sy uepnfnmiag
©)O} /ISUIA0Id
uedunqnyiad AdO adgadv eAnuresng ‘euresIoq Injred sejise; ueerpakusd
©)03] /ISUIA0Id
uernsnpured ddo adgdv eAMuresng 1sowoid uep ueduedepiad yesnd weduequraduag
elSEMS
‘)03] /1suIA0Id msnpur
uernsnpured ddo agdv eAuresng | enuss  ueduwequeduad  Sunsnpuad  sejqise;  ueSuequoSuod
dnpry uesuns{gur] ado
‘Wvad
‘amurp) ueel1axad AdO
‘Bueny ueeyeusd AdO e}SEMS ueyqeduresiod wo)sis
‘UewnNULI] “103] /1sUIA0Id uep ‘gequuy Jre ueeopduad wW9)SIS ‘OSBUTRIp WSS ‘WNUIW
/ueqewniad AdO addyv ‘Ngadv eAnuresing | ire ueerpafuad Imysnnserur uejesdurued uep ueSuequiaSusd
eAmureyng eyauoq e1juas JYSY uepnfmiag
uernsnputiad ddOo ©103] /1SUIAOI]
‘Bueny ueeleuad AdO addv mnAnpeqro 1sowoxd wep uegueSepiod yesnd ueSuequiaSuag
urwNWIag
/ueyewniad AdO ©)0Y] /1SUIA0IJ
‘wnwin ueel1esiad Ado addv ndnpeqry uewrefu Sued nefiy nyel uep wyey uerefod sejmse] weerpakusg
©103]/ISUIAOId
uesunqnuiad AdO addv ndnpeqrp euresiaq Ipjred sejisey ueguequisguad
uernsnpursd Addo ®©303 addv minpeqry eYesn yewns jiun uesreqiod uep uesemes ueejeuaq
dnprH uesunsgurt ddo
‘Wvad
‘wnurn ueel1axad ado
‘Bueny ueeeuad 4do BISEMS ueyeduresiod wa)sis
‘URWRNULIS] ‘103{ /1sUIA0Id uep ‘qequi Ire ueeopSusd WOISIS ‘OSBUIRIP WSISIS ‘WNUIL
/ueqewniad AdO addy ‘Nddv nAnpeqry | are ueerpafuad inpnnsenyur ueyexduruad uep weduequraduad




133

dnpry uesunsgur ddo
‘Wvad

‘umup) ueel1axad AdO
‘Sueny ueejeusd qdO

ejsemg ueyeduressod waysis
‘UBWInNUIS] 830y /1sUIA01d wep ‘yequuy Jdre uee[opSuad WOISIS ‘OSBUNEIP WLISIS ‘WNUIW
/ueqewnIad AdO addyv ‘Ngadv nedeing | Jre ueerpofuad inynnsenur ueyesduruad uep ueSuequoSudd
©)03] /ISUIA0Id
wnw() ueelioxed ado agdv nedeing uesemey nfnusw sasye uerel weduequraduad
eisemg
‘)03{ /1suIA0Id
uernsnpursd ddo addv nedeng BUEBSTN JRWNI J[UN UEP INNIOSBIUl ueyreqiod
©)03] /ISUIA0I]
uernsnputiad ddOo agadv nedeing 1sowouid uep ueduedepiad jesnd weunJuequiog
nedeing soey erjuas JSY uepnfnmiog
©)03] /ISUIA0I]
uernsnpured ddo adgdv yemapuo3r) 1sowouid uep ueduedepiad jesnd weunSuequiog
©103]/1SUIAOId
uedunqnyiad AdO adgdv yemapuo3r) ewres1aq Injred sejrise; weunSuequiod
dnpry uesuns{gur] ado
‘Wvad
‘wnw) ueel1axad AdO
‘Bueny ueeeuad 4do BISEMS ueyeduresiod wo)sts
‘UewRNULId] ‘©103] /1suIA0Id wep ‘yequuy Jre ueejopSuad WLISIS ‘OSBUNEIP WLISIS ‘WNUIW
/ueqewniad AdO addyv ‘Ngdv yemopuoSry | are ueerpakuad inpnnsenyur uerexduruad uep weduequriaduadd
©103]/ISUIAOId
wnwp) ueeloxed ado adgdv yemapuo3r) uesemey nfnusw sasye uerel veunduequiad
‘Sueny ueeleuad AdO ©j03 addv emapuod) uesemes| UgejeUSd
yemopuosro uerexed uep (13593 MSH uepnmmiag
©)03] /ISUIA0I]
uernsnputiad ddo adgadv 1yefSuourg 1sowoud uep ueduedepiad jesnd weunJuequiog
uernsnpurnd ddo 03] /1SU1A0Ig uesemes|
‘Bueny ueereusd AdO addv nefSuourg | Sunsinpuad euereserd ueerpokusd Uep UEBSEMEY UBBIEUdJ

dnpry uesuns{gur] ado




143

e)SEMS
‘©103]/1SUIAOId Sunpueg Sueyeurq
dnpry uesunsgur ado adgdv 13uem[is ueseqeq | ungoy uesemes] weduns3ur] sejyens] uejesduruad Uep ueLre)so[d
©)03] /ISUIA0Id npedis) uegunsuy
Blesmired ddo adgdv 18uemIis ueseqeq | uesiprpuad uep were eyesm Sunsinpuad sejqise; ueSuequaSuag
©)03] /ISUIAOI] 18uemIfig
dnpry uesunsgur ado adgadv 1BuemIig ueseqeq | ueseqeqg ejos ueiny sejqensy uejesduruad uep ueLe)s9Rd
1Buemmis ueyeqeq S uepnfmiog
©)03] /ISUIA0I]
uernsnpuried ddOo adgdv nungry BUESN JIUN UBP ININISBYUI UeTeqIad
uernsnpursd ddo ©303 addv nunqry 1sowoud uep uesueSepiad yesnd weunJuequiag
©)03] /ISUIA0Id
wnu ueeldad AdO adgdv nungry uesemey nfnusw sasye uerel veunduequiad
dnpry uesunsgury ddo
‘Wvad
‘wnwp) ueelioxed Ado
‘Bueny ueeieUsd AdO eysemg ueyeduressod waysrs
‘UewnNULIS] ‘)03] /1sUIA0Id uep ‘gequi Jre uee[opSuad wWI)SIS ‘OSBUTRIP WSS ‘WNUIW
/ueyewnisd AdO addyv ‘Nddv nunqry | ire ueerpefuad Inpnnsenyur uejesdurued uep weSuequrodusd
nyunqry adwray uep nye3 eI3uas JSH uepnfnmiag
Sueny ueereuad AdO €103 addv seredureyrd ueyewnad ueefewarod uep [ersIaWO UeYe] ISePIOSUoy]
©103]/ISUIAOId
uedunqnyiad AdO adgdv serodureyry eures1aq Injred sejrise; weunSuequiod
Sueny ueejeu2d AdO ©j03 addv seradureyry ueunSueq pesej UeejeuUsq
W3N ado 103 addv seradureyry ew] oey] Suedepad ueeyeusg
©)03] /ISUIA0I]
Sueny ueereusd AdO adgadv serodureyry yes] uerefod uedurrel uep uesemes| ueejeuad
Sueny ueereusd AdO ©)03 addv serodureyry uesemes| T ueunsniusad

sefadureyr) uorysej uep sueaf erjuas sy uepnmmiag




VNVATNIN VNVA

PR

ONNANVE VIO I'TVM

S€

200 1 09002 F0909L61 dIN P\
| yeFuy, ey

'ONNANVE VLON HVEAVA LVIVLIINNES Vavd
WNNNH NVIDVE VIVdaM
eAUNsE UESUIp (ENSIS URUIES

elSEMS
UeWBNUWIG “e103] /1su1A0Ig ynuwmnsy
Jueyewniad ddO agady ‘Nddv Sunpueg €103 uesemey] veuedueuad yMun unsns yewns ueunduequiag
UBWLNULIN ©)03] /ISUIA0Id
/ueyewnisd Ado addy ‘Nddv Bunpueq ejo3] uesemey| ISESI[BIIASI UBD UBBIRUI]
U nuLIsd ©)03] /ISUIA0I] ynuwns uesemey| ip
/ueqewinidd Ado addy ‘Nddv Sunpuegq ejoy] | vewnnuiied wnwn euereseld uep eueres sejeny ueyesSurusd
€03 UBBUBOUDIG OdO
‘URWIB{NULIDG 03] /1SUIA0Id
/ueyewnisd Ado addyv ‘Nddv Bunpueq ejo3] ynwny uesemey] ueuedueuad eueoual veunsniusg
I ! [ d yisy uepnfnmrag
©)0Y] /1SUIA0IJ unSueqIs) Uesemes|
Sueny ueeleuad AdO addyv ‘Ngadv mpung | uerepusaguad  ymun  Jnuasursip  uexeliqey  ueSuequiadusg
e)seMg
‘ej03] /1SUIA0Id
dnpry uesunygur] AdO addyv ‘Nddv mpung SOLL] Ueye] ISeyIqeyay
dnpry uesunsgurt ado )03 /ISUIA0IJ
‘eyesmarred AdO addv mpung SB)jeqIa) Wele ejesim uejerday ueduequaduad
Sueny ueejeuad AdO ®©303 addv npung un8ueq1s) uesemes] ueunguequiad uerepusadusg
9npoung Sy uepnfmmiog
dnpry uesunsgurt ado ueSunsSur
‘Bueny ueeyeUsd AdO ©j03 addv 1SuemIis ueseqeq | uerrelsafod eurein 1suny nSSueSusw Suek uejerdes uerepuaSuag
©)03] /ISUIA0I]
uedunqnyiad AdO addv 1Buemis ueseqeqg npedia) aisjred sejise) ueerpakuag




